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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, maka Rencana Kerja Pemerintah
Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bupati
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten paling lambat 1 (satu)
minggu setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi
ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Nias tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Nias Tahun 2023;



Mengingat

10.

. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 42.86);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Nias Tahun 2023 (Berita Negera Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 590);

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 /PMK.07 /2016 tentang
Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 667);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang RPJPD RPJMD, serta Tata Cara
Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1791);
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 50);
Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun
2021 Nomor 24 Seri D Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Nias Nomor 52);

Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun
2021 Nomor 26 Seri E);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

i
D

o

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Nias.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Nias.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5
(lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa
Jabatan Kepala Daerah.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah
yang menjadi kewenangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias yang selanjutnya
disingkat Renja-Perangkat Daerah Kabupaten Nias adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Kebijjakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokum.en
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta
asumsi yang mendasari untuk peride 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS
adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan
Kerja Perangkat Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
yang selanjutnya disingkat Bappedalitbang adalah Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nias
sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Kabupaten Nias.
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Pasal 2
RKPD Kabupaten Nias Tahun 2023 dimulai tanggal 1 Januari 2023 dan
berakhir tanggal 31 Desember 2023.
RKPD Kabupaten Nias Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan
tahunan yang sifatnya transisi yang mana tujuan dan sasaran
pembangunan diarahkan untuk menyelesaikan dan menuntaskan
pencapaian target kinerja RPJMD Kabupaten Nias Tahun 2021-2026.

Pasal 3
RKPD Kabupaten Nias Tahun 2023 memuat antara lain :
pendahuluan;
gambaran umum kondisi daerah;
kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
rencana kerja dan pendanaan daerah,;
kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
g. penutup.
RKPD Kabupaten Nias Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diuraikan pada lampiran Peraturan Bupati Nias ini, dan merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Nias ini.
Rencana pendanaan dalam RKPD Kabupaten Nias Tahun 2023
menggambarkan pagu indikatif masing-masing urusan pemerintahan.
Pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) relatif dapat berubah
sesuai dengan kebutuhan dan tingkat ketersediaan dana.

-0 Qa0 g

Pasal 4

RKPD Kabupaten Nias Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) menjadi :

a.

b.

pedoman bagi Perangkat Daerah Kabupaten Nias dalam menyusun
Rencana Kerja Tahun 2023; dan

pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Nias dalam menyusun Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun 2023.

Pasal 5

Dalam rangka Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2023 :

a.

Pemerintah Kabupaten Nias menggunakan RKPD Kabupaten Nias
Tahun 2023 sebagai Pedoman Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023.

Perangkat Daerah Kabupaten Nias menggunakan Renja-Perangkat Daerah
Tahun 2023 sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun
Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.



Pasal 6
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Nias menelaah Lkesesuaian antara Renja Perangkat Daerah
Kabupaten Nias dengan RKPD Kabupaten Nias Tahun 2023.

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 4 Juli 2022

BUPATI NIAS,
ttd

YAATULO GULO

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
Ao 4 Juli 2022

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2022 NOMOR : 250 SERI: E
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Nias (RKPD) Tahun 2023
merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah. RKPD ini merupakan dokumen perencanaan
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan
tahunan Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1
(satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.

Sesuai dengan tujuan perencanaan pembangunan, bahwa proses penyusunan
perencanaan pembangunan daerah diharapkan dapat mengoptimalkan partisipasi
masyarakat, penyusunan RKPD ini didasarkan pada penjaringan aspirasi yang
diformulasikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
Tahunan dan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah serta memperhatikan
hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut
penyusunan RKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Provinsi
maupun Pemerintah Pusat.

Kedudukan RKPD dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Nias adalah
menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan
dan penganggaran tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas
pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Perangkat
Daerah (PD), yang selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum
Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah. Sesuai dengan tema pembangunan pada tahun 2023 yaitu
“Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan
Berkeadilan Menuju Kemandirian Daerah” . Tema pembangunan ini diprioritaskan
untuk mendukung pencapaian Misi 3 yaitu “Petani, Peternak dan Nelayan Produktif”,
melalui pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan
pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air,
sumber daya energi, serta kehutanan

RKPD Kabupaten Nias Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan
pembangunan tahun kedua dari dokumen RPJMD Kabupaten Nias Tahun 2021-
2026, dimana arah kebijakan Tahun 2023 difokuskan pada peningkatan daya
dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai faktor pendorong bagi
pembangunan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatnya nilai tambah, lapangan
kerja, investasi, dan daya saing perekonomian. Pembangunan juga difokuskan pada
pengembangan dan peningkatan promosi sektor pariwisata unggulan yang ada di
Kabupaten Nias.

penyusunan Peraturan Bupati Nias tentang RKPD Kabupaten Nias Tahun 2023
mengacu pada Pasal 16 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengamanatkan
bahwa RKPD disusun dengan beberapa tahapan, yakni persiapan penyusunan RKPD,
penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan
musrenbang, perumusan rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD.
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1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan RKPD
Kabupaten Nias Tahun 2023 adalah sebagai berikut adalah:

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses
Perencanaan Penganggaran Pembangunan Nasional;

9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

11.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2020 Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitasi Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitasi Sistem Keuangan,;

12.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang;

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;

14.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

15. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik;

16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD RPJMD, serta Tata Cara Perubahan
RPJPD, RPJMD dan RKPD;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

19.Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pembangunan Daerah;

20.Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

21.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,;

22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
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23.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan
Sistem Informasi Keuangan Daerah;

24.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumataera Utara Nomor 5 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumataera
Utara Tahun 2019-2023;

25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037

26.Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nias Tahun 2005-2025;

27.Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias;

28.Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021-2026;

29.Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2022;

30.Peraturan Bupati Nias Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Nias Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran
Anggaran dan Pendaparan Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2022;

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, RKPD Kabupaten Nias Tahun 2023
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan yang
lain. Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan
pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional,
provinsi dan kabupaten. Oleh karenanya, substansi RKPD Kabupaten Nias Tahun 2023
harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan
tingkat Provinsi Sumatera Utara sehingga terjadi sinergitas perencanaan pembangunan
nasional, provinsi dan kabupaten.

Hubungan antara RKPD Kabupaten Nias Tahun 2023 tersebut dengan dokumen
perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

a. RKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara
perencanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dengan perencanaan dan
penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD berfungsi menjabarkan rencana
strategis ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) dalam upaya
pencapaian sasaran prioritas pembangunan Daerah Tahun 2023.

b. RKPD Kabupaten Nias merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum
Anggaran, Priorias Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2023.

RKPD Kabupaten Nias juga disusun dengan berpedoman pada sasaran, strategi,
arah kebijakan, prioritas pembangunan dan program pembangunan RPJMD Provinsi
Sumatera Utara tahun 2019-2023 dan RTRW Provinsi Sumatera utara tahun 2017-
2037. RKPD Kabupaten Nias tahun 2023 menjadi pedoman bagi penyusunan Renja
Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi tiap Perangkat Daerah.

RKPD Kabupaten Nias tahun 2023 juga mempunyai keterhubungan dengan
arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah
(RKP), dengan memperhatikan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan (RKP)
tahun 2023. Arah kebijakan pembangunan nasional merupaka pedoman untuk
merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan
kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik,
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partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah
keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan
pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata
oleh semua pemangku kepentingan.

Secara diagram keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan
penganggaran lainnya dapat dilihat pada gambar berikut:
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Gambar 1.1
Proses penyusunan dan keterkaitan RKPD Kabupaten Nias dengan dokumen perencanaan lainnya

Sumber: Undang undamng Nomor 25 Tahun 2004
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003

Dokumen - dokumen perencanaan sebagaimana tersebut di atas yang bersifat a-
spasial perlu disinkronisasikan dengan dokumen — dokumen perencanaan spasial, yaitu
dokumen RTRW Nasional, RTR Pulau dan RTR Kawasan Strategis Nasional pada level
Pemerintah Pusat dan dokumen RTRW Daerah, RDTR dan PZ, serta RTR Kawasan
Strategis Daerah. Selain itu, perlu juga diselaraskan dengan dokumen — dokumen RTR
dari Daerah Tetangga. Dalam hal ini, posisi penyusunan RKPD yang merupakan
penjabaran dari RPJMD dan berpedoman dengan RPJPD. Di samping itu, dokumen
RTRW Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD. Dengan
demikian, korelasi antara RKPD dengan dokumen perencanaan spasial (RTRW Daerah)
terletak pada hubungannya dengan dokumen antara RPJPD dan RPJMD, yang sama —
sama diacu oleh RKPD. Konstelasi hubungan antara dokumen spasial dan a-spasial,
sebagaimana dijabarkan di atas dapat dilihat pada gambar berikut.

RKPD Kabupaten Nias Tahun 2023 4



Pemerintah Pusat

Pemerintah Daerah

Pty = : -
rRep |1 RTRW
Nasional | KL Nasional
i 7 g \ B — 4

Perencanaan A-Spasial ‘ Perencanaan Spasial

E RTR Pulau |

- - - - ===

-

RTR Kawasan Strategis Nasional |

i semua produk rencana
' . tata ruang nasional
‘ | yang terkait

ey | ! dipertimbangkan
Il sciae . T T s e — ™ - Y :
1 ! pedoman i ! RDTR dan PZ |
1L I - ' .8
Yy + i ¥ :
oman 1
R 2 RTRW {
Daeral Daerah Daerah !
.= 1 :
| pedoman 0o RTR Kawasan Strategls Daerah |
1 : w | |
' Renstra » Renja i ~# RTR Daerah Tetangga A
i SKPD/UKPD SKPD/UKPD bl Ssdaraskan " & |
i pedoman !
i '

L'I RTR Daerah Tetangga B I

Sumber. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007

Gambar 1.2. Proses Perencanaan A-Spasial dan Spasial.

1.4 Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nias Tahun 2023 ditetapkan dengan
maksud :

1.
2.

Sebagai arah pembangunan tahunan Kabupaten Nias pada tahun 2023;

Sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintahan,
masyarakat, swasta dan pihak — pihak terkait lainnya, untuk mewujudkan cita — cita
dan tujuan pembangunan Daerah;

Sebagai tolok ukur tahunan keberhasilan kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati
Nias dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan Kepala Perangkat Daerah dalam
melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan
tanggung jawab masing — masing dalam upaya mewujudkan visi dan misi Bupati
dan Wakil Bupati terpilih;

Sebagai instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan
penyelenggaraan prioritas pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi
masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang
ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD;

Sebagai acuan dalam penyusunan rancangan KUA dan PPAS, beserta R-APBD
Tahun Anggaran 2023;

Sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD, penetapan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara, dan Rancangan APBD Kabupaten Nias Tahun
Anggaran 2023.
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Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nias Tahun 2023

ditetapkan dengan tujuan :

1.

2.

Menjadi acuan bagi DPRD dan Kepala Perangkat Daerah dalam menentukan
prioritas program dan kegiatan tahun 2023;

Memperkuat koordinasi, integrasi dan sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik
antar Perangkat Daerah maupun dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Lainnya;

Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsif dan kondusif dalam
melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan,;

Sebagai acuan dalam pengembangan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah
Daerah dengan pelaku usaha swasta, masyarakat dan Pemerintah Daerah Lainnya;
Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan.

1.5 Sistematika Penyusunan Dokumen RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nias Tahun 2023, yang

menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan
dan penganggaran tahunan, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BABI : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Hubungan Antar Dokumen

1.4. Maksud dan Tujuan

1.5. Sistematika Penyusunan Dokumen RKPD
1.6. Inovasi Perencanaan

BABII : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.4. Aspek Daya Saing

2.5. Permasalahan Penyelenggaraan Sasaran dan Prioritas Pembangunan
Daerah

2.6. Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun
2021

BABIII : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Prioritas Pembangunan Daerah

4.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
4.3. Pembangunan Daerah

4.4. Pokok-pokok Pikiran DPRD

4.5. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

BABV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Rencana Kerja Perangkat Daerah
5.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
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BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
6.1. Gambaran Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
6.2. Pembagian Urusan Pemerintahan Wajib dan dan Urusan Pemerintahan
Pilihan
6.3. Indikator Kinerja

BAB VII : PENUTUP

1.6 Inovasi Perencanaan

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70
Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka pemanfaatan
serta pengembangan aplikasi perencanaan pembangunan daerah akan lebih diboboti
dengan keseragaman Kklasifikasi, kodefikasi serta nomenklatur perencanaan
pembangunan dan keuangan daerah yang mendukung Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah serta disusun berdasarkan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pemanfaatan serta pengembangan aplikasi perencanaan pembangunan
daerah tersebut akan memudahkan untuk pengawasan, keterbukaan akses
informasi serta mengarahkan perencanaan Perangkat Daerah sesuai dengan target
pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
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BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah
2.1.1.1 Luas dan batas wilayah administrasi

Kabupaten Nias merupakan salah satu kabupaten dalam wilayah Provinsi
Sumatera Utara memiliki luas wilayah seluas 143.864,32 Ha yang terdiri dari luas
daratan 85.342,32 Ha dan laut seluas 58.522,00 Ha. Wilayah administrasi
Kabupaten Nias terbagi dalam 10 Kecamatan, yaitu Idanogawo, Bawolato, Ulugawo,
Gido, Ma’u, Somolo-molo, Hiliduho, Hiliserangkai, Hiliduho dan Sogae’adu dan 170
Desa dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

0 Sebelah Utara : Kota Gunungsitoli dan Kabupaten Nias Utara.

0 Sebelah Selatan : Kabupaten Nias Selatan.

0 Sebelah Timur : Kota Gunungsitoli dan Samudera Indonesia.

0 Sebelah Barat : Kabupaten Nias Barat dan Kabupaten Nias Utara.
Tabel 2-1

LuasWilayah Kabupaten Nias M enurut K ecamatan

Luas Wilayah Rasio Terhadap
Kecamatan (Ha) Luas Wilayah
[2]

[1] [31 [4]

1 Idanogawo 13.865,55 9,64
2  Bawolato 20.445,80 14,21
3 Ulugawo 6.596,63 4,59
4  Gido 11.005,67 7,65
5 Mau 6.118,77 4,25
6 Somolo-molo 4.485,39 3,12
7  Hiliduho 6.507,63 4,52
8 Hili Serangkai 6.191,60 4,30
9 Botomuzoi 5.998,29 4,17
10 Sogae’adu 4.126,99 2,87
Luas Daratan 85.342,32 59,32
Luas Laut 58.522,00 40,68
Jumlah/Total 143.864,32 100

Sumber : RTRW Kabupaten Nias Tahun 2014-2034

2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis
Kabupaten Nias berada di sebelah barat pulau Sumatera yang berjarak *

86 mil laut dari kota Sibolga. Letak geografis Kabupaten Nias terletak pada 01° 05’
57,4” Lintang Utara dan 97° 43’ 16,2” Bujur Timur.

Secara geografis Kabupaten Nias memiliki posisi geostrategis yang
diuntungkan mengingat posisinya yang terletak diantara jalur-jalur penghubung
wilayah Kota Gunungsitoli dan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat
serta wilayah Kabupaten Nias Utara. Posisi strategis tersebut merupakan kekuatan
yang dapat dijadikan sebagai modal pembangunan daerah.
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Sumber : RTRW Kabupaten Nias Tahun 2014-2034

Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Nias

Sumber : RTRW Kabupaten Nias Tahun 2014-2034

Gambar 2.2. Peta Posis Geostrategis Kabupaten Nias
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2.1.1.3 Geologi

Struktur geologi yang berkembang di Kabupaten Nias tidak
terlepas/dikontrol oleh aktivitas tektonik di Pulau Nias. Aktivitas tektonik awal
pada Oligosen yaitu sesar naik/mengangkat batuan tektonik dari Kelompok
Bancuh ke permukaan, selanjutnya pada Miosen Awal terjadi penurunan atau
genang laut dan di atas batuan tektonik diendapkan batuan batuan sedimen
Formasi Telematua dan Gomo sampai Pliosen Awal. Pada aktivitas berikutnya,
yaitu pada  Plio-Plistosen terjadi pengangkatan yang mengakibatkan
terangkat/tersesar dan terlipatnya batuan sedimen dari Formasi Lélématua dan
Gomo. Pengangkatan dan pensesaran terus berlanjut hingga sekarang yang
ditunjukan oleh munculnya batug amping terumbu dari Formasi Gunungsitoli dan
terumbu koral yang masih tumbuh.

Secara umum struktur yang terdapat di Kabupaten Nias adalah struktur
sesar, yaitu sesar sesar naik, normal dan struktur lipatan baik lipatan antiklin dan
singklin. Struktur-struktur tersebut secara umum berarah Barat Laut — Tenggara
atau sejajar dengan arah memanjangnya Pulau Nias, beberapa ada yang berarah
Utara — Selatan (lihat peta geologi). Struktur aktif yang terdapat di Pulau Nias
hanyalah struktur patahan di pantai Barat yang membentuk satu jalur dengan
patahan Mentawai. Sedangkan di daratan (tidak dijumpai adanya struktur aktif
sebagaimana yang ada di Pulau Sumatera (Sesar Semangko).

2.1.1.4 Hidrologi

Kondisi hidrologi di Kabupaten Nias terdiri dari air permukaan yaitu
sungai, rawa dan air bawah tanah. Sungai di Kabupaten Nias terdiri dari 32
Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berada di 5 (lima) kecamatan, yaitu
Idanogawo, Bawolato, Gido, Hiliduho, dan Botomuzoi.

Tabel 2-2.
Nama-nama Sungai di Kabupaten Nias M enurut Panjang dan Klasifikas

Nama Sungai Kecamatan Panjang | Lebar
(m) (m)
8]

[1] [2] 4] [S] [6]
1 Sungai Muzoi Kab. Nias dan Nias Utara 22 147,19 20,00 Lintas Kabupaten
2  Sungai Mau Kab. Nias dan Kota 8 837,53 28,00 Lintas Kabupaten

Gunungsitoli
3  Sungai Ildanomola gah. Nias dan Nias Selatan 4 259,61 17,00 Lintas Kabupaten

4  Sungai Nawalo Kab. Nias dan Nias Selatan 12 801,79 13,70 Lintas Kabupaten

5  SungaiSowu Kab. Nias dan Kota 4 958,07 3,70 Lintas Kabupaten
Gunungsitoli

6 Sungai Kalimbungo Kab. Niasdan Kota 7 494,92 4,50 Lintas Kabupaten
Gunungsitoli

7  Sungai Ma’ui Kab. Nias dan Nias Barat 64,44 2,76 Lintas Kabupaten

8  Sunga Bozawa Kab. Nias dan Nias Barat 1077,46 3,65 Lintas Kabupaten

9 Sunga ldanoDoa  Kah. Nias dan Nias Barat 6919,10 17,90 Lintas Kabupaten

10 Sungai Idanoi Kab. Nias dan Kota 2177,56 1500 Lintas Kabupaten
Gunungsitoli

11 Sungai Ma’u Kab. Nias dan Kota 8759,98 7,50 Lintas Kabupaten
Gunungsitoli

12 Sunga Moi Kab. Nias dan Nias Barat 849,38 24,21 Lintas Kabupaten

13 Sungai Boga K ab. Nias dan Nias Barat 3728,48 4,10 Lintas Kabupaten

14 Sungai Dola Kab. Nias dan Nias Barat 2283,48 3,73 Lintas Kabupaten

15 Sungai Menaula Kab. Nias dan Kota 42226,88 3,13 Lintas Kabupaten
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[1]

16

17

18
19
20

21
22
23
24

25

26
27

28

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Sungai Kecamatan Panjang | Lebar
(m) (m)
[2] [3] [4] 5] =

Sungai Bowongi
Sungai Delamau

Sungai Hou
Sungai Gido sebua
Sungai Gido Si’ite

Sungai |danogawo
Sungai Suani
Sungai Ya’a
Sungai Dulu

Sungai Kalimango

Sungai |danowa
Sungai Yo’o

Sungai Moi

Sungai Bogi
Sungai Manuzu
Sungai Nou
Sungai No’uo
Sungai Sinoto
Sungai Ndra
Sungai Buakhe
Sungai Noho
Sungai To’oro
Sungai Magiao
Sungai Boloza
Sungai Lotu
Sungai Bohali
Sungai Neri
Sungai Hetalu
Sungai Mondrua
Sungai Gido
Sungai Fagato
Sungai Lauri
Sungai Sinizi
Sungai |dnomate
Sungai Mua
Sungai Fagato
Sungai Sobaewa
Sungai Mezawa
Sungai Moawu
Sungai Ma’u

Gunungsitoli

Kab. Nias dan Kota
Gunungsitoli

Kab. Nias dan Kota
Gunungsitoli

Kab. Nias dan Nias Selatan
Kab. Nias dan Nias Barat
Kab. Nias dan Kota
Gunungsitoli

Kab. Nias dan Nias Selatan
Kab. Nias dan Nias Selatan
Kec. Ma’u

Kec. Hiliduho dan Kec.
Botomuzoi

Kec. Botomuzoi, Kec.
Hiliduho dan Kec.
Hiliserangkai

Kec. Ma’u dan Kec. Gido

Kec. Gido dan Kec. Somolo-

molo
Kec. Somolo-molo dan Kec.
Ulugawo

Kec. Hiliduho
Kec. Hiliduho
Kec. Hiliduho
Kec. Hiliduho
Kec. Hiliduho
Kec. Botomuzoi
Kec. Botomuzoi
Kec. Botomuzoi
Kec. Botomuzoi
Kec. Botomuzoi
Kec. Hiliserangkai
Kec. Hiliserangkai
Kec. Hiliserangkai
Kec. Gido

Kec. Gido

Kec. Gido

Kec. Gido

Kec. Gido

Kec. Sogaeadu
Kec. Sogaeadu
Kec. Sogaeadu
Kec. Sogaeadu
Kec. Ma’u

Kec. Idanogawo
Kec. Idanogawo
Kec. Idanogawo
Kec. Idanogawo

2626,98
3172,20

26692,95
39475,63
22881,97

38676,18
25324,85
6081,36
6349,51

9642,53

2801,07
6081,62

1020,57

1639,39
487,09
176,83

2966,73

4345,22

8146,59

2083,30

1346,68

4223,02

2822,39

2226,91

3263,10

1763,18

2558,85

3600,41

1675,49
848,26

1902,01

17295,79
15222,72

2078,73

8990,62

2286,31

18593,72

3771,60

4991,88

2766,71

8,00
6,50

5,50
8,77
15,00

42,00
15,30
5,00
6,31

1,75

15,50
6,20

7,00

4,50
1,03
14,00
6,00
8,75
20,00
5,80
3,96
2,87
2,35
2,70
2,50
1,50
3,50
3,00
2,50
17,05
3,56
8,00
2,70
7,10
10,00
3,42
2,00
6,00
3,00
0,87

Lintas Kabupaten
Lintas Kabupaten

Lintas Kabupaten
Lintas Kabupaten
Lintas Kabupaten

Lintas Kabupaten
Lintas Kabupaten
Non Lintas
Lintas Kabupaten

Lintas Kabupaten

Lintas Kabupaten
Lintas Kabupaten

Lintas Kabupaten

Non Lintas
Non Lintas
Non Lintas
Non Lintas
Non Lintas
Non Lintas
Non Lintas
Non Lintas
Non Lintas
Non Lintas
Non Lintas
Non Lintas
Non Lintas
Non Lintas
Non Lintas
Non Lintas
Non Lintas
Non Lintas
Non Lintas
Non Lintas
Non Lintas
Non Lintas
Non Lintas
Non Lintas
Non Lintas
Non Lintas
Non Lintas
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Nama Sungai Kecamatan Panjang | Lebar
(m) (m)

[1] [2] 4] [S] [6]
Sungai Nosi K ec. Idanogawo 3709,32 2,00 Non Lintas
57 Sungai Afia Kec. |danogawo 2044,68 2,97 Non Lintas
58 Sungai Idanonadu Kec. |danogawo 4576,22 1,77 Non Lintas
59 Sungai Idanombogi K ec. Idanogawo 1457,95 1,50 Non Lintas
60 Sungai Lolowora K ec. Idanogawo 2176,01 211 Non Lintas
61 Sungai Muene Kec. Bawolato 1290,22 2,10 Non Lintas
62 Sungai Sondri Kec. Bawolato 4511,76 4,50 Non Lintas
63 Sungai Zumuzu Kec. Bawolato 4278,47 3,70 Non Lintas
64 Sungai Ndrima Kec. Bawolato 296,12 0,70 Non Lintas
65 Sungai Soguro Kec. Bawolato 5362,76 4,50 Non Lintas
66 Sungai Zohu Kec. Bawolato 1058,95 3,30 Non Lintas
67 Sungai Sohoya Kec. Bawolato 13287,42 7,80 Non Lintas

Sumber : BPS Kabupaten Nias

2.1.1.5 Klimatologi

Kabupaten Nias beriklim tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi serta hari
hujan yang bervariasi. Pada Tahun 2021 rata — rata curah hujan mencapai 294 mm per
bulan dengan jumlah hari hujan rata — rata 22,4 hari per bulan. Sama halnya dengan
wilayah lainnya di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Nias juga mempunyai dua
musim yaitu musim kemarau dan musim hujan.

Musim kemarau umumnya terjadi antara bulan April sampai dengan September
dan musim penghujan biasanya terjadi pada bulan Oktober sampai bulan Maret. Suhu
udara di Kabupaten Nias dalam satu tahun rata-rata 33,0°C per bulan dengan rata—
rata minimum 21,4°C dan rata-rata maksimum 26,4°C. Untuk lebih jelasnya
mengenai keadaan iklim dan curah hujan di Kabupaten Nias dapat di lihat pada
tabel berikut.

Tabel 2-3.
Curah hujan di Kabupaten Nias Tahun 2021

Jumlah Curah Hujan Jumlah Hari Penyinaran
mm Hujan (hari Matahari (%

[1] [2] [3]
Januari 257,8 19 55
Februari 104,3 14 62
Maret 462,8 22 59
April 228,6 21 15
Mei 135,0 23 49
Juni 209,2 23 49
Juli 218,0 18 59
Agustus 350,0 28 50
September 391,7 26 50
Oktober 277,0 26 51
November 421,2 27 38
Desember 4724 22 48
Rata-rata 294,0 22,4 48,8

Sumber : BPS Kabupaten Nias
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Tabel 2-4.
Suhu dan Kelembaban di Kabupaten Nias Tahun 2021

Kelembaban (°C
mm Ratarata  Max

[3] [4] [S] [6] [7]

Januari 22,0 33,0 26,5 54 100 87
Februari 22,2 34,6 26,9 57 100 87
Maret 22,2 34,2 26,7 56 100 87
April 22,0 32,4 26,5 61 100 90
Mei 22,6 34,6 27,2 56 100 91
Juni 20,0 33,0 26,3 60 100 91
Juli 20,4 32,0 26,5 59 100 91
Agustus 20,7 S285 26,0 65 100 92
September 22,0 32,5 26,3 57 100 90
Oktober 20,0 32,8 26,1 62 100 91
November 20,2 32,0 25,9 63 100 92
Desember 20,0 32,6 26,2 62 100 91
Rata-rata 21,2 33,0 26,4 59,3 100,0 90,0

Sumber : BPS Kabupaten Nias

2.1.1.6 Jenis Tanah

Jenis tanah di Kabupaten Nias umumnya didominasi oleh jenis tanah
aluvial, podsolik merah kuning dan sebagian kecil hidromorfik kelabu, regosol,
mediteran merah kuning dan litosol yang menyebar secara random (acak). Erosi
merupakan permasalahan yang sangat potensial di Kabupaten Nias. Faktor
alamiah yang menyebabkan terjadinya erosi adalah tingkat curah hujan, jenis
vegetasi yang tidak mampu menahan laju aliran air permukaan, kemiringan lahan
dan jenis tanah yang mudah tererosi seperti regosol, organosol dan rezina.
Peristiwa erosi dan longsoran ini umumnya terjadi pada lokasi bergelombang
sampai berbukit sedangkan pada daerah datar (tepi pantai) kejadian ini umumnya
tidak terjadi.

Lapisan permukaan tanah di Kabupaten Nias pada umumnya adalah tanah
lunak (soft soil). Jenis tanah lunak adalah tanah lanau yang halus dan mudah
tererosi. Di samping itu juga dijumpai jenis tanah lempung ekspansif serta pasir
halus. Jenis-jenis tanah seperti ini banyak dijumpai pada daerah bergelombang
sampai berbukit. Jenis tanah lempung ekspansif adalah salah satu jenis tanah
berbutir halus dengan ukuran koloidal yang terbentuk dari mineral ekspansif.
Tanah lempung ini mempunyai sifat yang khas yaitu kandungan mineral ekspansif
menyebabkan mempunyai kapasitas pertukaran ion yang tinggi. Kondisi ini
mengakibatkan tanah lempung ini mempunyai potensi kembang susut apabila
terjadi peningkatan dan pengurangan kadar airnya.
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Sumber : RTRW Kabupaten Nias Tahun 2014-2034

Gambar 2.3. Peta Jenis Tanah di Kabupaten Nias

Apabila terjadi peningkatan kadar air tanah ini akan mengembang disertai
dengan peningkatan tekanan air pori dan timbulnya tekanan pengembang (swelling
presure) sedangkan apabila kadar air berkurang akan terjadi pengerutan. Suatu
konstruksi yang dibangun di atas jenis tanah lanau ini, jika tanah dasarnya
terkena air maka tanah tersebut daya dukungnya akan berkurang, tanah menjadi
lembek, tidak stabil dan tidak mampu lagi memikul konstruksi di atasnya. Kondisi
ini mengakibatkan kerusakan pada lapisan permukaan jalan dan apabila tidak
diatasi dapat berakibat kegagalan.

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Nias memiliki ragam potensi sumber daya alam yang relatif
memiliki keunggulan komperatif dibandingkan dengan daerah-daerah lain dan
sumber daya alam yang melimpah ini telah mampu memberikan kontribusi yang
signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Komoditi hasil produksi
masyarakat yang berasal dari sumber daya alam, memiliki nilai ekonomis yang
sangat tinggi.

Potensi sumberdaya alam yang dimiliki Kabupaten Nias jika dilihat dari
aspek pengembangan wilayah sangat bernilai strategis untuk dikembangkan.
Potensi pengembangan wilayah ini terutama merupakan modal dasar dalam
pembangunan di Kabupaten Nias. Hal ini terdiri dari beberapa kawasan yang
sangat strategis antara lain :

2.1.2.1 Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan budidaya pertanian adalah kawasan yang mempunyai kegiatan
utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam. Kegiatan pertanian
tersebut dapat berupa pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering, dan
tanaman keras (perkebunan).

2.1.2.1.1 Kawasan Tanaman Pangan
Kawasan tanaman pangan di Kabupaten Nias dibedakan atas 2 (dua)

kawasan, yaitu:

a. Kawasan Pertanian Lahan Basah
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Pertanian lahan basah di Kabuapten Nias diarahkan seluas 7.119,53Ha
lokasinya berada di Kecamatan Bawolato, Gido, Idanogawo dan Sogae’adu.
Lahan ini tetap dipertahankan dan perlu pengembangan irigasi untuk
meningkatkan hasil pertanian tersebut. Lahan pertanian basah yang ada di
Kabupaten Nias akan diarahkan menjadi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (LP2B).

b. Pertanian Lahan Kering

Pertanian lahan kering di Kabupaten Nias yang dapat dikembangkan
seluas 15.006,05 Ha yang menyebar di Kecamatan Bawolato, Botomuzoi, Gido,
Hiliserangkai, Hiliduho, Idanogawo, Somolo-molo dan Sogae’adu.

2.1.2.1.2 Kawasan Hortikultura

Kebutuhan akan sembilan bahan pokok di Kabupaten Nias tidak semuanya
di datangkan dari luas Pulau Nias, ada beberapa daerah yang menjadi unggulan
dalam pembudidayaan tanaman holtikultura. Komoditas unggulan di Kabupaten
Nias, meliputi: pisang, durian, mangga, duku, manggis dan sayuran seperti cabai,
kangkung, buncis, bayam dan semangka.

Dengan luas kurang lebih 1.164,79 Ha, kawasan pertanian holtikultura
menyebar di Kecamatan Bawolato, Kecamatan Botomuzoi, Kecamatan Gido,
Kecamatan Sogae’adu, Kecamatan Hiliserangkai, Kecamatan Idanogawo,
Kecamatan Hiliduho dan Kecamatan Somolo Molo.

2.1.2.1.3 Kawasan Peternakan

Kebutuhan akan daging di Kebupaten Nias pada hari-hari tertentu tetap
terpenuhi, kebutuhan pemenuhan kebutuhan daging di Kabupaten Nias tidak
terlepas dari struktur kehidupan sosial masyarakat. Di Kabupaten Nias komoditas
peternakan yang dikembangkan meliputi;

a. ternak besar, meliputi sapi dan kerbau;

b. ternak kecil, meliputi kambing dan babi; dan

Cc. ternak unggas, meliputi ayam dan itik.

Kawasan peternakan di Kabupaten Nias menyebar di seluruh kecamatan.

2.1.2.1.4 Kawasan Perkebunan

Kawasan perkebunan merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama
diperuntukkan bagi kegiatan perkebunan dengan tujuan untuk memanfaatkan
potensi lahan yang sesuai untuk kegiatan perkebunan dalam meningkatkan
produksi perkebunan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
Kawasan perkebunan dapat menjadi kawasan penyangga bagi kawasan hutan
lindung. Jenis tanaman yang diperkenankan adalah tanaman tahunan yang
disertai kualitas keras yang baik sehingga erosi diupayakan seminimal mungkin.
Adapun jenis tanaman tersebut meliputi karet, kakao, kelapa, dan komoditas
perkebunan lainnya.

Kawasan perkebunan di Kabupaten Nias diarahkan di Kecamatan Gido,
Kecamatan Idanogawo, Kecamatan Bawolato,Kecamatan Botomuzoi, Kecamatan
Hiliduho, Kecamatan Somolo molo, Kecamatan Hiliserangkai dan Kecamatan
Sogae’adu dengan luas area keseluruhannya yang dapat dikembangkan dalam
bentuk perkebunan besar dan perkebunan rakyat mencapai 12.576,17 Ha.
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2.1.2.2 Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan di wilayah Kabupaten Nias terbagi dalam 2
(dua) kawasan, yaitu :

a. Kawasan Perikanan Darat

Kawasan perikanan budidaya di Kabupaten Nias dikelompokan menjadi 3
kelompok, meliputi :

1. Kawasan Perikanan Budidaya Darat;
2. Kawasan Perikanan Budidaya Payau; dan
3. Kawasan Perikanan budidaya Laut

Kawasan perikanan budidaya darat dikembangkan di Kecamatan Gido,
Kecamatan Hiliduho, Kecamatan Somolo molo, Kecamatan Bawolato,
Kecamatan Idanogawo dan Kecamatan Botomuzoi seluas kurang lebih 20,01
Ha. Kawasan Perikanan Budidaya Payau dikembangkan di Kecamatan Gido,
Kecamatan Idanogawo dan Kecamatan Bawolato seluas kurang lebih 509,44 Ha.
Kawasan perikanan budidaya laut dikembangkan di Kecamatan Gido,
Kecamatan Idanogawo dan Kecamatan Bawolato seluas kurang lebih 90 Ha.

b. Kawasan Perikanan Tangkap/Laut

Sentra-sentra produksi perikanan laut terdapat di kecamatan-kecamatan
sepanjang pesisir pantai Kabupaten Nias, yaitu di Kecamatan Gido, Idanogawo
dan Bawolato seluas kurang lebih 58.522 Ha. Pengembangan perikanan
tangkap dikembangkan disamping di ketiga kecamatan di atas sebagai sentra
produksi perikanan. Untuk mendukung perikanan laut maka perlu disediakan
prasarana perikanan tangkap berupa Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang
berlokasi di Kecamatan Idanogawo dan Kecamatan Bawolato. Keberadaan
perairan laut Kabupaten Nias memiliki potensi yang cukup besar di bidang
perikanan tangkap dan budidaya laut, namun sampai saat ini potensi tersebut
masih belum dapat dikembangkan secara optimal. Dengan kayanya potensi
yang masih dimiliki wilayah perairan tersebut, maka dapat diprediksi bahwa
usaha perikanan laut, baik dari kegiatan penangkapan maupun usaha
budidaya, dapat dijadikan sebagai usaha andalan (mata pencaharian pokok)
baik oleh masyarakat maupun pihak swasta (investor). Pengembangan budidaya
laut ini akan dialokasikan di daerah atau kecamatan yang memiliki teluk yang
relatif tenang. Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud
direncanakan di Kecamatan Gido, Idanogawo dan Kecamatan Bawolato.

Potensi sumber daya alam ini sebenarnya dapat dijadikan sebagai sektor
unggulan bagi setiap kecamatan-kecamatan di kawasan pesisir pantai Nias
terutama dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.
Sangat disayangkan sekali, apabila potensi yang ada tidak dimanfaatkan secara
optimal, selain itu kondisi alat yang mendukung untuk pengembangan
budidaya ikan tambak dan budidaya laut terbuka luas hanya menunggu
sentuhan dana dan pengelolaan yang baik untuk pengembangannya. Untuk
mendukung pengembangan perikanan di beberapa kecamatan potensial, perlu
ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk memperlancar
pengembangan perikanan ke depan.
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2.1.2.3 Kawasan Peruntukan Pertambangan

Sumber daya bahan tambang yang terdapat di wilayah Kabupaten Nias
berdasarkan data yang ada berupa bahan tambang galian mineral non logam dan
batubara. Kawasan Pertambangan berupa batubara terdapat di Kecamatan
Hiliduho dengan luas kawasan kurang lebih 402,96 Ha. Sedangkan kawasan
pertambangan mineral non logam atau batuan terdapat di Kecamatan Idanogawo
dengan luas kurang lebih 16,88 Ha, sebaran lokasi berdasarkan jenis bahan
tambang galian mineral non logam terdapat di seluruh aliran yang dilalui sungai-
sungai baik sungai besar maupun sungai kecil. Kegiatan penambangan non logam
ini sangat berpotensi dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Kabupaten
Nias.

Selain Kawasan Peruntukan Usaha Pertambangan di atas, terdapat potensi
pertambangan yang berada dalam Kawasan Hutan Lindung menurut Keputusan
Menteri Kehutanan Nomor 579 /Menhut-1I/2014 tanggal 24 Juni 2014, meliputi:

a. Batubara di Kecamatan Hiliduho seluas 1.976,55 Ha; dan
b. Mineral non Logam di Kecamatan Bawolato, Botomuzoi, Hiliduho, Ulugawo,
Ma'u, Hiliserangkai, Gido, Somolo molo dan Sogaeadu.

Tabel 2-5.
Rencana Peruntukan Pertambangan Kabupaten Nias

Luas Potensi Bahan Tambang (Ha)
Mineral Non Batubara
Batubara
Logam

[1] [2] [3] [6]

Bawolato - - = =
Botomuzoi - - - -
Gido - - - -
Hili Serangkai - - - -
Hiliduho - 402,96 - 402,96
Idanogawo 16,88 - - 16,88
Ma'u - = = =
Somolo-molo - - - -
Ulugawo - = = =
Sogaeadu - - - -

Total 16,88 402,96 - 419,84
Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nias Tahun 2014-2034

O 00N O Ul WIN

—
o

Sumber : RTRW Kabupaten Nias Tahun 2014-2034

Gambar 2.4. Peta Potensi Bahan Tambang K abupaten Nias
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2.1.2.4 Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang
diperuntukkan bagi kegiatan industri. Kawasan industri ini ditujukan untuk
meningkatkan nilai tambah pemanfaatan ruang dalam memenuhi kebutuhan
ruang untuk pengembangan kegiatan industri dengan tetap mempertahankan
kelestarian lingkungan. Jenis industri yang dapat dikembangkan di Kabupaten
Nias adalah industri yang berbasis agroindustri atau industri yang mengelola hasil
pertanian dan perkebunan yang berlokasi di Kecamatan Idanogawo dengan luas
kurang lebih 285,76 Ha.

Pengembangan kawasan perindustrian diarahkan pada industri yang tidak
merusak lingkungan. Arahan pengelolaan kawasan peruntukan industri adalah
sebagai berikut:

a. Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan
perikanan.

b. Pengembangan industri pengolahan hasil kayu dari hasil hutan tanaman
industri pola hutan tanaman rakyat.

c. Pengembangan industri yang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan
hidup.

d. Peningkatan aksesbilitas dari dan ke sentra-sentra produksi dan pusat
distribusi barang keluar.

e. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang produksi.

Pengembangan industri yang bersifat padat karya dengan mengutamakan

tenaga kerja masyarakat setempat.

=

Selain itu, pengembangan kawasan peruntukkan industri kecil dan mikro
dengan tujuan untuk mendukung perekonomian masyarakat di Kabupaten Nias
dikembangkan di seluruh kecamatan dengan seluas + 60 Ha.

2.1.2.5 Kawasan Peruntukan Pariwisata

Dilihat dari jumlah objek-objek wisata yang dimiliki daerah Kabupaten Nias
sebenarnya potensi pembangunan kepariwisataan sangat dimungkinkan dan
menguntungkan daerah/masyarakat. Akan tetapi, objek wisata pada umumnya
belum dikelola dengan baik.

Potensi objek-objek wisata yang dimiliki Kabupaten Nias ada yang bersifat
alam dan budaya/sejarah yang tersebar di seluruh kecamatan. Berikut ini
kawasan-kawasan wisata alam yang berpotensi bagi peruntukan pariwisata :

1. Air panas berupa air panas Mbomboaukhu di Desa Oladano Kecamatan
Idanogawo.
2. Danau berupa Danau Sowakholo di Desa Hiliganoita Kecamatan Bawolato.
3. Pantai meliputi:
a. Pantai Nalawo di Desa Gazamanu Kecamatan Bawolato;
b. Pantai Onolimbu di Desa Tagaule Kecamatan Bawolato;
c. Pantai Bozihona di Desa Bozihona Kecamatan Idanogawo;
d. Pantai Laira di Desa Bozihona Kecamatan Idanogawo; dan
e. Pantai Somi di Desa Somi Kecamatan Gido.
4. Air terjun meliputi:
a. Air Terjun Mo’ambolo di Desa Hiliwarokha Kecamatan Bawolato;
b. Air Terjun Sifaoro’asi Ulu Hou di Desa Sifaoro’asi Ulu Hou Kecamatan
Bawolato;
c. Air Terjun Banua Sibohou di Kecamatan Bawolato;
d. Air Terjun Baho di Desa Ladea Kecamatan Gido; dan
e. Air Terjun Belauna di Balodano Kecamatan Ma’u.
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5. Pulau meliputi Pulau Onolimbu Sebua, Onolimbu Si’ideide, Pulau Soma Sebua,
Soma Si’ideide dan Pulau Somambawa di Kecamatan Bawolato termasuk
pemancingan dan kegiatan menyelam (diving) di sekitar perairan pulau
tersebut.

6. Keunikan alam meliputi :

a. Kara Sohede di Desa Simanaere Kecamatan Botomuzoi;

b. Bawi Sigelo Galua di Desa Lasara Bot Kecamatan Botomuzoi;

c. Togi Zangao dan Togi Gurusi di Kecamatan Idanogawo; dan

d. Gowe Dua Mendrofa di Desa Lolofaoso Lalai Kecamatan Hiliserangkai;
Selain itu direncanakan pengembangan Kawasan Ekonomi Wisata Soziona (Somi-
Bozihona-Onolimbu-Nalawo) seluas 16 Ha.

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana Alam

Apabila dilihat dari letak geografis, topografis dan iklim Kabupaten Nias
termasuk rentan terhadap bencana gempa, tsunami, dan bencana hidrometeorologi
seperti tanah longsor, banjir, kebakaran dan kekeringan. Seiring dengan
meningkatnya aktivitas manusia dan pembangunan yang terus berjalan,
kerusakan lingkungan hidup cenderung semakin parah dan memicu intensitas dan
jumlah terjadinya bencana hidrometeorologi serta penurunan kualitas lingkungan
(environmental degradation). Agar dapat meminimalisasi kerugian yang lebih besar
dari bencana alam, perlu dilakukan suatu mitigasi bencana alam yang melibatkan
seluruh aparat terkait dan masyarakat. Pengertian mitigasi adalah mengurangi
atau menghilangkan dampak bencana dimana tindakan yang perlu dilakukan
adalah memantau bencana, melokalisir daerah bencana, pendidikan, pelatihan,
penyuluhan, dan penyebaran informasi daerah bencana serta upaya
penanggulangannya. Di wilayah Kabupaten Nias mitigasi bencana alam yang harus
menjadi perhatian adalah tanah longsor dan bencana banjir.

2.1.3.1 Gempa Tektonik

Pulau Nias sebagaimana pulau-pulau lain di sepanjang pantai Barat Pulau
Sumatera merupakan bagian terdepan atau terdekat dengan zona subduksi antara
lempeng Samudra Hindia dengan lempeng benua Eurasia. Pergerakan lempeng
Samudra Hindia dengan kecepatan rata-rata 60 mm per tahun telah menggerakan
Nias secara mendatar dengan kecepatan 2-3 cm per tahun serta pergerakan secara
vertikal/naik 8 — 10 cm per tahun sampai saat ini. Tumbukan tersebut juga
menyebabkan Pulau Nias bergerak ke arah Pulau Sumatera dengan kecepatan
rata-rata 4 cm per tahun. Jarak jalur subduksi terhadap pantai barat Pulau Nias
berkisar 80 Km dan jalur subduksi tersebut merupakan pusat-pusat terjadinya
gempa bumi.

Dampak dari tumbukan antara dua lempeng tersebut juga membentuk
patahan besar (megathrust) sepanjang pantai Barat yang menjalur dari Enggano —
Mentawai — Nias — Simeuleu - Andaman/Nikobar (India) - Arakan Yoma (Myanmar)
dan berlanjut ke jalur megathrust Himalaya. Jalur-jalur patahan tersebut menjadi
tempat pelepasan-pelepasan energi dan selanjutnya juga menjadi tempat jalur
gempa.

Beberapa peristiwa gempa bumi yang pernah terjadi di sekitar Pulau Nias
sejak Tahun 1843 sampai Tahun 2008 menurut Supartoyo & Surono, 2008 dapat
dilihat pada Tabel 5. Secara umum peristiwa gempa bumi tersebut diikuti oleh
bencana tsunami.
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Tabel 2-6.
Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Nias

Lokasi Pusat

1 Gunungsitoli- 05/01/1843 VII-VIII  Tsunami menyebabkan
Barus beberapa kapal rusak.
(Tsunami) Getaran kuat terasa di

Gunungsitoli dan Barus
2 Tapanuli - 16/2/1861 - - - VIII-IX 50 org meninggal. Beberapa
Sibolga bangunan roboh. Tsunami di
Singkil, P.Nias, P.Batu dan

Tello.

3 P. Batu 28/12/1935 0,3°LS - - 8,1 Ms VII-VIII P.Bola dan Sigata terguncang
(Tsunami) 97,99BT hebat. Beberapa rumah

roboh di Sibolga. Di Padang
terjadi retakan dinding
rumah penduduk.

4 Nanggroe 26/12/2004  3,307°LU - 30 9 Mw VII Tsunami melanda Kec. Afulu,

Aceh 07:58’53’ WIB 95,947° BT USGS Sirombu, Lahewa, Mandrehe,

Darussalam Hinako, Asu, Imana, Bawa
(Tsunami) dan Bagi.

5 Nias (Tsunami) 28/03/2005 2,07° LU - 30 8,7 Mw VIII Kerusakan melanda seluruh

97, 01° BT USGS Kepulauan Nias, Daerah

Singkil, Meulaboh, dan
Sibolga. Lebih dari 1.000 jiwa
meninggal. Terjadi retakan
tanah, likuifaksi dan sekitar
65 % bangunan roboh di
Gunungsitoli. Terjadi
tsunami di Pantai Lagundri,
Sirombu dan Lahewa run up

+ 170 cm
6 Gunungsitoli 23/01/2008 1,16 LU - 10 6,2 SR VI 1 org meninggal, 5 org luka-
00:14:56 WIB 97,420 BT luka dan beberapa bangunan

rusak di Gunungsitoli.

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nias Tahun 2014-2034

Pulau Nias yang berhadapan langsung dengan jalur subduksi dan
aktivitasnya terus berlangsung menyebabkan Nias berada pada posisi tektonik
yang labil, dimana daratannya berpotensi besar untuk selalu bergoyang sekalipun
sumber gempa tidak berada di wilayah Pulau Nias, seperti peristiwa gempa bumi
pada 26 Desember 2004 yang juga dirasakan goncangannya di Nias sekalipun
pusat gempa di wilayah Aceh. Hasil survei geofisika juga menunjukan Nias berada
pada jalur anomali negatif, yaitu suatu kondisi yang disebabkan oleh perbedaan
masa rapat batuan (berat jenis) antara Pulau Nias dengan Pulau Sumatera.
Dimana berat jenis batuan di Pulau Nias jauh lebih kecil dibandingkan dengan
berat jenis batuan di Pulau Sumatera. Untuk menyeimbangkan gaya berat bumi
antara Pulau Nias dengan Pulau Sumatera, maka secara alamiah Pulau Nias akan
mengangkatkan dirinya. Dalam proses pengangkatan tersebut akan menyebabkan
goncangan-goncangan gempa dengan kekuatan getaran yang dapat atau tidak
dirasakan oleh manusia.

Kecenderungan Pulau Nias yang terus bergerak naik akan diikuti adanya
penurunan di sisi lainnya, yaitu di sisi timur Pulau Nias (Laut Indonesia) yang
membentuk patahan graben (cekungan Nias) dan patahan-patahan di dasar laut
tersebut dapat menimbulkan gempa saat terjadi pergerakan. Pada peta seismisitas
terlihat adanya kejadian gempa yang bersumber dari laut di pantai timur Pulau
Nias. Gempa bumi bersumber di darat, keterjadian di daratan bagian timur tidak
sesering sebagaimana yang terjadi di daratan bagian barat, secara umum
gempanya berkekuatan < 3,9 SR dengan kedalaman dangkal, namun pernah juga
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terjadi dengan kekuatan > 5 SR sebagaimana kejadian gempa 28 Maret 2008 di
Pulau Nias.

Data kegempaan di empat wilayah Kabupaten/Kota Pulau Nias (Kabupaten
Nias Utara, Nias Barat, Nias Induk dan Kota Gunungsitoli) untuk kurun waktu
sepuluh tahun terakhir (Tahun 2005 s.d. 2010) memperlihatkan adanya aktivitas
gempa yang cukup tinggi. Pusat-pusat gempa terutama terjadi di sepanjang pantai
(barat-utara-timur) dan juga terjadi di daratan dengan kedalaman umumnya
dangkal (< 60 km) dengan kekuatan magnitudo rata-rata berkisar 0 — 3,9 SR,
sebagian berkekuatan 4 — 4,9 dan hanya beberapa berkekuatan 5 — 9,9 SR. Skala
Intensitas gempa umumnya berkisar VI — IX MMI (Modified Mercalli Intenity) untuk
kekuatan gempa 6 — 9 SR, untuk gempa bumi dengan kekuatan < 6 SR intensitas
gempa lebih kecil dari skala V atau IV MMI.

Potensi bencana yang diakibatkan oleh gempa bumi terutama disebabkan
oleh adanya goncangan tanah (ground shaking), geseran tanah (ground faulting) dan
gelombang pasang (tsunami). Besarnya goncangan saat terjadi gempa bumi
dikontrol oleh magitudo atau besarnya kekuatan gempa, kedalaman dan jarak dari
pusat gempa serta sifat fisik maupun struktur batuan dan sifat dari bangunan baik
jenis, kualitas maupun umur bangunan.

Guncangan gempa pada daerah yang disusun oleh batuan yang bersifat
tidak kompak/bersifat lepas dengan kedalaman gempa dangkal dapat dirasakan
sangat kuat goncangannya sekalipun kekuatan gempa tidak tergolong tinggi. Hal
tersebut disebabkan oleh adanya penggandaan gelombang (seismic amplification)
ketika gelombang melalui media yang tidak padu dan juga dapat menyebabkan
terjadinya pembuburan/lumpur pasir (liquefaction) yang akan mengurangi
kemampuan tanah/batuan menahan beban di atasnya, sehingga terjadi amblesan
saat goncangan gempa. Berdasarkan hal tersebut, maka gelombang yang melalui
batuan yang padat (masa jenis besar) akan memberikan goncangan yang lebih
rendah dibanding bersifat tidak kompak (densitas kecil). Bahaya lain yang dapat
ditimbulkan oleh goncangan tanah akibat gempa adalah peretakan tanah dan
tanah longsor (landslide). Intensitas goncangan juga dikontrol oleh intensitas
struktur geologi, dimana struktur geologi baik berupa patahan atau rekangan yang
dapat terbentuk akibat adanya gempa juga akan menjadi zona-zona lemah bagi
perjalanan gelombang bahkan bisa menjadi tempat pelepasan energi atau zona-
zona gempa yang baru.

Peristiwa gempa tanggal 28 Maret 2008 menyebabkan kehancuran yang
signifikan di wilayah Kabupaten Nias. Kehancuran tersebut terutama disebabkan
oleh kondisi batuan yang bersifat kurang kompak (endapan aluvial, koral)
mengalami guncangan yang lebih kuat saat terjadi gempa. Ditambah lagi dengan
jumlah bangunan yang cukup banyak dan rapat dan dengan kondisi/kualitas
bangunan yang kurang memadai dibangun di atas alluvial atau timbunan lahan
terumbu karang/koral. Kondisi demikian yang menyebabkan resiko bencana
gempa di wilayah Kabupaten Nias tergolong tinggi.

2.1.3.2 Kawasan Rawan Gempa Bumi

Parameter geologi yang digunakan dalam penentuan kawasan rawan
bencana gempa bumi adalah sifat fisik batuan, kemiringan lereng, struktur geologi
serta kondisi kegempaan (Tabel 2-5). Terdapat dua tingkat kerawanan bencana
gempa bumi, yaitu : kawasan rawan bencana gempa tingkat kerawanan tinggi dan
tingkat kerawanan sedang yang menyebar sedikit lebih dominan dibanding dengan
tingkat kerawanan tinggi (lihat peta kawasan rawan bencana gempa).
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Data kegempaan yang digunakan dalam menganalisis tingkat kerawanan
bencana gempa adalah data keterjadian gempa selama sepuluh tahun (2000-2009).
Tingkat kerawanan dominan dipengaruhi oleh faktor batuan terutama sifat fisik
batuan yang berpotensi menggandakan goncangan saat terjadi gempa, yaitu
batuan yang bersifat lepas dari endapan aluvial (Qa) dan batuan sedimen dari batu
gamping terumbu dari Formasi Gunungsitoli (QTg).

a. Kawasan Rawan Bencana Gempa Tingkat Kerawanan Tinggi

Kawasan ini dipengaruhi oleh dua sampai tiga faktor yang saling
melemahkan, yaitu adanya intensitas gempa yang tergolong tinggi berada pada
batuan yang bersifat tidak kompak dan dibeberapa tempat berada pada potensi
landaian tsunami yang dapat cukup merusak. Adanya batuan yang bersifat
lebih lepas terutama dari endapan aluvial (Qa) dan terumbu karang dari
Formasi Gunungsitoli (QTg) dapat mengakibatkan goncangan yang lebih kuat
bila terjadi gempa dibanding di batuan yang sedikit lebih kompak (Formasi
Gomo/Tmpg dan Formasi Lolomatua/Tml) sehingga tingkat bahaya yang
berpotensi bencana juga lebih tinggi.

Kawasan ini terutama menyebar di Kecamatan Gido, Idanogawo dan
Bawolato. Kawasan lainnya terutama di sepanjang jalur struktur patahan
yang merupakan sumber terjadinya gempabumi, terutama pada kawasan
dengan radius < 500 m dari jalur patahan. Jalur patahan tersebut terutama
berada di kawasan rawan gempa sedang, dimana jaur tersebut merupakan
bidang-bidang lemah yang sangat rentan terhadap goncangan bila terjadi
gempabumi.

b. Kawasan Rawan Bencana Gempa Tingkat Kerawanan Sedang

Tingkat kerentanan pada kawasan ini dipengaruhi oleh faktor
intensitas gempa yang tergolong tinggi namun berada dibatuan yang tingkat
kekerasannya tergolong menengah sehingga tingkat goncangan saat terjadi
gempabumi akan juga terkurangi oleh sifat batuan yang sedemikian. Terutama
menyebar pada kawasan yang disusun oleh batuan sedimen dari Formasi
Gomo (Tmpg) dan Formasi Lolomatua (Tml). Kawasan ini juga termasuk
kawasan dengan radius > 500 m dari jalur patahan yang berpotensi sebagai
sumber gempa. Kawasan ini menyebar di Kecamatan Hiliduho, Botomuzoi,
Hiliserangkai, Ulugawo, Somolo-molo, Ma'u dan menyebar di sebagian barat
Kecamatan Idanogawo, Gido dan Bawolato.

Data kegempaan yang dianalisis hanya data keterjadian gempa (di
darat dan di laut pantai barat dan timur) kurun waktu sepuluh tahun dengan
kekuatan gempa yang secara umum tergolong rendah. Artinya bila kekuatan
gempa yang bersumber dari patahan di laut dan di darat meningkat maka
tingkat kerentanan di masing-masing juga akan meningkat. Karena selain
dipengaruhi sifat fisik batuan, tingkat goncangan yang mengakibatkan
kerusakan juga dikontrol oleh kekuatan gempa, jarak dari pusat atau sumber
gempa serta kedalamannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka pola ruang untuk kawasan rawan
bencana gempa dengan tingkat kerawanan tinggi difungsikan sebagai kawasan
lindung. Kalaupun akan difungsikan sebagai kawasan budi daya, maka harus
dilakukan analisa resiko bencana terlebih dahulu dan selanjutnya kegiatan
pembangunannya harus mengikuti prasyarat. Sedangkan untuk tingkat
kerawanan sedang difungsikan sebagai kawasan budidaya.
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Sumber : RTRW Kabupaten Nias Tahun 2014-2034
Gambar 2.5. Peta Rawan Bencana Gempa Bumi

2.1.3.3 Kawasan Rawan Tanah Longsor

Aspek geologi yang mengontrol terjadinya longsor adalah kemiringan
lereng, litologi atau batuan, keberadaan bidang lemah atau struktur geologi dengan
faktor pemicu adalah curah hujan. Pembobotan dari masing-masing informasi
geologi seperti pada Tabel 2.6.

Berdasarkan pembobotan tersebut diperoleh tiga tingkat kerawanan
bencana longsor, yaitu kerawanan tinggi, sedang dan tinggi, sedang dan rendah.
Tingkat kerawanan tinggi sampai sedang terutama pada batuan sedimen dari
Formasi Lolomatua (Tml) dengan curah hujan tergolong tinggi untuk memicu
terjadinya longsor. Sebaran dari kawasan dengan tingkat kerawanan sangat rendah
lebih luas dibandingkan yang lain, diikuti oleh yang kerawanannya sedang.
Sedangkan yang memiliki kerawanan tinggi sangat terbatas. Artinya secara umum
Kabupaten Nias memiliki potensi longsor yang tidak tergolong tinggi.

Tabel 2-7.
Pembobotan | nformasi Geologi Untuk K awasan Rawan Bencana L ongsor

Nilai
Komponen Klas Komponen ral Bobot Skor
Kemampuan

Kemiringan 1. Kemiringan 0 % — 8 % 1 5
Lereng 2. Kemiringan 8 % - 25 % 3 5 15
3. Kemiringan 25 % - 40 % 4 20
4. Kemiringan > 40 % 5 25
Batuan 1. Kode : Qa, QTg 1 4
2. Kode : Tml, Tmpg 5 4 20
3. Kode : Tomm 3 12
Curah hujan | 1. 2500 - 3000 mm/thn 2 8
2. 3000 - 3500 mm/thn 3 4 12
3. > 3500 mm/thn 5 20
Struktur 1. <100 m 5 12
geologi 2.100 - 500 m 3 3 9
3.>500m 1 3

Sumber : RTRW Kabupaten Nias Tahun 2014-2034

RKPD Kabupaten Nias Tahun 2023 23



2.1.3.4 Kawasan Rawan Tanah Longsor Tingkat Kerawanan Tinggi

Secarah alamiah kawasan ini terutama dikontrol oleh batuan yang secara
stratigrafi terjadi perselingan antara batulempung dengan batupasir dari Formasi
Lolomatua (Tml) yang menyebar dengan kemiringan dominan antara 25 % - 40 %
dan setempat dengan kemiringan > 40 %. Pada kawasan tersebut terdapat curah
hujan yang tergolong tinggi (3000 — 3500 mm/thn) yang dapat mengakibatkan
longsor. Kawasan dengan kerentanan tinggi ini sangat terbatas, terutama yang ada
di Kecamatan Ulugawo khususnya yang berada dibarat daya mengarah ke utara,
sebagian di Somolo-molo dan di Kecamatan Ma'u. Kawasan lainnya berada di
sekitar jalur patahan yang merupakan bidang lemah, terutama di Kecamatan
Hiliduho, Botomuzoi, Hiliserangkai dan kecamatan lainnya di Kabupaten Nias.
Pada saat musim hujan batu pasir yang berselingan dengan batulempung
menyerap air namun tidak mampu diteruskan oleh batu lempung yang bersifat
impermeabel, sehingga beban atau volumenya semakin meningkat mengganggu
keseimbangan lereng dan pada akhirnya terjadi longsoran terutama di tebing-
tebing jalan atau sungai. Curah hujan yang tinggi mempercepat proses pelapukan
batuan menjadi tanah dengan ketebalan yang signifikan. Keberadaan tanah pada
lereng yang miring dengan curah hujan yang tinggi juga memudahkan terjadi
longsoran.

2.1.3.4.1 Kawasan Rawan Tanah Longsor Tingkat Kerawanan Sedang

Seperti hanya kawasan kerawanan tinggi, kawasan ini juga masih dikontrol
kondisi stratigrafi batuan sedimen dari Formasi Lolomatua (Tml), namun
sebarannya membentuk kemiringan yang lebih rendah atau dominan kemiringan
15 % - 25 % sebagian kecil dengan kemiringan 25 % - 40 %. Curah hujan masih
sebagai pemicu terjadinya longsor dengan jumlah 3000 — 3500 mm/thn. Sebaran
dari kawasan dengan kerawanan sedang ini lebih luas dibanding dengan kawasan
yang kerawanannya tinggi. Kawasan ini terutama menyebar di Kecamatan
Ulugawo, Somolo-molo, Ma’u dan bagian barat dari Kecamatan Idanogawo, Gido
dan Bawolato.

2.1.3.4.2 Kawasan Rawan Tanah Longsor Tingkat Kerawanan Rendah

Potensi longsor dikawasan ini lebih rendah, terutama dikarenakan curah
hujan di kawasan ini tergolong sedang (2500-3000 mm/thn) sekalipun memiliki
kemiringan lereng 15% - 25 %. Kawasan menyebar terbatas dan terutama
menyebar di Kecamatan Hiliduho, Botomuzoi dan Hiliserangkai.

2.1.3.4.3 Kawasan Rawan Tanah Longsor Tingkat Kerawanan Sangat
Rendah

Potensi longsor di kawasan ini dapat dikatakan tidak terjadi. Karena
secara alami wilayahnya memiliki kemiringan lereng < 15 % sekalipun sebagian
memiliki curah hujan 3000 — 3500 mm/thn dan sebagian 2000 — 2500 mm/thn.
Kawasan ini menyebar luas dibandingkan tingkat kerawanan lainnya. Di
Kecamatan Bawolato, Gido dan Idanogawo sekalipun curah hujan tergolong tinggi,
namun tidak berpotensi longsor karena memiliki kemiringan lereng < 8 %.
Sedangkan di Kecamatan Botomuzoi dan Hiliduho memiliki kemiringan lereng
antara 8 % - 15 % juga dengan curah hujan yang tergolong sedang untuk memicu
terjadinya longsor.

Berdasarkan hal tersebut, maka pola ruang untuk kawasan rawan bencana
longsor dengan tingkat kerawanan tinggi harus difungsikan sebagai kawasan
lindung terbatas. Sedangkan kawasan dengan kerentanan sedang - sangat rendah
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dapat difungsikan sebagai kawasan budidaya yang dalam pembangunannya harus
memenuhi prasyarat.

2.1.3.5 Kawasan Rawan Bencana Banjir

Kabupaten Nias yang terdiri dari DAS Muzoi, DAS Gido Si’ite, DAS Gido
Sebua, DAS Idano Gawo, DAS Idano Mola, DAS Suani, DAS Nalawo dan DAS Hou
dengan curah hujan sepanjang tahun sekitar 3000 mm/tahun mengakibatkan
daerah-daerah hilir sungai tersebut menjadi langganan banjir. Adanya perubahan
tataguna lahan pada kawasan hulu sungai mengakibatkan resiko rawan banjir di
Kabupaten Nias sulit diatasi. Berdasarkan yang diperoleh di lapangan, adapun
kawasan yang menjadi daerah rawan banjir adalah Kecamatan Gido, Kecamatan
Sogae’adu, Kecamatan Idanogawo, Kecamatan Bawolato dan Kecamatan
Botomuzoi. Terutama pada sekitar jalan nasional, dan sekitar Sungai Idanogawo,
Sungai Gido Sebua dan Sungai Mola.

2.1.3.6 Kawasan Rawan Gelombang Tsunami

Selain kejadian bencana alam yang dominan di Kabupaten Nias, maka
beberapa proses geologi yang dapat menimbulkan bencana di wilayah Kabupaten
Nias, selain gempa bumi adalah gelombang tsunami. Oleh karena itu, agar dapat
meminimalisasi kerugian yang lebih besar, perlu dilakukan suatu mitigasi bencana
geologi yang melibatkan seluruh aparat terkait dan masyarakat. Di wilayah
Kabupaten Nias mitigasi bencana geologi yang harus menjadi perhatian adalah
gempa bumi dan gelombang tsunami.

Penentuan kawasan rawan bencana tsunami didasarkan pada beda tinggi
dataran pantai terhadap garis pantai, bentuk morfologi pantainya serta bentuk
geometri pantainya (bentuk teluk atau pantai lurus). Berdasarkan hal tersebut
tingkat kerawanan kawasan rawan bencana tsunami dibagi atas tiga tingkat, yaitu
kerawanan tinggi, sedang dan rendah (lihat peta kawasan rawan bencana
tsunami). Kawasan rawan tsunami hanya terjadi pada kawasan sekitar pantai,
sehingga hanya tiga kecamatan yang berada pada kawasan rawan tsunami dengan
tingkat kerawanan tinggi sampai sedang, yaitu di kecamatan Gido, Sogae’adu,
Idanogawo dan Kecamatan Bawolato.

2.1.3.6.1 Kawasan Rawan Bencana Tsunami Tingkat Kerawanan Tinggi

Kawasan ini berada persis di sepanjang pantai yang memiliki ketinggian
atau elevasi < 12.5 m dari garis pantai dengan morfologi dataran atau dengan
kemiringan antara O % - 8 %. Potensi resiko pada kawasan ini terutama akibat
energi gelombang serta limpasan dari run up yang dapat menyapu apapun yang
ada di permukaan pantai saat terjadi tsunami.

2.1.3.6.2 Kawasan Rawan Bencana Tsunami Tingkat Kerawanan Sedang

Sebaran dari kawasan ini persis di sisi belakang dari kawasan rawan
bencana tsunami tinggi. Kawasannya memiliki ketinggian atau elevasi > 12,5 m
dari garis pantai dan dengan bentuk morfologi yang dominan dataran dengan
kemiringan dominan O % - 8 % dan sebagian kecil memiliki kemiringan 8 % - 15 %.
Bila terjadi tsunami, energi run up mulai berkurang namun tetap memiliki potensi
bencana tinggi akibat perluasan limpasan air.
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2.1.3.6.3 Kawasan Rawan Bencana Tsunami Tingkat Kerawanan Rendah

Kawasan ini memiliki tingkat kerawanan yang rendah bahkan sampai
sangat rendah, karena morfologinya dominan miring dengan kemiringan > 15 %.
Kondisi demikian dapat memperlemah energi run up saat terjadi tsunami, sehingga
potensi bencana yang ditimbulkan jauh sangat rendah.

Berdasarkan hal tersebut maka pola ruang untuk kawasan rawan bencana
tsunami tinggi harus difungsikan sebagai kawasan lindung. Sedangkan pola ruang
kawasan rawan bencana tsunami sedang dan rendah dapat difungsikan sebagai
kawasan budidaya yang dalam pengembangan atau pembangunannya harus
memenuhi prasyarat.

Sumber : II-Q’-I‘RW Kabupaten Niaé ;Tahun 2014-2034 .

Gambar 2.6. Peta Rawan Bencana Tsunami

2.1.4 Kondisi Demografi
2.1.4.1 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh BPS jumlah penduduk
Kabupaten Nias pada tahun 2019 adalah 143.319 jiwa. Pada tahun 2019
Kecamatan Idanogawo merupakan daerah dengan jumlah penduduk paling banyak
yaitu sebesar 27.728 jiwa, sebaliknya Kecamatan Somolo-molo merupakan
kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit yakni berjumlah 6.566 jiwa.

Tabel 2-8.
Jumlah Penduduk Kabupaten Nias Tahun 2019 — 2021

) e O = W2
[2] [

[1] 7] [8] [o]

1 Idanogawo 27.728 26.967 27.136
2 | Bawolato 24.321 25.113 25.297
3 | Ulugawo 10.288 10.191 10.237
4 | Gido 21.434 23.326 23.587
5 | Mau 9.822 10.584 11.842
6 | Somolo-molo 6.566 6.558 10.705
7 | Hiliduho 9.577 9.830 6.598
8 | Hiliserangkai 12.820 12.676 9.902
9 | Botomuzoi 9.594 9.676 12.747
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) O O N0 L
[2] [71 (8l [9]

10 | Sogaeadu 11.169 11.749 9.743
Jumlah 143.319 146.672 147.794
Sumber : BPS Kabupaten Nias

Bila ditinjau dari jenis kelamin penduduk perempuan di Kabupaten Nias
pada tahun 2020 lebih banyak dibanding penduduk laki-laki, kondisi ini tergambar
oleh nilai sex rationya sebesar 95,60 persen dengan pengertian bahwa setiap 100
jiwa perempuan terdapat 95 jiwa laki-laki.

Dilihat menurut kecamatan, pada umumnya menunjukkan angka kurang
dari seratus, yang berarti jumlah perempuannya lebih banyak dibanding jumlah
laki-laki.

Kondisi ini sangat dimungkinkan karena di Kabupaten Nias banyak
penduduk laki-laki terutama pada usia produktif melakukan migrasi keluar baik
itu untuk bekerja ataupun melanjutkan pendidikan.

Tabel 2-9.
Jumlah Penduduk Kabupaten Nias M enurut Jenis Kelamin Tahun 2021

Kecamatan . .

[1] [2] [3] [4] [S]
1. Idanogawo 13.401 13.735 27.136
2. Bawolato 12.481 12.816 25.297
3. Ulugawo 5.035 5.202 10.237
4. Gido 11.710 11.877 23.587
S. Mau 5.858 5.984 11.842
6. Somolo-molo 5.030 5.675 10.705
7. Hiliduho 3.147 3.451 6.598
8. Hiliserangkai 4.867 5.035 9.902
o. Botomuzoi 6.091 6.656 12.747
10.  Sogaeadu 4.637 5.106 0.743
Jumlah 72.257 75.537 147.794

Sumber : BPS Kabupaten Nias

2.1.4.2 Kepadatan dan Penyebaran Penduduk

Kepadatan penduduk Kabupaten Nias tergolong jarang bila dibandingkan
dengan kepadatan penduduk di Sumatera Utara. Pada tahun 2019 kepadatan
penduduk Nias sebesar 77,8 jiwa/Km?2. Rendahnya tingkat kepadatan penduduk di
Kabupaten Nias disebabkan wilayah Kabupaten Nias relatif luas, dimana banyak
wilayahnya merupakan daerah yang tidak bisa dihuni karena merupakan hutan,
rawa, bukit dan lainnya. Oleh sebab itu tidak heran jika masih banyak desa di
Kabupaten Nias yang masih terisolir karena berada di tengah hutan atau lereng
bukit.

Pada tahun 2020 Kecamatan Sogaeadu merupakan daerah terpadat
penduduknya dengan tingkat kepadatan sebesar 270,63 jiwa/Km?2, sebaliknya
Kecamatan Bawolato merupakan daerah paling jarang penduduknya dengan
tingkat kepadatan penduduk sekitar 118,95 jiwa/Km?2.
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Tabel 2-10
Distribusi Penduduk, Luas dan K epadatan Penduduk Tahun 2021

Jumlah L Wilavah Kepadatan
Kecamatan Penduduk uas Wiaya Penduduk
» (Km?2) .
jiwa Jiwa/Km?2
[2] (3] [4] (5]

[1]

1. Idanogawo 27.136 138,65 195,72
2. Bawolato 25.297 204,45 123,73
3. Ulugawo 10.237 65,96 155,20
4. Gido 23.587 110,05 214,33
S. Mau 11.842 61,17 193,59
6. Somolo-molo 10.705 44 85 238,68
7. Hiliduho 6.598 65,07 101,40
8. Hiliserangkai 9.902 61,91 159,94
9. Botomuzoi 12.747 59,97 212,56
10. | Sogaeadu 9.743 41,26 236,14

Nias 147.794 853,34 173,19

Sumber : BPS Kabupaten Nias

2.1.4.3 Penduduk Berdasarkan Umur

Analisis kependudukan salah satunya adalah piramida penduduk yang
dilihat dari karakteristik umur. Piramida penduduk merupakan sebuah gambaran
awal mengenai struktur kependudukan yang dilihat dari segi umur penduduk dan
jenis kelamin untuk dianalisis mengenai produktivitas umur. Jika dilihat dari
bentuk piramida penduduk Kabupaten Nias, sebagian besar penduduk Kabupaten
Nias pada usia muda lebih dominan dibandingkan dengan penduduk pada usia
produktif. Jumlah penduduk usia muda perlu diiringi oleh upaya Pemerintah
Daerah untuk meningkatkan kualitas manusia melalui pendidikan dan kesehatan.
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Sumber : BPS Kabupaten Nias
Grafik 2-1.
Piramida Penduduk di Kabupaten Nias Tahun 2021

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat memberikan gambaran dan hasil analisis
terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat, mencakup kesejahteraan dan
pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial dan seni budaya dan olahraga.

2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Aspek kesejahteraan masyarakat berdasarkan fokus kesejahteraan antara
lain dapat dilihat dari angka nilai PDRB, kontribusi PDRB, pertumbuhan PDRB,
Inflasi, PDRB perkapita, disparitas pendapatan masyarakat dan persentase
penduduk yang berada di atas garis kemiskinan. Secara umum dapat diungkapkan
sebagai berikut :

2.2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan gambaran kemampuan suatu daerah mengelola sumber
daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki. Kemampuan
daerah ini menciptakan nilai tambah untuk berbagai aktivitas ekonomi. Ada dua
jenis penilaian PDRB yaitu Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar
Harga Konstan (ADHK). Secara umum PDRB Kabupaten Nias dari tahun ke tahun
menunjukkan peningkatan yang signifikan hingga mencapai sebesar Rp. 3.824,85
triliun ADHB pada tahun 2019 dan ADHK sebesar Rp 2.563,03 triliun pada tahun
2019.
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Tabel 2-11.
Perkembangan PDRB Kabupaten Nias 2019 - 2021

Atas Dasar Atas Dasar
Tahun Harga Berlaku Harga Konstan Tahun Dasar 2010
Miliar Rp. Miliar Rp.
[1] [2] [31
2019 3.824,85 2.563,03
2020 4.040,92 2.609,14
2021 4.221,86 2.666,86

Sumber : BPS Kabupaten Nias

Tabel 2-12.
Perkembangan PDRB Provinsi Sumatera Utara 2019 - 2021

| Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021
ATAS DASAR HARGA BERLAKU
PDRB Bruto (Miliar) 801.733,34 811,28 859,87
PDRB Per Kapita (Juta Rupiah) 54,62 54,98 57,57
ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010
PDRB Bruto (Miliar) 539,51 533,75 547,65

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Perkembangan PDRB Kabupaten Nias Atas Dasar Harga Konstan
menurut lapangan usaha selengkapnya disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2-13.

PDRB Kabupaten Nias Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 -2021 (Dalam
Miliar Rupiah)
™ Ty e

[1] [2] [3] [4] [5]

1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1 807,38 1 937,64 2 036,63

2  Pertambangan dan Penggalian 340,62 361,42 382,01

3 | Industri Pengolahan/ 8,17 8,39 8,84

4 | Pengadaan Listrik dan Gas/ 3,47 3,71 3,92
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah,

5 - - 0,44
dan Daur Ulang ’

6 | Konstruksi/Construction 454,01 446,01 468,01

7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil 336,33 365,82 392,14
dan Sepeda Motor

8 | Transportasi dan Pergudangan 61,74 65,87 67,84

9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 68,92 74,81 76,86

10 | Informasi dan Komunikasi 8,72 9,6 10,37

11 | Jasa Keuangan dan Asuransi 55,66 59,76 63,08

12 Real Estat 80,12 85,01 88,13

13 | Jasa Perusahaan 3,15 3,27 3,38

14 Adm'inistrasi P'emer.i'ntahan, Pertahanan, dan 507,79 524,07 521,39
Jaminan Sosail Wajib

15  Jasa Pendidikan 52,47 55,89 58,06

16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 28,89 31,86 32,74

17 | Jasa Lainnya 7,43 7,78 7,97

Jumlah 3824,85 4040,92 4221,86

Sumber : BPS Kabupaten Nias
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Selanjutnya PDRB Kabupaten Nias Atas Dasar Harga Konstan 20210
menurut lapangan usaha selengkapnya disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2-14.
PDRB Kabupaten Nias Atas Dasar Harga Konstan 2010 M enur ut Lapangan Usaha Tahun 2019-2021
(Dalam Miliar rupiah)

“ Lapangan Usaha Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
(2] 3] [4] [5]

(1]

1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1.272,87 1.317,16 1.349,95
2 Pertambangan dan Penggalian 228,37 233,62 241,39
3 Industri Pengolahan 5,39 5,37 5,48
4 Pengadaan Listrik dan Gas 2,48 2,6 2,72

Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah,

5 dan Daur Ulang ) ) 0,4
6 Konstruksi/Construction 292,28 276,56 280,59
7 gzl;ldggegzgznl\];sts;r dan Eceran; Reparasi Mobil 211,48 218,42 226,97
8 Transportasi dan Pergudangan 36,15 36,57 37,05
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 44 98 46,66 47,69

10  Informasi dan Komunikasi 6,58 7,08 7,48
11 Jasa Keuangan dan Asuransi 33,88 35,51 36,76
12 Real Estat 48,21 49,41 49,67
13  Jasa Perusahaan 1,76 1,77 1,79
14 ?:nril;ril;icrgjé i};Tr\l)'lvziir];tahan, Pertahanan, dan 319,4 317,19 316,15
15  Jasa Pendidikan 34,78 36,01 37,26
16  Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 19,41 20,09 20,31
17 Jasa Lainnya 5,03 5,12 5,21
Jumlah 2.563,03 2.609,14 2.666,86

Sumber : BPS Kabupaten Nias

2.2.1.2 Struktur Perekonomian

Struktur perekonomian suatu daerah sangat ditentukan oleh besarnya
peranan serta kontribusi kategori-kategori ekonomi dalam memproduksi barang
dan jasa. Struktur lapangan wusaha sebagian masyarakat Kabupaten Nias
didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dibanding
lapangan usaha ekonomi lainnya yang terlihat dari besarnya peranan masing-
masing lapangan usaha ini terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Nias,
sehingga dapat dikatakan tergolong tipe perekonomian tradisional.

Ada lima kategori utama berkontribusi besar pada PDRB Kabupaten Nias
2019 hingga tahun 2021, yang pertama kategori pertanian, kehutanan dan
perikanan seperti yang tertera pada Grafik di bawah ini merupakan kategori
andalan di Kabupaten Nias, hal ini dapat dilihat dari peranannya dalam penciptaan
PDRB atas dasar harga berlaku untuk Tahun 2021 yang mencapai 48,24 persen.
Kategori kedua adalah administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial
wajib pada Tahun 2021 sebesar 12,35 persen. Kategori ketiga yang berkontribusi
besar yaitu konstruksi/bangunan berkontribusi pada pembentukan PDRB
Kabupaten Nias Tahun 2021 sebesar 11,09 persen. Kategori ke-empat adalah
kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor Tahun
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2021 sebesar 9,29 persen dan kategori kelima yakni kategori pertambangan dan
penggalian Tahun 2021 sebesar 9,05 persen.

M Pertanian, kehutanan dan
perikanan

B Administrasi pemerintahan,
pertahanan dan jaminan
sosial

m Konstruksi/bangunan
berkontribusi

B Perdagangan besar dan
eceran, reparasi mobil dan
sepeda motor

B Pertambangan dan
penggalian

Sumber : BPS Kabupaten Nias

Grafik 2-2.
Lima Kategori Ekonomi Terbesar Pada PDRB Kabupaten Nias Tahun 2021

Kabupaten Nias mempunyai kategori pertanian yang cukup besar
kontribusinya pada pembentukan PDRB. Sejak tahun 2019 hingga tahun 2021,
kategori pertanian merupakan kategori terbesar penyumbang nilai tambah rata-
rata 47,81 persen (Grafik 2). Berdasarkan tren yang terdapat pada grafik selama
ini, maka diperkirakan pada periode tahun mendatang kategori pertanian masih
merupakan kategori andalan Kabupaten Nias, meskipun persentasenya cenderung
turun dari tahun ke tahun. Namun secara nilai absolutnya tetap merupakan
kategori penyumbang terbesar.

48,4
482 48,24

48
47,8
47,6
47,4

47,2

47

46,8

46,6

2019 2020 2021

Sumber : BPS Kabupaten Nias
Grafik 2-3.
Kontribusi Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Pada PDRB Kabupaten Nias Berdasarkan
Harga Berlaku Tahun 2019-2021 (%)
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2.2.1.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang dapat digunakan untuk
melihat perkembangan dan kondisi pembangunan perekonomian suatu daerah.
Pertumbuhan ekonomi meliputi laju pertumbuhan dari berbagai sektor ekonomi dan
menggambarkan berbagai tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Pertumbuhan
ekonomi yang tinggi dan Dberkelanjutan merupakan suatu keharusan bagi
kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.

Berbagai upaya telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Nias untuk
meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya walaupun banyak faktor mikro dan
makro ekonomi yang mempengaruhi. Berdasarkan formula baru dalam perhitungan
pertumbuhan ekonomi, maka dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan perekonomian
Kabupaten Nias mengalami tendensi penurunan, dimana pada tahun tahun 2019
sebesar 5,04 persen, tahun 2020 sebesar 1,8 persen dan tahun 2021 sebesar 2,21
persen.

5,04
1,80 —ill 221
2019 2020 2021
Sumber : BPS Kabupaten Nias
Grafik 2-4.

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nias Tahun 2019-2021(%)

Selanjutnya laju pertumbuhan ekonomi dari sektor-sektor ekonomi yang
menyumbang pada pembentukan nilai tambah menurut lapangan usaha
sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 2-15.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nias M enurut Lapangan Usaha Tahun 2019 - 2021 (persen)

m Lapangan Usaha/Industry 2019 2020 2021
[1] [2] 3] [4] (5]
Pertanian, Kehutanan, dan

A Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing 4,41 3,48 2,49
Pertampangan dan Penggalian/Mining and 5,65 2.3 3,32
Quarrying

C Industri Pengolahan/ Manufacturing 4,68 -0,3 2,01

D Pengadaan Listrik dan Gas/ Electricity and Gas 5,4 5,06 4,44
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m Lapangan Usaha/Industry 2019 2020 2021
[1] [2] [3] [4] 5]
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, - - -
E dan Daur Ulang/ Water Supply; Sewerage,
aste Management, and ediation Activities

F Konstruksi/Construction 5,05 -5,38 1,46

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil
G dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; 6,71 3,28 3,92
Repair of Motor Vehicles and Motorcycles

H Transportasi dan Pergudangan/ 3,64 1,15 1,31
Penyediaan Akomodasi dan Makan
I Minum/Accommodation and Food Service 6,29 3,75 2,21
Activities
J Informa31. dap Komunikasi/ Information and 7.34 7.6 5,59
Communication
K Jasa Keuangar_l an Asuransi/ Financial and 513 4,83 3,51
Insurance Activities
IL Real Estat/Real Estate Activities 3,43 2,5 0,52
M,N Jasa Perusahaan/Business Activities 5,5 0,41 1,14
Adm.mlstram 'Perner.l.ntahan, Pertahanan, dan 6,28 -0,69 0,33
Jaminan Sosial Wajib
P Jasa Pendidikan/Education 4,33 3,55 3,46
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human
Q Health and Social Work Activities 24D 31 1,09
R,S,T,U Jasa Lainnya/Other Services Activities 3,6 1,63 1,79
Produk Domestik Regional Bruto/Gross 5,04 1,8 2,21

Regional Domestic Product
Sumber : BPS Kabupaten Nias

2.2.1.4 PDRB Per Kapita

PDRB Per Kapita merupakan gambaran dari rata-rata pendapatan yang diterima
oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi nilai barang dan jasa selama
satu tahun di suatu wilayah. Indikator ini dapat dijadikan ukuran untuk
menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu daerah.

Namun salah satu kelemahan ukuran ini adalah bahwa besarnya PDRB Per
Kapita suatu daerah belum tentu dinikmati oleh masyarakat daerah tersebut karena
PDRB Per Kapita diperoleh dengan membagi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dengan
jumlah penduduk pertengahan tahun.

Sebagai perbandingan, Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2019 memiliki laju
pertumbuhan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku sebesar 10,69 persen dan
laju pertumbuhan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 mencapai 10,52
persen.
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Tabel 2-16.
L aju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Nias dan Provins Sumatera Utara Tahun 2019 - 2021 (Rp)

PDRB
Tahun Kabupaten Nias Per Prov. Sumatera Prov. Sumatera
Kapita Harga Utara Atas Dasar Utara Per Kapita
Berlaku Harga Berlaku Harga Berlaku
1

[2] [31 [4]
2019 26,69 799,61 54,62
2020 28,07 811,28 54,98
2021 28,07 859,87 57,57
Sumber : 1) BPS Kabupaten Nias,
2) BPS Prov. Sumatera Utara
Catatan : *) Data sementara

Jika dilihat tabel di atas dapat dilihar tren perkembangan laju pertumbuhan
PDRB Per Kapita Harga Berlaku di Kabupaten Nias dimana pada tahun 2019
berada pada 26,69 juta rupiah dengan tren yang cenderung stabil dan pada tahun
2021 menjadi 28,07 juta rupiah.

2.2.1.5 Inflasi

Tingkat inflasi merupakan salah satu indikator makro stabilitas perekonomian
yang harus selalu dicermati dan dikendalikan. Laju pertumbuhan inflasi harus selalu
diwaspadai dan dikendalikan, karena berdampak luas terhadap sektor kehidupan.

Secara spesifik angka inflasi di Kabupaten Nias belum ada karena mengacu
kepada inflasi kepada indikator makro yang ada di Kota Gunungsitoli yaitu tujuh
kelompok pengeluaran : I)kelompok bahan makanan, Z2)kelompok makanan jadi,
minuman, rokok, tembakau, 3)kelompok perumahan, air, 4)kelompok sandang,
Skelompok kesehatan, 6)kelompok pendidikan, olahraga serta 7)kelompok transpor,
komunikasi dan keuangan). Hal ini disebabkan karena Kabupaten Nias belum dapat
menghasilkan bahan pangan sendiri yang mempengaruhi kestabilan harga pangan.

Inflasi Prov. Sumatera Utara, Nasional dan Kota Gunungstilo (Kota Terdekat dgn
Kab. Nias) Tahun 2019 -2021

/
N
%

2019 2020 2021
== Gusit 0 5,32 0,54
== Nasional 4,5 1,68 1,87
=== Prov. Sumut 2,33 1,96 0,46

Sumber : 1) Kabupaten Nias dalam Angka 2022, BPS Kabupaten Nias,
2) Prov. Sumatera Utara dalam Angka 2022, BPS Prov. Sumatera Utara

Grafik 2-5.
Inflas Sumatera Utara, Nasional dan Kota Gunungsitoli Tahun 2019 — 2021 (per sen)
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2.2.1.6 Tren Persentase Penduduk Miskin

Dilihat perkembangannya, persentase penduduk miskin di Kabupaten Nias
cenderung berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 persentase penduduk
miskin di kepulauan Nias yaitu sebesar 18,05 persen dan hingga pada tahun 2017 naik
menjadi sebesar 18,11 persen sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan
sebesar 15,94 persen dan pada tahun 2020 Persentasenya 16,6. Persentase penduduk
miskin di Kabupaten Nias yang masih tinggi ini disebabkan beberapa faktor internal
dan eksternal antara lain dikarenakan harga komoditi pertanian yang rendah dan
pertumbuhan ekonomi Nasional yang melambat.

18
16 o —— —*
14
12
10
8 — —
6
4
2
0 2019 2020 2021
== Kab. Nias 15,94 16,6 16,82
== Pro. Sumut 8,63 9,14 8,49
Sumber  : 1) BPS Kabupaten Nias,
2) BPS Prov. Sumatera Utara
Grafik 2-6.

Tren Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Nias Tahun 2019-2021 (per sen)

2.2.1.7 Indeks Gini

Salah satu ukuran ketimpangan yang paling umum digunakan untuk
menganalisa tingkat kesenjangan di suatu daerah adalah indeks gini (gini
ratio).Nilai gini ratio berkisar antara O sampai 1 dimana nilai gini ratio yang
terletak antara 0,50-0,70 menandakan pemerataan yang sangat timpang,
sedangkan apabila nilainya antara 0,36-0,49 menunjukan ketimpangan sedang,
sementara apabila nilai gini ratio diantara 0,20-0,35 menunjukkan ketimpangan
yang merata.

Berdasarkan data BPS menunjukkan gini ratio Kabupaten Nias selama
kurun waktu 2019-2021 termasuk dalam kategori ketimpangan yang merata,
berikut merupakan tabel indeks gini Kabupaten Nias.

Tabel 2-17.
Indeks Gini Kabupaten Nias Tahun 2019 - 2021

(1) (2) (3) (4)
Indeks Gini 0,274 0,251 0,245
Sumber : BPS Kabupaten Nias
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2.2.2 Kesejahteraan Sosial

Pembangunan manusia sebagai insan dan sumber daya pembangunan
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dilakukan pada seluruh siklus
hidup manusia yaitu sejak dalam kandungan hingga lanjut usia. Upaya tersebut
dilandasi oleh pertimbangan bahwa kualitas manusia yang baik ditentukan oleh
pertumbuhan dan perkembangannya sejak dalam kandungan. Pembangunan
manusia yang baik merupakan kunci bagi tercapainya kemakmuran bangsa.

Pembangunan pada bidang Pendidikan dan Kebudayaan akan sejalan
dengan konsep pembangunan berkelanjutan, dimana secara implisit terkandung
makna pentingnya memperhatikan aspek kualitas penduduk, SDA dan lingkungan
dalam pelaksanaan pembangunan. Kenyataan telah menunjukkan bahwa strategi
peningkatan kualitas penduduk yang hanya bertumpu pada penekanan
pertumbuhan penduduk, tidak dapat memberikan makna yang cukup berarti
dalam pemecahan berbagai permasalahan. Oleh karena itu, penekanan pada
pembangunan pendidikan dengan memperhatikan potensi penduduk serta kondisi
SDA dan lingkungan yang ada, ternyata mampu mewujudkan keberlangsungan
serta kesinambungan (sustained) pembangunan. Isu pembangunan pendidikan
berwawasan kependudukan menjadi penting artinya, karena memiliki makna
bahwa pembangunan harus disesuaikan dengan kemampuan penduduk dan
potensi sumberdaya setempat. Dengan kata lain, pengaruh mutu SDM penduduk
merupakan modal (Human Capital) penting dalam menunjang keberhasilan
pembangunan.

Pembangunan daerah di bidang kesejahteraan sosial berkaitan dengan
kualitas manusia di Kabupaten Nias yang tercermin dari aspek pendidikan,
kesehatan, dan ekonomi. Aspek pendidikan diukur dari Angka Melek Huruf (AMH),
Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi
Murni (APM). Aspek kesehatan diukur dari angka kematian bayi (AKB), Angka
Kematian Ibu (AKI), dan balita gizi buruk. Aspek ekonomi diukur dari tingkat daya
beli dan kesempatan kerja/penduduk yang bekerja.

2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Nias secara faktual
menunjukkan peningkatan jika dilihat dari angka absolut dan sejalan peningkatan
IPM Nasional. Berdasarkan formula baru perhitungan IPM oleh Badan Pusat
Statistik, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Nias pada tahun 2021
sebesar 62,74.

Tabel 2-18.
Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten NiasTahun 2019 - 2021
| No | Uraian | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021

[1] [2] (3] [4] [S]

1. Indeks Pembangunan Manusia 61,65 61,93 62,74

2. Rata-rata lama sekolah (Tahun) 5,15 5,36 5,64

3. Harapan lama sekolah (Tahun) 12,39 12,57 12,84

4 Harapan Hidup (Tahun) 68,68 69,75 69,78

S Pengeluaran Riil Per Kapita Yang 641.326 606.440 673.576

Disesuaikan (Rp)
Sumber : BPS Kabupaten Nias
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2.2.2.2 Pendidikan

1. Angka Melek Huruf

Salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran kesejahteraan sosial
yang merata adalah dengan melihat tinggi rendahnya persentase penduduk yang
melek huruf. Tingkat melek huruf atau sebaliknya tingkat buta huruf dapat
dijadikan ukuran kemajuan suatu daerah. Adapun kemampuan membaca dan
menulis yang dimiliki akan dapat mendorong penduduk untuk berperan lebih aktif
dalam proses pembangunan. Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Usia 15 Tahun
ke Atas adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki
kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf
arab, atau huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji, dll.) terhadap penduduk usia
15 tahun ke atas.

Berdasarkan data tahun 2019-2021, tingkat melek huruf di Kabupaten
Nias menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2019 angka melek huruf sebesar
94,21persen menjadi 94,59 persen pada Tahun 2021.

94,7 ~

94,59 94,59"
94,6 - a

945 -
94.4 -
94,3 1 94,21
942 -

94,1 -

94 T T 1
2019 2020 2021

Sumber : BPS Kabupaten Nias
*) Data sementara

Grafik 2-7.
Perkembangan Tingkat M elek Hur uf Penduduk Kabupaten Nias Tahun 2019-2021 (per sen)

2. Angka Rata — Rata Lama Sekolah

Indikator pendidikan lain yang dapat dijadikan sebagai ukuran kualitas
pendidikan masyarakat adalah rata-rata lama sekolah. Seperti indikator
pendidikan lainnya, rata-rata lama sekolah penduduk dewasa di Kabupaten Nias
memperlihatkan peningkatan. Pada tahun 2019 angka rata-rata lama sekolah
sebesar 5,15 Tahun dan pada tahun 2021 rata-rata lama sekolah penduduk
Kabupaten Nias tercatat sebesar 5,64 tahun yang artinya rata-rata penduduk
dewasa di Kabupaten Nias duduk di kelas 5 SD.
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5,7 1 5,64
56 -
55 -
54 - 5,3
53 -
5,2 - 5,15
51 -

5 -

4,9 T T 1
2019 2020 2021

Sumber : BPS Kabupaten Nias

Grafik 2-8.
Angka Rata — Rata Lama Sekolah di Kabupaten Nias Tahun 2019-2021

3. Angka Partisipasi Kasar dan Murni

Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk
seluruh jenjang pendidikan mengalami peningkatan, khususnya untuk Angka
Partisipasi Kasar di jenjang SMP meningkat sehingga menjadi 92,71 persen.

Tabel 2-19.
APK dan APM di Kabupaten Nias Tahun 2019 - 2021

] I Y - -
[2]

1] [3] [4] [5] [6]

1. APK PAUD % 23,92 38,27 37,85
2. APK SD % 101,03 101,62 97,82
3. APK SMP % 92,71 93,26 92,36
4. APM SD % 85,73 87,78 82,60
5. APM SMP % 68,39 68,51 70,47

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Nias

4. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah (APS) terlihat fluktuatif khususnya pada jenjang
Sekolah Dasar dimana pada tahun 2019 berada pada angka 0,23 persen dan
mengalami tren penurun pada tahun 2021, jenjang SMP juga menunjukkan tren
penurunan dari tahun 2019 sebesar 1,03 menjadi 0,23 pada tahun 2021.

Tabel 2-20.
Angka Putus Sekolah (APS) di Kabupaten Nias Tahun 2019 — 2021

o | o satun | 2019 | 030 a0a1_

(1] (2] 3] (4] [5] (6]
1 SD % 0,89 0,1 0,2
2 SMP % 1,03 0,23 0,23

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Nias
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2.2.2.3 Kesehatan

Derajat kesehatan yang terlihat dari beberapa indikator sebagaimana
terlihat dalam tabel di bawah ini menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.
Namun perlu upaya dan strategi khusus untuk penurunan Angka Kematian Ibu
dan Angka Kematian Bayi yang masih cukup tinggi di Kabupaten Nias. Untuk
Umur Harapan Hidup menunjukkan tren yang cukup stabil namun masih di
bawah standar nasional.

Tabel 2-21.
Perkembangan Derajat K esehatan Tahun 2019 — 2021

mm | Tahun |
[4] [S]
4

[1] [2] 3] [6]
|, | Angka Harapan Hidup Tahun 69,68 69,68 69,78
(UHH)
: Per 100.000
2. | Angka Kematian Ibu (AKI) kelahiran hidup 80,04 26,82 83,59
3 Persentase Balita Gizi % 0,25 0,22 0,12
Buruk
Angka Kematian Bayi Per 1000 kelahiran
4. (AKB) hidup 7,40 1,88 7,19
5, | Cakupan peserta Persen/Orang 90,83 82,78 94,99
Jamkerda
6. | Prevalensi Stunting % 44 30 33,77 30,32

Sumber : Dinas Kesehatan, P2KB Kabupaten Nias

2.2.2.4 Ketenagakerjaan

Untuk memberikan gambaran mengenai ketenagakerjaan dalam bagian ini
akan disajikan kondisi ketenagakerjaan dilihat dari penduduk usia kerja dan
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan tingkat penganggguran. Selain itu,
disajikan pula secara singkat indikator-indikator ketenagakerjaan yang meliputi
status pekerjaan, lapangan pekerjaan dan jenis pekerjaan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Nias tahun 2019
adalah sebesar 84,69% yang artinya bahwa pada tahun 2019 sebanyak 84,69
persen penduduk usia kerja di Kabupaten Nias siap terjun dalam pasar kerja baik
itu bekerja atau mencari kerja/mempersiapkan usaha. Jika dilihat
perkembangannya, tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Nias
menunjukkan kecenderungan tidak stabil. Pada tahun 2021 sebesar 81,79 persen
mengalami penurunan, jika dibandingkan dengan tahun 2020.

Tabel 2-.22.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Nias tahun 2019-2021

[1] [2] [3] [4] [S]
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

(TPAK)

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

% 84,69 81,16 81,79
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Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran
terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15
tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja
dan penggangguran. Defenisi pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari
pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3)
penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat
pekerjaan, dan (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan
alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Bila dilihat dari
tabel di bawah ini maka tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Nias
cenderung meningkat. Beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan angka
indikator ini antara lain jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak
sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang mampu menyerapnya serta adanya
pengaruh pandemi Covid-19.

Tabel 2-23.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Nias tahun 2019 - 2021

T  raian " satuan | 2019 | 2020 | 2021
(3] (4] [5]

1] (2]
Tingkat P Terbuk
ingka eng??ﬁ)uran erbuka % 1,00 3.49 3.15

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

2.2.2.5 Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang
tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara
kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan
dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara
harapan dan kebutuhannya.

Beberapa usaha yang dilakukan oleh Pemerintah untuk memperoleh
tingkat kepuasan masyarakat pada pelayanan di antaranya :

- IKM wurusan Pelayanan Perizinan yang bertujuan untuk mengetahui tingkat
kepuasan masyarakat Kabupaten Nias khususnya untuk pengurusan dokumen
perizinan serta persyaratan yang dibutuhkan dengan hasil capaian dari tahun
2019 sebesar 89,63 persen, tahun 2020 sebesar 92,31 persen dan tahun 2021
sebesar 93,54 persen ini menunjukkan bahwa tingkat Kepuasan Masyarakat
pada urusan Perizinan dari tahun ke tahun mengalami tren yang semakin
meningkat.

- IKM wurusan pelayanan Rumah Sakit yang diperoleh dari hasil pengukuran
secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh
pelayanan kesehatan khususnya RSUD Gunungsitoli pada tahun 2019 sebesar
82,42 persen, tahun 2020 turun menjadi 81,17 persen dan pada tahun 2021
naik menjadi 81,58 persen.

Berdasarkan data, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Nias
yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah pada beberapa urusan di atas sampai
dengan Tahun 2021 secara umum menunjukkan peningkatan.
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2.3. Aspek Pelayanan Umum
2.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib

2.3.1.1 Urusan Wajib Dasar
2.3.1.1.1 Pendidikan

Pembangunan bidang pendidikan diarahkan pada peningkatan dan
perluasan memperoleh pendidikan serta peningkatan kualitas dan kuantitas
lembaga pendidikan. Program - program pembangunan di bidang pendidikan
diarahkan untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik pendidikan
formal maupun non formal. Untuk menangani urusan pendidikan, berbagai upaya
memberi akses lebih luas bagi masyarakat dalam memperoleh pendidikan
terutama melalui kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun telah memberikan beberapa
hasil positif.

Sejalan dengan tujuan tersebut Pemerintah Kabupaten Nias bertekad
mewujudkan insan masyarakat Nias yang bermoral, kompetitif dan berwawasan
kebangsaan yang dibangun melalui pendidikan formal dan pendidikan non formal yang
dilaksanakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan
gender.

Secara kuantitas, sarana pendidikan di Kabupaten Nias relatif masih
terbatas. Pada tahun 2021 tercatat 143 unit sekolah taman kanak-kanak dengan
jumlah murid sebanyak 3.273 orang dan guru 384 orang. Jumlah Sekolah Dasar
dan sederajat (SD/MI) baik negeri maupun swasta sebanyak 163 unit sekolah,
dengan jumlah murid sebanyak 21.533 orang siswa dan jumlah guru sebanyak
1.878 orang. Sekolah Menengah Pertama dan sederajat (SMP/MTs) berjumlah 52
unit sekolah, dengan jumlah murid 10.915 orang siswa dan jumlah guru sebanyak
981 orang.

Tabel 2-24.
Kondisi Sekolah, Murid dan Guru di Kabupaten Nias Tahun 2020-2021

n Jenjang Sekolah (Unit) Murid (Orang) Guru (Orang)

__2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020" | 20217

[1] [2] [3] [4] [S] [6] [7] [8]
1. PAUD/TK 144 134 5.345 3.273 442 384
— Negeri 2 2 79 76 2 2
— Swasta 142 132 5.266 3.197 440 382
2. SD 163 163 22.311 21.533 1.716 1.878
— Negeri 162 162 22.125 21.367 784 790
— Swasta 1 1 186 166 933 1.088
3. SLTP 52 52 10.904 10.915 790 981
— Negeri 46 46 9.858 9.953 278 287
— Swasta 6 6 1.046 962 512 694

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Nias

Secara umum perkembangan kinerja urusan pendidikan di Kabupaten Nias
adalah sebagai berikut:
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Tabel 2-25
Capaian Aspek Pelayanan Umum Pendidikan Kabupaten Nias Tahun 2019 s.d. 2021
Tahun

Indikator Kinerja

1 PENDIDIKAN

1.1 PENDIDIKAN DASAR

1.1.1 Sekolah Dasar (SD/MI/Paket A

Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15

1. % 5,15 5,36 5,64
tahun
2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Paket A % 101,03 101,62 97,82
3. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Paket A % 85,73 87,78 82,60
4. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI % 0,89 0,1 0,2
5. Persentase SD/MI berakreditasi minimal B % 42,33 46,01 40,49
6. Angka Kelulusan SD/MI % 100 97,10 96,75
1.1.2 Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs/Paket
: B
1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS Paket B % 92,71 93,26 92,36
9 /];ngka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS Paket % 68,39 68,51 70,47
3. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTS % 1,03 0,23 0,23
4. Angka Kelulusan SMP/MTS % 100 99,57 99,09
5. Persentase SMP/MTS berakreditasi minimal B % 31,37 19,23 23,07
Cakupan sekolah yang melaksanakan KBM o
6 berbasis Literasi Sekolah % 75 100 100
1.1.3 PAUD dan Taman Kanak-kanak
1. APK PAUD % 37,24 38,27 37,85
1.1.4 Program Pendidikan Non Formal
1. Persentase angka melek huruf % 98,33
1.1.5 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Persentase tenaga pendidik/tenaga o
1. kependidikan bersertifikat pendidik & 42,67 49,34 54,41
2. Rasio guru terhadap murid SD % 29,34 28,42 27,26
3. Rasio guru terhadap murid SMP % 34 39,22 38,03

1.1.6 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Persentase penyediaan kebutuhan bagi penerima

1. bea siswa berprestasi yang kuliah di PTN/PTS % 100 0 0
berakreditasi A
Persentase penyediaan kebutuhan bagi Penerima

2. Beasiswa berprestasi di Perguruan Tinggi Swasta % 100 0 0
Milik Pemkab Nias

1.1.7 Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
1 Presentase penyaluran Dana BOS Tingkat SD
" dan SMP Kabupaten Nias

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Nias

% 100 100 100

Dari tabel di atas dapat dilihat capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nias
khususnya indikator APK SD/MI/Paket A Tahun 2021 mencapai 97,82% dengan target
99,98%. Berdasarkan data disebutkan bahwa jumlah siswa pada jenjang SD/MI/Paket
A pada tahun 2021 hanya berjumlah 21.740 dibandingkan dengan jumlah penduduk
usia 7-12 Tahun yang berjumlah 22.224 orang. Hal ini dapat disimpulkan bahwa
banyak anak di usia sekolah namun tidak bersekolah. Beberapa faktor yang
mempengaruhi antara lain seperti kurangnya minat anak untuk bersekolah di jenjang
SD, faktor ekonomi dan beberapa siswa pindah di daerah lain dengan alasan mengikuti
orang tua.
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Untuk indikator APM SD/MI/Paket A mencapai 82,60% dengan target 83,60%,
dimana jumlah siswa pada jenjang SD/MI/Paket A berdasarkan usia umur 7-12 Tahun
berjumlah 18.356 orang. Maka dapat disimpulkan bahwa masih terdapat siswa pada
jenjang SD/paket A tidak sesuai dengan usia umur 7-12 Tahun.

Untuk Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Paket B, indikator APK
mencapai 92,36% dengan target 74,90%. Dimana siswa pada jenjang SMP/Paket B
berjumlah 11.327 orang dan jumlah penduduk usia 13-15 berjumlah 12.264 orang.
Maka pencapaian APK SMP/Paket B melebihi target yang sudah direncanakan oleh
Dinas Pendidikan Kabupaten Nias. Hal ini menunjukkan bahwa minat siswa untuk
bersekolah di jenjang SMP/paket B mengalami peningkatan.

Indikator APM SMP melebihi target yang sudah direncanakan oleh Dinas
Pendidikan Kabupaten Nias dengan capaian 70,40% dari target 52,48%, dimana siswa
usia 13-15 Tahun pada jenjang SMP/Paket B berjumlah 8.643 orang. Hal ini dapat
disimpulkan bahwa minat siswa usia 13-15 tahun pada jenjang SMP/Paket B
mengalami peningkatan.

2.3.1.1.2. Kesehatan

Status kesehatan penduduk dipengaruhi oleh banyak faktor dan di antaranya
adalah layanan kesehatan. Efektivitas layanan kesehatan secara makro ditentukan,
antara lain: (1) Aksesibilitas sarana kesehatan, seperti: rumah sakit, puskemas dan
balai pengobatan; (2) Aksesibilitas tenaga pemberi layanan, seperti: dokter, perawat,
bidang dan apoteker; dan (3) Luas wilayah layanan serta jumlah yang harus dilayani.
Semakin luas wilayah layanan, maka semakin berat upaya yang harus dilakukan untuk
menjangkau masyarakat dan dijangkau masyarakat. Semakin banyak jumlah
penduduk, maka semakin besar beban tugas yang harus dilakukan.

Pencapaian status kesehatan dan gizi masyarakat merupakan kinerja sistem
kesehatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama berbagai komponen
masyarakat. Status kesehatan dan gizi masyarakat yang diukur dari Angka Harapan
Hidup (UHH), Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Prevalensi
Kekurangan Gizi.

Tabel 2-26
Jumlah Sarana dan Prasarana K esechatan di Kabupaten Nias Tahun 2019 — 2021

Tahun
\[o} I ndokator
2019 2020 2021

(4 [3
1 Rumah Sakit Unit 1 1

2 Puskesmas Rawat Inap Unit 7 7

3 Puskesmas Rawat Jalan Unit 5 5

4 Puskesmas Pembantu *) Unit 29 29 29
5 Poskesdes/Posyandu Plus Unit 53 53 53
6 Puskesmas Keliling Unit 19 19 20
7  Ambulans Unit 7 8 8
8 Mobil Operasional Instalasi Farmasi Unit 3 *¥) 3 *¥) 3 *¥)

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Nias
*) Puskesmas Pembantu bertambah 1 unit pada tahun 2019, yaitu Puskesmas Pembantu di Desa Balodano Kec. Ma'u.
**) 1 unit rusak berat

Untuk menunjang pelayanan kesehatan di Kabupaten Nias khususnya di Dinas
Kesehatan (termasuk di UPTD Puskesmas dan Instalasi Farmasi) pada tahun 2021,
terdapat 548 orang pegawai yang terdiri dari : 25 orang pejabat struktural, 69 orang staf
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pelaksana dan 454 tenaga fungsional kesehatan, yang terdiri dari 21 orang Dokter
Umum, 5 orang dokter gigi, 5 orang Apoteker, 229 orang bidan, 139 orang Perawat, 10
orang ahli gizi, 6 orang Analis Kesehatan, 8 orang ahli sanitasi, 17 orang Ahli Kesehatan
Masyarakat, 6 orang perawat gigi dan 8 orang asisten apoteker.

Berdasarkan status kepegawaian, terdiri dari: PNS 338 orang (61,68%), Tenaga
Kesehatan Nusantara Sehat (NS) Kementerian Kesehatan 56 orang (10,22%), tenaga
honorer 17 orang (3,10%) dan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) sebanyak 137 orang (25%).
Namun harus diakui bahwa tenaga kesehatan di Puskesmas dan jaringannya masih
kurang dan tidak merata, sehingga berdampak terhadap kualitas pelayanan yang masih
belum optimal.

Tabel 2-27
K eadaan Pegawai/Tenaga K esehatan lingkup Dinas K esehatan Kabupaten Nias (termasuk UPTD
Puskesmas dan I nstalasi Farmasi) Tahun 2021

| iy | Status(Oramg) [,
| rean IMIMII f—

[1] [2] 7]
1 | Pegawai Struktural 29 29
2 | Pegawai Non Struktural 54 19 2 75

3 | Pegawai Fungsional

a. Dokter 6 S 11

b. Dokter Gigi 1 2 3

c. Apoteker 0 1 1
d. Bidan 185 4 91 280
e. Perawat 90 6 74 170

f. Nutrisionis/Ahli Gizi 2 7 9

g. Analisis Kesehatan 2 6 1 9

h. Sanitarian 1 §) 7

i. Ahli Kesmas/Penyuluh Kes 6 2 2 10

j- Perawat Gigi 6 0 6

k. Asisten Apoteker 6 3 9
Jumlah 388 42 19 170 619
Persen (%) 62,68 6,79 3,07 27,46 100

Keterangan: NS = tenaga kesehatan Nusantara Sehat TKS = Tenaga Kesehatan Sukarela
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Nias

Secara umum perkembangan kinerja pembangunan kesehatan khususnya yang
dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nias tahun 2016 sampai dengan 2020
dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2-28
Perkembangan Kinerja Urusan Wajib K esehatan yang dilaksanakan oleh Dinas K esehatan Kabupaten
Nias Tahun 2019-2021

[8]

[1] [3]

Jumlah Kegiatan Pengawasan Obat dan Keg
Perbekalan Kesehatan

02  Persentase ketersediaan obat dan perbekalan % 100 100 100
kesehatan
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[8]

[1] 3]
Jumlah Kegiatan Penghapusan Obat dan

Perbekalan Kesehatan yang Kadaluarsa Keg 0 0
04  Rasio dokter per 100.000 penduduk % 20,18 22,64 30,89
05  Rasio perawat per 100.000 penduduk % 261,69 298,87 274,53
06 | Rasio bidan per 100.000 penduduk % 287,73 287,22 262,18
07 | Rasio analis kesehatan/100.000 pddk % 15,62 16,82 16,47
08 | Rasio asisten apoteker/100.000 pddk % 18,88 17,47 15,10
09  Rasio ahli gizi/ 100.000 pddk % 11,72 13,58 15,79
10 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan % 90 0 1,08
setingkat
11 | Jumlah kegiatan pengawasan makanan dan
minuman Keg 1 1 -
12 | Pembangunan Jamban sehat berbasis masyarakat % 35,77 31,55
13 | Persentase Posyandu Aktif % 100 100 100
14 | Persentase balita gizi buruk % 0,25 0,22 0,12
15 | Cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan
perawatan dengan pembiayaan penuh dari % 100 100 100
pemerintah daerah
16 | Cakupan pemberian makanan pendamping ASI
pada I;nalf usia 6-24 bulan P P % 81,60 100 90,28
17 (PI?ESKe)ntase ibu hamil yang kurang energi kronik % 69,83 11,89 20,77
18 | Cakupan imunisasi pada bayi O — 11 bulan % 91,83 61,06 -
19 | Cakupan imunisasi campak pada anak kelas 1
Sekolgh Dasar PP % 99,03 0 0
20  Cakupan imunisasi DT pada kelas 1 dan TT pada
kelas% dan 3 SD ’ P % 98,47 0 0
21 | Angka kesakitan malaria per 1000 penduduk (API) % 0,03 0,14 0,000686
22 | Prevalensi Tuberkolosis (TB) per 100.000 penduduk % 113,86 35,14 150,99
23 | Cakupan kesembuhan TB paru % 98,69 81,63 100
24 Angka kesakitan demam berdarah dengue per
: O(g). 000 penduduk guep % 23,78 42,32 10,30
25 | Cakupan penderita DBD yang ditangani % 100 100 100
26 | Jumlah kasus diare per 1000 penduduk % 6,10 1,94 1,17
27 | Cakupan Penderita diare yang ditangani % 100 100
28 | Peningkatan status Puskesmas Rawat Jalan .
Lo . Unit 0 0 0
menjadi Rawat inap
29  Persentase Puskesmas yang terakreditasi % 83,33 83,33 83,33
30 | Rumah Sakit Umum Tipe D Unit 0 0 0
31 | Jumlah Puskesmas Unit 12 12 12
32 | Jumlah Puskesmas Pembantu Unit 29 29 29
33 | Jumlah Puskesmas Keliling Unit 23 19 20
34 | Jumlah Ambulance Unit 12 8 8
35 | Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Unit 18 18 18

Sumber : Dokumen LKPJ Bupati Nias Tahun 2019 s/d 2021

Apabila kita melihat perkembangan kinerja pembangunan kesehatan secara
khusus yang dilaksanakan oleh UPTD RSUD Gunungsitoli Kabupaten Nias tahun 2019
sampai dengan 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:
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Tabel 2-29
Perkembangan Kinerja Urusan Wajib Kesehatan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum
Daerah Gunungsitoli Tahun 2019 - 2021

2019 | 2020 | 2021 |

1] 2] 3] [4] [S] (6]

Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat o 81.17 81.58
(IKM) Yo 82,42

Tingkat capaian ketersediaan sarana dan

o,
2 prasarana Rumah Sakit yang memadai % a 76 7
GDR (Gross Death Rate = Angka kematian
3. umum untuk setiap 1000 penderita %o 23,93 31,15 33,51
keluar)
NDR (Net Death Rate= angka kematian 48
4. | jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 %0 10,39 12,60 14,63
penderita keluar)
5. | Akreditasi RSUD Gunungsitoli Dokumen Paripurna Paripurna | Paripurna
6. | Jumlah Kegiatan kemitraan Keg 3 100 100
a CB)EEI) Penyajian Laporan Keuangan Dokumen WTP WTP )

Sumber : RSUD Kabupaten Nias

Berdasarkan tabel diatas, target kinerja UPTD RSUD dr. M. Thomsen Nias

untuk capaian kinerja Tahun 2021 dapat diuraikan beberapa hal sebagai berikut :

1)

2)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat
kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif
dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari
aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara
harapan dan kebutuhannya. Pada tahun 2021 nilai Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) di UPTD RSUD dr. M. Thomsen Nias mencapai 81,58%
(kategori baik). Hal menunjukkan kualitas pelayanan yang diberikan sudah
memenuhi harapan masyarakat.

Audit laporan keuangan BLUD RSUD dr. M. Thomsen Nias tahun anggaran
2021 oleh Pemeriksa Eksternal Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 79 Tahun 2019 tentang Badan Layanan Umum Daerah belum
terlaksana, disebabkan keterbatasan waktu dan anggaran dari BPK Perwakilan
Provinsi Sumatera Utara, untuk mengaudit masing-masing BLUD, sehingga
indikator Opini Penyajian Laporan Keuangan BLUD Tahun 2020 dan 2021
belum dapat diberikan penilaian.

2.3.1.1.2 Pekerjaan Umum

1.

Infrastruktur jalan

Pembangunan kebinamargaan merupakan salah satu prioritas utama
pembangunan di bidang infrastruktur khususnya pembangunan jalan dan
jembatan dalam rangka membuka keterisolasian wilayah. Infrastruktur jalan di
Kabupaten Nias tahun 2020 terdapat sepanjang 765,909 Km, terdiri dari : jalan
nasional sepanjang 42,73 Km, jalan provinsi 14,502 Km, jalan kabupaten 708,674
Km. Berdasarkan jenis permukaan, jalan tanah masih mendominasi yakni
sepanjang 338,420 Km atau 44,19 persen dari total panjang jalan di Kabupaten
Nias, selanjutnya disusul jenis jalan berpermukaan aspal/hotmix sepanjang
291,217 Km atau 45,50 persen dan jalan berpermukaan batu sepanjang 28,108 Km
atau 3,67 persen. Selanjutnya berdasarkan kondisi jalan, maka 440,046 Km atau
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57.46 persen jalan dalam keadaan kondisi rusak berat dan hanya sepanjang
209,711 Km atau 27,38 persen dalam kondisi baik.

Tabel 2-30

Keadaan Jalan di Kabupaten Nias berdasarkan Jenis Permukaan dan Kondisi Jalan Tahun 2021

[1] [2]
Jenis Permukaan
a. Diaspal/Hotmix 42,733
b. Batu -
c. Kerikil -
d. Tanah -
e. Beton -
Jumlah | 42,733
Kondisi Jalan
a Bak 42,733
b. Sedang -
c. Rusak -
d. Rusak berat -
e. Tidak dirinci -
Jumlah 1l 42,733
Kelas Jalan

a Kelas | -
b. Kelas Il -

c. Kelas Il -

d. Kelas Il A -
e. Kelas 11 B -

f. Kelas Il C -

g. Tidak dirinci 42,733
Jumlah 11l 42,733

| STATUSJALAN |

JALAN JALAN JALAN
RN NASIONAL PROVINSI KAB/KOTA
2021 2021 2021
(3l

14,502

14,502
14,502

(4]

303,028
37,722
56,490

304,574

6,560

708,674

167,406
54,045
53,731

433,402

708,674

708,674
708,674

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nias

TOTAL

360,263
37,722
56,490

304,874

6,560

765,909

210,139
68,547
57,731

433,492

765,909

PERSENTASE

(%)

(6]

47,04%
4,93%
7,38%

39,81%
0,86%

100%

27,44%
8,95%
7,02%

56,60%
0,00%

100%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

100,00%
100%

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam bidang infrastruktur adalah masih
terdapatnya 24 Desa yang belum terjangkau oleh kendaraan roda empat.

2. Sumber Daya Air

Jaringan irigasi merupakan satu kesatuan infrastruktur pendukung utama
sektor pertanian khususnya untuk pertanian lahan basah. Jaringan irigasi
kabupaten tahun 2021 mencakup seluas 1.714 Ha atau 14,89 persen dari luas

sawah.

Tabel 2-31

Kondid Irigas di Kabupaten Nias Tahun 2019 — 2021

o] s s 09| a0 | aom

Persentase jaringan irigasi
Lo | a2 Ofisi biik & % 35,30 59,70 73,93
2. | Luas sawah beririgasi Ha 1.141 1.141 1.714
3. | Luas sawah Ha 7.119 7.119 11.511
Sumber : 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nias

2) BPS Kabupaten Nias
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Daerah Irigasi (DI) Kabupaten Nias teregister sebanyak 19 DI dengan luas
2.251,18 Ha, namun eksisting lapangan sebagian besar tidak berfungsi.

Tabel 2-32
Daftar Daerah Irigasi Kabupaten di Kabupaten Nias berdasarkan Per men PUPR No 14/PRT/M/2015

|_No | Kecamatan/DaerahlIrigasi | Desa | Luas(Ha)

(1] (2] (3] [4]
KECAMATAN BAWOLATO
1 DI. Nalawo Hiliganoita dan Gazamanu 85,02
2 DI. Sisake Hilihoru dan Hilihoru 145,00
3 DI. Zumuzu Dahana dan Hilihoru 92,10
4 DI. Bulumaoso Hiliganoita 239,41
5 DI. Moambolo Hiliwarokha 11,76
6 DI. Simanani Hiliganoita 68,58
7 DI. Helefanikha Siofaewali 114,33
KECAMATAN IDANOGAWO
8 DI. Awoni Lauso Awoni Lauso 127,20
9 DI. Torifo Tetegeona'ai 462,00
10 DI. Laowo Laowo Hilimbaruzo 42,28
11 DI. Siholi Baruzo 199,00
12 DI. Ahedano Ahedano 42,99
13 DI. Mo'awu Tetehosi Bobozioli Loloa’ana 241,17
KECAMATAN SOGAEADU
14 DI. Sikhula De'u Sogaeadu dan Tulumbaho 84,91
15 DI. Uluwi Saitagaramba 91,50
16 DI. Hilibadalu Hilibadalu 54,51
17 DI. Sinizi Tuhembuasi, Hilibadalu 130,00
KECAMATAN BOTOMUZOI
18 DI. Noho Hiligodu Botomuzoi 6,85
19 DI. Bozawa Hiligodu Botomuzoi 12,57
Total 2.251,18

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nias

2.3.1.1.3 Penataan Ruang

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nias 2014 — 2034 telah
ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 1 Tahun 2014, dan
merupakan pedoman dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian
pemanfaatan ruang. Selanjutnya untuk mendapatkan perangkat operasional
rencana umum tata ruang sekaligus peraturan zonasi, telah dilaksanakan
penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Ibu Kota Kabupaten Nias.

Untuk mengkoordinasikan penataan ruang daerah telah dibentuk Tim
Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Nias (TKPRD) yang merupakan tim
yang mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati Nias dalam
koordinasi penataan ruang di daerah meliputi : perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang, danpengendalian pemanfaatan ruang yang saat ini menjadi
kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nias

2.3.1.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1. Air Bersih

Berdasarkan data BPS Kabupaten Nias, pelanggan air bersih yang
disalurkan oleh PDAM Tirta Umbu khususnya di kecamatan Gido mengalami
peningkatan dari 743 pelanggan tahun 2020 meningkat menjadi 790
pelanggan di tahun 2021. Untuk Volume air yang disalurkan dan nilai
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penjualan mengalami peningkatan dari 200.233 m3 dengan Nilai penjualan
sebesar 529.762.362 menjadi 208.594 m3 dengan nilai penjualan sebesar
573.555.393 rupiah.

Tabel 2-33.
Per sentase rumah tangga menurut sumber air minum di Kabupaten Nias Tahun 2019 — 2021 (Per sen)

m Sumber Air Minum 2019 m 20217

(1] (2] 3] [4] [5]
1 Air Kemasan 0,26 0,26 0,26
2 Air Isi Ulang 4,92 4,92 4,92
3 Leding Meteran 3,25 3,25 3,25
4 Sumur Bor/Pompa 0,26 0,26 0,26
5 Sumur Terlindung 9,45 9,45 9,45
6 Sumur Tak Terlindung 39,38 39,38 39,38
7 Mata Air Terlindungi 8,65 8,65 8,65
8 Mata Air Tak Terlindungi 24,24 24,24 24,24
9  Air Sungai 0 0 0
10 Air Hujan 8,81 8,81 8,81
11 Lainnya/Air Permukaan 0,79 0,79 0,79
Total 100,01 100,01 100,01

*) Data sementara (Belum rilis dari BPS Kabupaten Nias)
Sumber : BPS Kabupaten Nias

2. Kondisi Perumahan

Berdasarkan data BPS Tahun 2020, kondisi rumah tangga dilihat dari jenis
dinding terbanyak, menunjukkan bahwa 71,06 persen rumah tangga
berdinding kayu, 28,61 persen berdinding beton, dan 0,45 persen berdinding
bambu. Persentase rumah tangga berdinding tembok cenderung mengalami
peningkatan sementara berdinding bambu cenderung menurun.

Tabel 2-34
Per sentase rumah tangga menur ut dinding terbanyak di Kabupaten Nias Tahun 2019 — 2021 (Per sen)

Jenis Dinding 2019 m 2021%

[1] (2] (3] [4] [S]

1 | Tembok 28,78 28,61 28,61

2  Kayu 68,18 71,06 71,06

3  Bambu 0,45 0,45 0,45

4  Lainnya 2,59 0,34 0,34
Total 100 100,01 100,01

*) Data sementara (Belum rilis dari BPS Kabupaten Nias)
Sumber : BPS Kabupaten Nias

Tabel 2-35
Per sentase rumah tangga menurut jenislantai terluas di Kabupaten Nias Tahun 2019 — 2021 (Dalam
Per sen)
ol emelews | a0 a0 | aoan)
[1] (2] [3] [4] [S]
1 | Marmer/keramik/granit 8,90 0 0
2  Tegel/Teraso/Semen 75,37 0 0
3 | Kayu/Tanah/Lainnya 15,73 8,82 8,82
Total 100 8,82 8,82

*) Data sementara (Belum rilis dari BPS Kabupaten Nias)
Sumber : BPS Kabupaten Nias
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Berdasarkan jenis lantai terluas, 75,37 % rumah tangga memiliki jenis lantai

tegel/semen, 8,90 % berjenis lantai marmer/keramik/granit, dan 8,82

%

berlantai kayu/tanah. Persentase rumah tangga berlantai kayu/tanah

cenderung mengalami penurunan.

3. Rumah Tangga Pengguna Listrik

Berdasarkan  sumber penerangan, 71,54 persen rumah tangga sumber
penerangannya berasal dari listrik PLN, 7,56 persen listrik non PLN, dan 20,91
persen menggunakan pelita. Diperlukan perhatian dan strategis khusus untuk

pemanfaatan sumber penerangan yang berasal dari listrik PLN untuk terus

ditingkatkan untuk masa yang akan datang.

Tabel 2-36

Per sentase rumah tangga menurut sumber penerangan di Kabupaten Nias Tahun 2019 — 2021

m Sumber Penerangan 2019 m 2021

[1] [2] [3] [4] [5] [6]
1 Listrik PLN % 80,12 71,54 71,54

2 Listrik Non PLN % 9,07 7,56 7,56
3 | Lainnya % 10,81 20,91 20,91

Total % 100 100 100

*) Data sementara (Belum rilis dari BPS Kabupaten Nias)
Sumber : BPS Kabupaten Nias

4. Kondisi Sanitasi

Berdasarkan tempat pembuangan tinja, hanya 18,28 persen rumah tangga
yang menggunakan tangki septik, selebihnya pembuangan tinja sembarangan
tempat (sungai, sawah, dan lainnya). Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat
sanitasi perumahan penduduk masih sangat rendah. Diperlukan strategi dan
perhatian khusus dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat agar dapat
memanfaatkan sarana tempat pembuangan tinja berbasis tangki septik lebih

banyak lagi.

Tabel 2-37

Per sentase Rumah Tangga M enurut Tempat Pembuangan Tinja di Kabupaten Nias Tahun 2019 — 2021

m Tempat Pembuangan Tinja 2019 m 2021

[1] [2] 3] (4] [S] (6]
1 Tangki Septik/SPAL % 18,47 18,28 18,28
2 Kolam/Sawah/Sungai/Danau/Laut % 27,27 25,95 25,95
3 Lubang tanah/ Pantai/ Tanah Lapang/ % 52.96 52.53 52,53
Kebun
4 Lainnya % 1,3 3,24 3,24

*) Data sementara (Belum rilis dari BPS Kabupaten Nias)
Sumber : BPS Kabupaten Nias

2.3.1.1.5 Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Perkembangan capaian kinerja penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan
politik dalam negeri menunjukkan peningkatan sebagaimana terlihat pada

beberapa indikator yang tertera pada tabel di bawah ini.
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Tabel 2-38
Perkembangan Urusan K esatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di Kabupaten Nias Tahun 2019-2021

) - = TR

[1] (2] (3] [7] (8]
1 Fungsi dan peran FKUB % 100 100 100
2 Kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan Keg 1 1 1
3 Tingkat Partisipasi Pemilihan Legislatif % 71,68 - -
4  Tingkat Partisipasi Pemilihan Presiden % 71,68 - -
5 Tingkat Partisipasi Pemilihan Gubernur % - - -
6 Tingkat Partisipasi Pilkada % - 71,33 -
7 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan Keg 1 1 1
OKP
8 Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Keg 1 1 1
9 Jumlah Linmas Per
10.000 866 866 866
pddk

Sumber : Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Nias

2. Satuan Polisi Pamong Praja
Dilihat dari tabel di bawah ini untuk Satuan Polisi Pamong Praja menunjukkan
tren peningkatan jumlah personil namun belum sesuai dengan standar rasion
jumlah Satpol PP yang melayani untuk penduduk di Kabupaten Nias. Namun
personil Linmas menunjukkan angka stabil sejak tahun 2016 sampai dengan
2020. Namun perlu peningkatan jumlah mobil pemadam kebakaran dimana
mobil yang siap dan layak beroperasi hanya satu unit.

Tabel 2-39
Jumlah Satpol — PP, Linmas dan M obil Pemadam K ebakaran

Mo|  wmam | suun | 2015 | om0 | 2031 |
2] (3]

(1] (4] (5] (6]
1 Satpol — PP Orang 59 59 59
2 Linmas Orang 866 866 866
3 Mobil pemadam kebakaran Unit 1 3 3
4 Persentase Penegakkan Perda Persen 100 100 100

Sumber : Satpol PP Kabupaten Nias

2.3.1.1.6 Sosial

Perkembangan capaian kinerja Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
menunjukkan peningkatan hal ini terlihat dari meningkatnya beberapa indikator
utama antara lain : PMKS yang memperoleh bantuan sosial, penyandang cacat
dan trauma yang mendapat jaminan sosial, lansia yang mendapat jaminan
sosial, dan panti asuhan yang dibina.

Tabel 2-40
Perkembangan Urusan Sosial di Kabupaten Nias Tahun 2019- 2021

o o suuan | 2019 2020 | 20m

(1] (2] 3] (4] (5] (6]
1 PMKS yang memperoleh bantuan sosial % 39 63 -
Penyandang Cacat dan Trauma yang mendapat
2 . ) % 0 42 -
Jaminan Sosial
3 Lansia yang mendapat Jaminan Sosial % 100 130 120
4 Panti Asuhan yang Dibina Unit 2 2 2

Sumber : Dinas Sosial, PMD, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias
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2.3.1.2 Urusan Wajib Non Dasar
2.3.1.2.1 Tenaga Kerja

Dilihat dari tabel di bawah perlu sosialisasi untuk pencari kerja yang telah
terdaftar untuk dapat ditempatkan di industri yang sesuai dengan keahlian yang
dimiliki serta pelatihan secara terus menerus kepada tenaga kerja yang telah
bekerja.

Tabel 2-41
Perkembangan Urusan Tenaga Kerja di Kabupaten Nias Tahun 2019 - 2021

I e
Uraian Satuan

2019 | 2020 2021 |
[4] 51 6]

(1] (2] (3]
1. | Tingkat pencapaian tenaga kerja yang o
terampil % 87,95 100 100
2. | Penetapan Upah Minimal Kabupaten 1 1
(UMK) dok 1

3. | Meningkatnya Tingkat Partisipasi

K 4 1,7
Angkatan Kerja (TPAK) % 81,45 84,69 81,79
4. | Menurunnya Tingkat Pengangguran o,
Terbuka (TPT) ? 0,84 1,09 3,12
S. | Presentase Tenaga kerja yang difasiitasi o 83,61 75.56 100

penempatan di luar Daerah
Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan serta Ketenagakerjaan

2.3.1.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Perkembangan capaian kinerja pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak menunjukkan peningkatan hal ini terlihat dari meningkatnya
beberapa indikator utama antara lain partisipasi perempuan di lembaga
pemerintah, rasio KDRT, menurunnya tenaga kerja di bawah umur, meningkatnya
partisipasi angkatan kerja perempuan, dan tertanganinya penyelesaian pengaduan
perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan.

Tabel 2-42
Perkembangan Pember dayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Nias
Tahun 2019 - 2021

Tahun
Uraian
2019 m 2021

[2] 5] [6]
Persentase SKPD yang telah melakukan 60
1. analisis perencanaan dan penganggaran Y% 81,09 60
Rensponsif Gender.
2. | Persentase Penurunan KDRT % 0,001 0,001 0,001
Persentase Penyelesaian Pengaduan 100
3. Tindakan Kekerasan terhadap Perempuan Y% 100 100
dan Anak

Sumber data : Dokumen LKPJ Bupati Nias Tahun 2019-2021

2.3.1.2.3 Pangan

Ketersediaan pangan dan Energi di wilayah Kabupaten Nias dapat dilihat
pada Tabel di bawah ini.
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Tabel 2-43
Perkembangan Urusan Pangan di Kabupaten Nias Tahun 2019 - 2021

(1 (2] [3] (4] [S] [6]
1. Luas panen padi sawah Ha 12.403 12.341 11.441
2. Luas panen padi lading Ha 410 60 70
3. Produksi padi Ton 48.279 53.466 53.367
4. Produksi Beras 26.360 29.192 29.175
S. Luas panen palawija :
1.1 Jangung Ha 478 1.105,1 446,4
1.2 Kacang Kedelai Ha 0 1 0
1.3 Kacang Tanah Ha 1 0,5 0,5
1.4 Kacang Hijau Ha 0 0 0
1.5 Ketela pohon Ha 6,5 34,5 42,6
1.6 Ketela rambat Ha 14 17 17
6. Produksi palawija
a. Jangung Ton 2.833 6.446 3.435
b. Kacang Kedelai Ton 0 1,2 0
c. Kacang Tanah Ton 0,89 0,75 0,68
d. Kacang Hijau Ton 0 0 0
e. Ketela pohon Ton 74 333 1.369,8
f. Ketela rambat Ton 168 99 292,3

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Dilihat dari tabel di atas dapat dilihat indikator ketersediaan pangan utama
yang kecenderungannya mengalami fluktuatif, dimana hal ini dipengaruhi oleh
beberapa faktor antara lain perubahan iklim, ketersediaan sarana prasarana
pertanian yang masih minim serta sumber daya petani yang masih rendah.
Diperlukan kegiatan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan yang
dilaksanakan untuk seluruh desa secara bertahap mengingat desa memiliki
peranan yang cukup strategis untuk peningkatan ketahanan pangan.

2.3.1.1.3. Pertanahan
Gambaran perkembangan urusan pertanajan di Kabupaten Nias dapat
dilihat pada Tabel di bawah ini.
Tabel 2-44
Perkembangan Urusan Pertanahan Tahun 2016 - 2020

T L T T
[4] [5] [6]

[1] [2] [3]
Persentase Dokumen Sertifikat
1. Kepemilikan Tanah milik % - 3,51 9,00

Pemerintah Kab. Nias
Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan serta Lingkungan Hidup

2.3.1.1.4. Lingkungan Hidup
1. Persampahan

Tingkat pelayanan persampahan baru mencapai 1,16 %, kondisi ini
mengindikasikan bahwa tingkat pencemaran lingkungan akibat penanganan
persampahan yang belum optimal cukup tinggi. Kondisi ini diperparah oleh
keberadaan TPA Bakaru yang sudah tidak layak, turut berkontribusi dalam
peningkatan pencemaran lingkungan, khususnya di sekitar TPA.
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Tabel 2-45
Capaian Kinerja Urusan K ebersihan dan Persampahan di Kabupaten Nias 2018-2020

Volume

Uraian Keterangan
2018 | 2019 | 2020 |
(1 | (2] ET 4] NG (6]
1 Cakupan pelayanan 1,16% 6,7% 2,60%
2 Perkiraan timbunan sampah 44 M3 25.000 M3 41.466,35
M3
3 Timbunan sampah yang terangkut
Permukiman 14,40 18 M3/hari 28,07 Terdiri dari 5
M3 /hari M3/hari | Kecamatan
Non Permukiman 9,6 M2/hari 12 M3/hari 19,25 Termasuk yang

M3/hari | berada di wilayah
Kota Gunungsitoli
4 Kapasitas Pelayanan TPA 107.650,6 107.650,6 107.650,6
M3 M3 M3

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan serta Lingkungan Hidup

2. Kualitas Air

Hasil uji laboratorium baku mutu air terhadap beberapa sungai Mezawa, sungai
Gido Zebua dan sungai I[danogawo di Kabupaten Nias tahun 2021 dapat terlihat
pada tabel berikut.

Tabel 2-46
Kondisi Kualitas Beberapa Air Sungai di Kabupaten Nias Tahun 2021

Sungai Sungai Gido Sungai
Parameter Mezawa Sebua Idanogawo
(2]

(1] (3] [4] (5] [6] [7] (8]
1. DHL us/cm 989 993 981 975 874 975
2. Salinitas Ppt 0,445 | 0,458 @ 0,458 0,430 0,411 @ 0,446
3. Suhu oC 27,4 27,4 27,5 27,4 27,5 27,4
4. TDS Mg/L 564 566 559 556 498 499
S. TSS Mg/L 5 5 5 5 6 5
6. TS Mg/L 601 597 588 591 534 529
7. Kekeruhan NTU <0,01 | 2,13 | <0,001 1,41 <0,01 <0,001
8. Kesadaaan Mg/L 0,11 0,07 0,06 0,12 0,12 0,09
9. Kesadaan Magnesium Mg/L 1,49 1,98 1,96 1,98 1,93 1,75
10. Kesadaan Total Mg/L 1,6 2,05 2,02 2,10 2,05 1,84
11. | DO Mg/L 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37
12. Cl Mg/L 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan serta Lingkungan Hidup

2.3.1.1.5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Perkembangan layanan administrasi kependudukan menunjukkan
peningkatan hal ini terlihat dari meningkatnya beberapa indikator utama
antaralain : rasio penduduk ber-KTP, rasio penduduk ber akte kelahiran, rasio
pasangan berakta nikah, dan rasio Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga.
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Tabel 2-47
Perkembangan Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
di Kabupaten Nias Tahun 2019 - 2021

[3]

[1] 2] (4] 5] (6]

. Rasio penduduk ber KTP % 89,77 88,89 96,08
2. Penerapan KTP Elektronik % 90,14 90,43 88,17
3. Rasio penduduk ber akte kelahiran % 60.64 69,50 85,46
4. Rasio pasangan berakta nikah % 50.94 55,79 68,14
S. Rasio Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga % 92 81,61 85,56

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias

2.3.1.1.6. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Perkembangan urusan pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Nias
Tahun 2019-2021 menunjukkan peningkatan terutama pada beberapa indikator
antara lain Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Posyandu
Aktif, dan Kelompok Binaan PKK Desa.

Tabel 2-48
Perkembangan Urusan Pember dayaan M asyarakat di Kabupaten Nias Tahun 2019 — 2021

Uraian Satuan
(1] (2] (3] (4] (5] (6]
1. Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang dibina % 13,5 100 100
2. Persentase peningkatan desa yang memiliki BUMdes % 15 31 31
3 g:(s;rsl;zslf Peningkatan Peran Perempuan di % 100 100 100
4. PDers:/npt‘aDsS pengelolaan dan penyerapan Dana % 97.64 99.87 99.87
5 gzgzentase partisipasi masyarakat dalam membangun % 100 100 100
Persentase pelaksanaan pemilihan kepala desa yang o
6. . . ) - - -
telah habis masa jabatanya
7 Pfer(.entage.Aparatur Pemerintahan Desa/BPD yang % 100 100 100
dilatih /dibina
Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Nias

2.3.1.1.7. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Perkembangan capaian kinerja Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
menunjukkan peningkatan hal ini terlihat dari meningkatnya beberapa indikator
utama antara lain : cakupan peserta KB aktif, Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga
Sejahtera I dan Total Fertilitas Rate (TFR).

Tabel 2-49
Perkembangan K eluar ga Berencana dan K eluarga Sejahtera di Kabupaten Nias Tahun 2019 — 2021

[1] 2] [3] [7] (8]

Persentase keikutsertaan pasangan usia
subur dalam program KB

2. Persentase Kampung KB aktif % 10 10 10
Persentase pemenuhan Sarana dan

% 66,24 67,0 67,08

o,
3. Prasarana penyuluhan dan pelayanan KB o 7 80 80
Persentase Kelompok Bina Keluarga Balita
4. (BKB) Aktif Klpk 11 10 10
5. Persentase Kelompok PIK -R/M Y% 12 12 12

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias
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2.3.1.1.8. Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaraan urusan perhubungan, komunikasi dan informatika
terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2-50
Perkembangan Urusan Perhubungan di Kabupaten Nias Tahun 2019 — 2021

I S I T T

[1] (3] [4] [S] [6]
1. fi’izzl.’ltase sarana dan prasarana keamanan lalu % 100 100 100
2. Persentase ketersediaan terminal. % - - _
3. ;i;ie?;;ze angkutan umum yang laik operasi di % 81.6 79.5 33
4.  Persentase ketersediaan fasilitas keselamatan jalan % 100 - 96
5 lli;tiskio trayek angkutan umum yang terlayani dengan % 50 57.1 64.3

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan serta Lingkungan Hidup

Tabel 2-51
Perkembangan Urusan Komunikas dan Informatika di Kabupaten Nias Tahun 2019 - 2021

[1] 2] (3] 4] [S] (6]

1. Tingkat capaian Perangkat Daerah yang melakukan % 96 100 100
ketebukaan publik

2. | Persentase Kelompok Masyarakat yang dibina % 96 80 -

3. | Tingkat Capaian SPM yang ditindaklanjuti % 100 - -

4. T}n'gkat Capalgn e-mail Sanapati yang % 100 100 100
ditindaklanjuti

5. | Tingkat Capaian Aplikasi untuk penerapan e- % 50 _ 100
government

6. | Pembentukan Kelompok Informasi Masyakat (Kim) % = 80 -

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias

2.3.1.1.9. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Perkembangan capaian kinerja urusan Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2-52
Perkembangan K operasi, Usaha K ecil dan M enengah di Kabupaten Nias Tahun 2019 — 2021

C S e
mmm

(1] (5] [6]
1. | Persentase Kopera31 yang dibina % 36,36 36.36 36,35
2. | Persentase koperasi aktif dan sehat % 18 18 18
3. | Presentase peningkatan Usaha Mikro
Kecil dan Menengah yang memiliki izin % 18 50 30
dan sehat
4. | Persentase UMK/M dan Koperasi yang %
. € 15 25 30
mampu mengembangkan Modal Bergulir

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan serta Ketenagakerjaan Kabupaten Nias
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2.3.1.1.10.Penanaman Modal

Tabel 2-53
Perkembangan Urusan Penanaman M odal

DI S T

[1] [2] [5]
Persentase Kepuasan Masyarakat

o,

1 Terhadap Pelayanan % 89,63 92,31 93’54
Persentase Investor yang Masuk ke o

2 %o - - -
Daerah

3 Jurpl_ah pelayanan perizinan dan non Izin 1116 1.068 334
perizinan
Penyertaan modal pemerintah daerah Milyar 4 1,5 )

pada bumd/bumn
Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias

Jika dilihat dari tabel 2.53 belum ada investasi skala besar yang ada di
Kabupaten Nias. Hal ini disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhi antara
lain sarana prasarana yang masih minim seperti listrik, tenaga kerja yang terampil
serta regulasi yang mendukung. Ketiadaan faktor - faktor pendukung
mempengaruhi juga penanaman modal baik yang berskala daerah maupun
Nasional. Sehingga laju pertumbuhan ekonomi sebagian besar dipengaruhi oleh
konsumsi masyarakat dan belanja modal pemerintah.

2.3.1.1.11.Kepemudaan dan Olahraga

Tabel 2-54
Perkembangan Urusan K epemudaan dan Olah Raga Tahun 2019-2021

S T e

(1] (4] 5] [6]
1. Jumlah organisasi pemuda yang dibina Kelompok - 4

2. |Jumlah organisasi olahraga Kelompok 3 3 3
3. Lapangan olah raga Unit 5 5 5

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nias

Tabel 2.54 menunjukkan perkembangan urusan kepemudaan dan olahraga
di Kabupaten Nias yang secara umum belum menunjukkan pembinaan dan
perhatian yang serius. Hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain belum
adanya rencana induk pengembangan kepemudaan dan olahraga, anggaran yang
masih minim serta sarana prasarana olahraga yang masih terbatas.

2.3.1.1.12. Budaya

Kabupaten Nias memiliki ragam potensi budaya yang unik dan masih
hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah Kabupaten Nias
menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam upaya pelestarian dan pengembangan
budaya Nias, melalui pembinaan sanggar budaya/grup kesenian, pelestarian
terhadap benda, situs, dan kawasan cagar budaya, penyelenggaraan festival seni
budaya, dan penguatan Lembaga Budaya Nias (LBN).
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Tabel 2-55
Perkembangan Urusan K ebudayaan di Kabupaten Nias Tahun 2019 — 2021

[1] [4] [5]
1. Jumlah grup kesenian Grup - 4

Tingkat Fasilitasi Pengelolaan Keragaman
Budaya dan Cagar Budaya

83,87

2. % 5,61 54,84

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nias

2.3.1.1.13. Statistik

Perkembangan urusan statistik di Kabupaten Nias Tahun 2015 - 2020
menunjukkan peningkatan terutama pada penyediaan dan penyajian data statistik
sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2-56
Perkembangan Urusan Statistik

D e P P T

(1] (2] (3] [4] [S] [6]

1. Buku Nias Dalam Angka Ada/ Ada Ada Ada
Tidak Ada

2. Buku PDRB Kabupaten Nias Ada/ Ada Ada Ada
Tidak Ada

3. Buku Indeks Harga Bahan Konstruksi dan Ada/ Tidak Ada Ada

Indeks Kemahalan Konstruksi (IHBK/IKK) Tidak Ada | Ada
4. Buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Ada/ Tidak Ada Ada

Tidak Ada | Ada

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias

2.3.1.1.14. Kearsipan

Pengelolaan arsip secara baku belum sepenuhnya terlaksana sebagaimana
tata kelola kearsipan, hal ini disebabkan keterbatasan sumberdaya manusia
(arsiparis) serta sarana dan prasarana. Demikian juga penataan lokasi
perpustakaan yang baik sehingga menarik minat masyarakat terutama pelajar dan
mahasiswa untuk mengunjungi perpustakaan masih belum optimal.

Tabel 2-57.
Perkembangan Urusan K earsipan di Kabupaten Nias Tahun 2019-2021

I S I AT

[1] 2] [4] [5]
1. | Tingkat capaian pendataan, pengolahan dan o
penyimpanan dokumen dan arsip daerah % 9,75 24,11 19,64
2. | Jumlah Kegiatan Penataan dan Pengelolaan
Kearsipan
Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nias

Keg 2 2 1

2.3.1.1.15. Perpustakaan

Penyelenggaraan perpustakaan mengalami peningkatan terutama terlihat
dari indikator jumlah koleksi buku, jumlah pengunjung perpustakaan, dan jumlah
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perpustakaan desa yang dibentuk. Keberadaan ruangan perpustakaan daerah yang
berada menyatu di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dinilai kurang memadai,
sehingga salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian adalah
pembangunan gedung perpustakaan daerah.

Tabel 2-58.
Perkembangan Urusan Perpustakaan di Kabupaten Nias Tahun 2019-2021

(1] (2] 3] (4] [S] (6]

1. | Peningkatan indeks minat baca masyarakat % 0,59 0,74 0,984
2. | Jumlah Koleksi Buku yang Tersedia Buku 16.745 | 16.745 | 18.470
3. | Jumlah Mobil Perpustakaan Keliling Unit 1 1 1

4. | Jumlah Perpustakaan Desa yang Dibentuk Desa 39 40 42

S. | Jumlah Pengunjung Perpustakaan per

Tahun Orang 5.836 1.858 2.445

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nias

2.3.2. Urusan Pilihan
2.3.2.1. Pertanian

2.3.2.1.1. Pertanian Tanaman Pangan
a. Padi

Perkembangan produksi tanaman pangan untuk padi di Kabupaten Nias
kurun waktu 2019-2021 mengalami fluktuatif. Produksi padi tahun 2021 sebesar
53.367 Ton yang didukung oleh luas panen padi sawah seluas 11.441 Ha dan luas
panen padi ladang seluas 70 Ha.

Tabel 2-59.
Perkembangan Luas Panen dan Produks Tanaman Padi di Kabupaten Nias
Tahun 2019 - 2021

Mo | Umiaa | Sauan | 2019 | 2020 | 2021
[2] [3] (4] (5] 6]

T T R
I Luas panen padi sawah Ha 12.403 12.341 11.441
2. Luas panen padi ladang Ha 410 60 70
3. | Produksi padi Ton 48.279 | 53.466 | 53.367

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Nias

b. Palawija

Komoditi palawija yang berkembang dengan baik adalah ubi jalar dan ubi
kayu. Usaha budidaya ubi jalar lebih banyak ditujukkan untuk mendapatkan
daun yang digunakan sebagai pakan ternak.
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(1]
1.

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Nias

Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Tanaman Palawija

Tabel 2-60.

di Kabupaten Nias Tahun 2019 - 2021

Jenis Tanaman 2019
(2] (6]

Jagung
Luas Panen (Ha) 478
Produksi (Ton) 2.833
Kedele
Luas Panen (Ha) 0
Produksi (Ton) 0
Kacang Hijau
Luas Panen (Ha) 0
Produksi (Ton) 0
Kacang Tanah
Luas Panen (Ha) 1
Produksi (Ton) 0,89
Kacang Hijau
Luas Panen (Ha) 0
Produksi (Ton) 0
Ketela pohon
Luas Panen (Ha) 6,5
Produksi (Ton) 74
Ketela rambat
Luas Panen (Ha) 14
Produksi (Ton) 168

c. Sayuran

dan selanjutnya dapat terlihat pada grafik berikut.

[7]

1.105,1
6.446

1,2

0,5
0,75

34,5
333

17
99

446,4
3.435

0,5
0,68

42,6
1.369,8

17
292,3

Komoditi sayuran yang paling banyak pada tahun 2021 adalah cabai besar,
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Sumber : BPSKabupaten Nias

Grafik 2 - 9.

Produksi Tanaman Sayuran Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Nias (kuintal),

Tahun 2021

2.3.2.1.2. Perkebunan

Komoditi tanaman perkebunan unggulan adalah karet, kakao, dan kelapa.
Disamping itu juga dibudidayakan komoditas perkebunan lainnya seperti pinang
dan kapulaga.

Tabel 2-61.

Perkembangan Luas Tanaman, Luas Tanaman M enghasilkan, Produktivitas, dan Produks Tanaman

Perkebunan di Kabupaten Nias Tahun 2019 - 2021

n

2] [3] [4] [S]

[1]
1. | Karet
Luas Tanaman (Ha) 0 21.951 16.428,9
Produksi (Ton) 6.591 6 594,2 4 164,6
2. | Kelapa
Luas Tanaman (Ha) 0 1 787,50 1170,24
Produksi (Ton) 0 871,87 16 429
3. | Kakao
Luas Tanaman (Ha) 0 1.681 312
Produksi (Ton) 752 541,2 483,20
4. | Kopi
Luas Tanaman (Ha) 0 0 0
Produksi (Ton) 0 0 0
5. | Pinang
Luas Tanaman (Ha) 0 534,5 306,75
Produksi (Ton) 0 82,1 35,07
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(2] [3] [4] [S]

[1]
6. Nilam
Luas Tanaman (Ha) 0 0 0
Produksi (Ton) 0 0 0
7. @ Cengkeh
Luas Tanaman (Ha) 0 0 0
Produksi (Ton) 0 0 0
8. | Kapulaga
Luas Tanaman (Ha) 0 640 2124
Produksi (Ton) 0 46 424.,8
9. | Sawit
Luas Tanaman (Ha) 0 0 37
Produksi (Ton) 0 0 12,60

Sumber : BPS Kabupaten Nias

2.3.2.1.3. Peternakan

Komoditi peternakan unggulan adalah babi dan ayam. Dalam skala usaha
yang terbatas juga dikembangkan kerbau dan kambing.

Tabel 2 - 62.
Perkembangan Populasi Ternak dan Produksi Daging di Kabupaten Nias Tahun 2019- 2021

URAIAN 2019 | 2020 | 2021

(1] (2] (3] (4] [S]
1. Populasi (Ekor)
Sapi 10 12
Kerbau 151 158 160
Kambing 225 310 321
Babi 43.496 2.080 1.644
Ayam 64.350 65.225 53 207
Bebek /Itik 894 1.002 1973
2. Produksi Dading (Ton)
Daging Ternak Besar/Kecil 82,84 42,20
Daging Unggas 64,54 65,24
3. Produksi Telur (butir) 1.581.786 1.268.193

Sumber : BPS Kabupaten Nias

2.3.2.2. Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu potensi perekonomian daerah
yang masih belum dikelola secara optimal. Salah satu destinasi wisata yang
prospektif untuk dikembangkan adalah kawasan wisata Pantai Somi

Perkembangan beberapa indikator di sektor pariwisata dapat dilihat pada
tabel di bawah ini.

RKPD Kabupaten Nias Tahun 2023 63



Tabel 2 - 63.
Perkembangan Urusan Pariwisata di Kabupaten Nias Tahun 2019 - 2020

ol umian | Satuan | 2015 | 2020 | 2021

(1] [2] 3] [7] (8]

1.  Jumlah Kunjungan Wisata Orang 18.729  11.323 11.323
2. Jumlah Desa Destinasi Wisata yang Dibina Desa 0 1 1

3 Jumlah Pembangunan/ Pengembangan Unit 0 1 1

Sarana Objek Wisata

4 Jumlah Kantor Pusat Informasi Tourisme Unit 1 1 1
" (TIC) di Kab Nias

*) Data sementara
Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten

2.3.2.3. Kelautan dan Perikanan

Sebagai daerah yang memiliki garis pantai, sektor kelautan dan perikanan
merupakan salah satu potensi perekonomian daerah yang potensial untuk
dikembangkan.

Perkembangan beberapa indikator di sektor kelautan dan perikanan dapat
dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2 - 64.
Perkembangan Urusan K elautan dan Perikanan di Kabupaten Nias Tahun 2019 — 2021

[1] (3] [4] [S] [6]
Nelayan Orang 1.098 609 644

2 Petani pembudidaya Orang 1.177 1.200 1.2009

3 Pengolah ikan Orang 69 60 607

4 Pedagang ikan Orang 30 30 309

5 Produksi
— Penangkapan Ton 1.278,38 1.319,49 1.362,71
— Budidaya Ton 24,1 23,05 25,97

6 Luas kolam Ha 24,42 24,48 25,42

*) Data Sementara
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Nias

2.3.2.4. Perdagangan dan Perindustrian

Pembangunan sektor perdagangan diantaranya melalui penyediaan pasar
tradisional dan semi modern, serta kegiatan perlindungan konsumen dan
pengawasan perdagangan. Pembangunan sektor perindustrian ditempuh melalui
pembinaan industri kecil/rumah tangga dengan cakupan binaan 2014 - 2018
mencapai 19 orang. Namun untuk meningkatkan roda perekonomian serta
pemberdayaan masyarakat perlu pembangunan pasar semi modern di lokasi yang
strategis sehingga bisa langsung dimanfaatkan oleh para pelaku usaha. Demikian
juga pengembangan industri rumah tangga (home industry) dapat dibekali dengan
pelatihan maupun pemberian bantuan alat — alat industri rumah tangga.

RKPD Kabupaten Nias Tahun 2023 64



Perkembangan beberapa indikator di sektor perdagangan dan
perindustrian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2 - 65.
Perkembangan Urusan Perdagangan dan Perindustrian di Kabupaten Nias Tahun 2019- 2021

URAIAN " satuan | 2019

(1] (2] [3] (8] 9]

1 Pasar Tradisional yang dibangun Unit 3 0 0
2  Pasar Semi Modern (tertutup) yang dibangun Unit 0 0 0
3 | Cakupan Binaan Industri Makanan Ringan Org 0 9 9
4  Cakupan Binaan Pengrajin Kayu Org 0 0 0

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan serta Ketenagakerjaan

2.3.3. Urusan Penunjang

2.3.3.1. Perencanaan Pembangunan

Dalam rangka penyelenggaraan urusan perencanaan, Kabupaten Nias
memiliki beberapa dokumen sebagai pedoman dalam perumusan arah kebijakan
pembangunan daerah di antaranya :

a. Rencana Pembangungan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nias
2005 - 2025

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias
2021 - 2026

c. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nias 2014-2034

d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

e. Rencana Aksi Daerah (RAD) Sustainable Development Goal’s (SDG’s)

2.3.3.2. Keuangan

Tabel 2 - 66.
Perkembangan Urusan Keuangan di Kabupaten Nias Tahun 2016- 2021

[1] 2] 3] CIE [6]
1 Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah \?A//'lg 1:{ WTP WDP WDP*
5 Waktu Penetapan Perda APBD dan Perubahan ™/ Tepat Tepat Tepat
APBD TTW Waktu Waktu  Waktu
3 Persentase Realisasi APBD yang telah ditetapkan % 86 88 90%*)
Persentase Peningkatan Tata Kelola Aset Daerah o 80 o/
4 sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan % 20 100%*)
5 Persentase Realisasi PAD terhadap Target Yang % 100 100 100%*)

Telah Ditetapkan
*) Data Sementara
Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias

Jika dilihat pada tabel di atas maka perkembangan urusan keuangan
menunjukkan beberapa hal antara lain Opini BPK terhadap Laporan Keuangan
yang belum mencapai Wajar Tanpa Pengecualian.
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2.3.3.3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Tabel 2 - 67.
Perkembangan Urusan K epegawaian, Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Nias Tahun 2019 — 2021

ol e e | o o |
(1] (2] (3] (4] 5] (6]
I.  PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

1 Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian % 100 100 100
berbasis IT
2 Pelaksanaan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi kali - 1
Pratama
3 Penerapan Kenaikan Gaji Berkala otomatis % 100 100 100
4 Pemberian bantuan tugas belajar
- Stara-1 Org 1 - _
- Strata -2 Org 2 - 3
- Strata-3 Org - - -
- Pendidikan Profesi Apoteker Org - - 1
- Dokter Spesialis Org 1 - 1
5 Eg}z;r&tase PNSD yang taat menyampaikan % 100 100 100
II. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA
1 | Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II Org 1 - -
2 Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator Org 4 - -
3 Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Org 4 - -

Sumber : Badan Kepegawaian dan PSDM Kabupaten Nias

Pada Tabel 2-67 terkait perkembangan urusan kepegawaian, pendidikan
dan pelatihan menunjukkan perkembangan antara lain jumlah pemberian bantuan
tugas belajar untuk Strata-3.

2.3.3.4. Penelitian dan Pengembangan

Tabel 2 - 68.
Perkembangan Urusan Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Nias Tahun 2019- 2021

[1] 2] (3] [7] (8]
1

Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan % 0 0 0

2. Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan % 0 0 0

Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi

o,
3 Dalam Penerapan Inovasi Daerah % 0 25 25
4. Persentase Kebijakan Inovasi Yang Diterapkan Di % 100 100 100
Daerah
5.  Persentase |zin Penelitian yang Dikeluarkan 100 100 100

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Nias

Melihat Tabel di atas terkait perkembangan wurusan penelitian dan
pengembangan belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Perlu upaya
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serius dari pemerintah untuk penelitian dan pengembangan terutama untuk
penyusunan regulasi dan rencana kelitbangan. Peraturan Bupati Nias Nomo 20
Tahun 2021 Tanggal 26 Juli 2021 tentang Inovasi Daerah telah diterbitkan sebagai
bentuk dukungan dan pedoman pelaksanaan inovasi daerah yang dilakukan di
Wilayah Pemerintah Kabupaten Nias.

Sehubungan dengan kegiatan pengembangan inovasi dan teknologi, pada tahun
2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Nias telah melaporkan 9 inovasi Perangkat
Daerah kepada Kementerian Dalam Negeri melalui situs
indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id dan berdasarkan Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 100-4672 Tahun 2020 Tentang Indeks Inovasi Daerah
Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2020; Kabupaten Nias memperoleh skor
indeks 679,00 dengan kategori inovatif.

2.3.3.5. Pengawasan

Tabel 2 - 69.
Perkembangan Urusan Pengawasan di Kabupaten Nias Tahun 2019- 2021

ENEEI
[4] [5] (6]

(1] (2] (3]
1. | Tingkat capaian pengawasan internal dan

(o)
pengendalian pelaksanaan kebijakan & 70 60 60
2. | Persentase Rekomendasi Hasil o
Pemeriksaan yang ditindaklanjuti & 66,69 83
3. | Persentase Pengaduan o
Masyarakat yang Ditindak lanjuti % 70 70 100
4. Tingkat Maturitas SPIP Level - II II

S. | Persentase Perangkat Daerah yang
memiliki Nilai Evaluasi AKIP oleh % 75 90 97
Inspektorat Daerah minimal "B”

6. | Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah
(APIP)

7. | Persentase pegawai Inspektorat

Level II II II

(o)
bersertifikat Auditor /o 11,5 46,15 66,66
8. P§rsentase Dokumen SOP dan PKPT yang % 100 100 100
disusun
9. | Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Nilai/ B BB B
oleh Inspektorat Daerah Predikat

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Nias

Jika dilihat terkait perkembangan urusan pengawasan menunjukkan tren
perkembangan yang positif antara lain Persentase pegawai Inspektorat bersertifikat
Auditor.
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2.3.3.6. Sekretariat DPRD

Tabel 2-70.
Perkembangan Urusan Sekretariat DPRD di Kabupaten Nias Tahun 2016- 2020

o e e

(1] (3] [7] (8]
Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap
Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota
Tersusun dan terintegrasinya Program-Program
Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi
2. Pengawasan dalam Dokumen Rencana Lima % 100 100 100

Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana

Tahunan (RKPD)

Tersusun dan terintegrasinya Program-Program

Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi
3. Pembentukan Perda dalam Dokumen Rencana Lima % 100 100 100
Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana
Tahunan (RKPD)
Tersusun dan terintegrasinya Program-Program
Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Anggaran

1. Dok 1 1 1

o,
4 dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) 4 = 1Y 1Y
maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)
Terintegrasi Program program DPRD untuk
5 melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Dok 1 1 1

Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen
Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Nias

Perkembangan Urusan Sekretariat DPRD terdiri dari beberapa indikator
antara lain Rencana Kerja Tahunan pada masing — masing Alat Kelengkapan
Dewan, penyusunan program serta pengintegrasian Program Kerja DPRD ke dalam
beberapa dokumen perencanaan serta dokumen anggaran. Namun pencapaian
indikator ini perlu dilengkapi dengan data yang lebih valid.

2.4. Aspek Daya Saing

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
2.4.1.1. Rata - Rata Pengeluaran Per Kapita

Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat digambarkan oleh besarnya
jumlah pendapatan yang diterimanya. Namun demikian, pendekatan melalui
pendapatan ini sangat sulit dilakukan karena masyarakat pada umumnya sulit
untuk mencatat dan mengingat arus pendapatan serta jenisnya atau juga oleh
sebab-sebab lain. Oleh karena itu, pendapatan diperkirakan dari data pengeluaran
rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut pengeluaran untuk
makanan dan bukan makanan. Berdasarkan data BPS, rata-rata pengeluaran per
kapita penduduk Kabupaten Nias berfluktuasi. Pada tahun 2019 rata-rata
pengeluaran per kapita sebulan penduduk Kabupaten Nias Rp 641.326,- dan
cenderung turun pada tahun 2020 menjadi Rp 606.440,- dan pada tahun 2021
naik menjadi Rp. 673.576,-.

Tabel 2-71.
Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Penduduk Kabupaten Nias 2019 - 2021

w0 | GRAIAN £ -
(1] 3]
1 Kabupaten Nias Rp 64 1 .326 606.440 673.576
Sumber: BPS Kabupaten Nias
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2.4.1.2 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita

Pola pengeluaran rumah tangga sangat ditentukan oleh tingkat
pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendapatan, semakin tinggi pengeluaran non
makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan
terhadap makanan umumnya rendah, sebaliknya untuk non makanan pada
umumnya tinggi. Keadaaan ini terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat
konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan
pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang non makanan
atau menabung. Dengan demikian pola pengeluaran dapat dijadikan sebagai salah
satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dan perubahan
komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Berdasarkan data BPS persentase pengeluaran per kapita per bulan
penduduk Kabupaten Nias untuk makanan mengalami penurunan fluktuatif, pada
tahun 2019 sebesar 59,00 persen dan tahun 2020 sebesar 58,03 persen, serta
pada tahun 2021 sebesar 56,09 persen. Meskipun perubahannya fluktuatif namun
pengeluaran untuk non makanan menunjukkan tren peningkatan.

Tabel 2-72.
Distribusi Pengeluaran Per kapita Penduduk Kabupaten Nias untuk M akanan dan Non M akanan
Tahun 2019 -2021

mmmmm

(1] [2] [4] [5] [6]
1. Makanan % 59,00 58,03 56,09
2. Non Makanan % 41,00 41,97 4391

Sumber: BPS Kabupaten Nias

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah /Infrastruktur
2.4.2.1 Kondisi dan panjang jalan

Panjang jalan di Kabupaten Nias tahun 2021 adalah 765,909 Km, berdasarkan
kondisi jalan baik sebesar 210,139 Km atau 27,44. Akses menuju ibu kota kecamatan
relatif baik, namun masih terdapat £ 24 desa belum terjangkau oleh kendaraan roda
empat.

Tabel 2-73.
Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondis di Kabupaten Nias Tahun 2019 — 2021

[1] (3] [5] 6]
Kondisi Baik Km 224 279 209,711 210,139
2. Kondisi Sedang Km 96,449 61,142 68,547
3. Kondisi Rusak Km 45,749 49,010 57,731
4. Kondisi Rusak Berat Km 399,432 440,046 433,492
S. Total Panjang Jalan Km 765,909 765,909 765,909
6. Persentase Jalan dalam Kondisi Baik % 29,280 27,300 27,440

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Nias
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2.4.2.2 Ketaatan terhadap RTRW Kabupaten Nias

Kabupaten Nias telah memiliki dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Nias 2014 - 2034 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten
Nias Nomor 1 Tahun 2014, dan merupakan pedoman dalam perencanaan,
pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nias 2014-2034 telah
melewati tahapan Peninjauan Kembali (PK) pada tahun 2021. Adapun latar
belakang pelaksanaan Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut :

1. Amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
bahwa peninjauan kembali rencana tata ruang dilaksanakan 1 (satu) kali
dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa
bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial negara, perubahan batas
daerah dan perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis;

2. Beberapa peraturan terkait penataan ruang salah satunya yakni UU Cipta

Kerja dan Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan penataan ruang

telah mengalami perkembangan kebijakan;

Pertumbuhan dan perkembangan wilayah Kabupaten Nias;

4. Kebencanaan sebagai isu pengembangan eksternal dan internal yang tentunya
telah menghasilkan dampak secara fisik yang tidak dapat dihindari.

5. Hasil Peninjauan Kembali (PK) adalah sebagai berikut :

w

Kajian Kebencanaan Longsor

E

Longo=or

[T =kE ==-och
[0 ~RF Sastang
S - ean

Sumber : Laporan Antara Peninjauan Kembali RTRW Kab Nias Tahun 2014-2034

2.4.2.3 Luas Kawasan Budidaya

Berdasarkan RTRW, Kabupaten Nias memiliki kawasan budidaya yang
merupakan kawasan di luar kawasan lindung meliputi kawasan hutan produksi,
kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan
peruntukan  perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan
permukiman, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata.
Peruntukan kawasan-kawasan sesuai dengan kondisi fisik serta potensi
sumberdaya alam di wilayah Kabupaten Nias yang memerlukan pemanfaatan guna
kepentingan produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia (termasuk
permukiman) dan pembangunan pada umumnya. Secara rinci luas kawasan
lindung dan kawasan budidaya di Kabupaten Nias menurut kecamatan dapat
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dilihat pada tabel rencana pola ruang kabupaten Nias sebagaimana tertera pada
tabel di bawah ini.

Tabel 2 - 74.
Rencana Pola Ruang K abupaten Nias
Pearmukiman

o | e [5 | e| Gre TPE srn oke | ok | % o i | T i

Pantai Tebates | Konvers Hitan Hutan

Lindung  Lindung
1 | Bavolao 5564 368816 456 [P 204760 108 2737 237 764963
2 Botomuzd 520255 ok 33301 117,% 116 55709
3 | Ao 164152 212% 1BRP 1317 0462 153 177,19 61475 334950
4 | Sogaeadu 161 26 37168 e 3®,B 584
5 | Hisaegai 53263 660 BA 0  5408%
6 | Hiduo 481811 62524 @ F740 548075
7 | idencgavo 6943 2937 3158 43 15097 1500 280 4813 308960
8 | Mau 611877 11076 611877
9 | Somdonolo 304262 106579 18,5 4.10841
10 [ Uupwo 524350 3L67 12146 11571 6.59663
LesPauntuian o pasgi 212067 3%758 101964 SM®@  66212] B82S 4AD3 — 13572 82516

Ruang 167054
No | Heart | Lafen | boltktra | Laban || PO | PR | ooy | Koo | Katesen | Potmtangen | Kevesm || Lussier

Basah Kering

1 | Bawdao 140971 928| so1L2 10| 2@ 6129 1279616
2 | Bdomuzo 2307 85 701 125,14 8121
3 | Gdo 32078 200| 353973 500 1404 7815 7.66617
4 | sopeads 508,29 51948 | 191863 3,75 330115
5 | Hiiserangai 6308| 20645 42,23 76266
6 | Hilduho 21901 300 400,91 4% | 100688
7 | idancgawo 199,68 2242| 370420 200| 15337 aee| 2% 1558 16,88 1076595
8 Mau -
9 | samdomdo 55| 108 2,00 206 37698
10 | Ulugawo -
L”asgf;g‘“km 71195 116479 | 150066 01| m94  125m17 | 2857 1558 16,88 1% | 717

Sumber : RTRW Kabupaten Nias Tahun 2014-2034

Dari data di atas terlihat peruntukan lahan untuk kawasan budidaya dengan

rincian sebagai berikut :

1) Luas peruntukan untuk Pertanian Lahan Basah 7.1159,53 Ha;

2) Luas peruntukan untuk Hortikultura 1.164,79 Ha,;

3) Luas peruntukan untuk Pertanian Lahan Kering 15.006,05 Ha;

4) Luas peruntukan untuk Perikanan Darat 20,01 Ha;

5) Luas peruntukan untuk Perkebunan 12.576,17 Ha;

6) Luas peruntukan untuk Kawasan Industri 285,76 Ha;

7) Luas peruntukan untuk Kawasan Pariwisata 15,58 Ha;

8) Luas peruntukan untuk Pertambangan Non Logam 16,88 Ha;

9) Luas peruntukan untuk Kawasan Pertambangan 402,96 Ha;
10) Luas peruntukan untuk Kawasan Permukiman Perkotaan 1.315,72 Ha;

2.4.2.4 Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang

Jumlah bank yang terdapat di Kabupaten Nias sebanyak 2 (dua) unit, yaitu
Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Sumut yang berbentuk wunit dan
merupakan cabang dari Gunungsitoli.
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2.4.2.5 Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih

Berdasarkan data BPS sumber air minum terbanyak rumah tangga di
Kabupaten Nias bersumber dari mata air tak terlindung sebanyak 32,54 persen
dan sumber air minum di Kabupaten Nias dapat terlihat pada table berikut.

Tabel 2 - 75.
Per sentase Rumah Tangga M enurut Sumber Air Minum di Kabupaten Nias Tahun 2019 — 2021

u Sumber Air Minum M 2019 m 2021

1 [6] [7]
Air kemasan % 0.00 0.00 0.00
2 Air isi ulang % 5.88 2.79 2.79
3  Leding meteran % 1.26 1.26 1.26
4 | Sumur bor/Pompa % 1.08 1.53 1.53
S  Sumur terlindung % 5.27 13.60 13.60
6  Sumur tak terlindung % 48.51 32.22 32.22
7  Mata air terlindungi % 9.84 7.77 7.77
8  Mata air tak terlindungi % 21.93 32.54 32.54
9  Air sungai % 0.00 1.72 1.72
10 Air hujan % 6.23 7.82 7.82
11 Lainnya % 0.00 0.00 0.00
Total % 100 100 100

*) Data sementara
Sumber : BPS Kabupaten Nias

2.4.2.6 Ketersediaan Daya Listrik

Tahun 2021, listrik yang di produksi oleh PLN sebesar 192.062.674 KWh,
yang terjual sebesar 164.641.489 KWh, dipakai sendiri sebesar 2.569.714 KWh
dan 26.909.844 KWh mengalami susut.

Pengadaan listrik Kabupaten Nias masih bergabung dengan PLN Area Nias
Rayon Gunungsitoli yang disuplai oleh PLTD Muawo dan PLTD Idanoi. Jumlah
pelanggan listik mengalami penurunan, pada tahun 2020 sebanyak 27.855
pelanggan menurun menjadi 22.860 pelanggan listrik baik rumah tangga,
komersil, industri, pemerintah, sosial dan lainnya. Jika dilihat dari kecamatan,
pelanggan listrik di Kecamatan Gido yang terbanyak sebesar 7.115 pelanggan, dan
yang terkecil di Kecamatan Ma'u sebesar 461 pelanggan. Lebihlanjut, jumlah
pelanggan listrik berdasarkan kecamatan di Kabupaten Nias tahun 2021 dapat
terlihat pada grafik berikut.
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Idanogawo
Bawolato
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Gido 7.115
Sogaeadu
Ma'u
Somolo-molo

Hiliduho

Hiliserangkai 1.429

1.657

- 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000

Botomuzoi

Sumber : BPS Kabupaten Nias

Grafik 2 - 10.
Jumlah pelanggan listrik berdasarkan kecamatan di Kabupaten Nias tahun 2021

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

2.4.3.1 Angka Kriminalitas

Banyaknya kasus pidana yang dilaporkan melalui Polsek di wilayah
Kabupaten Nias menunjukkan angka fluktuatif. Pada tahun 2016 jumlah kasus
pidana yang dilaporkan sebanyak 165 kasus dan menurun pada tahun 2018
sebanyak 72 kasus.

Tabel 2-76.
Banyaknya Kasus Pidana Yang Dilaporkan Menurut Wilayah Polsek di Kabupaten Nias
Tahun 2019 - 2021

No Wilayah Polsek 2016 2017 2018 2019 m

(1] (2] (3] (4] [5] [6] [7]
1 Polsek Gido 84 7 3 0 0
2 Polsek Idanogawo 41 25 15 0 0
3 Polsek Bawolato 25 37 30 0 0
4 Polsek Hiliduho 15 22 24 0 0

165 91 72 0 0
Jumlah

Sumber data : Nias Dalam Angka

2.4.3.2 Jumlah Demo

Jumlah demo dalam satu tahun rata — rata 2 kali, kecuali pada tahun 2014
tercatat 2 kali demo. Secara umum kondisi daerah Kabupaten Nias cukup
kondusif.
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Tabel 2 -77.
Data Jumlah Demo Dalam Satu Tahun di Kabupaten Nias Tahun 2016 — 2020

8]

Jumlah Demo
dalam setahun
Sumber data : Satpol PP Kabupaten Nias

Kali 8 7 5 4 2

2.4.3.3 Proses Perizinan

Layanan proses perizinan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias.. Lama proses layanan perizinan

rata — rata 14 (empat belas) Hari. Lama proses pelayanan perizinan juga
dipengaruhi oleh jenis izin yang dilayani.
Tabel 2-78.

Jumlah Pelayanan Perizinan dan L ama Proses Perizinan

[1] (2] (3] [7] (8]
Jumlah Pelayanan Kali 6 6 6 1116 1.068
Perizinan di Kecamatan

2  Rata-rata Lama Proses Menit/ . 45 45 45

.. . 45 menit . . .
Perizinan Hari sd 14 menit menit menit 9 Hari
i’lari s.d 14 s.d 14 s.d 14
hari hari hari

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Nias/SIPD

Tahun 2020 Jumlah pelayanan perizinan dan non-perizinan yang sudah
dilakukan adalah 1.068 izin, dengan Indeks Kepuasan Masyarakat 89,63. Hal ini
dapat dicapai sebagai efek positif dari pelaksanaan inovasi dalam layanan perizinan
yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Nias.

2.4.3.4 Jumlah dan Jenis Pajak dan Retribusi Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak dan
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, Pemerintah
Kabupaten Nias menetapkan 8 jenis pajak daerah dan 18 jenis retribusi daerah.
Pendapatan daerah dari pajak daerah mengalami peningkatan dari Rp
511.573.000.000.- pada tahun 2014 menjadi Rp 691.022.000.000,- sementara
pendapatan dari retribusi daerah mengalami penurunan signifikan dari Rp
12.620.000.000 menjadi Rp 10.260.000.000,-. Penurunan ini disebabkan oleh
peralihan pencatatan objek retribusi pelayanan kesehatan ke Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah yang Sah.
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Tabel 2-79.
Jumlah dan Jenis Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Nias Tahun 2016 — 2020

TAHUN ANGGARAN RATA
2016 2017 2018 2019 2020 | RATA
(%)
[1] [2] 81 4 [5] [6] [7]

PENDAPATAN DAERAH (Rp. Juta) 818.455 | 511.573 | 691.022 964.445 | 891.895
PENDAPATAN ASLI DAERAH (%) 12,62 12,62 10,26 11,2 116 | 11,6
Pajak Daerah (%) 0,77 0,77 0,76 0,9 0,67 | 0,74
Retribusi Daerah (%) 2,59 2,59 0,37 0,2 0,1 1,17
Ha§11 Pengelolaan Kekayaan DaerahYang 1,18 1,18 1,38 1,00 0.8 1,1
dipisahkan (%) | ] e el B
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang
Sah (%) 8,80 8,80 7,74 9, 8,8
DANA PERIMBANGAN (%) 83,57 83,57 76,09 | 85.4 824
Dgna Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan 2,19 2,19 1,59 2.3 2.0
Pajak (%)
Dana Alokasi Umum (%) 67,40 67,40 52,95 64,4 62,7
Dana Alokasi Khusus (%) 13,98 13,98 21,55 18,7 17,7
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH
YANG SAH (%) 382) 382 136 84| 45| 58
Pendapatan Hibah (%) i 129 00| 45| 11
Dgna Bagi Hasil dari Propinsi dan Pemda 1,74 1,74 2,14 0.0 0.0 1.1
Lainnya (%) | octtpo RS BE
](E))/Oa)na Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1,93 1,93 9,79 34 0.0 3,41
Bantuan Keuangan dari Propinsi atau 0,15 0,15 0,43 0,0 0,0 0.1
Pemda Lainnya (%)
Pendapatan Daerah Yang Sah Lainnya
(7o)
TOTAL PENDAPATAN (%) 100,00 | 100,00 | 100,00 100,00 100,00 (100,00

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Nias 2020 UnAudited

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia
24.4.1 Rasio lulusan S1/S2/S3

Kondisi kependudukan berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan
yaitu D4/S1/S2/S3 1,67 persen, Diploma III 0,49 persen, D1/D2 0,54 persen,
SMK 2,11 persen, SMA 5,58 persen, SMP 14, 27 persen dan terbanyak tamat SD,
belum tamat SD, dan belum pernah sekolah sebesar 74,8 persen. Data ini
menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia masih sangat rendah.

Tabel 2 - 80.
Per sentase Penduduk 10 Tahun ke Atas M enurut Tingkat Pendidikan
di Kabupaten Nias Tahun 2018

Tidak/

SMP/ SMA/ D1/ D4/S1/
Sederajat | Sederajat D2 S2/S3
(1] (4] (5] (6] (7] (8] 9]

24,08 28,06 22,66 14,27 5,58 2,11 0,54 0,49 1,67

Pendidikan Yang Ditamatkan
Belum
Belum Pernah | Tamat SD/
Sekolah SD Sederajat
[2] (3]
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2.4.4.2 Rasio Ketergantungan

Komposisi penduduk Kabupaten Nias didominasi oleh penduduk
muda/dewasa. Data pengelompokan penduduk berdasarkan kelompok umur yaitu
kelompok usia tahun, usia 5-9 tahun dan usia 0-14 tahun terlihat jumlahnya lebih
besar dari kelompok penduduk usia yang lebih tua. Hal ini menunjukkan
kelompok penduduk ini memiliki angka rasio ketergantungan penduduk muda
yang cukup tinggi, sementara kelompok penduduk usia tua lebih kecil,
menunjukkan rendahnya angka rasio ketergantungan penduduk tua.

Rasio ketergantungan usia adalah angka yang menyatakan perbandingan
antara penduduk yang tidak produktif (usia muda dan wusia tua) terhadap
penduduk usia produktif.

Ada tiga pengelompokan penduduk yaitu :
® Kelompok Penduduk Usia Muda, yaitu penduduk yang berumur di bawah 15
tahun (0-14 tahun).
® Kelompok Penduduk Usia Produktif, yaitu penduduk yang berumur 15-64
tahun.
» Kelompok Penduduk Usia Tua, yaitu penduduk yang berumur 65 tahun ke atas.

Tabel 2- 81
Jumlah Penduduk M enurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2020

Jenis Kelamin

R T R —
(2] (3] [4]

[1]

0-4 6.066 5.716 11.782

5-9 8.397 7.907 16.304
10-14 8.801 8.479 17.280
15-19 8.560 8.093 16.653
20-24 8.078 7.537 15.615
25-29 6.138 6.325 12.463
30-34 5.874 6.539 12.414
35-39 4.712 5.143 9.855
40-44 4.009 4.817 8.826
45-49 3.112 3.549 6.661
50-54 2.167 2.702 4.869
55-59 1.795 2.358 3.641
60-64 1.486 2.155 3.641
65-69 1.138 1.669 2.807
70-74 843 1.173 2.016

75+ 509 824 1.33
Total 71.686 74.986 146.672

Sumber : BPS Kabupaten Nias
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2.5 Permasalahan Penyelenggaraan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah menjadi salah satu rujukan penting
dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan. Permasalahan
pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan
daerah yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang
ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dilakukan.
Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan
yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang
yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Permasalahan pembangunan diperlukan dalam proses penjabaran visi dan
misi kepala daerah terpilih, yang selanjutnya akan menjadi salah satu input dalam
perumusan tujuan dan sasaran RPJMD. Identifikasi permasalahan pembangunan
dapat diidentifikasi dari informasi pada gambaran umum daerah dan evaluasi
kinerja pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Adapun beberapa masalah pokok
sebagaimana tabel di atas dapat diuraikan per bidang sebagai berikut :

1. Pendidikan

a. Masih rendahnya angka partisipasi sekolah khususnya pada jenjang SD
yang melanjutkan sekolah ke SMP;

b. Keterbatasan jumlah, kompetensi, dan kualifikasi pendidikan tenaga guru;

c. Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan terutama perpustakaan,
laboratorium, peralatan teknologi informasi, meubelair dan MCK;

d. Masih banyaknya anak usia 5-6 tahun yang belum terlayani lembaga
Pendidikan Anak Usia Dini;

2. Kesehatan

a. Masih ditemukan permasalahan gizi buruk dan gizi kurang pada balita;

b. Masih cukup tingginya angka kematian ibu melahirkan;

c. Keterbatasan tenaga medis dan paramedis serta masih rendahnya kualitas
pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya;

d. Masih adanya prasarana kesehatan yang belum berfungsi, khususnya
Poskesdes;

e. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan
sehat serta Buang Air Besar Sembarangan,;

f. Ancaman penyakit menular maupun penyakit yang tidak menular masih
terjadi;

g. Fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan bagi penyandang cacat dan lansia
belum memadai;

h. Masih banyaknya masyarakat miskin yang belum memiliki jaminan
kesehatan;

i. Keterbatasan daya tampung RSUD Gunungsitoli dalam melayani pasien
yang jumlahnya semakin meningkat;

j. Keterbatasan tenaga dokter spesialis tertentu, peralatan dan prasarana
penunjang di RSUD Gunungsitoli;
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3. Pekerjaan Umum

a. Masih terdapatnya desa terisolir yang belum terjangkau kendaraan roda 4,
yang sebagian besar berada di daerah dengan tingkat rintangan alam yang
cukup tinggi;

b. Rendahnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan serta belum
terpenuhinya standar lebar jalan kabupaten;

c. Tingkat kerusakan jalan dan jembatan kabupaten lebih cepat dibanding laju
pembangunan jalan;

d. Kelebihan tonase angkutan barang mempercepat kerusakan jalan dan
jembatan;

e. Pelanggaran pemanfaatan ruang milik jalan masih banyak terjadi;

f. Keterbatasan personil SDM aparatur Dinas PUPR mempengaruhi kualitas
perencanaan dan pengawasan,;

g. Struktur tanah yang tidak stabil dan kondisi topografi yang bergelombang
hingga  berbukit, mengakibatkan tingginya biaya pembangunan
infrastruktur;

h. Tidak optimalnya pengunaan alat-alat berat oleh karena terdapat sebagian
besar alat yang telah berumur;

i. Tingkat ketersediaan irigasi (sawah berigasi) dibanding luas areal
persawahan masih sangat rendah;

j- Masih terdapat cukup banyak Daerah Irigasi terbangun yang belum
berfungsi secara optimal,

k. Tingkat kemampuan (peran, fungsi, aktivitas) Perkumpulan Petani Pemakai
Air (P3A) dan Gabungan P3A dalam pengelolaan daerah irigasi masih sangat
rendah;

1. Masih banyaknya daerah tergenang disebabkan terbatasnya ketersediaan
prasarana drainase serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam
pemeliharaan saluran drainase yang telah terbangun;

m. Sebagian besar daerah tergenang berada di sepanjang jalan nasional
(Gunungsitoli — Teluk Dalam), yang sulit diintervensi oleh Pemerintah
Kabupaten Nias karena merupakan kewenangan Pemerintah Pusat;

n. Cakupan pelayanan air minum oleh PDAM Tirta Umbu sangat rendah (< 2
%)

o. Masih sangat rendahnya tingkat ketersediaan air bersih baik didaerah
perkotaan maupun pedesaan;

p. Belum memadainya pranata bidang penataan ruang khususnya rencana
rinci tata ruang;

q. Keterbatasan SDM aparatur yang memiliki kompetensi di bidang penataan
ruang;

r. Rendahnya koordinasi dan sinergitas dalam mewujudkan penataan ruang
yang konsisten terhadap RTRW Kabupaten Nias;

s. Pemahaman masyarakat terhadap pentingnya penataan ruang masih
kurang;

t. Pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang belum optimal;
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4. Perumahan Rakyat

a.
b.
c.

[oN

T 50

Masih terdapat cukup banyak rumah tidak layak huni;

Masih terbatasnya sarana dan prasarana utilitas di kawasan pemukiman;
Terbatasnya kemampuan ekonomi masyarakat dalam membangun rumah
layak huni;

. Kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan dan pendayagunaan sarana dan

prasarana permukiman masih kurang;

. Penerapan pengurusan IMB masih belum terlaksana;
. Masih rendahnya rasio rumah tangga bersanitasi.
. Belum adanya sarana dan prasarana pengelolaan air limbah;

Masih rendahnya cakupan pelayanan persampahan;
Masih terbatasnya sarana dan prasarana operasional pengelolaan
persampahan;

. Pengelolaan sampah yang belum optimal serta pengolahan sampah di TPA

yang belum menuju proses pengelolaan;
Lokasi TPA Bakaru saat ini sudah tidak layak, dan perlu realokasi,

. Kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah disemberangan

tempat masih rendah;

. Tingginya tingkat kerusakan lingkungan yang berdampak pada meluasnya

wilayah rawan longsor, rawan banjir dan rawan kekeringan,;

. Terbatasnya sarana dan prasarana pengendalian dan pengelolaan lingkungan

hidup;

. Penanganan air limbah domestik/rumah tangga belum tertangani secara optimal

dan terpadu;

. Kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup

masih kurang;

r. Dampak pemanasan global semakin meningkat;
s. Data primer dan informasi pendukung lingkungan hidup sangat terbatas;

5. Perencanaan Pembangunan

a.

Perhatian Perangkat Daerah terhadap pentingnya dokumen perencanaan
masih kurang;

Kemampuan Perangkat Daerah dalam mengartikulasikan kebutuhan
masyarakat masih kurang, serta terbatasnya kompetensi aparatur perencana
baik di Bappeda maupun di Perangkat Daerah;

Kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan program pembangunan
masih terbatas;

Belum optimalnya sistem pengendalian dan evaluasi program/kegiatan
pembangunan sebagai bahan masukan bagi perencanaan pembangunan daerah
tahapan selanjutnya;

Masih kuatnya ego sektoral atau kepentingan antar sektor dan perbedaan
pandangan dalam menentukan skala prioritas merupakan hal yang menonjol
dalam proses penyusunan dokumen perencanaan tahunan (RKPD) dan
dokumen penganggaran (APBD) yang kadangkala mengesampingkan dokumen
perencanaan jangka menengah (RPJMD) yang telah disusun sebelumnya;

Proses perencanaan teknokratik yang berbasis pada datasekunder dan
primer, baik dari hasil monitoring dan evaluasi maupun hasil kajian/
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telahaan, dianggap masih belum memadai sehingga kekuatan data dan
informasi dalam memproyeksikan arah pembangunan berikutnya masih
lemah;

Data pendukung perencanaan pembangunan masih kurang akurat;

Masih kurangnya keterpaduan dan sinergitas program pembangunan lintas
Perangkat Daerah;

Masih rendahnya konsistensi antar dokumen rencana pembangunan
daerah;

Tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan
pembangunan masih rendah;

6. Perhubungan

a.

=

Prasarana terminal di ibu kota Kabupaten belum ada;
Pelayanan angkutan umum belum memadai;

b
c. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung keselamatan angkutan jalan;
d.

e. Keterbatasan SDM aparatur yang memiliki kompetensi di bidang pengujian

Belum adanya sarana dan prasarana pengujian kendaraan;

kendaraan dan penegakkan hukum (PPNS);
Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memahami dan mentaati
peraturan perundang undangan bidang lalu lintas angkutan jalan,;

. Masih tingginya overloading angkutan barang yang menyebabkan prasarana

jalan cepat rusak;

7. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a.

b.

Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung (peralatan komputer, dan
internet) sehingga pelayanan administratif kepada masyarakat kurang optimal;
Keterbatasan jumlah pegawai/tenaga operator dalam memproses pelayanan
administrasi kependudukan yang relatif cukup banyak;

Masih banyak aparat kecamatan, desa dan masyarakat yang belum cukup
memahami cara pengisian formulir akta catatan sipil serta syarat administrasi
kependudukan lainnya;

. Validitas data penduduk masih rendah;

Kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi kependudukan masih
kurang;

Masih rendahnya rasio penduduk berakte kelahiran dan pasangan berakte
nikah;

8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a.

b.
C.

Masih ditemukan adanya tindakan kekerasan yang terjadi pada perempuan dan
anak;

Rendahnya tingkat partisipasi perempuan di legislatif dan pemerintahan;
Komitmen untuk mewujudkan Kabupaten Nias sebagai Kabupaten Layak Anak
masih kurang;

. Kapasitas kelembagaan dan jaringan yang terkait dengan pengarusutamaan

gender dan perlindungan anak masih lemah;
Persepsi/pemahaman tentang pengarusutamaan gender masih bias;
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f. Implementasi kebijakan pelaksanaan pembangunan yang berperspektif gender
masih kurang;

g. Masih kuatnya nilai-nilai sosial budaya yang bias gender;

h. Perlindungan anak terhadap pengaruh negatif media masih kurang;

9. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Ketersediaan tenaga penyuluh KB sangat kurang;

. Partisipasi masyarakat untuk ikut dalam program KB masih kurang;

Kepesertaan pasangan usia subur tidak ber-KB masih cukup tinggi;

. Cakupan peserta KB aktif masih rendah;

Rata-rata jumlah anak per keluarga masih tinggi;

Pengembangan advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

belum optimal;

g. Pengembangan ketahanan dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga
(BKB, BKL, BKR dan PKLK) belum optimal;

Moo o

10. Sosial

a. Masih tingginya persentase penduduk miskin;

b. Adanya kecenderungan peningkatan jumlah Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS);

c. Belum terintegrasinya program penanggulangan kemiskinan,;

d. Kurangnya akurat data penduduk miskin, menyebabkan kurang efektifnya (tidak
tepat sasaran) pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat
miskin;

e. Jumlah dan kualitas tenaga pelayanan sosial masih terbatas;

f. Penyediaan tempat pemakaman umum belum ada;

11. Ketenagakerjaan

a. Kualitas dan daya saing calon tenaga kerja belum sesuai kebutuhan pasar;

b. Pengangguran terselubung masih cukup tinggi, terutama penduduk usia muda
berpendidikan SMA/SMK ke bawah;

c. Masih kurangnya perhatian yang memadai dari semua pihak tentang
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja;

d. Masih kurangnya perhatian dalam mengikutsertakan tenaga kerja pada
program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek);

e. Terbatasnya penyediaan lapangan pekerjaan dalam daerah untuk
menampung pertumbuhan tenaga kerja yang semakin bertambah setiap
tahun;

f. Sistem informasi ketenagakerjaan belum memadai;

g. Belum adanya rencana induk perencanaan/grand design ketenagakerjaan;

12. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
a. Kemampuan SDM dalam pengelolaan UMKM dan Koperasi masih rendah;
b. Akses terhadap pasar, informasi, teknologi, dan pembiayaan masih terbatas;
c. Kesadaran masyarakat untuk berkoperasi sangat rendah serta terkesan
hanya mengharapkan bantuan dari Pemerintah;
d. Sarana dan prasarana pendukung usaha dan promosi masih kurang;
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€.

Inovasi dan kreativitas dalam pengembanganproduk masih kurang;

13. Penanaman Modal

a.

Terbatasnya prasarana infrastruktur pendukung investasi (transportasi dan
ketersediaan energi) yang menyebabkan daya saing daerah dalam bidang
penanaman modal relatif rendah;

. Belum optimal koordinasi dan fasilitasi pengembangan investasi di daerah,

termasuk dalam mengimplementasikan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan
promosi potensi dan peluang investasi;

Belum adanya regulasi yang pro investasi berupa pemberian insentif dan
kemudahan berinvestasi di daerah;

14. Kebudayaan

a.

Sarana dan prasarana pendukung pembinaan dan pengembangan budaya
masih terbatas;

. Masih banyaknya situs budaya yang belum terpelihara;

Belum optimalnya kegiatan pelestarian dan pengeloaan kekayaan budaya;

. Penerapan nilai-nilai luhur budaya dalam kehidupan sehari-hari masih

rendah;
Masuknya nilai dan budaya asing yang berpengaruh negatif cukup banyak;

15. Kepemudaan dan Olah Raga

a.

b.

f.

g.

Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pembinaan dan pengembangan
bidang kepemudaan dan olahraga;

Kurang optimalnya pembinaan pengembangan prestasi olahraga dan
kepemudaan;

Kurang optimalnya peranan organisasi cabang olahraga dalam pembinaan dan
pengembangan prestasi olah raga;

. Minimnya pelaksanaan event olahraga baik di tingkat umum maupun tingkat

pelajar;

Masalah sosial di kalangan pemuda seperti kriminalitas, premanisme,
narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA) masih cukup tinggi;

Pemuda belum sebagai “agent of change”;

Pembentukan karakter kepribadian pemuda belum optimal;

16. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

a.

b.

D

Terbatasnya kuantitas dan kualitas (kompetensi) sumber daya aparatur;
Kurang optimalnya pelaksanaan pengawasan oleh APIP disebabkan keterbatasan
jumlah dan kompetensi tenaga fungsional auditor;

. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan tugas dan

kegiatan;

. Potensi pendapatan asli daerah belum tergali secara optimal,
. Pengelolaan brang milik daerah (aset) masih belum tertata dengan baik;

Belum terimplementasikannya sistem penyelenggaraan pemerintahan yang
berbasis IT secara terintegrasi;
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Perangkat Daerah belum semua memiliki Standar Pelayanan Minimal dan
Prosedur Standar Operasional;

. Keterlambatan pemerintah daerah dalam mengadaptasikan perubahan

regulasi/kebijakan nasional di daerah;
Pelayanan perizinan belum optimal;
Pelimpahan kewenangan kepada kecamatan belum optimal;

. Manajemen kepegawaian (kebijakan dan pelayanan administrasi) masih

belum optimal/memuaskan;
Belum tuntasnya penegasan batas wilayah administrasi kabupaten Nias
dengan kabupaten/kota sekitar, antar kecamatan, dan antar desa;

.Belum optimalnya kinerja pelayanan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

baik dari aspek kualitas pelayanan maupun kontribusi terhadap pendapatan
asli daerah;

. Kurang optimalnya struktur organisasi perangkat daerah dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, baik dari aspek payung
hukum (masih ada dalam bentuk Peraturan Bupati) maupun dari aspek
uraian tugas pokok dan fungsi (ditemukan tumpang tindih antar Perangkat
Daerah);

. Kualitas produk hukum daerah masih rendah;

17. Ketahanan Pangan

a.

Tingkat produksi pangan masih rendah sehingga tingkat ketergantungan
pangan dari luar daerah masih cukup tinggi terutama beras dan sayur —
sayuran,;

. Upaya diversifikasi pangan belum memberikan hasil yang optimal;
. Penggunaan bahan kimia berbahaya untuk bahan tambahan pangan masih

ditemukan;

. Masih rendahnya ketahanan pangan rumah tangga;
. Kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi produk pangan lokal

cenderung menurun,;

18. Pemberdayaan Masyarakat Desa

a.

b
C.
d

0

—e

Terbatasnya kapasitas aparat perangkat dan pemerintahan desa;

. Pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat belum optimal;

Pengelolaan administrasi desa dan keuangan desa masih kurang tertib;

. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pemerintahan

desa;

Terbatasnya infrastruktur fasilitas umum, ekonomi dan sosial;

Masih tingginya tingkat konflik di pedesaan, menyebabkan berbagai program
pemberdayaan tidak mencapai hasil yang optimal;

. Belum meratanya pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam

pemanfaatan sumber daya alam;

. Belum berkembangnya usaha ekonomi masyarakat;

Letak dan kondisi geografis yang sangat sulit menyebabkan sebagian desa masih
terisolir;
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19. Statistik

20.

21.

22.

23.

24.

a. Masih terbatasnya kemampuan sumber daya aparatur dalam menganalisa dan
menyajikan data dan informasi;

b. Tingkat konsistensi dan validitas data masih sangat rendah, serta adanya
refrensi data pembangunan yang berbeda — beda;

c. Terbatasnya fasilitas atau sarana pendukung dalam melaksanakan kegiatan
penelitian, pengembangan dan penghimpunan data statistik;

d. Belum maksimalnya pemberdayaan para peneliti yang telah mengikuti Diklat
Jabatan Fungsional Peneliti;

Kearsipan

a. Terbatasnya tenaga arsiparis, sehingga manajemen kearsipan di setiap
Perangkat Daerah belum memenuhi standar kearsipan yang baik;

b. Belum adanya regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan kearsipan
pemerintah daerah;

c. Keterbatasan sarana dan prasarana kearsipan;

d. Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan arsip belum diimplementasikan;

Komunikasi dan Informatika

a. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah masih belum optimal;

b. Penyebarluasan informasi terkait kebijakan pemerintah daerah belum
optimal;

c. Terbatasnya tenaga SDM aparatur yang memiliki kompetensi di bidang
teknologi informasi;

d. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung teknologi
informasi;

Keperpustakaan

a. Terbatasnya ketersediaan tenaga fungsional pengelola perpustakaan;

b. Keterbatasan sarana dan prasarana perpustakaan, khususnya gedung
perpustakaan, perpustakaan keliling dan sarana pendukung lainnya;

c. Rendahnya minat baca masyarakat;

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

R >0 o0 060 T O

. Gangguan keamanan dan ketertiban masih ditemukan;

. Penegakkan peraturan daerah belum optimal;

. Kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan masih rendah;
. Terbatasnya jumlah tenaga dan kompetensi Satpol — PP.

. Sarana dan prasarana keamanan dan ketertiban belum memadai;

Kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi masih kurang;

. Jiwa nasionalisme dan patriotisme cenderung menurun;

Penanggulangan Bencana

a.

b.

Kesiapsiagaan menghadapi bencana masih rendah;
Pengurangan resiko bencana masih belum menjadi kegiatan prioritas;

RKPD Kabupaten Nias Tahun 2023 84



D

. Proses identifikasi, kajian dan pemantauan resiko bencana serta penetapan

sistem peringatan dini masih kurang;

. Sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang masih kurang;
. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM aparatur;

Pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun kesadaran
keselamatan diri dan ketahanan terhadap bencana belum dimanfaatkan,;

25. Pertanian

a.

b.

Pengelolaan yang masihbersifat tradisional dan masih minimnya penggunaan
pupuk secara berimbang;

Terbatasnya prasarana irigasi dan belum berfungsinya P3A di setiap daerah
irigasi;

Terjadi alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian dalam jumlah yang
signifikan;

d. Ancaman hama dan penyakit tanaman dan ternak masih relatif tinggi;

[¢]

.

. Pengetahuan, Keterampilan, Sikap (PKS) dan etos kerja petani masih rendah;

Tingkat ketersediaan sarana produksi (benih, pupuk, dan pestisida) dengan
harga yang terjangkau, sangat sulit didapatkan petani;

Belum berfungsinya secara optimal peralatan mesin pertanian bantuan dari
pemerintah daerah;

. Mutu hasil pertanian masih rendah disebabkan penanganan pasca panen yang

kurang baik.
Sebagian besar tanaman perkebunan rakyat (kelapa, karet, dan kakao) telah tua
sehingga produktivitasnya sangat rendah;

. Harga komoditas perkebunan mengalami penurunan yang sangat signifikan,

mempengaruhi tingkat kesejahteraan petani;
Harga pasar yang fluktuatif dan posisi tawar petani yang rendah;
Penyelenggaraan penyuluhan pertanian masih kurang optimal;

26. Pariwisata

a.

b.

d.
e.

Belum terfokusnya pembangunan destinasi wisata sehingga belum ada objek
wisata andalan untuk Kabupaten Nias;

Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pariwisata, terutama
infrastruktur jalan dan ketersediaan energi listrik;

Belum melembaganya sadar wisata baik pada masyarakat lokal maupun
pelaku usaha pariwisata;

Kreativitas, inovasi dan kompetensi daya saing masih kurang;

Belum optimalnya promosi dan pemasaran pariwisata;

27. Perikanan dan Kelautan

a.

b
C.
d

Keterbatasan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budi daya;

. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan petani dan nelayan;

Kesadaran berkelompok yang masih rendah;

. Masih minimnya minat masyarakat untuk usaha budidaya ikan tawar, air payau

dan air laut;
Masih terbatasnya kapasitas armada dan alat tangkap ikan yang dimiliki oleh
nelayan,;
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28.

f. Penanganan pengolahan hasil tangkap dan pemasaran yang kurang optimal;
g. Kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan ekosistem perairan
umum masih kurang;

Perdagangan

a. Masih terdapat prasarana pasar tradisional yang telah dibangun namun belum
difungsikan;

b. Pengelolaan pasar — pasar pekan/tradisonal belum optimal, dan kontribusinya
terhadap pendapatan asli daerah sangat rendah;

c. Kelancaran distribusi bahan pokok/barang strategis belum optimal;

d. Pengawasan terhadap peredaran barang — barang yang termasuk dalam kategori
“pengawasan khusus” (barang bersubsidi) masih belum optimal;

e. Kondisi sarana dan prasarana perhubungan yang kurang baik menyebabkan
biaya distribusi barang biaya tinggi, yang berdampak pada tingginya harga
barang di daerah pedesaan;

Di samping berbagai permasalahan di atas, juga terdapat beberapa isu strategis

Kabupaten Nias, sebagai berikut :

1.

Penyediaan Infrastruktur dan Prasarana Daerah

Penyediaan infrastruktur merupakan salah satu faktor kunci
keberhasilan pembangunan secara keseluruhan. Hal ini mengingat dampaknya
yang hampir memengaruhi indikator kunci keberhasilan pembangunan dasar,
baik pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi. Pembangunan infrastruktur
berkualitas dengan kapasitas yang memadai dan merata merupakan faktor
penting untuk mendorong konektivitas antar wilayah sehingga dapat
mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi serta membuka
keterisoliran wilayah.

Hingga akhir tahun 2020 masih terdapat * 25 desa yang belum
terjangkau oleh kendaraan roda—4, begitu juga infrastruktur jalan menuju
sentra — sentra produksi dan objek — objek wisata. Dibutuhkan jaringan
infrastruktur yang efektif guna meningkatkan keterkaitan sektor primer
berbasis pertanian dengan sektor tersier (perdagangan dan jasa) dan
pengembangan kawasan berdasarkan potensi dan unggulan komoditas daerah.
Kualitas dan kapasitas infrastruktur yang memadai akan memperlancar
konektivitas, menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat
meningkatkan daya saing produk dan mempercepat laju pertumbuhan
ekonomi.

Di samping itu infrastruktur lainnya yang perlu mendapat perhatian
adalah energi listrik, air bersih, sanitasi, dan irigasi, yang berdasarkan data —
data yang ada masih sangat memprihatinkan sehingga sangat mempengaruhi
kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang pada akhirnya juga
mempengaruhi kualitas masyarakat Kabupaten Nias.

Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas

Pembangunan manusia adalah suatu upaya pembangunan kemampuan
diri manusia, yang mengandung empat unsur, yaitu produktivitas
(productivity), pemerataan (equity), kesinambungan (sustainability), dan
pemberdayaan (empowerment). Hal ini dapat dicapai melalui program
pembangunan yang menitik-beratkan pada peningkatan kemampuan dasar
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manusia yaitu meningkatnya derajat kesehatan, berupa umur panjang dan
hidup sehat, mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai agar
dapat digunakan untuk mempertinggi partisipasi dalam kegiatan ekonomi
produktif serta mendapat penghasilan yang mencukupi dengan daya beli yang
layak.

Rendahnya kualitas SDM Kabupaten Nias berhubungan dengan
permasalahan pokok antara lain rendahnya akses dan mutu pendidikan,
rendahnya akses dan mutu pelayanan kesehatan, dan rendahnya pendapatan
per kapita, sehingga pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas
perlu mendapat perhatian khusus.

Pada bidang pendidikan tantangan utama yang dihadapi adalah mutu
pendidikan yang masih rendah. Kondisi ini disebabkan beberapa masalah
pokok yaitu keterbatasan jumlah, kompetensi, dan kualifikasi pendidikan
tenaga guru, keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, terutama
laboratorium, meubelair dan MCK, masih banyaknya anak usia 3-6 tahun yang
belum terlayani lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-kanak,
serta masih adanya penduduk buta huruf pada usia di atas 15 tahun.

Pada bidang kesehatan tantangan utama yang dihadapi adalah mutu
pelayanan kesehatan yang masih rendah dan dikeluhkan oleh sebagian besar
masyarakat. Selain itu masih ditemukan permasalahan gizi buruk dan gizi
kurang pada balita, masih cukup tingginya angka kematian ibu melahirkan,
masih banyaknya masyarakat miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan.
Kondisi ini disebabkan oleh beberapa masalah pokok yang perlu diselesaikan
antara lain keterbatasan tenaga medis dan para medis, masih rendahnya
kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, keterbatasan
tenaga dokter spesialis tertentu serta peralatan dan prasarana penunjang di
UPTD.RSUD dr.M.Thomsen Nias. Selain itu yang perlu mendapatkan perhatian
khusus adalah pengembangan pelayanan kesehatan atau intervensi kesehatan
berbasis keluarga.

3. Penataan Ibu Kota dan Pembangunan Prasarana Kantor Pemerintahan
Penataan Ibu Kota Kabupaten Nias yang baru dan pembangunan kantor
— kantor pemerintahan merupakan kebutuhan prioritas yang perlu menjadi
perhatian, terlebih pasca ditetapkannya pemindahan ibu kota Kabupaten Nias
dari Kota Gunungsitoli ke wilayah Kecamatan Gido dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 2016.

4. Pengembangan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan

Persoalan kemiskinan masih menjadi isu utama dalam pembangunan di
Kabupaten Nias. Kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Nias jika dilihat secara
makro dengan memperhatikan berbagai aspek, maka persoalan ini terjadi
dikarenakan masih belum terwujudnya perekonomian yang tangguh dan
mampu mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat. Tantangan terbesar
untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih maju dan berkualitas
secara berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan di Kabupaten Nias
antara lain : belum optimalnya peningkatan produksi beras dalam rangka
ketahanan pangan, belum optimalnya peningkatan produksi komoditas
unggulan terutama karet dan kakao, lemahnya kelembagaan ekonomi
kerakyatan (Koperasi) serta Usaha Kecil dan Menengah, rendahnya
produktivitas petani/nelayan akibat pengelolaan yang masih Dbersifat
tradisional, kemampuan SDM dan kelembagaan pertanian masih lemah, belum
optimalnya pengembangan dan pelestarian potensi wisata dan budaya Nias,
dan belum adanya industri pengolahan hasil pertanian.
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Pembangunan sektor pertanian menjadi lebih penting mengingat
peranannya yang begitu besar dalam meningkatkan pendapatan masyarakat.
Diperlukan inovasi baru untuk mengakselerasi peningkatan produktivitas
usaha pertanian dan kesejahteraan petani melalui penerapan teknologi, sistem
penyuluhan yang efektif, penyediaan sarana dan prasarana pertanian, serta
penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil.

Di samping itu koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
menempati posisi strategis untuk mempercepat perubahan struktural dalam
rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sebagai wadah kegiatan
usaha bersama bagi produsen maupun konsumen, koperasi diharapkan
berperan dalam meningkatkan posisi tawar dan efisiensi ekonomi rakyat,
sekaligus turut memperbaiki kondisi persaingan usaha di pasar melalui
dampak eksternalitas positif yang ditimbulkannya. Sementara itu UMKM
berperan dalam memperluas penyediaan lapangan kerja, memberikan
kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan memeratakan
peningkatan pendapatan. Bersamaan dengan itu adalah meningkatnya daya
saing dan daya tahan ekonomi nasional.

Perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Nias bisa
dikatakan belum dapat berjalan sebagaimana mestinya dan masih dihadapkan
pada Dbanyaknya keterbatasan sehingga menyulitkan mereka dalam
memainkan perannya dalam perekonomian daerah. Kelemahan dimaksud
diantaranya kekurangmampuan dalam menangkap peluang pasar yang ada
dan dalam memperluas pangsa pasar, kekurangmampuan dan keterbatasan
dalam mengakses sumber dana (modal) dan kelemahan dalam struktur
permodalan, ketidakmampuan dalam bidang organisasi dan manajemen
sumber daya manusia; dan keterbatasan jaringan usaha kerjasama
antarpelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Kelemahan-kelemahan yang
bersifat struktural tersebut perlu diatasi melalui penciptaan iklim usaha yang

kondusif, program pembinaan yang lebih terpadu, serta pentingnya
kepercayaan serta kepedulian masyarakat terhadap usaha mikro, kecil, dan
menengah.

5. Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan

Penerapan prinsip-prinsip clean government dan good governance secara
universal diyakini sebagai prinsip dasar yang diperlukan untuk memberikan
pelayanan prima kepada masyarakat. Pelayanan prima kepada publik menjadi
suatu tujuan utama dalam mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan baik
pusat maupun daerah. Oleh karena itu, peningkatan dan perbaikan tatanan
birokrasi menjadi suatu hal mutlak yang harus diwujudkan.

Aparatur pemerintahan sebagai subyek dari pembangunan reformasi
birokrasi harus menjadi titik tolak dalam program pencapaian good
governance. Peningkatan sumber daya aparatur dari segi kualitas dan
pembentukan struktur organisasi dengan tata laksana kelembagaan yang
efektif dan efisien menjadi prioritas dalam mengembangkan kapasitas
pemerintah serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil akhir yang
diharapkan dari prinsip good governance and clean government adalah
terciptanya pemerintahan yang baik (clean government) dan pelayan publik
yang semakin baik (good and clean public service).

Tata kelola pemerintah yang baik merupakan core business dalam
mengimplementasikan pembangunan daerah mengingat aparatur pemerintah
adalah subyek pembangunan utama. Sekurang-kurangnya terdapat empat
elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang harus diperhatikan
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untuk mencapai good governance yakni accountability, transparancy,
predictability, dan participation. Empat hal tersebut akan menjadikan
pelaksanaan pemerintahan menjadi efektif dan efisien melalui optimalisasi
pemberdayaan aparatur pemerintahan daerah. Melalui tata kelola
pemerintahan yang baik, diharapkan akan menjadi dasar dalam pencapaian
reformasi birokrasi dengan fokus pemberiaan pelayanan prima kepada
masyarakat.

Pelayanan terhadap masyarakat merupakan tugas pokok aparatur
pemerintah daerah terutama pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib
Pemerintah Daerah dan Pelayanan lainnya khususnya yang bersentuhan
langsung dengan masyarakat seperti pelayanan kesehatan, pendidikan,
pelayanan administrasi kependudukan, Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan. Untuk mendorong implementasi penyelenggaraan pemerintahan
yang baik dan reformasi birokrasi di Kabupaten Nias, maka beberapa hal yang
perlu mendapat perhatian prioritas ke depan yaitu :

a. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya aparatur untuk
mendukung peningkatan kualitas kerja.

b. Peningkatan pengawasan pelaksanaan pembangunan baik teknis maupun
admnistrasi.

c. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

d. Peningkatan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam
pembangunan yang mendukung e-government.

e. Peningkatan sarana dan prasarana kerja.

2.6 Evaluasi Pelaksanaan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan RKPD
sampai Tahun 2021

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021,
didasarkan pada pencapaian target yang telah ditetapkan serta berpedoman pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Tahun 2016 -
2021 yang merupakan penjabaran tahun keempat dari masa bhakti Bupati dan
Wakil Bupati Nias. Tujuan evaluasi adalah untuk melihat Kinerja RKPD tahun lalu
antara lain untuk memastikan pencapaian target program dan kegiatan sesuai
dengan prioritas Nasional dan Provinsi, memastikan pencapaian visi dan misi
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang termaktub di dalam RPJMD, serta
memastikan pencapaian pembangunan telah memenuhi kebutuhan dasar
masyarakat.

Selanjutnya untuk melihat evaluasi pelaksanaan indicator kinerja pada
RKPD sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.
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Tabel 2-82. evaluasi pelaksanaan Indikator Kinerja program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun 2021

INTER
0, 0,
TARGET DI RPIMD (%) REALISAS! PENCAPAIAN TARGET (%) pec | PrET
APAIA | AS|
NSD | BELU
. TAHU M
RGE N2021 = TERC
NO | Bidang Urusan "\D'KADL%:;K'F’?'ER]A e RPIM | APAI
2016 | 2017 | 2018 | 2019 = 2020 2021 021 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 20200 2021 = 2016 | 2017 | 2018 2019 | 2020 | 2021 D «,
TAHU | SESU
N A=),
2016 | MELA
2021 | MPAU
1)
1 [2 [3 [4 [51 [6] [1 (8] 9 [10 [11] [12 [13] [14] [19] [16] [17] [18] [19 [20 [21] [22 [23 [24]
I Pelayanan Wajib
Dasar
1 | PENDIDKAN APK PAUD 236% | 486% | 239% | 239% | 239% | 239% | 239% | 236% @ 486% | 239% | 239% | 383% | 37,85% | 100 100 100 100 160 158 | 37,85% >
Rata-rata lama sekolah
penduduk 6,92% | 584% | 584% | 584% | 584% | 584% | 584% | 492% | 493% | 494% | 515% | 536% | 2392% 71 84 85 88 ) 40 | 2392% >
usia diatas 15 tahun
Angka Partisipasi Kasar 1152% | 1056% @ 1213% @ 98.2% = 99.8% | 99.98% | 99.9% | 122 | 1056% | 121,3% | 10L,0% @ 101,6% @ 97.82% 100 100 100 103 102 98 | 97,82% <
(APK) SDIMI Paket A %
Angka Partisipasi Murni 944% | 87.9% | 117.0% | 831% @ 833% | 836% | 836% | 94,4% = 879% | 1170%  857% | 87,8% | 8260% 100 100 100 103 105 99 | 82,60% <
(APM) SDIMI Paket A
ég?hk;l‘ Putus Sekolah (APS) | 00 0706 | 07% | 07 | 0% | 07% 07% | 18% | 07% | 07% | 09% | 01% | 0,20% 100 100 100 81 720 28 0,20% >
Angka Partisipasi Kasar 0 0 0 o 0 9 9 o ) 0 o 0 " )
(APK) SMPIMTS Paket B 86,7% | 91,5% | 548% | T24% | 733% | 749% | T49% | 86,7% = OL5% | 548% | 927% | 933% | 9236% | 100 100 100 128 127 123 | 92,36% >
Angka Partisipasi Murni 0 o 0 o o ) ) o 0 0 o 0 0 0
(APM) SMPMTS Paket B 594% | 612% | 42,8% | 517% | 524% | 525% | 525% | 594% @ 612% | 42,8% | 684% | 685% | 7047% | 100 100 100 132 131 134 | 7047% >
é”MgF‘f;:A';“SIUS Sekolah (APS) | 17500 02106 = 031% | 042% @ 041% = 041% = 041% | 175% @ 021% | 031% | 103% | 023% | 023% 100 100 100 4 178 56 0,23% >
Angka Melanjutian (AM) 101,0% | 1016% = 1048% = 99.3% = 993% | 99.80% & 998% @ OO | 1g1gw  1048% | 117.6% @ 0905 | grsgn | 100 100 100 118 101 98 | 97,56% <
dari SD ke SMP % %
Persentase SD/MI 278% | 278% | 278% | 199% | 230% | 230% | 230% | 27,8% @ 27.8% | 27.8% | 27.8% | 460% | 4049% | 100 100 100 140 200 176 | 40,49% >
berakreditasi minimal B
Persentase SMPIMTS 2% 10% 12% 8% 10% 12% 12% 2% 10% 12% 284% | 192% | 2307% | 100 100 100 292 192 192 | 2307% >
berakreditasi minimal B
Angka Kelulusan SDIMI 100% | 100% @ 948% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%  100% | 94.80% | 100% | 97,1% | 96,75% | 100 100 100 100 97 97 | 96,75% <
Angka Kelulusan SMPIMTS | 100% | 99,97% | 9895% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% & 99.97% & 9895% | 100% | 99,6% | 99,09% | 100 100 100 100 100 99 | 99,09% <
Cakupan sekolah yang 20% 60% 60% 80% | 100% 100% 20% 60% 60% o | 100,00 0 100 100 100 100 100 | 10000
melaksanakan KBM % %
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INTER

TARGET DI RPIMD (%) REALISASI PENCAPAIAN TARGET (%) PN | PRET
APAA | ASI
NSD | BEWU
TAHU M
TARGET
N2021 | TERC
NO  BidangUrusan | NOWATORKINERIA i RPIM | APA
2016 | 2017 = 2018 @ 2019 | 2020 2021 o1 | 016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 D ®.
TAHU | SESU
N A,
2016 MELA
2021 MPAU
1)
[ 2 [3 4 [ (6l M [ @ [10 [11] [12] [13] [14 [15] [16] [17] [18] [19 [20] [21] [22] [23] [24
berbasis Literasi Sekolah
Ejrrjfe“‘ase angka melek 893% | 98,3% | 985% | 92,0% & 924% | 929% | 929% | 89,3% = 983% | 985% | 983% | 983% | 9554% 100 100 100 107 106 103 | 9554% | >
Persentase tenaga
pendidik/tenaga 36.8%
it " 8% | 37.9% | 467% | 468% | 46,8% 469% | 368% | 37.9% | 467% | 427% | 483% | 5441% 100 100 100 9 103 1 54,41% >
kependidikan bersertifikat 46,85
pendidik
ggs"’ guru terhadap murid 0% | 292% | 29% 0% | 30% 30% 30% 0% | 292% | 29% | 293% | 285% | 27.26% 100 100 100 98 95 o1 | 27.26% | >
g;ﬁ'j’ guru terhadap murid 4% | 4T% | A% 3% | 43% 43% 43% 5% | ATT% | 44% 34% | 392% | 3803% 100 100 100 79 91 8 | 3803% >
Persentase penyediaan
kebutuhan Guru Bantu 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 100 100 100 100 100 100 100 100 =
Daerah (GBD)
Persentase penyediaan
kebutuhan bagi penerima
beasiswa berprestasiyang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 0% 100 100 100 100 0 0 67% <
kuliah di PTN/PTS
berakreditasi A
Persentase penyediaan
kebutuhan bagi Penerima
Beasiswa berprestasi di 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% & 100% | 100% | 100% 0% 100 100 100 100 0 0 67% <
Perguruan Tinggi Swasta
Milik Pemkab Nias
Presentase penyaluran
DanaBOS TingkatSDdan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 100%  100% | 100% | 100% | 100% | 100% 100 100 100 100 100 100 100 100 =
SMP Kabupaten Nias
k”ggzmz;gg‘;’;:‘;:;‘” 100% | 100% | 100% | 100% = 100% | 100% 100% | 100% = 100% | 100% | 100% 0 100 100 100 100 00 | 100% =
Persentase organisasi
induk/cabang olah raga 100% | 100% | 100% | 100% = 100% | 100% 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 0 100 100 100 100 00 | 100% =
yang dibina
Persentase kegiatan
perlombaan pekan olah 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%  100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 100 100 100 100 100 100 | 100% =
raga yang dilaksanakan
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TARGET DI RPIMD (%) REALISAS! PENCAPAIAN TARGET (%) PN | PRET
APAIA | AS|
NSD | BELU
. TAHU M
RGE N2021 = TERC
NO  BidangUrusan | NOWATORKINERIA i RPIM | APA
2016 | 2017 | 2018 | 2019 @ 2020 2021 o1 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 D «
TAHU | SESU
N A=),
2016 | MELA
2021 | MPAU
1)
1 [2 [3 [4 [51 [6] [1 (8] 9 [10 [11] [12 [13] [14] [19] [16] [17] [18] [19 [20 [21] [22 [23 [24]
2 | KESEHATAN Cakupan ketersediaan obal 1500 1000 | 100% | 100% = 100% = 100% | 100% | 100% = 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 100 100 100 100 100 100 100% =
dan perbekalan kesehatan
Rasio dokter/ 100.000 pddk | 2062 | 1556 | 21,81 | 1980 | 2000 | 2000 | 2000 | 2062 | 1556 | 2181 | 2018 | 2329 | 30,89 133 71 110 101 116 154 | 3089 >
?jj'k" perawat/ 100.000 27807 | 24752 | 230,10 | 16950 = 17000 | 170,00 | 170,00 27?’(’ 24752 | 230,10 | 261,69 | 29887 = 27453 112 108 136 154 176 11 | 27453 >
Rasiobidan/100000pddk | 1368 | 21004 = 24558 16950 | 17000 17000 17000 O oi9e4 | msse  r7s 22 2218 63 % 145 169 169 | 154 | 26218 @ >
ng‘g&”;ﬁgtese“a‘an’ 1778 | 2051 1407 | 1500 @ 1550 = 1600 | 1600 | 1780 = 2051 = 1618 | 1562 @ 1682 | 1647 87 146 108 101 105 | 108 | 1647 >
?gg'gofgézr;apmeke” 2205 | 1697 | 1900 | 1680 | 1690 | 1700 = 1700 | 2205 | 1697 | 1900 | 1888 | 1747 | 1510 130 89 113 12 103 89 15,10 <
m‘("ah“g'z” 100.000 853 | 1344 | 1196 | 1095 | 1100 11,00 | 1100 = 711 | 1344 | 1196 | 1172 | 1358 1579 53 112 109 107 123 44 | 1579 >
Tingkat pengawasan 60% 60% 60% 65% 70% 75% 75% 60% 60% 60% 65% 70% 70% 100 100 92 93 93 03 70% <
makanan dan minuman
Cakupan pelayanan
penyuluhan dan 60% 60% 60% 65% 70% 75% 75% 60% | 60% 60% 65% 78% 35% 100 100 92 93 104 47 35% <
pemberdayaan masyarakat
Persentase Posyandu akif | 100% | 92,4% | 100% | 94% 95% 95% 95% | 100% | 100% | 100%  100% | 100% | 100% 108 100 106 105 105 105 | 100% >
Saerzze(;‘i?;?kgzpm arminum - soos | 100% | 80% 80% 85% 85% 85% 50% | 50% 80% | 100% | 100% | 100% 50 63 100 118 18 18 | 100% >
Prevalensi balita giziburuk | 0,32% | 0,35% | 012% | 035% | 035% | 035% @ 035% | 032% @ 035% | 012% | 025% & 022% | 0,12% 91 292 34 71 63 34 0,12% >
Cakupan balita gizi buruk
yang mendapatkan
perawatan dengan 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 100 100 100 100 100 00 | 100% =
pembiayaan penuh dari
Pemerintah Daerah
Cakupan pemberian
;“;jk;;igfﬁ’s‘gagm';mﬂn 1977% | 7243% | 8L13% | 750% | 750% | 750% | 7500% | 70,8% | 100,0% 1000% | 1000% | 1000% & 903% = 98 123 133 133 133 120 | 903% @ >
dari keluarga miskin
Persentase Ibu Hamil 0% 302% | 442% | 44,0% | 430% | 420% | 42,0% @ 626% | 302% | 442% | 698% & 89% | 20,8% 0 68 100 162 21 49 20,8% <
Kurang Energi Kronik (KEK)
E:;”é’f”l'{“g‘lﬁ'sas' pada oL7% | 902% = 910%  840% | 850% | 850% | 85% | 917% | 902% | 910% | 918%  611% | 611% 102 99 108 108 72 2 6% | <
RKPD Kabupaten Nias Tahun 2023 92



INTER

TARGET DI RPIVD (%) REALISASI PENCAPAIAN TARGET (%) N
APAIA | AS|
NSD | BELU
. TAHU M
RGE N2021 = TERC
NO  BidangUrusan | NOWATORKINERIA i RPIM | APA
2016 2017 | 2018 2019 | 200 | 2021 01 2016 2017 | 2018 2019 | 200 2021 2016 2017 | 2018 2009 | 200 2021 D Q.
TAHU | SESU
N A,
2016 | MELA
2021 | MPAU
1e)
£l 2 13 4 [5] (6l [7] 8 9 [19 (1 [12 [13 (14 [15] [16] [17] [1§] [19 [20 [24 2 [23 [24
Cakupan imunisasi Campak
pada anak kelas | Sekolah 973% | 97.6% = 97.9% | 940% | 950% = 950% | 950% | 97,3% | 97,6% | 97.9% | 99% 00% | 00% 100 100 104 104 0 0 0,0% >
dasar
Cakupan imunisasi DT
pada kis 1 dan TT pada 925% | 97,6% = 984% | 940% | 950% = 950% | 950% | 92,5% | 97,6% = 983% | 98% 0% 0% 95 9 105 104 0 0 0% >
kelas 2 dan 3 SD
Angka kesakitan malaria
ber 1000 pdck (APl 0,49 0,045 013 1,00 1,00 1,00 1,00 0,49 0,05 013 0,03 014 | 00069 | 1089 35 13 3 14 1 0,0069 >
Prevalensi Tuberkolosis 124,46 1834
(T5) per 100,000 penduduk | 18348 7 109,77 | 12000 | 12000 & 120,00 = 120,00 s 12447 | 10977 | 11386 = 3514 | 15099 | 147 113 a1 95 2 126 | 150,99 >
g:ﬁ:;pan kesembuhan T8 100% = 964% | 987% | 950% | 950% | 950% 95% | 100% & 964% | 987% | 987% | 8L6% & 100,0% 104 98 104 104 86 105 | 100,0% >
Angka Kesakitan Demam
Berdarah Dengue per 1849 | 2546 | 2673 | 2500 | 2500 | 2500 2500 | 1849 | 2546 | 2673 | 2378 | 4232 | 1030 73 95 107 95 169 4 10,30 <
100.000 Penduduk
\C(:ESPL;TaEzgg?ma DBD 100% | 100% = 100% | 100% | 100% | 100% | 100%  100% | 100% | 100% | 100% | 100%  100% 100 | 100 | 100 100 | 100 @ 100 @ 100% @ =
Cakupan penanganan
Kasus Diare per 1000 6,14 472 4,03 1000 | 1000 10,00 10,00 6,14 472 4,03 6,10 1,94 1,94 130 117 40 61 19 19 1,94 <
penduduk
Jumlah Pos Pembinaan
Terpadu Penyakit Tidak 4,00 1000 | 1000 | 1000 | 1000 & 10,00 10,00 4,00 4,00 1000 | 1000 | 3000 | 30,00 40 40 100 100 300 300 30,00 >
Menular (Poshindu PTM)
Persentase orang dengan
TB mendapatkan pelayanan | 75% 75% 75% 75% 80% 85% 85% 75% 75% 75% | 125% | 100% | 42% 100 100 100 16 118 49 42% <
TB sesuai standar
Persentase penduduk usia
15-59 tahun mendapatkan 2,4% 5% 50% | 60% | 60% 70% 2,4% 5% | 985% | 35% | 76,1% 0 4 10 16 6 07| 761% >
skrining kesehatan sesuai
standar
Persentase penduduk usia
60 tahun keatas 0% 93% | T14% | 70% 75% 80% 80% 93% | T14% | 7% 24% 38% 0 13 102 103 30 47 38% <
mendapatkan skrining
kesehatan sesuai standar
Persentase penderita 0% 010% | 11,4% | 20% 30% 40% 40% 010% | 11,4% | 202% | 821% | 44,10% 0 1 57 67 2 110 | 44,10% >
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INTER

TARGET DI RPIMD (%) REALISAS| PENCAPAIAN TARGET (%) PENC PRET
APAIA AS|
NSD BELU
TARGET A M
N 2021 TERC
NO  BidangUrusan | NOWATORKINERIA i RPIM | APA
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 D .
TAHU SESU
N Al (),
2016 MELA
2021 MPAU
1)
[ 2 [3 [4 (5] 6] Y| 8 [9 [10 (11 [12 [13 (14 [15 [16] (17 [18] [19 [20] [21] [22 [23] [24
hipertensi mendapat
pelayanan kesehatan
sesuai standar
Persentase penyandang
DM yang mendapatkan 002% | 717% | 40% 50% 60% 60% 002% | 717% @ 4349% | 821% | 76,32% 0 0 18 87 14 127 7632% >
pelayanan kesehatan
sesuai standar
Persentase ODGJ berat
yang mendapatkan 10% 10% 0% | 25% 30% 30% 10% 10% | 100% | 9.74% | 1641% 0 100 50 400 32 55 | 1641% | <
pelayanan kesehatan jiwa
sesuai standar
Persentase orang beresiko
terinfeksi HIV mendapatkan 049% | 168% & 29% 25% 30% 30% 049% | 168% = 37,9% | 17,15% | 13,66% 0 3 58 152 57 46 | 13,66% <
pemeriksaan HIV sesuai
standar
E;Zetgt;i? eZ‘i’fa';?S’“as 50% 80% | 100% | 100% | 100% 50% | 833% | 833% | 833% 0 0 63 83 83 83 | 833% <
Tingkat capaian
pemenuhan sarana dan 60% 70% 75% 75% 75% 75% 75% 60% 70% 75% 75% 75% 75% 86 93 100 100 100 100 75% =
prasarana kesehatan
Tingkat capaian penurunan 180.0
angka kematian ibu per 180,00 153,53 285,86 250,00 240,00 230,00 230,00 0’ 153,53 285,86 80,04 26,82 75,99 117 54 114 33 12 33 75,99 <
100.000 kelahiran hidup
Tingkat capaian penurunan
angka kematian bayi per 22,50 4,61 6,75 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 4,61 6,75 7,40 1,88 7,19 488 68 30 33 8 32 7,19 <
1000 kelahiran hidup
Tingkat capaian 973.0
peningkatan angka 973,00 982,00 974,00 970,00 970,00 970,00 970,00 0’ 982,00 974,00 970,00 993,00 976,00 99 101 100 100 102 101 976,00 >
kelangsungan hidup bayi
Persentase ibu hamil
mendapatkan pelayanan 75,0% 76,0% 76,1% 76,5% 76,5% 76,5% 76,5% 75,0% 76,0% 76,1% 7% 90% 79% 99 100 100 100 118 104 79% >
kesehatan ibu hamil
Persentase persalinan di
fasilitas pelayanan 67,4% 72,8% 74,5% 75,0% 77,5% 80,0% 80,0% 67,4% 72,8% 74,5% 75,0% 90,7% 90,7% 93 98 99 97 113 113 90,7% >
kesehatan
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INTER

TARGET DI RPIMD (%) REALISAS| PENCAPAIAN TARGET (%) e | prET
APAIA | AS
NSD = BELU
- TAHU M
RGE N2021 = TERC
NO  BidangUrusan | NOWATORKINERIA i RPIM | APA
2016 2017 | 2018 2019 200 2021 2021 2016 2017 | 2018 2019 200 2021 2016 2017 | 2018 2019 | 200 @ 2021 D Q.
TAHU = SESU
N A,
2016 | MELA
2021 | MPAU
1)
[ 2 [3 2 [5] 6] [7] [8] 9 [10] (11 [12] [13 14 [15] [16] 17 (8] [19 [20 [21 2 [23 [24
Persentase ibu bersalin
mendapatkan pelayanan 750% | 760% | 761% | 760% = 780% | 80,0% 80% | 750% | 760% | 761% | 76% | 749% | 715% 99 100 100 97 94 89 715% <
persalinan
Persentase bayi baru lahir
E“eir‘e‘:]i‘::;kggyﬁ’i':ﬁ[‘aﬂ‘r 674% | 728% | 745% | 750% @ 780% | 80,0% 80% | 674% | 72,8% | 745% | 750% | 92,6% | 86,6% 93 98 99 9% 116 108 | 86,6% >
sesuai standar
Cakupan pelayanan
kesehatan balita sesuai 90,9% | 845% | 817% | 830% = 84,0% & 850% 85% | 909% & 845% | 8L7% | 830% | 850% | 841% 108 103 98 99 100 99 84,1% <
standar
Persentase anak usia
%ee”ndégg‘;1:§;iﬁg;;§an W25% | 855% | 900% | 900% | 9L0% = 920% 9%  925%  855% | 900% | 900% = 00% | 00% 108 % 100 9 0 0 0,0% <
kesehatan sesuai standar
Tingkat capaian sistem 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 100 100 100 100 100 100 100% =
manajemen kesehatan
Persentase masyarakat
;‘;ﬁﬁggi’;ﬂg;‘a"f"a‘ Iuran 208% | 175% | 180% | 180% & 180% | 18% ) 208% | 175% | 183% | 183% @ 16,7% 0 119 97 101 102 93 16,7% <
masyarakat dari daerah
Cakupan penduduk yang
mempunyai jaminan 584% | 883% | 87,8% | 850% | 87,0% | 90,0% 90% | 750% @ 883% | 878% | 858% | 828% | 950% 85 101 103 99 92 106 950% >
kesehatan
dUr MDThRerTJEm Eg;"’r“ai;?‘zfm)“p“asa" 66% 68% 70% % | 74% 76% 76% 78% | 78% | 8L7% | 8L4% | 81,2% & 8L6% 118 115 17 13 110 1 95,0% >
Tingkat capaian
ketersediaan
sarana dan prasarana 60% 63% 65% 68% 68% 70% 60% 60% 65% 68% 74% 76% 7% 100 103 105 109 112 1 95,0% >
Rumah
Sakit yang memadai
GDR (Gross Death Rate =
Angka kematian umum 50% 49% 48% 47% 46% 45% 50% | 353% | 415% | 303% | 239% | 312% | 335% 7 85 63 51 68 0 95,0% >
untuk setiap 1000 penderita
keluar)
NDR (Net Death Rate= 30% 29% 28% 2% 26% 25% 30% | 154% | 156% | 119% | 104% | 126% | 146% 51 54 43 38 48 0 95,0% >
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INTER

TARGET DI RPIMD (%) REALISASI PENCAPAIAN TARGET (%) PN | PRET
APAA | ASI
NSD | BEWU
. TAHU M
NO | Bidang Urusen INDIKATOR KINERJA KINERJA ’;ﬁgﬁ APEA’?
DAERAH AKHIR
2016 | 2017 = 2018 @ 2019 | 2020 2021 o1 | 016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 D «
TAHU | SESU
N A,
2016 MELA
2021 MPAU
1)
[ 2 [3 4 [ (6l M [ @ [10 [11] [12] [13] [14 [15] [16] [17] [18] [19 [20] [21] [22] [23] [24
angka kematian 48 jam
setelah dirawat untuk tiap-
tiap 1000 penderita keluar)
Akreditasi RSUD 5 5 5 5
Gunungsitoli Pratam Madva Madva Madva | Madva | Madva Madva Pelay Pelaya | Paripur | Paripur | Paripur | Paripur | Pelaya = Pelaya = Paripur | Paripur | Paripur | Paripu | Paripur <
a Y Y Y Y Y Y anan nan na na na na nan nan na na na ma na
Dasar Dasar Dasar Dasar
ggﬂnzea’[‘]ygﬁ”[)“pma” WOP | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP | WIP | WIP | WIP | WIP | WIP | WIP ) WP | WTP | WTP | WTP | WTP 0 wrP =
3 | PR RasioJalanyang dibangun 500 50 | 1259 | 175% | 175% @ 175% | 175% | 2% 10000 12897 | o570 10200  sa6% | 613 874 726 289 110 8 27e8% | >
% %
;ﬁﬁgﬁmba‘a”yang 25% | 278% | 163% | 57% | 86% | 9,1% | 9,00% 130/%1 622% | 211% | 722% | 00% | 00% | 476 382 367 839 0 0 479% >
Persentase desa terisolir
Sl’:‘ﬂiggg;rggﬂfoﬂ'ﬂ)gka“ 846% | 750% | 57,7% | 481% | 385% | 28,8% 29% | 21.6% @ 351% | 514% | T730% | 757% @ 859% 2 61 107 190 262 208 | 859% >
yang ditangani
Rasio panjang jalan
kabupaten dalam kondisi 360% | 39,0% | 430% | 47,0% | 500% | 520% | 520% | 360% | 390% | 430% | 37.2% | 362% | 364% 92 9 91 74 70 70 859% >
baik
E"t’}zggg‘nyang 156% @ 188% | 125% | 156% | 219% @ 16% 156% | 80,8% = 605% @ 311% = 31,4% | 156% @ 29.8% @ 431 484 199 1 100 191 | 298% >
Eﬁigkifggata"yang ] ) ] 33% | 333% | 333% | 333% ) ] ] ) ] ] 0 0 0,0% <
Rasio jalan yang 200% | 200% = 12,0% | 160% | 160% | 160% | 160% | 250% @ 444% = 508% = T746% | 107% | 18,3% 125 370 318 5 67 15 | 183% >
direhabilitasi/ dipelihara o7 e o7 o o o7 o7 o A o7 o 0 o7 =
Ef:;]‘;ﬂﬁlmf}tgsj S 2% | 2% | 25% | 83% | 83% | 83% | 83% | 4% | 84% 49% ) 7,0% | 186% 168 336 588 0 852 23 | 186% >
Tersedianya Sistem
informasi/ database jalan B A 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok A B 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 0 0 100 100 100 100 1 Dok =
dan jembatan
Persentase panjang
jaringan irigasi kabupaten 504% | 226% | 7.5% | 38% | 38% | 28% | 283% | 842% | 401% | 619% | 353% | 597% | T739% 372 532 1640 9 211 2612 | 73.9% >
dalam kondisi baik
Persentase panjang turap 238% | 209% | 188% | 125% | 136% | 104% | 104% | 90,9% & 255% | 247% | 232% | 62% | 7.2% 435 136 197 1 59 69 7.2% <
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INTER

TARGET DI RPIMD (%) REALISAS! PENCAPAIAN TARGET (%) PN | PRET
APAIA | AS|
NSD | BELU
. TAHU M
RGE N2021 = TERC
NO  BidangUrusan | NOWATORKINERIA i RPIM | APA
2016 | 2017 | 2018 | 2019 @ 2020 2021 o1 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 D «
TAHU | SESU
N A=),
2016 | MELA
2021 | MPAU
1)
1 [2 [3 [4 [51 [6] [1 (8] 9 [10 [11] [12 [13] [14] [19] [16] [17] [18] [19 [20 [21] [22 [23 [24]
Italud/bronjong
Kapasitas Tampungan Air 58,3% 21% | 21% | 20,8% 58,1% 0 0 0 0 0 0,0% <
Persentase Rumah Tangga
penerima manfaat air bersih 200% | 20,0% = 200% = 200% | 200% | 20,0% 31% | 81% | 140% = 59% | 352% 0 16 4 70 30 176 | 352% >
(Sambungan Rumah)
g;ggnizzzijgligietapak 183% | 153% @ 153% | 168% | 160% | 183% | 183% | 237% @ 21,8% | 452% | 289% | 175% | 21,4% 155 143 269 2 9% 17 214% >
g;gg"glegf‘g&ase 135% | 225% @ 135% | 157% | 169% | 180% | 180% | 77.8% = 805% | 100,8% | 457% | 469% | 16,8% 346 597 641 3 261 93 16,8% <
Eg;;i’:ﬁar:m;i dsibak | 5% | 158% | 171%  184% | 2L1% | 224% 2% | 330% | 51,6% @ 804% | 385% | 193% | 55% 209 302 436 183 86 2% 5,5% <
Ketersediaan sarana dan
prasarana kebinamargaan . ) . . . . . . ) ) . : : .
dalam kondisi baik 2 Unit 1 Unit 2 Unit 0 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 0 Unit 0 Unit 2 unit 200 100 0 0 0 200 2 unit =
?;S's‘;ﬁ;”ngggﬁguﬁrj'\"ﬁ‘ 1% 1% 15% | 15% | 444% @ 556% | 2% 00% | 00% | 00% | 3L1% | 22% 0 0 0 0 56 4 22% 5
iﬁ?;}idt'g;"rﬂgﬁ;me” 1Dok 0,00 1 Dok 2 Dok 0 0 0 100 0 100 | 2Dok >
4 PERKIM Persentase dokumen
f;rﬁ’:mi‘ﬁinpemerimah e, | 3% 3,1% 31% | 109% | 120% @ 131% @ 131% | 31% | 31% | 31% 3,1% 5,0% 9,0% 100 100 28 2% 38 0 <
Nias
E;@g;?%”;:;:ﬁﬁ;ﬁa‘:f” 10% 20% 30% 33% 67% % 767% | 10% | 20% 30% 3% | 556% | 00% 50 67 90 0 73 0 <
Persentase rumah tidak
layak huni yang diberi 183% | 183% | 32,9% | 497% | 643% | 84% 842% | 183% | 183% @ 329% | 49.7% | 643% = 255% | 100 56 66 77 76 0 <
bantuan
Eg;;gﬁ:i;ﬁgagsa‘:g‘am 16% | 256% | 37.6% | 60,0% | 800% & 100% 100% 16% | 256% | 37,6% @ 60% 80% 100% 63 68 63 75 80 1 =
Persentase rumah tangga
yang 200% | 200% | 434% | 594% = 77,0% | 97.0% 97% 0% | 20% 43% 59% 7% 4% 100 46 73 77 79 0 <
terlayani dhi. penanganan
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INTER

TARGET DI RPIMD (%) REALISASI PENCAPAIAN TARGET (%) penC | PRET
APAA | ASI
NSD | BEWU
. TAHU M
RGE N2021 | TERC
NO  BidangUrusan | NOWATORKINERIA i RPIM | APA
2016 | 2017 = 2018 @ 2019 | 2020 2021 o1 | 016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 D «.
TAHU | SESU
N A,
2016 MELA
2021 MPAU
1)
[ 2 [3 4 [ (6l M [ @ [10 [11] [12] [13] [14 [15] [16] [17] [18] [19 [20] [21] [22] [23] [24
sampah
Persentase jumlah usaha
dan/atau kegiatan yang
mentaati
persyaratan administrasi 100% | 100% | 100% | 100% 100% | 100% 0 0 0 0 100 1 =
teknis pencegahan
pencemaran
air.
Persentase jumlah
pengaduan
masyarakat akibat adanya
dugaan 0 0 0 9 0 =
pencemaran danjatau 100% | 100% | 100% 701% | 100,0% 0 0 0 0 70 1 =
perusakan
lingkungan hidup yang
ditindaklanjuti.
E[)isfr;“earfilﬁgmge;:mu ) 100% | 100% | 100% 100% | 100% 0 1 =
5 | Badan Tingkat partisipasi
Penanggulangan masyarakat terhadap
Bencanaleerah | yoyaspadaan dan 21% 75% 0% | 90% 80% 80% 2% 75% 90% 90% 90% 100 36 83 100 13 113 | 90,0% >
kesiapsiagaan menghadapi
bencana
Eﬁ;ﬁi’;ﬁi?ﬁ;’)ﬂ:&m 0% | 85% 85% 85% | 100% & 100% | 100%  100% |  85% 85% 100 100 100 118 100 100 | 850% =
Protap Penanggulangan 100% 100% | 50% | 50% 50% 50% 100 100 100 0 0 0 1000% @ =
Bencana Daerah 100
Eggﬁg‘g Q]kczniengura"agn 100% 100% | 50% | 50% 50% 50% 100 100 100 0 0 0 50,0% <
Saerzzeé];?; masyaralat 8% | T5% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 100 | 100 | 100 100 | 100 @ 100 & 750% =
Persentase petugas/
Personil yang 00% | 75% 75% 65% 80% | 80% 80% 80% 4% 100 100 100 107 0 1 41,0% <
dilatih
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TARGET DI RPIMD (%) REALISAS| PENCAPAIAN TARGET (%) pec | pRET

APAA | AS

NSD = BEU

. TAHU M

RGE N2021 | TERC

NO  BidangUrusan | NOWATORKINERIA i RPIM | APA
2016 | 2017 = 2018 @ 2019 | 2020 2021 o1 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 = 2020 | 2021 D «
TAHU | SESU

N A=),

2016 MELA

2021 MPAU

1)

1 [2 [3 [4 [51 [6] [1 (8] 9 [10 [11] [12 [13] [14] [19] [16] [17] [18] [19 [20 [21] [22 [23 [24]
Cakupan pelayanan
bencana ) 80% 85% 9% | 8% 90% 90% ) 80% 85% 100% | 100% 100 9% 86 0 11 11| 1000% | >
kebakaran kabupaten/kota
Tingkat waktu tanggap
(response
mg;:;e) daerah layanan 65% 75% 65% | 75% 65% 65% ) 65% 75% 65% 65% 100 87 115 0 100 100 | 650% =
Manajemen Kebakaran
(WMK)

6 Sa‘P uaﬂgg'r';'a Egrrj;"‘ase penegakan 50% 70% 90% | 9090% | 100% 80% 50% | 70% 90% | 909% | 100% = 833% 71 78 99 91 100 100 >
E;‘gﬁ:;ckz*zva;i’;ﬁgl‘f[“ba” 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 100% | 100% | 100% @ 100% | 100% | 100% | 100% 100 100 100 100 100 00 | 100% =
Tingkat capaian
penyelesaian pelanggaran
K3 (ketertiban, 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 100% | 100% | 100% = 100% | 100% | 100% | 100% 100 100 100 100 100 00 | 100%
ketenteraman  keindahan
)

Persentase bangunan yg - - - - 100% 100% - - - - 0 0 0 0 0 0 0 <
ditertibkan -
Persentase petugas/ 2031% | 4655% @ 6379% | 1201 @ 207 2% | 2230 ugew | 6379% ) ) ) 63 73 529 0 0 0 0 <

personil yang dilatih % %
Cakupan pelayanan
bencana kebakaran - - - - 100% 100% 100% - - - 13,6% | 100,0% 0 0 0 0 14 100 100% =
Kabupaten /kota )
cakupan petugas
perlindungan Masyarakat - - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 0 0 100 100 100 100% =
(Linmas)
Persentase pengendalian
lingkungan

7 SOSIAL Tingkat Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% A 100% 98,5% 100% A A 0 100 98 100 0 0 4975 <
Sosial '
Persentase Panti Asuhan/
Panti Jompo yang dibina

100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0 100 0 100 100 100 100% =

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99,6% 99,7% 100% A A 100 100 100 100 0 0 66.54 <
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INTER

TARGET DI RPIVD (%) REALISASI PENCAPAIAN TARGET (%) pec | pRET
APAA | AS
NSD | BELU
. TAHU M
RGE N2021 = TERC
NO  BidangUrusan | NOWATORKINERIA i RPIM | APA
2016 | 2017 | 2018 | 2019 2020 | 202 o1 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 D «
TAHU | SESU
N A,
2016 | MELA
2001 | MPAU
1)
[ 2 [3 4 [ (6l M [ @ [10 [11] [12] [13] [14 [15] [16] [17] [18] [19 [20] [21] [22] [23] [24
Persentase Penanganan
Keluarga Miskin dan 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  100% | 942% | 711% | 925% | 942% | 531% | 53,1% 94 71 93 94 53 53 <
Penyandang Cacat/ 76,37
Disabilitas
Tingkat Partisipasi
Masyarakat terhadap
Kewaspadaan dan 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  100% | 84,4% | 980% | 907% | 987% | 49.8% | 49,8% 84 98 91 99 50 50 1855 <
Kesiapsiagaan Menghadapi ’
Bencana
. Pelayanan Wajib
Non- Dasar
1 g;a}zgggkga‘"’” lg‘é’:?‘;gﬁ’;ﬁfenaga 100% | 011% | 011% | 65% = 75% | 85% 8% | 100% | 011% & 011% | 65%  100% | 100% 100 100 0 87 118 18 | 100% >
Penetapan Upah Minimal 1Dok | 1Dok | 1Dok | 1Dok | 1Dok | 1Dok = 5Dok | 1Dok | 1Dok = 1Dok = 1Dok | 1Dok | 1Dok 100 100 100 100 100 100 | 5Dok =
Kabupaten (UMK)
Meningkatnya Tingkat 8154 88.25
Parisipasi Angkatan Kela | 8325% | 86,62%  8144% & 8L45% o0 | BL69% = BL69% | g | 8662%  8L44%  8145% = 847%  8L7% 102 106 100 100 104 00 | 81,79% | >
(TPAK)
Menurunnya Tingkat
Pengangguran Terbuka 092% | 088% | 119% | 084% | 082% | 080%  080% | 092% A 088%  119% | 084% | 109% | 312% 105 74 142 102 136 30 | 312% <
(TPT)
Persentase Tenaga Kerja
yang Difasilitasi 244% | 66,67% | T6% 75% 85% 90% 90% 244% | 6667% | 76% 75% | 756% | 1000% @ 366 88 101 88 84 11 100,0% >
Penempatan di Luar
Daerah
Foeniase KOperasiyang | jog 35 | 28% | 3636% o0 | 3635 | 3% 0% % | 28% 3636 | BA%  364% 1l 125 7 100 100 100 | 364% @ =
PerseiasKoperasi AT s 1% 1 e 18% | 18% | 18% 1% | 16% 1% 18% | 1% | 18% o o o4 100 | 100 | 100 @ 18% =
Persentase Peningkatan
Usaha Mikro Kecil dan 17% 20% 18% 18% 25% 25% 25% 17% 20% 18% 18% 18% 30% 85 111 100 72 72 120 30% >
Menengah yang Memiliki
Izin dan Sehat
ngg’;‘s"’l‘?‘;:mym‘ﬁ” 10% 11% 13% 15% | 23% 50% 50% 0% | 11% 13% 15% 15% 30% o1 85 87 65 30 60 30% <
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INTER

TARGET DI RPIVD (%) REALISASI PENCAPAIAN TARGET (%) pec | pRET
APAA | AS
NSD | BELU
TAHU M
TARGET
N2021 = TERC
NO  BidangUrusan | NOWATORKINERIA i RPIM | APA
2016 | 2017 | 2018 | 2019 2020 | 202 o1 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 D «.
TAHU | SESU
N A,
2016 | MELA
2001 | MPAU
1)
[ 2 [3 4 [ (6l M [ @ [10 [11] [12] [13] [14 [15] [16] [17] [18] [19 [20] [21] [22] [23] [24
Mengembangkan Modal
Bergulir
2 Pengendalian Persentase keikutsertaan
Penduduk, pasangan usia subur dalam
Keluarga program KB 1016
Berencana, 60% 62% 64% 6% | 66% 66% 66% | 605% | 62,0% @ 642% | 642% | 671% | 67% 98 97 97 97 " 67% >
Perempuan dan
Perlindungan
Anak
Petsentase Kampung KB 0% | 0% 10% | 10% 0% | 313% | 313% | 1000%  100% 313 00 0w =
Posenase kelompok PIK % 1% | 1% | 1% | 1% | 1% 1% | 1% | 1% | 12% | 12% @ 100% = 100% 100 100 100 100 g3 B3 00 >
Porseniase KelompokBina | g0 o s S 1% | 1% 1% | 0% 0% | 5% 10% | 10% | 10% 0 0 w0 100 100 00 g =
Keluarga Balita (BKB) aktif %
Persentase Pemenuhan
;f:;judha;‘nzr:ﬁi’;xana 57% 63% 69% 74% 79% 83% 83% 60% 64% 70% 75% 79% 80% 95 93 95 95 95 96,4% | 80% <
KB
Persentase PD yang telah
melakukan analisis 162.2
perencanaan dan 49% | 622% | 500% | 500% | 500% | 50% 432% | 561% | 8L,1% | 8L1% | 811% 69 112 162 162 b BLL% >
penganggaran Rensponsif
Gender (PPRG)
ﬁgﬂ‘#ﬁﬁg; ﬁ“’&ﬂbﬁga 0,039% | 0,038% & 0037% | 0,036% 0'3035 0,034% | 0,034% 0'3039 0,004% | 0001% = 0001% | 0001% | 0001% | 97 925 3600 | 3500 | 3400 & 29% | 0001% @ >
Penyelesaian Pengaduan
:Qﬁiﬁgﬁ?ﬁﬁ;ﬁgn dan 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%  100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 100 100 100 100 100 1?,2'0 100% =
anak
3 Kependudukan Persentase kepemilikan
dan Pencatatan | dokumen kependudukan 470% | 507% | 64.9% | 489% | 513% | 531% | 531% | 470% @ 50.7% | 649% | 683% | 700% | 789% 3 78 133 133 132 149 | 789% >
Sipil
4 | Pemberdayaan Persentase lembaga 0 o ) 0 0 0 0 0
Mesyaraket komasyarakatan desa yang 135% | 60% | 265% | 16,7% 14% | 100% | 100% 23 g7 | 3774 100% >
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INTER

TARGET DI RPIMD (%9 REALISASI PENCAPAIAN TARGET (%) PENC | PRET
APAIA AS|
NSD BELU
TARGET A M
N 2021 TERC
NO  BidangUrusan | NOWATORKINERIA i RPIM | APA
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 D <),
TAHU | SESU
N A,
2016- MELA
2021 MPAU
1)
[ 2 [3 [4 (5] 6] Y| 8 [9 [10 (11 [12 [13 (14 [15 [16] (17 [18] [19 [20] [21] [22 [23] [24
dibina
Persentase peningkatan
desa yang memiliki 3% 5,8% 6,4% 22,5% 40% 22% 16,7% 3% 5,8% 6,4% 15% 30,6% 31,0% 50 90,6 28,4 38 137 138,4 31,0% >
BUMdes
Persentase peningkatan
peran perempuan di 25% 30% 30% 35% 40% 45% 34% 25% 30% 30% 35% 100% 100% 83,3 100 85,7 88 222 222,2 100% >
perdesaan
Persentase pengelolaan
dan penyerapan Dana 100% 100% 100% 98% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97,6% 100% | 99,87% 100 100 102,0 97,6 100 99,9 99,87% <
Desa/ADD
Persentase partisipasi
masyarakat dalam 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 100 100 100 100 100,0 100% =
membangun desa
Persentase pelaksanaan
pemilihan kepala desa yang 100% 100% 30% 38,3% 100% 100% 100 100 0,0 <
telah habis masa jabatanya
Persentase Aparatur
Pemerintahan Desa/BPD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 100 100 100 100 100,0 100% =
yang dilatih/dibina
5 Perhubungan Presentase sarana dan
prasarana keamanan 64,4% 99,2% 99,2% 100% 75,0% 80,0% 80% 64,4% | 99,2% 99,2% 100% 0% 100% 65 100 99 133 0 125,0 100% >
lalulintas
Persentase ketersediaan 0 0 0 0 0 0.0 <
terminal
Rasio trayek angkutan
umum yang terlayani 87% 99,5% 97,5% 100% 55% 60% 60% 87% 99,5% 97,5% 50% 103,8% 83,0% 87 102 98 91 173 138,3 83,0% >
dengan baik
Presentase angkutan umum
yang laik operasi di jalan 88,7% 100% 97,7% 100% 75% 80% 80% 88,7% 100% 97,7% 81,6% | 106,0% & 96,0% 89 102 98 109 133 120,0 96,0% >
raya
f“‘f“fe"“"‘se ketersediaan 887% | 100% | 97,7% | 100% | 75% 80% 80% | 887% | 100% | 97.7% | 100% 64,3% 89 102 98 133 0 804 | 643% <
asilitas keselamatan jalan
6 Komunikasi dan | Tingkat capaian Perangkat
Informatika Daerah yang melakukan 2,7% 2,7% 10,0% 100% 100% 100% 61,7% 2,7% 2,7% 10,0% 96% 100% 100% 27 10 96 100 100,0 100% >
ketebukaan
RKPD Kabupaten Nias Tahun 2023 102



INTER

TARGET DI RPIMD (%) REALISASI PENCAPAIAN TARGET (%) penC | PRET
APAA | ASI
NSD | BEWU
. TAHU M
RGE N2021 | TERC
NO  BidangUrusan | NOWATORKINERIA i RPIM | APA
2016 | 2017 = 2018 @ 2019 | 2020 2021 o1 | 016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 D ©,
TAHU | SESU
N A,
2016 MELA
2021 MPAU
1)
[ 2 [3 4 [ (6l M [ @ [10 [11] [12] [13] [14 [15] [16] [17] [18] [19 [20] [21] [22] [23] [24
Persentase Kelompok 60% 60% 60% 100% | 100% | 100% 80% 60% 60% 60% 96% 80% 0% 100 60 96 00 59% <
Masyarakat yang dibina 80
Pembentukan Kelompok 0
Informasi Masyakat (Kim) 0,1 80% 00 0 <
Zi'{:gg::dgﬁj‘l’z'a” SPMyang 10% | 100% | 100% | 100% | 100% 0% | 100% 10 100 0 0,0 37% <
Tingkat Capaian e-mail
Sanapati yang 35% | 100% | 100% | 100% | 100% 35% | 100% | 100% 35 100 100 0,0 78% <
ditindaklanjuti
Tingkat Capaian Aplikasi
untuk penerapan e- 10% 50% 60% 65% 65% 10% 50% 83,33 0,0 30% <
govemment
7 Penanaman Persentase Kepuasan
Modal dan Masyarakat terhadap
@zz"aﬁ“ pelayanan 9430% | 97,30% | 8840% @ 87,15% | 90% 90% 90% 94;:'0 97,30% | 8840% | 89,63% | 9231% & 9354% & 97 110 101 9959 | 10257 1?,2'9 93,54% >
Terpadu Satu
Pin
E}‘;rsslf;fesgg‘e";?” yang 100% = 100% | 100% | 100% <
8 g:rnprlé:tara:?;:n Egg;"%‘;a;;;rg‘k‘;fks minat 313% | 13% 10% 16% 15% 15% 1% 1,18% | 178% | 1,62% | 233% | 074% | 0,98% 9,2 173 102 157 5,0 6,6 1,44% >
Tingkat capaian pendataan,
pengolahan dan 84% | 132% = 153% = 102% | 265% @ 265% | 19,6% | 84% | 132% = 153% | 102% | 241% | 196% | 636 863 | 1500 | 385 91,0 742 | 1513%
penyimpanan dokumen dan 4% 2% 3% 2% 5% 5% 6% 4% 2% 3% 2% 1% 6% ) ) ) ) | \ ,13% <
arsip daerah
1. Urusan Pilihan
1 Pariwisata Tingkat Fasilitasi 2310 11.60
Pengelolaan Keragaman 1L60% | 1434% | 1660%  1123% g 810% | 2810% | g 1434%  1660%  561% | 5484% 838T% o % 148 " ba7 | 3631 8387% >
Budaya dan Cagar Budaya ’ ’
Tingkat Partisipasi dalam
Pelaksanaan dan 10.90
Keikutsertaan pada 1090% | 1191% = 2412% | 4379% = 504% | 504% | 504% 0 LLOW%  2412% | 100% | 23% | 00% 92 49 55 5 4 0 0,0% <
Kegiatan Kepariwisataan di
Tingkat Kabupaten Nias,
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TARGET DI RPIMD (%) REALISASI PENCAPAIAN TARGET (%) e | prer
APAIA | ASI
NSD | BELU
g TAHU | M
ARGE N202L | TERC
NO  BidangUrusan | NOWATORKINERIA i RPIM | APA
006 | 2017 2018 2019 | 200 | 2021 ool | 2016 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 2017 | 2018 | 2019 200 | 2021 D @
TAHU | SESU
N A=),
2016 | MELA
2021 | MPAU
1)
1 [2 [3 [4 [51 [6] [1 (8] 9 [10 [11] [12 [13] [14] [19] [16] [17] [18] [19 [20 [21] [22 [23 [24]
Kepulauan Nias, Provinsi
dan Nasional
Tingkat Capaian Kunjungan 13.60
Wisatawan Mancanegara | 13,60% | 3395% | 9.39% | 4L70% = 0,66% | 066% | 0,66% o0 amome 93w 8% | 1128%  13% I 362 23 m 192 192 | 13% >
dan Domestik 0
2 | PERTANIAN Tingkat capaian
DAN produksi tanaman ) ) ,
100% 0 9 9 9
KETAHANAN | pangan 100% | 100% | 100% 00% 100% | 101% | 81% 100 01| 81 81% <
PANGAN
Tingkat capaian 79% | 101% | 121% | 100% | 100% | 100% | 100% | 79% | 101% | 121% | 101% | 100% | 64% 78 83 121 101 100 | 64 64% <
produksi perkebunan
Persentase Kelompok 9% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% 9% | 99% | 91% | 100% | 77% 97 99 91 00 | 77 7% <
Tani yang aktif
E‘:z;”;ﬁ‘se PPL yang 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 100 100 100 100 | 100 | 100% =
Persentase Teknologi
pertanian/perkebunan 50% 100% | 100% | 100% | 100% | 50% 100% 100% 0 100 0| 1200 | 100% =
yang diadopsi dan -
dimanfaatkan
Persentase luas
pertanian dan 159% | 62% | 47% | 50% | 55% | 60% | 100% | 150% | 62% | 47% | 11% 256 132 % 20 0ol o0 7% <
perkebunan yang - -
dikembangkan
Persentase sarana dan
prasarana pertanian, 129% | 210% | 100% | 100% | 100% | 100% 120% | 210% | 85% | 833% | 690% 61 210 85 8| 6 | 690% | <
perkebunan dan
peternakan
Tingkat capaian
pencegahandan 4% | 7T5% | 114% | 100% | 100% | 100% | 100% | B84% | T75% | 114% | 100% | 94.6% | 302% 112 66 114 100 o5 | 30 | 2% | <
pengendalian organisme
pengganggu tanaman
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TARGET DI RPIMD (%9 REALISASI PENCAPAIAN TARGET (%)

PENC = PRET
APAA | AS|
NSD = BELU
g TAHU | M
ARGE N2021 | TERC
NO  BidangUrusan | NOWATORKINERIA i RPIM | APA
2016 2007 2018 | 2019 2020 2021 | xp | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 = 200 2021 2016 = 2017 2018 = 2019 200 2021 D ®,
TAHU | SESU
N AE,
2016 MELA
221 | MPAU
1)
[ 2 [3 4 [ (6l M [ @ [10 [11] [12] [13] [14 [15] [16] [17] [18] [19 [20] [21] [22] [23] [24
dan penyakit ternak
Tingkat capaian
produksi hasi 21% | 108% | 106% | 100% | 100% | 100% | 100% | 21% | 108% | 106% | 1035% | 617% | 1940% 19 102 106 104 62| 194 | 1940% | <
peternakan
Tingkat capaian
pemasaran hasil 100% | 100% | 100% | 100% 100% | 100% | 100% 100 100 | 101 | 100% <
peternakan
Persentase Desa yang
mampu 0, 0, 0, 0/ 0/ 0, 0, 0, 0, 0y
mengembangkan 100% 100% | 100% | 100% | 100% 100% % | 177% | 17.1% 0 20 18 17 171% | <
ketahanan pangan
3 | KELAUTANDAN | Persentase peningkatan
PERIKANAN produksi perikanan 3% 3% 3% 3% 3% 3% 18% 3% 3% 3% 3% 3,2% 3,3% 100 100 100 100 107 110 19% >
tangkap
E:IE;:;a;:ngﬂﬁt';pOK 50% | 50% | 67% | 67% | 67% | 67% 67% | 50% | 50% | 67% | 67% | 93% | 896% | 100 75 100 100 139 134 | 896% >
Persentase kelompok
pembudidayaikanyang | 36% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% 3% | 36% | 38% | 3% | 38% | 4% | 43% % 100 100 100 16 | 13 430% @ <
aktif
Persentase Kelompok
Ezzﬁgzzf;giemasar 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% | 50% | 60% | 70% | 80% | 100% | 100% | 83 8 88 89 00 | 100 @ 1000% =
(POKLAHSAR) akif
Persentase
EZSS;T;Z?F?;;W dan 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% | 2% 2% 2% 2% ) 27% | 100 100 100 100 0 135 1% <
nelayan
Persentase pelaku
umS:r?]ﬁilzelzleklgggEa{)?r? 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 80% | 10% | 10% | 15% | 15% | 1% | 10% | 100 67 100 100 127 67 79% <
administrasi/dokumen
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INTER

TARGET DI RPIMD (%) REALISASI PENCAPAIAN TARGET (%9 PENC PRET
APAIA ASI
NSD | BELU
- TAHU M
ARGE N2021 | TERC
NO  BidangUrusan | NOWATORKINERIA i RPIM | APA
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 D 2
TAHU SESU
N A3,
2016- MELA
2021 | MPAU
1)
[ 2 [3 [4 (5] 6] Y| 8 [9 [10 (11 [12 [13 (14 [15 [16] (17 [18] [19 [20] [21] [22 [23] [24
(Kartu Nelayan/Kusuka)
4 | PERINDUSTRI | Persentase pencapaian
ANDAN IKM yang dibina , ) , ) ) ,
100% 0 0 0 0 0 0 0 =
PERDAGANG 100% 100% 100% 100% 100% 100% 00% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 100 100 100 100 100 100%
AN
Tingkat pengawasan,
pengendalian dan
monitoring peredaran " ) ) " " ) )
rokok yang tidak diekai 100% i i i i i 100% 100% | 100% 100% 100% i 50 0 0 0 0 0 0 90% <

pita cukai dan yang
dilekati pita cukai palsu
Tingkat pencapaian
pembangunan dan
pengembangan pasar 833% | 333% | 1333% 100% | 100% 100% 100% | 83,3% | 333% | 133% 100% | _ 250 25 133 100 0 0 58% <
tradisional dan pasar
semi modern (tertutup)
Tingkat pengawasan
terhadap barang
kedaluwarsa dan bahan
makanan yang 100% 100% 100% 100% | 100% 100% 100% 100% | 100% 100% 100% 100% 15% 100 100 100 100 100 15 86% <
mengandung formalin
dan bahan pengawet
lainnya

Tingkat pencapaian
pengadaan Lampu
Penerangan Jalan
Umum (LPJU) dan 73,3% 0% 40% 100% 100% 100% 100% 73,3% A 40% 100% B B #DIV/O! 0 40 100 0 0 36% <
Pemeliharaan Lampu
Penerangan Jalan
Umum (LPJU)

IV Urusan
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INTER

TARGET DI RPIMD (%) REALISASI PENCAPAIAN TARGET (%) penC | PRET
APAA | ASI
NSD | BEWU
. TAHU M
RGE N2021 | TERC
NO  BidangUrusan | NOWATORKINERIA i RPIM | APA
2016 | 2017 = 2018 @ 2019 | 2020 2021 o1 | 016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 D «
TAHU | SESU
N A,
2016 MELA
2021 MPAU
1)
[ 2 [3 4 [ (6l M [ @ [10 [11] [12] [13] [14 [15] [16] [17] [18] [19 [20] [21] [22] [23] [24
Penunjang
1 Sekretariat
Daerah
tingkat capaian pemerintah
daerah dalam 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%  100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 100 100 100 100 100 100 100% =
pengembangan wawasan
kebangsaan
Tingkat capaian pelayanan
kedinasan Kepala Daerah/ | 100% | 100%  100% | 100% | 100% & 100%  100%  100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 100 100 100 100 100 100 | 100% =
Wakil Kepala Daerah
Tingkat capaian penetapan
regulasi untuk penataan a <41 <41 <4 | =4 =4 <41 7 <41 <41 <41 <41 | 100% 0 100 100 100 100 00 | 100% =
ketatalaksanaan dan
kelembagaan organisasi
Kﬁ;ﬁg’i‘;asejaba‘a" yangdi | y005 1000 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 100 100 100 100 100 100 100% =
Jumlah Kerjasama yang
dilaksanakan oleh
pemerintah daerah dengan 1Keg 1Keg 15 Keg 1Keg 1Keg 1Keg 1Keg 1Keg 1Keg 15 Keg 1Keg 1Keg 100% 100 7 1500 100 100 100 100% =
pemerintah daerah lain dan
lembaga lain dengan baik
Tingkat capaian pembinaan
dan pemasyarakatan 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 100 100 100 100 100 00 | 100% =
olahraga
Tingkat capaian
penyelenggaraan 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 100% | 100% | 100% | 100% 0 0 100 100 100 100 | 100% =
Pemilu/Pilpres/Pilkada
Persentase produk hukum
yang disusun sesual 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 100 100 100 100 100 100 | 100% =
dengan ketentuan yang
berlaku
Zﬁ:ﬁg;ﬁ%ﬁ;‘;ﬁ? 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 100 100 100 100 100 00 | 100% =
Tingkat capaian 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 100 100 100 100 100 00 | 100% =
pengawasan dan
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INTER

TARGET DI RPIMD (%) REALISASI PENCAPAIAN TARGET (%) penC | PRET
APAA | ASI
NSD | BEWU
TARGET AU M
N2021 | TERC
NO  BidangUrusan | NOWATORKINERIA i RPIM | APA
2016 | 2017 = 2018 @ 2019 | 2020 2021 o1 | 016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 D «
TAHU | SESU
N A,
2016 MELA
2021 MPAU
1)
[ 2 [3 4 [ (6l M [ @ [10 [11] [12] [13] [14 [15] [16] [17] [18] [19 [20] [21] [22] [23] [24
pengendalian dalam rangka
pelaksanaan APBD
Persentase penetapan
batas wilayah yang telah 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%  100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 100 100 100 100 100 00 | 100% =
ditetapkan
i;}iﬁg?&fse Pembinaan 100% | 100% | 100% | 100% 100% | 100% | 100% 0 0 0 100 100 100 | 100% =
ﬁ?g:%g;”erapa” Teknologi 100% | 100% | 100% | 100% 100% | 100% | 100% 0 0 0 100 100 100 | 100% =
gas"’ penyusunan. 100% | 100% = 100% | 100% 100% | 100% | 100% 0 0 0 100 100 00 | 100% =
lokumen standar biaya
Presentase
pendokumentasian produk 100% | 100% | 100% | 100% 100% | 100% | 100% 0 0 0 100 100 100 | 100% =
hukum daerah
2 Sekretariat
DPRD
Tingkat capaian aspirasi
yang ditindaklajuti oleh 10% 10% 10% 10% 100% | 100% | 100% 0 0 0 100 100 100 | 100% >
DPRD
Tingkat capaian kegiatan
Pimpinan dan Anggota 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%  100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 0 0 0 100 100 100 | 100% =
DPRD yang difasilitasi
Tingkat capaian kegiatan
rapat-rapat DPRD yang 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%  100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 0 0 0 100 100 00 | 100% =
difasilitasi
3 Badan
Perencanaan
dan
Pembangunan
Dagerah
Eﬁr;gngjfhzgzze;a;ﬁﬂag 80% 85% 85% 85% 80% | 854% | 76,6% | 854% & 937% | 1000% 80 1 1 100 110 118 87% >
Persentase pelaksanaan
program yang sesuai 80% | 80% 95% 95% 80% | 854% | 766% | 854% | 1000% & 100,0% 0 0 0 107 105 105 88% <
dengan perencanaan
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INTER

TARGET DI RPIMD (%) REALISAS! PENCAPAIAN TARGET (%) PN | PRET
APAIA | AS|
NSD | BELU
. TAHU M
RGE N2021 = TERC
NO  BidangUrusan | NOWATORKINERIA i RPIM | APA
2016 | 2017 | 2018 | 2019 @ 2020 2021 o1 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 D «
TAHU | SESU
N A=),
2016 | MELA
2021 | MPAU
1)
1 [2 [3 [4 [51 [6] [1 (8] 9 [10 [11] [12 [13] [14] [19] [16] [17] [18] [19 [20 [21] [22 [23 [24]
Persentase keselarasan
Renja Perangakat Daerah 90% 90% 95% 85% 80% | 854% | 76,6% | 854% | 1000% @ 100,0% 0 0 0 95 105 118 88% >
terhadap RKPD
Persentase keselarasan
Renstra Perangakat Daerah 80% 85% 85% 100% | 80% | 854% | T766% | 854% | 100,0% | 100,0% 0 0 0 100 118 100 88% <
terhadap RPIMD
Egglg"?aﬁ‘,gﬁ'a" kinerja 75% 80% 90% 90,0% 100% | 882% | 882% | 353% 0 0 0 110 98 39 8% <
Persentase penyediaan
ggﬁ‘gﬁgfﬁ;”&ggigr‘ 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% & 100% | 100% | 100% 0% 100% 100 100 100 100 0 100 83% <
ekonomi
Persentase perangkat
%fg;;éé?gsikan data 100% = 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 100 100 100 100 100 00 | 100% =
dalam sistem aplikasi
Tingkat pelaksanaan
koordinasi DBH-CHT di 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 100 100 100 100 100 00 | 100% =
Daerah
Persentase penyediaan
dokumen perencanaan 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 100 100 100 100 100 00 | 100% =
pembangunan bidang kesra
Bir;emase penyerapan 100% = 100% | 100% | 100% | 100% & 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 959% | 87.2% | 82,5% 100 100 100 9% 87 83 94% <
Eg;ﬁg’;}ﬁ%fjﬁ;:ﬁa"a” 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 100% | 100% | 100% @ 100% | 58,0% | 400% | 0,0% 100 100 100 58 40 0 66% <
Sggze('j‘if;ﬁ;"(gﬁe"e"“a” 0% 100% | 100% 75% 55% 5% 5% 0% 100% = 100% | 100% | 100% | 100% 0 100 133 182 182 182 83% >
4 Badan
Kepegawaian
Daerah
Persentase ASN yang
Q;gﬂ;f:;‘gggﬂ'g;(’;ﬂnda" 50% 52% 55% | 575% | 57.5% 50% NIA 5% 5% 0 0 9% 0 9% 9% 2% <
Kompetensi (Managerial
RKPD Kabupaten Nias Tahun 2023 109



INTER

TARGET DI RPIMD (%) REALISAS| PENCAPAIAN TARGET (%) e | prET
APAIA | AS
NSD = BELU
TARGET AU M
N2021 = TERC
NO  BidangUrusan | NOWATORKINERIA i RPIM | APA
2016 2017 2018 2019 200 2021 2021 2016 | 2017 2018 2019 200 | 2021 2016 2017 2018 2019 200 2021 D ®.
TAHU = SESU
N A,
2016 | MELA
2021 | MPAU
1)
[ 2 [3 2 [5] 6] [7] [8] 9 [10] (11 [12] [13 14 [15] [16] 17 (8] [19 [20 [21 2 [23 [24
dan Teknis)
Persentase jabatan yang
diisi sesuai dengan 8% 83% 86% 90% 90% 78% | 842% | 89% 89% 0 0 94 98 99 99 57% <
kompetensi
Tingkat Partisipasi
Keusenaan dalah | 100% | 100% | 100 | 100%  100% | 100% 6% | 100% | 100% | 100% | 100% 00 | 100 | 100 100 0 0 67% =
engembangan Informasi
Pembangunan Daerah
Persentase Kehadiran PNS 85% 89% 92% 93% 90% 85% 91% | 91,75% | 91,75% 0 0 9% 99 9 102 60% <
Persentase Penanganan
Kasus Pelanggaran Disiplin 100% | 100% | 100% 100% 100% | 100,0% | 100,0% 0 0 0 100 100 100 50% <
yang telah ditindaklanjuti
Tingkat Kepuasan
Pelayanan Administrasi 1% 4% 79% 95% N/A 95% 95% 0 0 0 0 120 100 38% <
Kepegawaian
5 Pengelola
Keuangan dan
Pendapatan
Daerah
Waktu Penetapan Perda T Tepat
APBD dan Perubahan epat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Waktu Tepat -
APBD Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu % Waktu
Presentase Realisasi APBD | g, 82% 84% 86% 88% 90% 90% | 84,6% | 852% | 865% | 91% 88% 90% 103 101 101 104 88 100 88%
yang Telah ditetapkan
(L)”'”' BPK Terhadap WOP | WDP | WDP | WTP | WTP | WIP | WTP | WDP = WDP | WDP | WDP | WDP | WTPY  WDP | WDP | WDP | WDP | WDP | WTPY | WDP <
aporan Keuangan Daerah
Persentase Peningkatan
Tata Kelola Aset Daerah 50% 60% 70% 75% 90% 100% 100% 50% 60% 70% 75% 90% 100% 83 86 93 83 90%) 100 74% <
sesuai dengan Peraturan
Perundang-Undangan
Persentase Realisasi PAD
terhadap Target Yang Telah | 100% = 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 100% | 100% & 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 100 100 100 100 100 100 100% =
Ditetapkan
6 Inspektorat
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TARGET DI RPIMD (%) REALISAS| PENCAPAIAN TARGET (%) PENC PRET
APAIA AS|
NSD BELU
TARGET A M
N 2021 TERC
NO  BidangUrusan | NOWATORKINERIA i RPIM | APA
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 D .
TAHU SESU
N A,
2016 MELA
2021 MPAU
1)
[ 2 [3 [4 (5] 6] Y| 8 [9 [10 (11 [12 [13 (14 [15 [16] (17 [18] [19 [20] [21] [22 [23] [24
Deerah
Tingkat capaian
pengawasan internal dan 40% 40% 100% 80% 80% 80% 80% 40% 40% 100% | 100% 60% 60% 100 40 125 125 75 75 60% <
pengendalian pelaksanaan
kebijakan
Persentase pegawai 1851
Inspektorat bersertifikat 18,5% 25,9% 22,22% 22,2% 22,2% 22,2% 22,2% % 25,9% 22,22% 11,5% 46,2% 66,7% 71 117 100 52 208 300 66,7% >
Auditor
Tingkat capaian penataan
dan penyempurnaan
kebijakan sistem dan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 100 100 100 100 100 100% =
procedure (SOP) dan
pengawasan
7 | Kecamatan ﬁ:ﬁ;’mﬁ;‘]"g“a‘a" PAD 100% | 100% | 100% | 100% | 100% = 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 1 100 100 100 100 1 98% <
tersedianya dok.
Perencanaan hasil 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 100 100 100 100 1 100% =
musyawarah desa
Persentase peran serta
pemuda dalam membangun 100% 100% 100% 100% 100% 100% 83% 100% 100% 100% 100% 100% 100 100 100 100 0 1 83% <
kecamatan
Presentase pelaksanaan
wajib kegiatan nasional di 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 100 100 100 100 1 100%
Kecamatan
Presentase keterlibatan
unsur stekholders pada 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 100 100 100 100 1 100% =
bidang pemerintahan
Persentase peran
Masyarakat dalam 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 100 100 100 100 1 100% =
membangun Desa
Persentase peran
perempuan dalam 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 80 100 100 100 100 1 97% <
membangun Desa
Vv Urusan Bangsa
dan Politik
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INTER

TARGET DI RPIMD (%) REALISAS| PENCAPAIAN TARGET (%) PENC PRET
APAIA AS|
NSD BELU
- TAHU M
RGE N2021 TERC
NO  BidangUrusan | NOWATORKINERIA i RPIM | APA
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 D .
TAHU SESU
N Al (),
2016 MELA
2021 MPAU
1(>)
[ A [3 2 [5] (6l | (8 @ [10] [11] [12] [13] 24 [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24
1 Badan Kesatuan | Tingkat capaian kegiatan
Bangsadan kemitraan dan 122% | 220% | 240% | 101% | 107% | 2095% | 2095% | 122% & 220% | 240% | 102% | 68,0% | 68,0% 55 92 237 95 325 325 | 68,0% >
Politik pengembangan wawasan
kebangsaan
Tingkat capaian fasilitasi
kemitraan organisasi 24,5% 24,7% 19,7% 5,2% 12,7% 13,3% 13,3% 24,5% 24,7% 19,7% 5,2% 11,67% | 11,67% 99 126 380 41 88 88 11,67% <
kemasyarakatan
Tingkat Capaian partisipasi
politik masyarakat pada 64,4% 0,0% 53,4% 71,7% 68,0% 68,0% 64,4% 53,4% 71,7% 71,33% | 71,33% 100 0 74 105 105 105 71,33% >
Pemilu
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BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Stabilitas ekonomi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan yang tinggi dan
berkualitas guna meningkatkan kesejahteraan rakyat serta memberikan kepastian
berusaha bagi para pelaku ekonomi. Stabilitas tersebut diwujudkan melalui sinerji
antara kebijakan fiskal dan moneter. Di sisi kebijakan fiskal, diupayakan untuk
memantapkan kesinambungan fiskal dengan melanjutkan penurunan defisit secara
bertahap. Sementara di sisi moneter, diupayakan untuk menurunkan laju inflasi.

Kerangka ekonomi makro daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Tahun 2023 memberi gambaran tentang kondisi sektor-sektor ekonomi makro
daerah berdasarkan data Tahun 2021 dan perkiraan pencapaian Tahun 2021 serta
proyeksi sasaran Tahun 2023. sementara kerangka pendanaan Tahun 2023
merupakan perkiraan sumber-sumber pendapatan, besaran pendapatan dan
kebutuhan pembiayaan pembangunan serta alokasi anggaran untuk menunjang
efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka
melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab pemerintah
Kabupaten Nias yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan maupun urusan yang
penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara
pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan
dengan ketentuan perundang-undangan.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 disusun dengan
mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah RPJMN 2020-2024,
hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun 2021 serta kebijakan
pembangunan tahun 2021. Sasaran pembangunan adalah dengan mewujudkan
masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan
pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur
perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah
yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Pemanfaatan pendanaan pembangunan diutamakan untuk memenuhi
kebutuhan dasar masyarakat dengan mempertimbangkan Standar Pelayanan
Minimal serta kegiatan investasi yang memberikan daya ungkit (leverage) yang
tinggi bagi pembangunan nasional. Partisipasi berbagai pemangku kepentingan
perlu didorong dan disinergikan untuk memperkuat pemanfaatan pendanaan
pembangunan. Untuk itu, perlu mendorong dan mensinergikan partisipasi
berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat pemanfaatan pendanaan
pembangunan.

Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pembangunan
dituangkan ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional yang meliputi (1) Memperkuat
ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2)
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin
pemerataan; (3) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya
saing; (4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) Memperkuat
infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6)
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan
iklim; serta (7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan
publik.
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Berdasarkan Arah Kebijakan Pembangunan tahun 2023, maka disusunlah
Proyek Prioritas Strategis (Major Project) yang terkait langsung dengan fokus
pembangunan tahun 2023 antara lain (1) Industri 4.0 di Lima Sub Sektor Prioritas
: Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia
dan Farmasi; (2) Sepuluh Destinasi Wisata Prioritas; (3) Sembilan Kawasan
Industri di Luar Jawa; (4) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0; (5)
Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu; (6) Penguatan Sistem Kesehatan Nasional; (7)
Integrasi Bantuan Sosial menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh; (8)
Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana.

Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara antara lain :

1. Mendorong transformasi ekonomi ke arah hilirisasi industri yang mengolah hasil —
hasil pertanian dan perkebunan, serta pengembangan pariwisata kelas dunia;

2. Mempercepat pembangunan sumber daya manusia dengan fokus peningkatan
akses pelayanan kesehatan peningkatan pendidikan vokasional;

3. Meningkatkan produktivitas budidaya pertanian yang sebagian besar merupakan
usaha rakyat dan bernilai ekonomi cukup tinggi (kopi, hortikultura, karet, sawit);

4. Memperkuat ketahanan dan kesiapan sistem kesehatan daerah,;

5. Memperkuat kapasitas pemerintah daerah dan desa dalam pengembangan ekonomi
lokal dan pengelolaan dana desa

Merujuk kepada Arah Kebijakan Pembangunan Nasional serta Provinsi
maka Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023 di Kabupaten Nias akan
difokuskan pada upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan pembangunan
yang mendesak untuk segera ditangani, percepatan pembangunan sumber daya
manusia dengan berfokus pada penyediaan sarana prasarana di bidang pendidikan
dan kesehatan, pemantapan pembangunan infrastruktur jalan dalam membuka
keterisoliran, sarana dan prasarana pendidikan dan pelayanan kesehatan,
penataan kawasan ibukota dan pembangunan sarana prasarana pemerintahan,
pembangunan perekonomian berbasis usaha kecil dan menengah serta
penyempurnaan reformasi birokrasi untuk penyelenggaraan publik yang lebih baik
menjadi fokus utama dalam arah kebijakan tahun kedua. Peningkatan kualitas
pendidikan dan akses pelayanan kesehatan akan terus diupayakan ditingkatkan
dengan memperbaiki sistem dan mekanisme pelayanan yang diberikan. Demikian
juga peningkatan kualitas kebijakan perlindungan sosial bagi Rumah Tangga atau
Keluarga Pra Sejahtera, sehingga daya beli dan konsumsi dapat terus terjaga.
Selain berfokus kepada pemulihan pasca penanganan pandemi Covid-19,
Pemerintah Daerah Kabupaten Nias juga akan berfokus pada upaya penurunan
angka stunting dengan beberapa kasus gangguan pertumbuhan tinggi badan anak
pada beberapa desa lokasi khusus intervensi.

Dalam rangka pencapaian misi tersebut di atas, maka arah kebijakan ekonomi
dan keuangan daerah yang dilaksanakan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Penguatan Sektor Kesehatan, dengan arah kebijakan:

a. Peningkatan promotif dan preventif seperti penguatan Germas, kapasitas
health security terutama surveilans, jejaring dan kapasitas laboratorium
dalam upaya penanganan pasca pandemi Covid-19

b. Peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

sesuai standar

Peningkatan strategi promotif dan preventif hidup sehat

Menjalin kemitraan dengan pemangku kepentingan untuk berkontribusi

dalam penyelesaiaan masalah kesehatan

e. Penyediaan layanan pusat Kesehatan Masyarakat selama 24 Jam Non Stop
(On call)

a0
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10.

11.

f. Percepatan penanganan masalah gagal tumbuh anak (stunting)

Pembangunan Infrastruktur, dengan arah kebijakan:

a. Peningkatan konektivitas dan pertumbuhan wilayah di wilayah terisolir dan
pusat-pusat pertumbuhan ekonomi

b. Pemenuhan infrastruktur dasar wilayah yang terpadu dan berkelanjutan

c. Penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pembangunan Sumber Daya Manusia, dengan arah kebijakan:

a. Penguatan pengajaran berfokus pada kemampuan Sains, IT, Karakter serta
Literasi

b. Pemanfaatan TIK untuk model pembelajaran jarak jauh dan sistem pembelajaran
online

c. Pemberian beasiswa bagi peserta didik berprestasi

Akselerasi Investasi, dengan arah kebijakan:

a. Percepatan penerapan Online Single Submission (OSS)

Pengembangan Destinasi Pariwisata, Promosi, Dan Penciptaan Iklim Kondusif

Bagi Pertumbuhan Sektor Pariwisata, dengan arah kebijakan:

a. Mengembangkan destinasi pariwisata dan peningkatan kualitas jaringan
prasarana dan sarana pendukung pariwisata

b. Pelestarian keragaman kebudayaan dan kesenian daerah

Pendalaman Sektor Keuangan, dengan arah kebijakan:

a. Optimalisasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komodias Pertanian dan Peternakan,

dengan arah kebijakan:

Penguatan kecukupan minimal pangan dan cadangan pangan daerah

Produksi pertanian peternakan dan perikanan bermutu baik

Konversi tanaman bernilai tambah tinggi sesuai dengan karakteristik lahan

Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan produksi pertanian, pertanian

dan perikanan

e. Pengembangan inovasi pakan ternak

Revitalisasi Penyuluhan Pertanian Dan Peningkatan Kapasitas Petani Dan

Nelayan, dengan arah kebijakan:

a. Meningkatan kompetensi dan kapasitas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)

b. Fasilitasi Penyuluh Pertanian Lapangan Swakarsa

c. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan kelembagaan petani dan nelayan

Peningkatan Konservasi Dan Rehabilitasi Sumberdaya Hutan Dan Kelestarian

Lingkungan Hidup Untuk Mencapai Pembangunan Yang Berkelanjutan, dengan

arah kebijakan:

a. Peningkatan luasan ruang terbuka hijau terutama pada kawasan perkotaan

b. Pelestarian kualitas lingkungan hidup menuju pembangunan berkelanjutan

Peningkatan Pelayanan Dan Perlindungan Bagi Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS), dengan arah kebijakan:

a. Peningkatan penyediaan sarana pelayanan panti-panti sosial

b. Peningkatan cakupan pelayanan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS)

c. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial

d. Pemberian santunan uang duka

e. Perlindungan dan layanan hukum bagi korban permasalahan sosial

Peningkatan Kesempatan Kerja Dan Perlindungan Tenaga Kerja Yang

Berkeadilan, dengan arah kebijakan:

a. Meningkatkan kesempatan kerja melalui dunia usaha maupun program-
program pemerintah daerah

b. Meningkatkan upaya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja

c. Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja

oo op
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12. Menciptakan Iklim Kondusif Untuk Tumbuhnya Industri Pengolahan Hasil
Pertanian Dan Pemberdayaan Industri Rumah Tangga, dengan arah kebijakan:
a. Penumbuhan industri pengolah hasil pertanian skala menengah-besar
b. Pembinaan dan penumbuhan industri pengolah hasil pertanian/ kerajinan skala
rumah tangga
13. Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan
Anak, dengan arah kebijakan:
a. Meningkatan kesetaraan gender
b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dan anak
14. Peningkatan Produktivitas Usaha UMKM dan Koperasi, dengan arah kebijakan:
a. Pengembangan produk dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM
b. Peningkatan daya saing SDM koperasi dan UMKM
c. Penyehatan serta penguatan kelembagaan Koperasi
15. Peningkatan Kelancaran Arus Barang Dan Ketersediaan Bahan Pokok Dengan
Harga Yang Stabil, dengan arah kebijakan:
a. Peningkatan pengawasan dalam rangka perlindungan konsumen dan
pengamanan perdagangan
b. Peningkatan penyediaan sarana perdagangan dan sarana distribusi perdagangan
16. Peningkatan Pengawasan, Pengendalian Dan Pemberdayaan Bidang
Perekonomian, dengan arah kebijakan: Penguatan pengendalian dan pengawasan
pelaksanaan Program Pemerintah bersubsidi/pro rakyat
17. Menciptakan Iklim Kondusif Untuk Masuknya Investasi, dengan arah kebijakan:
Meningkatkan promosi dan penyediaan informasi peluang investasi di Kabupaten
Nias

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 dan
Perkiraan Tahun 2022

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang dapat digunakan untuk
melihat perkembangan dan kondisi pembangunan perekonomian suatu daerah.
Pertumbuhan ekonomi meliputi laju pertumbuhan dari berbagai sektor ekonomi dan
menggambarkan berbagai tingkat perubahan ekonomi yang terjadi.

Berbagai upaya telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Nias untuk
meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi walaupun banyak faktor mikro dan makro
ekonomi yang mempengaruhi. Berdasarkan formula baru dalam perhitungan
pertumbuhan ekonomi, dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan perekonomian
Kabupaten Nias cenderung berfluktuatif, dimana pada tahun 2018 tumbuh sebesar
4,50 persen, tahun 2019 sebesar 5,04 persen, tahun 2020 mengalami perlambatan
sebesar 1,80 persen dimana pada tahun 2021 diproyeksikan akan mengalami sedikit
pertumbuhan.

Rancangan kerangka ekonomi daerah menggambarkan kondisi dari analisis
statistik perekonomian daerah, sebagai gambaran urutan untuk situasi perekonomian
daerah. Sebagai gambaran umum untuk situasi perekonomian Kabupaten Nias tahun
2019 serta prospek pada tahun 2022 dapat disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3-1.

Capalan Tahun Target Tahun

1 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Nias Tahun 2019 - 2022
ESENENEED

[5] [6] [7]

Pertumbuhan Ekonoml %) 5 04 1 80 2,21 3,00 3,25
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Capalan Tahun Target Tahun
ol [ Wil il o
[1]

(5] (6] (7]
Laju Inflasi (Kota Gunung51toh) 2 33 5 32 0,54 0,54 0,54

3. PDRB berdasarkan Harga Berlaku (Miliar Rp) 3.824,85 4.040,92 4.221,86 4.221,86 4.221,86
PDRB berdasarkan Harga Konstan 2010

4., (Triliun Rp) 2.563,03 | 2.609,14 2.666,86 2.666,86 2.666,36

5 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut 5,04 1,80 2,21 3,00 3,25
Pengeluaran (Persen)

6. Pendapatan Asli Daerah 94,73 88,46 8579 8579 8579
(Miliar Rp)

7. Jumlah Penduduk (Jiwa) 143.319 146.672 147.794 147.794 147.794

8. | Penduduk Miskin (%) 15,94 16,60 16,82 16,35 16,15

Sumber : 1. BPS Kabupaten Nias dan BPS Kota Gunungsitoli *)Proyeksi

2. RPJMD Kabupaten Nias Tahun 2021-2026
3. Bappeda Kabupaten Nias

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022 dan
Tahun 2023

Berbagai tantangan yang akan dihadapi Kabupaten Nias di Tahun 2021
tentunya tidak terlepas dari perekonomian nasional yang masih akan dipengaruhi oleh
faktor eksternal yaitu pengelolaan arus masuk modal (capital inflow) dan nilai tukar
(exchange rate) dimana harga-harga komoditas terus merangkak naik. Tantangan
utama yang akan dihadapi adalah bagaimana mengoptimalkan aktivitas produksi
masyarakat untuk menopang perekonomian daerah.Tingkat kemiskinan yang masih
cukup tinggi dan terbatasnya infrastruktur pendukung juga akan terus mewarnai
tantangan perekonomian Kabupaten Nias di Tahun 2023.

Dengan melihat kondisi yang telah dicapai, maka kondisi ekonomi Kabupaten
Nias Tahun 2021 hingga Tahun 2023 mendatang diperkirakan akan sedikit mengalami
perlambatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga diperlukan
langkah-langkah yang strategis dengan menjaga momentum pertumbuhan serta
mengupayakan reformasi pemulihan ekonomi dan penguatan sistem kesehatan dan
ketahanan bencana.

Tantangan yang akan dihadapi Kabupaten Nias pada Tahun 2023 adalah
sebagai berikut:

a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menyusun serta merancang kebijakan yang
nyata untuk pemulihan ekonomi serta penguatan sistem kesehatan dan bencana
daerah pasca pandemi Covid-19.

b. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah menjaga momentum aktivitas produksi

masyarakat melalui peningkatan akses bagi penyediaan sarana produksi dalam

berbagai aspek dan dimensi kehidupan perekonomian masyarakat, sehingga
produksi daerah dapat ditingkatkan.

Bagaimana upaya meningkatkan daya saing produk-produk daerah.

. Bagaimana upaya mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur strategis yang dimiliki

untuk mendukung berbagai aktivitas perekonomian daerah.

e. Bagaimana upaya menciptakan regulasi yang lebih komprehensif sebagai upaya
meningkatkan pendapatan daerah serta memberi perlindungan dan kemudahan bagi
aktivitas produksi masyarakat.

f. Bagaimana upaya menumbuhkan investasi dalam rangka mendorong pertumbuhan
perekonomian daerah.
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RKPD Kabupaten Nias Tahun 2023 117



g. Bagaimana upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.
h. Bagaimana upaya meningkatkan kapasitas dan kinerja aparatur birokrasi.

Untuk tahun-tahun mendatang prospek perekonomian daerah secara bertahap
diharapkan akan mengalami kondisi yang lebih baik, seiring makin membaiknya
kondisi perekonomian nasional dan regional. Prospek perekonomian Kabupaten Nias
diproyeksikan masih bertumpu pada sektor pertanian sebagai leading sector
perekonomian daerah. Permintaan akan produk-produk primer pertanian seperti karet,
kakao, dan hasil-hasil perikanan, diperkirakan akan mengalami peningkatan seiring
mulai berkurangnya dampak dari krisis perekonomian global. Kondisi infrastruktur
strategis yang sangat memadai diharapkan akan mampu memberikan stimulasi bagi
peningkatan produksi produk-produk primer pertanian dan perikanan yang lebih
signifikan.

Dengan demikian Sasaran Pembangunan tahun 2023 di Kabupaten Nias
diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran ekonomi
khususnya perekonomian daerah, pembangunan Sumber Daya Manusia, dimensi
pemerataan, penurunan angka kemiskinan serta pemerataan pembangunan
dengan beberapa indikator pembangunan antara lain :

a. Memacu pertumbuhan dan transformasi ekonomi dengan target laju pertumbuhan
ekonomi 3,00 — 3,25 persen:

b. Mempercepat pengentasan kemiskinan dengan target persentase penduduk miskin
sebesar 16,15 persen;

c. Menekan tingkat pengangguran dengan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,40
persen,;

d. Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia dengan target Indeks
Pembangunan Manusia sebesar 62,27;

e. Memperbaiki pemerataan pembangunan dengan tingkat Gini Ratio sebesar 0,2504.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi, otonomi daerah dan otonomi
desa, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, Pemerintah
menganggarkan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Transfer dana tersebut
terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu : (1) Dana Perimbangan yang terbagi menjadi
Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus; (2) Dana Insentif Daerah; (3) Dana
Otonomi Khusus; serta (4) Dana Desa.

Arah Kebijakan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2023 adalah
sebagai berikut :

1. Mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang lain secara penuh, konsisten, nyata dan
bertanggung jawab;

2. Mendorong pemenuhan standar pelayanan minimal terutama pelayanan dasar serta
tindakan afirmatif kepada daerah — daerah tertinggal, terluar dan terdepan, kawasan
perbatasan, pulau — pulau kecil terluar dan daerah berciri kepulauan,;

3. Mendukung pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran prioritas nasional
seperti peningkatan kemandirian masyarakat, pengurangan kemiskinan dan
kesenjangan, peningkatan IPM, pengurangan AKI dan stunting, pengurangan risiko
bencana, kawasan ekonomi strategis serta pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan;
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4. Meningkatkan keterpaduan pemanfaatan dana TKDD dengan belanja K/L dan
sumber dana lainnya secara lebih efisien, efektif dengan prinsip nilai ekonomi (value
for money);

5. Meningkatkan kualitas tata kelola Dana TKDD mulai dari perencanaan,
pengalokasian, pelaksanaan hingga mengembangkan sistem pengendalian dan
evaluasi berbasis sistem informasi.

Arah Kebijakan pemanfaatan Dana Bagi Hasil adalah untuk meningkatkan
tata kelola DBH yang lebih transparan, akuntabel, adil bertanggung jawab dan
efektif berbasis peningkatan kinerja, penetapan alokasi DBH secara tepat waktu
dan tepat jumlah serta mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan DBH
dengan memperhitungkan daya dukung lingkungan di daerah. Arah Kebijakan
pemanfaatan Dana Alokasi Umum adalah untuk menyempurnakan formulasi
alokasi DAU dengan memperhitungkan perubahan bobot Alokasi Dasar,
pemenuhan standar pelayanan minimal dan kapasitas fiskal, mempertahankan
afirmasi kepada daerah kepulauan dengan tetap memberikan bobot luas wilayah
laut dalam variabel luas wilayah menjadi 100 persen, mempertimbangkan afirmasi
kepada daerah konservasi dengan memperhitungkan kemampuan daerah dalam
mempertahankan luas hutan tanaman nasional, perbaikan indeks pemerataan
kemampuan fiskal antardaerah serta mengarahkan penggunaan dari DAU dan
DBH untuk belanja infrastruktur daerah. Arah Kebijakan pemanfaatan Dana
Transfer Khusus antara lain meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam
menyediakan pelayanan dasar sesuai dengan SPM, mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran prioritas nasional, mempertajam sinkronisasi dan integrasi perencanaan,
pengalokasian dan pengelolaan Dana Transfer Khusus serta memperkuat peran APIP
dalam peningkatan tata kelola DTK yang transparan, adil dan akuntabel.

Berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi daerah, kajian terhadap tantangan
dan prospek perekonomian daerah serta hasil analisis atas realisasi pendapatan daerah
tahun sebelumnya, maka secara rinci proyeksi target penerimaan daerah dapat
disajikan sebagai berikut:

Tabel 3-2
Realisas dan Proyeks Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Tahun 2019 s.d Tahun 2023
JUMLAH (Rp)
NO URAIAN
TAHUN 2019 *) TAHUN TAHUN BERJALAN PROYEKSI TAHUN | PROYEKSI TAHUN
2020 *) 2021 *¥) 2022 ***) 2023 ***)
(1] 2] 3] (4] (5] (6] 71
4 PENDAPATAN DAERAH
41  |Pendapatan Asli Daerah 94.733312.78000 97.762.243.711,00 83.735.817.702,00 $0.349.892.196,00 86.030.814.409,00
4101 Pendapatan Pajak Daerah 5.899.603.276,00  6.086.829.34500  3.761.400.000,00  5402.000.000,00 4.877.269.313,00
112 Hasil Retribusi Daerah 2936500.000,00  2.202.000.000,00  2.101.875.000,00  1.140.000.000,00  2.125.402.597,00
113 HosilPengelolaanKekayaan 1) ooy 01050000 916266658000 828164270200  8500.000.000,00 9.090.225.000,00
Daerah Yang dipisahkan
114  LfinainPendapatan A 7431456622500 80.310.747.786,00 69.590.900.000,00 65.307.892.196,00 69.937.917.500,00
Daerah Yang Sah
42 Pendapatan Transfer
Pendapatan Transfer
42,01, Pendapatan Transfer 626.559.508.843,00 698.969.508.000,00 661.308.072.000,00 834.554.019.000,00 685.378.810.121,00
111  DanaBagiHasil 14577.102.00000 1091921500000 11.958.420.000,00 13.955.786.000,00 10.069.072.800,00
112 Dana Alokasi Umum 457.812.215.000,00 417.880.380.000,00 420.430.360.000,00 412.621.552.000,00 452.234.064.321,00
114  Dana Alokasi Khusus 168.747.293.843,00, 122.369.719.000,00 43.531.648.000,00 224.301.787.000,00 43.531.648.000,00
115 | DanaDesa 150.793.378.000,00, 181.381.215.000,00 179.544.025.000,00 169.756.703.000,00 179.544.025.000,00
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JUMLAH (Rp)
NO URAIAN
TAHUN 2019 *) TAHUN TAHUN BERJALAN PROYEKSI TAHUN | PROYEKSI TAHUN
2020 *) 2021 *¥) 2022 ***) 2023 ***)

(1] 2] 3] (4] (5] (6] 7]

43  LindainPendapatanDaerah | .0 500 c00000,00 34.000.000.000,00 34.000.000.000,00 - 34.000.000.000,00
Yang Sah

331 |DanaBOS 28.598.600.000,00 34.000.000.000,00  34.000.000.000,00 - 34,000.000.000,00
JUMLAH 958.774.721.211,00 831.438.408.000,00 767.847.097.000,00 914.903.911.196,00 813.755.624.530,00

Sumber : BPKPAD Kabupaten Nias
*)  Angkarealisasi  **) Kondisi APBD Tahun Berjalan **¥) Proyeksi

3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam rangka pemanfaatan sumber daya keuangan pemerintah daerah yang
lebih efektif dan efisien, maka sangat diperlukan penentuan arah kebijakan keuangan
daerah yang meliputi arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja
daerah serta arah kebijakan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan pendapatan daerah lebih difokuskan kepada upaya peningkatan
kemampuan keuangan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah.
Peningkatan ini diperlukan untuk menjaga kesinambungan pelayanan publik
(sustainability public service) dan upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat. Oleh
karenanya pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan
yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Komponen pendapatan daerah Kabupaten Nias tahun 2023 diproyeksikan terdiri
dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah
Yang Sah dengan proyeksi perhitungan yang sama dengan penerimaan dana
perimbangan seperti alokasi tahun 2022 berdasarkan usulan daerah (proposal based)
dan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.

Secara umum dalam rangka optimalisasi penerimaan daerah Kabupaten Nias
Tahun 2023, Pemerintah Daerah senantiasa akan melakukan berbagai upaya dan
terobosan sebagai berikut :

a. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah melalui
pendataan (up-dating) dan pendaftaran subjek dan objek pajak (perluasan dan
peremajaan basis pajak), termasuk rasionalisasi penetapan target berdasarkan
potensi dan kemampuan yang ada.

b. Penataan dan pendataan objek dan subjek PAD dan PBB.

Peningkatan kesadaran dan ketaatan wajib pajak dan retribusi daerah.

0

d. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan
pembagian dana perimbangan.

e. Meningkatkan koordinasi secara sinergis antar Perangkat Daerah di bidang
pendapatan daerah.

f. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Provinsi dalam hal penerimaan dana perimbangan dan bantuan keuangan provinsi.

Penegakan Peraturan Daerah untuk pencapaian target PAD.

Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung penerimaan PAD.

5 0
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3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi
pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja daerah adalah semua
pengeluaran daerah yang mengurangi ekuitas dana, yang mana merupakankewajiban
daerah dalam satu tahun anggaran dengan tidak memperoleh pembayarankembali.
Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan
pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, akuntabel dan berorientasi pada
kinerja (performance oriented).

Komponen Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja
Transfer dan Belanja Tidak Terduga. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran
untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberikan manfaat jangka
pendek, Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap
dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, Belanja
Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan
darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya,
Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk
keperluaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak diprediksi sebelumnya.

Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun 2023 dengan memperhatikan
hasil analisis sumber-sumber penerimaan daerah serta ketentuan tentang prinsip-
prinsip belanja daerah, maka kebijakan belanja daerah diarahkan untuk :

1. Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi
pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, untuk mewujudkan
akuntabilitas perencanaan anggaran, sehingga dicapai efektivitas dan efisiensi
penggunaan anggaran, oleh karena itu penyusunan belanja daerah lebih
mengutamakan pada pencapaian hasil melalui program dan kegiatan.

2. Belanja Daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan
Kabupaten Nias yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana
ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.

3. Penyusunan Belanja Daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka
melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab
Pemerintah Kabupaten Nias.

4. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi
dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi
kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar,
pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum serta memprioritaskan
penuntasan program kegiatan yang belum terselesaikan pada tahun sebelumnya.

5. Belanja Daerah diprioritaskan untuk memberikan kecukupan terlebih dahulu
terhadap kebutuhan belanja yang bersifat fixed cost.

6. Memberikan dukungan yang memadai untuk kegiatan yang berhubungan dengan
peningkatan kesejahteraan rakyat, pengurangan kemiskinan dan pengurangan
resiko bencana.

7. Belanja Daerah diarahkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran
pembangunan yakni:
a) Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif (Good
Governance and Clean Gorvernment);
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b) Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, terjangkau
dan berkeadilan;

¢) Peningkatan kualitas dan ketersediaan Infrastruktur wilayah dan prasarana
daerah;

d) Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat;

e) Mengembangkan kehidupan masyarakat Nias yang religius, berbudaya dan taat
hukum.

8. Pemeratan alokasi belanja program pembangunan yang dilakukan secara
proporsional sesuai kebutuhan dan potensi daerah (prinsip keadilan alokasi
anggaran).

9. Perencanaan lokasi belanja untuk setiap kegiatan dilakukan analisis kewajaran
biaya dikaitkan dengan output kegiatan sehingga program dan kegiatan yang
direncanakan didasarkan pada kebutuhan riil.

10. Penetapan anggaran untuk pengadaan barang inventaris dilaksanakan sesuai

kebutuhan serta dilakukan evaluasi barang yang tersedia sesuai umur ekonomis.

Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Nias tahun 2023 dapat disajikan pada tabel
berikut ini.

Tabel 3-3.
Realisasi dan Proyeks Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun 2019 s.d Tahun 2023
JUMLAH (Rp)
NO URAIAN TAHUN 2019 *) TAHUN TAHUN BERJALAN PROYEKSI TAHUN = PROYEKSI TAHUN
2020 %) 2021 *¥) 2022 **¥) 2023 **¥)
1 2 E) 4 [5) Q) 7
5 BELANJA 1.047.471.880.898,00 861.757.960.476,00 785.106.606.000,00 945.103.911.196,00 945.103.911.196,00
51 | BelanjaOperasi 568.064.476.721,00 521.657.987.686,00 492.903.118.607,00 ]
5.1.1 | Belanja Pegawai 310.723.098.082,00 291.742.198.160,00 307.957.933.616,00
5.12 s:(';”a’f Barang Jasa dan | 15 171900.000,00 195.390.913526,00 144.250.508.991,00
5.15 | Belanja Hibah 4.480000.000,00 33.484.876.000,00  40.694.676.000,00
5.1.6 |Belanja Bantuan Sosial 916.569.527,00  1.040.000.000,00 0
52 | BelanjaModal 229.772.909.112,00 101.690.551.790,00  60.249.894.993,00
53 | Belanja Tidak Terduga 6.000,000.000,00  1.000.000.000,00  8.000.000.000,00
54 | Belanja Transfer 6.000,000.000,00 237.409.421.000,00 223.953.592.400,00

Sumber : BPKPAD Kab. Nias ~ *) Angka Realisasi **) Kondisi/Target APBD Tahun Berjalan ~ ***) Proyeksi

3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Komponen pembiayaan
daerah berdasarkan Permendagri Nomor 59 tahun 2007, jo Permendagri 13 tahun 2006
terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Penerimaan pembiayaan daerah diharapkan dari Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan
kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali
pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan
daerah. Sementara pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana
cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan
Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah
kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman.
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Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi
kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah,
sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus

diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran
pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan
modal.
Tabel 3-4.
Realisas dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Nias Tahun 2019 s.d Tahun 2023
JUMLAH (Rp)
NO URAIAN TAHUN BERIALAN  PROVYEKSI PROVEIS PROVEISI
TAHUN 2019 %) o TAHUN2022 | TAHUN 2023
2020 *¥) TAHUN 2021 xx%) xx%)
[ 2 Bl [ 5] 6l 7
6  PEMBIAYAAN 88.690.659.687,00 30.200.000.000,00  30.200.000.000,00
6.1 | Penerimaan Pembiayaan 93.190.659.687,00 32.350.000.000,00  22.259.509.000,00/ 30.200.000.000,00 30.200.000.000,00
6.1.1 |SiLPA 92.818.154.932,00| 32.250.000.000,00|  22.159.509.000,00 30.000.000.000,00| 30.000.000.000,00
Penerimaan Kembali
6.1.5 | Pemberian Pinjaman 372.504.755,00 100.000.000,00 100.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
Daerah
6.2 |Pengeluaran Pembiayaan 4.500.000.000,00 2.030.447.524,00 5.000.000.000,00 - -
6.2.2 | Penyertaan Modal Daerah 4.500.000.000,00|  2.030.447.524,00  5.000.000.000,00 - -
Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran Daerah Tahun (6.500.000,00) 0 0 - -
Berkenan
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BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Nias bertujuan untuk menjawab
berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat dan memenuhi visi dan misi
daerah. Tentunya implementasi berbagai program maupun kegiatan yang bersifat
prioritas ini tetap memperhatikan kemampuan keuangan (fiscal capacity) daerah
dengan tidak mengabaikan kepentingan prioritas pembangunan lainnya yang
dianggap perlu. Selanjutnya, prioritas pembangunan daerah ini disinkronkan
berdasarkan hasil masukan menurut hasil pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) dari mulai tingkatan terendah yakni Desa, kemudian
Kecamatan, dan Kabupaten dengan tetap mempedomani dari Rencana Kerja
Pemerintah (RKP).

Berpedoman dari kondisi objektif atas pelaksanaan pembangunan tahun-
tahun sebelumnya dan dengan memperhatikan tingkat kemajuan yang dicapai
Tahun 2020, perkiraan pada Tahun 2021 serta mencermati berbagai permasalahan
yang ada, maka pada tahun 2023 dalam rangka pencapaian target kinerja
pemerintah, beberapa prinsip pembangunan daerah antara lain Infrastruktur,
Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan serta
Pemerintahan dan Aparatur.

1. Bidang Infrastruktur;

a. Membuka keterisolasian wilayah khususnya desa-desa yang masih terisolir;

b. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan menuju sentral — sentral
produksi dan objek — objek wisata;
Penataan kawasan ibukota kabupaten;
Optimalisasi pembangunan/Revitalisasi sarana prasarana pemerintahan;
Pengembangan dan fungsionalisasi bangunan irigasi
Perluasan utilitas dasar listrik, air bersih, sanitasi dan komunikasi/internet.

™o o0

2. Bidang Pendidikan;
a. Pemenuhan jumlah, kompetensi dan kualifikasi pendidikan tenaga guru
b. Penyediaan prasarana pendukung pendidikan, utamanya laboratorium dan
perpustakaan
c. Pemenuhan sarana pendukung utamanya meubelair sekolah
d. Sanitasi sekolah (MCK dan air bersih)
e. Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah khususnya pada jenjang SMP

3. Kesehatan, dengan fokus kegiatan :

a) Mengoptimalkan penanganan permasalahan gizi buruk dan gizi kurang
pada balita

b) Peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak

c¢) Alokasi anggaran untuk masyarakat miskin yang mendapat jaminan
kesehatan masyarakat

d) Penurunan angka stunting (kondisi gagal tumbuh tubuh dan otak pada
anak)

e) Pembinaan tenaga kesehatan

f) Fungsionalisasi fasilitas kesehatan dan keaktifan bidan desa

g) Pembangunan jamban sehat berbasis masyarakat
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4. Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan, dengan fokus kegiatan :
a) Pengembangan komoditas unggulan daerah (padi, jagung, dan kopi)
b) Revitalisasi pasar semi modern/tertutup
c) Pengembangan dan penataan kawasan wisata
d) Revitalisasi potensi wisata dan budaya Nias

5. Pemerintahan dan Aparatur, dengan fokus kegiatan :

a) Pencapaian target opini WTP terhadap laporan keuangan

b) Penguatan pemerintahan desa

c) Optimalisasi pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah
untuk perencanaan, keuangan dan barang milik daerah

d) Peningkatan kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah /APIP

e) Optimalisasi pemanfaatan aplikasi pelayanan perizinan dan administrasi
kependudukan

4.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan pembangunan pada dasarnya harus selaras dengan tujuan nasional,
sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehiudpan bangsa dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial. Esensi dasar inilah yang dijadikan landasan dalam merencanakan
pembangunan, baik pembangunan skala nasional maupun lingkup daerah.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan di Kabupaten Nias akan diterjemahkan
dalam berbagai bentuk program unggulan dan prioritas daerah yang akan menjadi
acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menjabarkan capaian dan target
program dan kegiatan tahun 2023. Selain itu prioritas pembangunan daerah
dimaksudkan untuk menjaga percepatan pencapaian prioritas dan sasaran
pembangunan nasional.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah merupakan suatu kondisi ideal
yang ingin dicapai pada akhir periode dimana upaya pencapaiannya dilakukan
dengan memenuhi sasaran yang telah ditentukan. Guna tercapainya sasaran
pembangunan yang efektif dan efisien, harus didukung oleh strategi pembangunan
yang ideal dan tepat sasaran. Ketiga hal tersebut nantinya akan menjadi acuan
penyusunan program unggulan dan prioritas pembangunan daerah di Kabupaten
Nias tahun 2023. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Nias
tahun 2023 dapat terlihat pada table berikut.
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Tabel 4-1
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten NiasTahun 2023

Tuiuan Indikator Tujuan dan
J Indikator Sasaran
(1] (2]

3] [4] 5] (1]
1  Desa 1.1 Terwujudnya penyediaan 1.1.1 Indeks Poin 0,329
Terakses, infrastruktur dasar wilayah Ketimpangan
Ibukota yang berkualitas dan Wilayah
Terurus berwawasan lingkungan serta

penataan fungsi ibukota
secara fisik dan non-fisik

1A. | Meningkatnya 1A.1  Persentase % 87,06
kualitas wilayah terisolir
infrastruktur yang terentaskan
wilayah
1A.2  Persentase % 37,50
Infrastruktur

Jalan Kabupaten
Status Mantap

1.1.2 Indeks Reformasi Nilai 59,00
Birokrasi
1B. Meningkatnya 1B.1  Indeks Kualitas Angka 0,0085
keberadaan ruang Lingkungan
kota dan Hidup
lingkungan hidup
kota yang nyaman
dan berkualitas
1C. Meningkatnya 1C.1  Nilai SAKIP Nilai / B
kapasitas dan Kategori

akuntabilitas
kinerja birokrasi

1C.2  Opini BPK
terhadap
Laporan Predikat WTP
Keuangan
Daerah
1C.3 Persentase % 81,81
Perangkat
Daerah dengan
nilai IKM baik

2 Kesehatan, 2.1 Membangun masyarakat 2.1.1 Indeks Nilai 62,27
Pendidikan Kabupaten Nias yang Pembangunan
dan mempunyai kualitas Manusia
Sumber kesehatan, pendidikan dan
Daya keterampilan (sesuai bidang)
Manusia yang unggul
Beranjak
2A. Meningkatnya 2A.1 Indeks Angka 0,586
kualitas Pendidikan
pendidikan
masyarakat
2B. Meningkatnya 2B.1  Indeks Angka 0,766
derajat kesehatan Kesehatan
masyarakat
3  Petani, 3.1 Terciptanya pertumbuhan 3.1.1 Laju Y% 3,25
Peternak ekonomi kerakyatan yang Pertumbuhan
dan maju, berkelanjutan dan Ekonomi
Nelayan berkeadilan
Produktif
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Indikator Tujuan dan

Indikator Sasaran

[1] 2] 3] [4] [5] [10]
3A. Meningkatnya 3A.1 Nilai Tukar Angka 103,214
produktifitas Petani
komoditi
masyarakat
3.1.2  Indeks Gini Poin 0,2504
3B. Meningkatnya 3B.1  Pengeluaran Rp. 608.220
perekonomian Perkapita
masyarakat
3.1.3  Persentase % 16,15
Penduduk
Miskin
3C. Meningkatnya 3C.1 Tingkat % 3,40
kesempatan kerja Pengangguran
Terbuka

Sumber : RPIMD Kabupaten Nias Tahun 2021-2026

4.3. Pembangunan daerah

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan
komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran
RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif strategi
juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi,
dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja menggagendakan
aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan
menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk
di dalamnya wupaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem
manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Sementara arah kebijakan
adalah pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar lebih
terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun selama 5 (lima)
tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki
fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi pembangunan Kabupaten Nias
Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :
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Tabel 4 - 2

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Nias

VISI : “ KABUPATEN NIAS MAJU”

TUJUAN

| SASARAN

| STRATEGI

MISI1:

Desa Terakses, Ibukota Terurus

L. ewujudkan penyediaan
infrastruktur dan prasarana
fisik wilayah desa secara

merata dan berwawasan
lingkungan

2.Percepatan pembangunan
sarana dan prasarana
pemerintahan serta
penataan Ibukota

Kabupaten Nias yang baru

1.Meningkatnya pemenuhan
kebutuhan infrastruktur desa

2.Meningkatnya kualitas pengelolaan
lingkungan hidup

3.Meningkatnya kualitas
publik

pelayanan

. Pemenuhan infrastruktur dasar

. Peningkatan konektivitas dan

. Peningkatan ketersediaan dan

. Prioritas penanganan jalan

. Penyediaan alat berat gratis

. Perluasan jangkauan utilitas

wilayah yang
berkelanjutan

terpadu dan

pertumbuhan wilayah melalui
pembangunan jalan/jembatan
di wilayah terisolir dan pusat —
pusat pertumbuhan ekonomi
kondisi layanan sarana
prasarana dasar wilayah

strategis yang
menghubungkan Kabupaten
Nias dan Kabupaten/Kota
tetangga (Kabupaten Nias
Selatan dan Kabupaten Nias
Barat)

di setiap kecamatan
dasar listrik, air Dbersih,

sanitasi dan telekomunikasi/
internet

MISI 2 :

Kesehatan, Pendidikan dan Sumber Daya Manusia Beranjak

1.Mewujudkan peningkatan
kualitas hidup mayarakat
yang tinggi dan berdaya saing

1.Meningkatnya kualitas
penyelenggaraan Pendidikan
2.Meningkatnya derajat kesehatan

masyarakat

1.

2.

10. Manajemen

Peningkatan kualitas
saing SDM
Peningkatan  penyelenggaraan
pendidikan yang merata
berkeadilan dan terjangkau
Peningkatan mutu
keunggulan pendidikan
Peningkatan akses pelayanan
kesehatan dasar dan rujukan
yang bermutu, merata dan
terjangkau
Peningkatan kondisi kesehatan
lingkungan/permukiman yang
bersih dan sehat
Perbaikan manajemen Gury
ASN dan Non ASN
Pelatihan Keterampilan bagi
lulusan SMK dan SMA berbakat
Penyediaan layanan ambulans
gratis yang tetap standby on cal
di setiap puskesmas
Peningkatan kualitas pelayanan
puskesmas, puskesmas
pembantu dan jaringannya
Kesehatan
tanggap

daya

dan

Masyarakat  yang
terhadap wabah

3. Meningkatnya pemberdayaan

1. Pengarusutamaan Gender
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VISI : “ KABUPATEN NIAS MAJU”

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

perempuan dan kesetaraan gender

2. Peningkatan akses dan
kesempatan yang berpihak
kepada isu perempuan dan
gender

“#. Meningkatnya peran serta pemuda

1.Peningkatan
wirausaha muda

2.Peningkatan pembinaan dan

pemasyarakatan olahraga

kompetensi

3. Meningkatkan pemerataan
kesejahteraan masyarakat

1. Meningkatnya

pendapatan
masyarakat

1. Penanggulangan Kemiskinan

2. Meningkatkan kapasitas SDM
terhadap pengembangan
produk unggulan daerah

3.Memberikan akses teknologi,
pemasaran dan permodalan

MISI 3 : Petani, Peternak dan Nelayan Produktif

1. Mewujudkan peningkatan
kualitas petani, peternak
dan nelayan yang mandiri
dan berdaya saing

1. Meningkatnya

perekonomian
masyarakat melalui pengembangan
sektor perkebunan dan disesuaikan
dengan produk unggulan daerah

1.Penguatan dan pengembangan
destinasi pariwisata

. Optimalisasi

Rencana Induk
Kepariwisataan Kabupaten Nias
(Wisata Bahari, Wisata Alam, Wisata
Rumah Tradisional dan Wisata
Diferensiasi/Kekhasan)

2.Mengembangkan sentra
industri kreatif
3.Meningkatkan jumlah

industri pengolahan kecil dan

. Meningkatnya

partisipasi
masyarakat dalam membangun
desa melalui program inovasi desa

menengah  serta  industri
rumah tangga berbasis
sumber daya lokal

.Meningkatkan pengetahuan

dan kemampuan SDM Petani
Peternak dan Nelayan
5.Pengaturan tanam

. Memperkuat Gerakan Ketahanan

Pangan Nasional dan Daerah

berkesinambungan padi
sawah, dukungan alat, bibit
dan perbaikan manajemen

pupuk bersubsidi
6.Peningkatan produktivitas
perkebunan melalui bantuan
peralatan, penataan lahan
serta memaksimalkan peran
balai penyuluhan
7.Peningkatan produktivitas
sumber daya ekonomi
kelautan melalui penyediaan
peralatan bagi nelayan serta

peningkatan keterampilan
tangkap, pengolahan dan
pemasaran

8.Peningkatan peran Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah

(UMKM) sehingga memiliki
daya tarik bagi pelaku
ekonomi

Berdasarkan table di atas, terlihat jelas bahwa pencapaian sasaran
pembangunan (RPJMD) ditentukan oleh keberhasilan dalam perumusan strategi
yang kemudian ditindaklanjuti dengan realisasi pelaksanaan strategi sebagai
prioritas pembangunan (strategy focused organization) lima tahun mendatang.
Dalam manajemen kinerja, prioritas pembangunan merupakan salah satu teknik
untuk mengarahkan perhatian birokrasi terhadap fokus utama pembangunan
daerah. Untuk itu, strategi pembangunan dijadikan sebagai prioritas
pembangunan daerah lima tahun ke depan. Penjelasan masing-masing prioritas
pembangunan sebagai berikut :
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1. Strategi : Sinkronisasi Pembangunan Desa dengan Program Kabupaten

Perumusan rencana pembangunan desa dapat dimulai dengan
menganalisis kondisi yang ada (dapat berupa potensi, masalah) dan tren
perkembangannya. Kemudian menganalisis kebutuhan fasilitas desa dan isu
strategis desa yang dapat diangkat untuk program pembangunan desa. Pada
tahap ini, penyusunan rencana program pembangunan desa perlu mengacu
pada dokumen penataan ruang kabupaten agar sejalan (sinkron) dengan arah
kebijakan rencana kabupaten. Peran aktif masyarakat dalam memberikan
masukan mengenai isu lokal desa (kebutuhan fasilitas, menangani masalah
anggaran krusial dan potensi desa yang dapat dikembangkan), menjadi input
penting dalam perumusan rencana program pembangunan desa ini

Rencana pembangunan desa yang sesuai dengan dokumen rencana
penataan ruang kabupaten dengan memperhatikan muatan-muatan yang
berkaitan dengan lokasi dan fokus pengembangan dalam dokumen rencana
penataan ruang kabupaten. Penyesuaian ini dilakukan dengan mengacu pada
dua aspek yang terdapat dalam RTRW Kabupaten, yaitu: tujuan, kebijakan dan
strategi penataan ruang; serta arahan pemanfaatan ruang yang merupakan
turunan dari rencana struktur dan pola ruang. Visi-Misi yang akan dimuat
dalam RPJM Desa harus berpedoman pada tujuan, kebijakan dan strategi
penataan ruang dalam RTRW agar sejalan dan tidak menimbulkan konflik.
Kemudian, rencana pembangunan yang akan dilakukan berpedoman pada
arahan pemanfaatan ruang dalam RTRW agar tidak terjadi konflik pemanfaatan
ruang.

Penyelarasan dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana
program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota yang akan masuk ke
Desa. Rencana program dan kegiatan dikelompokkan menjadi bidang
penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

2. Strategi : Pengutamaan Cost-Benefit setiap Program Pembangunan

Definisi cost benefit adalah suatu proses pengolahan informasi yang
digunakan untuk menilai tujuan yang berguna dan memberikan pilihan
penyelesaian masalah melalui pengujian produk dan pengeluaran biaya dalam
suatu kegiatan. Pendekatan Analisis Biaya Manfaat bisa digunakan untuk
dengan cara menghitung total biaya yang dibelanjakan dengan keuntungan
yang akan diperoleh. Analisis bisa digunakan dalam menghitung jumlah
fasilitas pendidikan serta kualitas tenaga pengajar yang ada di pedesaan.
Kondisi ini juga diperburuk dengan kualitas pengelolaan dan pembinaan
pendidikan yang belum tepat. Dengan kualitas pendidikan di daerah pedesaan
yang masih rendah dapat memperlambat kemajuan daerah pedesaan.
Peningkatan pelayanan kesehatan juga masih menjadi masalah yang belum
tertangani secara maksimal. Pengelolaan dan pembinaan terhadap bidang
kesehatan masih membutuhkan pembenahan. Terbatasnya anggaran yang
tersedia juga merupakan masalah tersendiri. Mengingat biaya dalam
Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan tinggi. Reformasi pelayanan
kesehatan dan akses yang mudah bagi masyarakat untuk menikmati layanan
kesehatan harus segera dibenahi.

Kebutuhan terhadap bidang pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Nias
masih besar, sehingga perbaikan pengelolaan dan pembinaan bidang
pendidikan dan kesehatan harus dilakukan secara menyeluruh dan
berkelanjutan. Pengelolaan dan pembinaan bidang pendidikan dan kesehatan
harus lebih cermat dengan mengedepankan langkah-langkah yang mengarah
pada peningkatan kualitas mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan.
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3. Strategi : Manajemen SDM Pemerintahan yang Berbasis Kinerja

Majunya suatu wilayah tidak lepas dari peran Pemerintah Dalam
mengelola pembangunan wilayah tersebut. Oleh karena itu, pemerintahan
harus menjalankan pemerintahan yang baik (Good Governance). Pemerintahan
yang baik pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses
pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan
secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh Pemerintah, warga
negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahaan dalam suatu
negara. Reformasi birokrasi meliputi beberapa aspek tentang pelayanan
masyarakat, peningkatan kinerja, dan penegakan hukum. Dalam melakukan
reformasi birokrasi, Pemerintah melakukan pembenahan sistem birokrasi,
mulai dari penataan kewenangan, prosedur operasi standar, kerjasama, sinergi,
dan integrasi organisasi, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dalam menjalankan
pemerintahan yang baik dan benar tersebut, tidak terlepas dari efektivitas SDM
sebagai salah satu unsur yang memegang peranan penting dalam usaha
mencapai tujuan suatu negara. Sehingga dengan SDM yang profesional
diharapkan tujuan negara dapat diwujudkan. Pemerintah Daerah yang ditopang
oleh aparatur dengan kinerja baik, bertanggung jawab, serta menguasai ilmu
pengetahuan dan teknologi, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan
yang bersih, transparan, profesional, dan efektif dalam menjalankan tugasnya.
Kondisi ini diharapkan mampu menjamin kinerja Pemerintah dalam
menciptakan pelayanan publik yang prima serta menciptakan kepastian hukum
dan akuntabilitas publik. Di samping itu, birokrasi pemerintahan daerah tidak
hanya menitikberatkan kepada kualitas atau kinerja aparatur, namun juga
kepada kelembagaan dan ketatalaksanaan. Pemantapan tata kelola
pemerintahan yang lebih baik dilakukan melalui terobosan kinerja secara
terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan
transparan disertai peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh
efisiensi struktur Pemerintah Daerah, kapasitas pegawai Pemerintah yang
memadai dan data kependudukan yang baik. Selanjutnya dalam rangka
meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang transparan
dan akuntabel diperlukan opini dari Badan Pemeriksa Keuangan yang
bertujuan untuk memberikan pendapat atau opini atas kewajaran informasi
keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara dimana pemberian opini tersebut didasarkan atas
kriteria kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan,
kecukupan pengungkapan (adequates disclosures), kepatuhan terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian
intern.

4.4. Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Sesuai dengan Pasal 78 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Ayat 2 dan 3
ditegaskan bahwa DPRD memberikan saran dan pendapat berupa Pokok — pokok
Pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan
perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan
pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah
tentang RPJMD. Saran dan pendapat dimaksud disampaikan secara tertulis kepada
Kepala Bappeda.
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Prioritas pembangunan daerah selain bersumber dari berbagai permasalahan
yang dihadapi masyarakat dan memenuhi visi dan misi daerah, perlu juga dilakukan
penelaahan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD.
Penelahaan dimaksudkan untuk mengkaji kemungkinan dijadikan sebagai masukan
dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan
prioritas pembangunan daerah.

Beberapa permasalahan yang disampaikan di dalam Pokok-pokok Pikiran DPRD
untuk pencapaian target pembangunan Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

Tabel 4 - 3.
Program, Kegiatan dan Permasalahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten dalam
Pembangunan Tahun 2023

NO. PROGRAM KEGIATAN PERMASALAHAN

(1] (2] 3] [4]
PROGRAM Pengelolaan 1 SDN 078524 Bobozioli Loloanaa Kekurangan Ruang
PENGELOLAAN Pendidikan Belajar sementara setiap tahun jumlah siswa
PENDIDIKAN Sekolah Dasar meningkat
2 penambahan RKB baru karena kekurangan ruang

kelas belajar, adanya peningkatan jumlah murid,
sebagian gedung sekolah tidak dapat digunakan
lagi/rusak

3 Semakin bertambah banyaknya jumlah siswa,
sehingga siswa merasa kekurangan ruang belajar
sesuai dengan SPM yang berlaku

4 Kurangnya RKB yang diakibatkan banyaknya rombel
di SD N Hililaza Desa Fatodano

5 pembangunan toliet di SD karena tidak ada toilet
disekolah tersebut

6 pembangunan toilet di sekolah SD akibatnya tidak
ada toilet maka terjadinya pencemaran lingkungan,
lingkungan sekolah tidak bersih

7 Tidak pernah dibangun MCK di SDN 078060 Desa
Sihare'o III

8 akkibat semakin bertambahnya jumlah siswa SD
Negeri 074051 Sisarahili sehingga mengakibatkan
kekurangan MCK yang dapat digunakan untuk
buang air besar/kecil

9 akkibat semakin bertambahnya jumlah siswa SD
Negeri 071059 Hilibadalu Kecamatan Sogaeadu
sehingga mengakibatkan kekurangan MCK yang
dapat digunakan untuk buang air besar/kecil

10 | Sering terjadinya kecelakaan lalu lintas yang
menimpa anak-anak yang sekolah di SD Negeri
077785 Tuhembuasi

11 | Tidak terpenuhinya sarana pendukung di sekolah
(pagar) yang mengakibatkan siswa/siswi keluar
masuk wilayah Sekolah pada waktu pembelajaran
berlangsung

12 | Halaman SD Negeri 074051 Sisarahili Kecamatan
Sogaeadu Kab. Nias sering dilewati oleh masyarakat
dan binatang peliharaan warga sekitar sering
memasuki lokasi sekolah tersebut sehingga dapat
menggangu pelaksanaan proses belajar mengajar
13 | Semakin bertambahnya jumlah siswa dari tahun ke
tahun sehingga mengakibatkan kekurangan ruang
belajar bagi siswa

Pengelolaan 1 Semakin bertambahnya jumlah siswa dari tahun ke
Pendidikan tahun sehingga mengakibatkan kekurangan ruang
Sekolah belajar bagi siswa

Menengah

Pertama

2 Kurangnya RKB yang diakibatkan banyaknya rombel
di SMP N 2 Ulugawo

3 Kurangnya Fasilitas MCK di Lingkungan SMPN 1
Hiliserangkai

4 Akibat semakin bertambahnya jumlah siswa SMP
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NO. PROGRAM KEGIATAN

(1]

[2]

3]

PERMASALAHAN

[4]

Negeri 2 Sogaeadu sehingga mengakibatkan
kekurangan MCK yang dapat digunakan untuk
buang air besar/kecil

Halaman SMP Negeri 2 Sogaeadu yang terletak di
Dusun II Desa Hilibadalu Kecamatan Sogaeadu Kab.
Nias sering dilewati oleh masyarakat dan binatang
peliharaan warga sekitar sering memasuki lokasi
sekolah tersebut sehingga dapat menggangu
pelaksanaan proses belajar mengajar

Pengelolaan
Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD)

Semakin bertambahnya jumlah murid PAUD KB
ANAK BANGSA dari tahun ke tahun, sehingga
mengakibatkan kekurangan ruang belajar yang telah
disediakan oleh penyelenggara

pembangunan gedung TK KRISTEN EMANUEL
karena gedungnya tidak ada

Masyarakat terlebih-lebih anak yang masih duduk
dibangku sekolah termasuk anak-anak yang sekolah
di PAUD KB ANAK BANGSA dan SD sekitar
mengalami kesulitan dalam buang air besar/air kecil
akibat ketidaktersediaanya MCK/jamban yang layak
untuk digunakan. Dalam hal ini, termasuk
masyarakat yang datang mengikuti pertemuan
setiap ada rapat di Desa karena lokasi ini dekat
dengan Balai Adat Desa Orahua

PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

Penyediaan
Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan
untuk

UKM dan
UKP
Kewenangan
Daerah
Kabupaten /Kota

rehabilitasi total pustu karena gedungnya sudah
rusak tidak dapat digunakan lagi

Tidak amannya fasilitas Poskesdes akibat tidak ada
pagar

PROGRAM
PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR
(SDA)

Pengelolaan
SDA dan
Bangunan
Pengaman
Pantai pada
Wilayah Sungai
(WS) dalam 1
(Satu)

Daerah
Kabupaten /Kota

lanjutan pembangunan perkuatan tebing disungai
salawa, longsor dan merusak fasilitas umum

tanah longsor sehingga fasilitas umum rusak di
gereja BNKP Holi resort 4 Kecamatan Ulugawo

lanjutan pembangunan bronjong disungai atelasa
karena longsor, merusak fasilitas umum

Telah terjadinya longsor di tebing Sungai Na'"ai
Dusun I

Rusaknya fasilitas atau Gedung Sanggar Seni dan
Gelanggang Remaja akibat terjadinya longsor tanah
disekitarnya

pembangunan bronjong disungai maeso dimana
mudah longsor, dan merusak fasilitas umum

pembangunan TPT di SD 078509, longsor dan
merusak fasilitas umum

Lanjutan pembangunan 9tembok penahan, sehingga
tanah rawan longsor, merusak fasilitas umum

Tapak/lokasi gedung Gereja Katolik Desa Tuhegafoa
I Kecamatan Botomuzoi Kabupaten Nias sudah
mulai mengalami longsor

10

Tanah di sekitar lokasi SMP Negeri 3 Botomuzoi
mengalami longsor

11

Lokasi gedung SD Negeri No. 078520 Balodano
Kecamatan Ma’u sering mengalami longsor

12

tanah longsor mengakibatkan failitas umum rusak
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13

Tembok Penahan jalan dihalaman Gedung SDN No
076438 Hiligodu Somolo-molo belum ada dan
semakin longsor akibat hujan, longsor sudah
memakan badan jalan mendekati gedung sekolah

14

Lokasi gedung SD Negeri 074051 Sisarahili
Kecamatan Sogaeadu Kab. Nias mengalami longsor
terutama di bagian belakang gedung akibat tidak
adanya tembok penahan tanah (TPT) ataupun
bronjong

15

pembangunan bronjong disungai Fauro I karena
longsor,merusak fasilitas umum

16

pembangunan bronjong didepan SMP Negeri 2
karena longsor, merusak fasilitas umum

17

Bronjong di Sungai Yoo sepanjang pemukiman
warga Dusun 3 Desa Hiliotalua sangat mendesak,
berpotensi longsor dan merusak rumah warga

PROGRAM
PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN
SISTEM
PENYEDIAAN AIR
MINUM

Pengelolaan
dan
Pengembangan
Sistem
Penyediaan Air
Minum (SPAM)
di Daerah
Kabupaten /Kota

Tidak pernah di bangun sarana air bersih di Desa
Sihare'o III

Masyarakat di Dusun II Desa Orahua Kecamatan
Bawolato sangat kesulitan untuk mendapatkan air
bersih akibat kerusakan yang terjadi pada pipa
induk dan pipa-pipa penyalur air bersih di rumah
masing-masing warga

Tidak adanya sarana air bersih di Desa Fatodano,
yang mengakibatkan sulitnya masyarakat
mendapatkan air bersih

Masyarakat di Desa Hilinaa Tafuo merasa sangat
kesulitan mendapatkan air bersih untuk keperluan
minum dan masak karena prasarana air bersih tidak
tersedia

Masyarakat Desa Hilibadalu Kecamatan Sogaeadu
Kabupaten Nias secara keseluruhan (Dusun I, II, III)
merasa kesulitan untuk mendapatkan air minum
karena prasarana air bersih belum tersedia

kurangnya kebutuhan masyarakat Desa Otalua
akan kebutuhan air bersih untuk kebutuhan sehari-
hari yang sesuai dengan standar kesehatan dan
mengantisipasi musim kemarau panjang yang
menimbulkan kurangnya kebutuhan air masyarakat,
maka untuk itu sangat dibutuhkan pembangunan
tampungan air

Kurangnya kebutuhan masyarakat akan air bersih
yang sesuai dengan standar kesehatan dan
mengantisipasi terjadinya musim kemarau yang
berlangsung lama. Oleh karenanya masyarakat
sangat membutuhkan pembangunan penampungan
air bersih

Di Desa lawa-lawa pada musim kemarau
masyarakat antusias mencari air bersih sehingga
seminggu kemarau maka masyarakat susah
mendapatkan air bersih dengan ini kami
mengajukan kepada pemerintah

PROGRAM
PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN
SISTEM DRAINASE

Pengelolaan dan
Pengembangan
Sistem Drainase
yang Terhubung
Langsung
dengan Sungai
dalam Daerah
Kabupaten /Kota

Air tergenang, air dapat merusak fasilitas umum
dengan hal itu harus adanya penangganan khusus
dalam pembangunan drainase di dusun I lolozasai

pembangunan drainase dari jalan karena air mudah
tergenang, dapat merusak fasilitas umum, air tidak
mengalir dengan lancar
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pembangunan box calver karena aliran air tidak
lancar dan juga dapat merusak fasilitas umum

Tergenangnya air di dusun dua desa Tetehosi

Air tergenang dan sering banjir yang mengakibatkan
rumah warga sering kebanjiran dan sering
menimbulkan penyakit akibat tergenangnya air

Belum terbangunnya Parit Beton di Sungai
Simandraolo Perbatasan Desa Saitagaramba-Baruzo

Derasnya gerusan air yang mangakibatkan Sering
terjadi genangan air

Air tergenang dan sering banjir yang mengakibatkan
banjir di rumah warga.

Air tergenang dan sering banjir yang mengakibatkan
rumah warga kebanjiran dan menimbulkan penyakit
akibat tergenangnya air.

10

Air tergenang dan sering banjir yang mengakibatkan
rumah warga sering mengalami kebanjiran setiap
musim hujan

11

air tergenang dan sering banjir yang mengakibatkan
rumah warga sering kebanjiran setiap musim hujan

12

pembangunan parit gendong depan gereja bukit sion
karenaaliran air tidak lancar, mudah tergenang air

13

Sering terjadinya banjir di Dusun II Buhao

14

Rusaknya jalan karena tergenang air akibat tidak
adanya saluran air di pinggir jalan

15

lanjutan pembangunan parit beton dilingkungan
kantor pemerintahan daerah kabupaten nias, karena
air tergenang, aliran tidak lancar

16

Sering terjadinya banjir yang mengakibatkan
kerusakan jalan Kabupaten dari Desa Hilibadalu
Kecamatan Sogaeadu menuju Desa Hiligogowaya
Maliwaa Kecamatan Idanogawo, maka sangat
diperlukan adanya tembok penahan tanah mulai
dari Dusun II Desa Hilibadalu tepatnya dari depan
rumah Yusama Lombu sampai ke Sungai Saera dan
Sungai Sinizi begitu juga halnya dengan depan
rumah Ama Sitia Lombu sampai ke Sungai Saera
dan Sungai Sinizi

17

Sering terjadinya luapan air akibat banjir di Sungai
Saera begitu juga halnya dengan Sungai Sinizi yang
dapat menimbulkan kerusakan pada badan jalan
Kabupaten dari Dusun II Desa Hilibadalu
Kecamatan Sogaeadu menuju Desa Hiligogowaya
Maliwaa Kecamatan Idanogawo

18

Menghindari terjadinya banjir dilingkungan Gereja
dan rumah warga

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
JALAN

Penyelenggaraan
Jalan
Kabupaten/Kota

Jalan belum terakses, desa terisolir, tidak bisa
dilewati kendaraan sehingga diusulkan untuk
pembangunan jalan lolozasai bayo menuju desa
soewe

jalan belum terakses, jalan belum selesai dibangun
tidak bisa dilalui oleh kendaraan sehingga adanya
lanjutan pembangunan jalan

pembangunan jembatan belly karena masyarakat
sulit untuk melintas/beraktivitas kalau arus sungai
semakin bertambah /banjir, kendaraan sulit untuk
melewati sungai, aktivitas masyarakat bisa terbatas

lanjutan pembangunan jalan karena jalan belum
terakses dan tidak dapat dilewati oleh kendaraan

lanjutan pembangunan jalan karena jalan belum
terakses,, kendaraan tidak bisa lewat.

Belum terbangunnya akses jalan

Belum terbangunnya akses jalan dari desa bobozioli
menuju desa otalua

Tidak adanya akses jalan penghubung antar desa

Belum terbangunnya jalan Dari Desa Baruzo Menuju
Jalan Kantor Bupati Nias

10

Belum terbangunnya akses jalan Dari Desa
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Hilimbana Menuju Desa Baruzo

11

Agar dilanjutkan Pembangunan Jalan Pendidikan
Menuju Kantor Bupati Nias

12

Sulitnya masyarakat untuk membawa hasil
pertanian dan juga mendorong masyarakat kembali
mengolah lahan tidur untuk diproduksi kembali

13

Tidak terhubungnya akses jalan yang
mengakibatkan kesulitan warga masyarakat setiap
musim hujan

14

pembangunan jalan huno hou prioritas karena
daerah masih terisolir, akses jalan tidak ada

15

pembangunan jalan karena daerah terisolir dan juga
jalan belum terakses

16

lanjutan pembangunan jalan karena belum akses
jalan, dan daerah terisolir

17

pembangunan jalan koge karena jalan belum
terakses, juga masih daerah terisolir

18

lanjutan pembangunan jalan dimana jalan belum
terakses, daerah terisolir, tidak bisa dilewati
kendaraan

19

lanjutan pembangunan jalan karena jalan belum
terakses, daerah terisolir, jalan rusak

20

lanjutan pembangunan jalan karena jalan belum
terakses, daerah terisolir, tidak bisa dilewati
kendaraan

21

lanjutan pembangunan jalan karena jalan belum
terakses, daerah terisolir,

22

lanjutan pembangunan jalan omasido gotong royong
karena daerah terisolir, jalan belum terakses

23

Masyarakat mengalami kesulitan dalam
memasarkan hasil-hasil pertanian akibat tidak
tersedianya akses jalan yang mendukung

24

Tidak terseidanya badan jalan antara Dusun II Desa
Tiga Serangkai Maliwaa Kecamatan Idanogawo
menuju Dusun II Desa Lauri Kecamatan Sogaeadu
sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam
mengangkut serta memasarkan hasil-hasil
pertanian. Oleh karena itu, di lokasi ini sangat
diperlukan pembukaan badan jalan

25

Masyarakat mengalami kesulitan dalam mengangkut
serta memasarkan hasil pertanian akibat
ketidaktersediaan badan jalan dari Dusun II Desa
Tiga Serangkai Maliwaa menuju Luaha Naai Desa
Maliwaa Kecamatan Idanogawo

26

Masyarakat Dusun II Desa Tiga Serangkai Maliwaa
merasa kesulitan mengangkut hasil-hasil pertanian
serta memasarkannya karena belum ada jembatan
penghubung jalan dari Dusun II Desa Tiga Serangkai
Maliwaa. Oleh karena itu sangat dibutuhkan adanya
box culver

27

Sulitnya akses bagi masyarakat untuk memasarkan
hasil pertanian dan anak-anak untuk bepergian ke
sekolah setiap hari akibat tidak tersedianya jalan
yang dapat dilewati oleh kendaraan roda 2 di Dusun
II Desa Oladano menuju Desa Bobozioli Loloanaa
Kecamatan Idanogawo

28

lanjutan pembangunan jalan setapak, sulitnya akses
jalan kendaraan, daerah terisolir

29

Tidak adanya akses jalan masyarakat yang mau
berwisata/berkunjung ke Objek Wisata Handro-
Handro Desa Hilimbowo

30

Sulitnya akses dari jalan produksi menuju Kantor
Camat Ulugawo, sehingga masyarakat sering
mengalami kesulitan untuk berkunjung ke Kantor
Camat dimaksud

31

Tidak tersedianya akses jalan dari Desa Hilinaa
Tafuo Kecamatan Idanogawo menuju Desa Tagaule
(Dusun Lawalo) sehingga masyarakat merasa
kesulitan dalam mengangkut hasil pertanian dan
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anak-anak untu bepergian ke sekolahnya

32

Tidak tersedianya badan jalan serta perkerasan jalan
di Dusun II Langi-langi Desa Hilibadalu Kecamatan
Sogaeadu sehingga mengakibatkan kesulitan bagi
masyarakat untuk mengangkut hasil-hasil pertanian

33

Belum tersedianya akses jalan yang
menghubungkan Desa Sisobahili Kecamatan Gido
(yakni : Dusun II) menuju Desa Lewalewa
Kecamatan Somolo-Molo sehingga masyarakat
mengalami kesulitan untuk mengangkut dan
memasarkan hasil pertanian di Ibukota Kecamatan
Gido yang merupakan Ibukota Kabupaten Nias
begitu juga dengan anak-anak untuk bepergian
mengikuti proses belajar mengajar di sekolahnya

34

belum terbangunnya jalan sehingga masyarakat
kesulitan dalam pengangkutan hasil pertanian

35

belum terbangunnya jalan yang berada di Dusun 3
Huno Kecamatan Somolo-molo

36

sulitnya masyarakat desa untuk pengangkutan hasil
pertanian dan perkebunan, karena tidak bisa dilalui
roda dua dan roda empat

37

Belum terbangunnya akses jalan Dari Desa
Hilimbowo menuju Desa Hilibadalu Kec. Ulugawo
yang ada Pariwisata Air Terjun Hando-Hando

38

lanjutan pembangunan perkerasan jalan karena
tidak ada akses jalan.

39

lanjutan pembangunan jalan yang masih belum
terakses, daerah terisolir, kendaraan tidak bisa
melewati

40

Terputusnya jalan alternative akibat longsor pada
tanggal, 18 Desember 2021 di dusun II

41

Di desa lawa-lawa masih ada jalan yang belum di
lalui roda kendaraan dua dan roda empat menuju
Desa Muzoi Kecamatan Muzoi

42

Pembangunan jalan dari Desa Hilizia Lauru dusun I
menuju Desa Hiliwaele II Kecamatan Botomuzoi
Permasalahannya adalah tidak tertampung untuk
usulan tahun ini di sebabkan karna telah terbatasi
oleh usulan prioritas sebelumnya

43

Pemeliharaan dan lanjutan jalan lauru dari Dusun II
Desa Hilizia Lauru menuju Desa Lolowua Kecamatan
Hiliserangkai tidak tertampung untuk usulan tahun
ini disebabkan karena telah terbatasi oleh usulan
prioritas sebelumnya

44

Memudahkan akses jalan perbatasan Desa Awela
Kecamatan Hiliserangkai dengan Desa Orahili Idanoi
(Simpang Tiga Emas) menuju perbatasan Desa
Lolofaoso melalui Dusun V dan Dusun III Desa
Orahili Idanoi dhi. dimulai dari Dusun V

45

Membuka daerah terisolir dan memudahkan akses
jalan menuju Ibukota Kabupaten Melalui Desa
Fadroro Hunugoa, Lolofaos, Orahili Idanoi
Kecamatan Hiliserangkai menuju Desa Atua Luo
Kecamatan Mau. dhi dimulai dari Dusun I (satu)
menuju Dusun II (dua) Desa

Lolofaoso yang berbatasan

46

Teraksesnya jalan menuju ibu kota kabupaten nias
dan jalan antar desa

47

Terhubung akses jalan antar desa dan ibu kota
kabupaten nias

48

pembangunan jembatan hou karena sungai tidak
bisa dilalui kalau banjir, rawan banjir, masyarakat
tidak bisa beraktivitas disebrang sungai kalau banjir

49

Masyarakat sering mengalami kesulitan dalam
mengangkut serta memasarkan hasil pertanian juga
anak-anak yang sedang duduk dibangku sekolah
untuk bepergian ke sekolah akibat tidak tersedianya
jembatan di Sungai Buakhe yang menghubungkan
jalan dari Dusun II menuju Dusun III Desa Hiliwaele
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I Kecamatan Botomuzoi serta dari Desa Banua
Banua Sibohou Kecamatan Botomuzoi dan
sebaliknya.

50

Belum terhubungnya akses jalan masyarakat antara
Desa Lewuoguru II dan Lowuombanua akibat belum
adanya jembatan penghubung karena kedua Desa
dimaksud berbatasan dengan Sungai Ma'"u. Oleh
karena itu, masyarakat sangat mengharapkan
adanya pembangunan jembatan gantung di Sungai
Mau dimaksud

51

Jembatan Sungai Yo'"o penghubung antara Desa
Sihareo III Bawosaloo Berua Kecamatan Mau dengan
Desa Hiliotalua Kecamatan Gido belum tertangani
sehingga warga terutama anak SMP dan SMK
mengalami kesulitan setiap musim hujan karena
banjir sungai

52

Tidak tersedianya jembatan antara Desa Lauri
Kecamatan Sogaeadu menuju Kecamatan Somolo-
Molo Kabupaten Nias sehingga masyarakat sulit
untuk melewati Sungai Lauri terutama pada musim
hujan

53

Pembangunan jembatan di Sungai Dola

54

Pembangunan jembatan sungai idanoi di Dusun I
Desa Onombongi sangatlah membantu untuk
menghubungkan jalan antar desa kekecamatan dan
juga membantu anak sekolahan untuk bersekolah
maka diharapkan agar jembatan tersebut di
perhatikan

55

Pembangunan Jembatan Sungai Idanoi dan
Peningkatan Pengaspalan Jalan dan sekaligus
bangunan pendukung yang berlokasi di Dusun II
Desa Onombongi memuju Desa Lolofaoso Lalai ke
Kecamatan Hilserangkai

56

Pembangunan Jembatan Sungai Idanoi dan
Peningkatan Pengaspalan Jalan dan sekaligus
bangunan pendukung yang berlokasi di Dusun II
Desa Onombongi memuju Desa LOlofaoso Lalai ke
Kecamatan Hiliserangkai

57

Tidak adanya jembatan di Dusun II Desa Orahili
Idanoi tepatnya di Sungai Soso sehingga masyarakat
mengalami kesulitan dalam mengangkut hasil-hasil
pertaniannya

58

jalan sudah rusak, perlu adanya peningkatan jalan

59

jalan kondisi rusak parah dan longsor yang berada
di desa Holi kecamatan Ulugawo menuju Huruna
Kab. Nias Selatan, Dhi Desa Sisobabhili.

60

rusaknya akses jalan di desa hilimbowo menuju
lolomatua Nias selatan dhi. fasagraha sehingga sulit
di lalui kendaraan.

61

Rusaknya Akses Jalan Dari Desa Otalua Menuju
Desa Bobozi'oli Lolo’ana’a

62

Rusaknya Akses Jalan Dari Desa Otalua Menuju
Desa Zuzundrao

63

Rusaknya akses jalan dari Desa Baruzo Menuju
Desa Saitagaramba

64

Rusaknya akses jalan sehingga kurang lancarnya
arus lalu lintas masyarakat untuk peningkatan
kesejahteraan

65

rusaknya ruas jalan Lolofaoso Lalai (Onohada)
menuju desa orahili idanoi melewti sungai idanoi

66

Rusaknya akses jalan masyarakat

67

Rusaknya akses jalan masyarakat dari Desa Somi
menuju Desa Bakaru Dusun III

68

Rusaknya akses jalan masyarakat di Desa Hiliotalua

69

Kondisi jalan yang sangat memprihatinkan dari
Dusun I Desa Saiwahili Hiliadulo menuju Desa
Hilimoasio Dua mengakibatkan masyarakat
mengalami kesulitan dalam mengangkut hasil
pertanian dan memasarkan hasil pertanian serta
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anak sekolah untuk bepergian kesekolahnya

70

Kondisi jalan yang tidak mendukung dari Sawah
Boole Dusun II Desa Saiwahili Hiliadulo menuju
Desa Oralua Kecamatan Idanogawo mengakibatkan
masyarakat mengalami kesulitan dalam mengangkut
hasil pertanian

71

Sulitnya akses bagi masyarakat untuk mengangkut
dan memasarkan hasil pertanian akibat kerusakan
jalan di Jalan Pembangunan menuju jalan PPIP

72

Masyarakat mengalami kesulitan dalam mengangkut
serta memasarkan hasil pertanian akibat
ketidaktersediaan jalan yang mendukung dari
Fosima Desa Biouti menuju Desa Sandruta
Kecamatan Idanogawo

73

Rusaknya akses jalan sehingga mengakibatkan
sulitnya pengangkutan hasil pertanian masyarakat
lebih khusus wilayah Dusun I menuju Desa Oladano

74

Rusaknya akses jalan dari Sungai Mezawa Menuju
Desa Laowo Hilimbaruzo

75

lanjutan pengaspalan jalan somagia karena jalan
belum diaspal,jalan rusak

76

perluasan ruas jalan dan pengaspalan jalan menuju
perkantoran pemerintah kabupaten nias, jalan rusak

77

Kondisi jalan dari Dusun II Desa Ononamolo Talafu
menuju Desa Fulolo Botomuzoi Kecamatan
Botomuzoi semakin rusak sehingga tidak dapat
dilalui oleh kendaraan roda 3 dan roda 4

78

Kondisi jalan yang sudah mulai rusak dari Simpang
Aramo menuju Desa Banua Sibohou Botomuzoi
Kecamatan Botomuzoi Kabupaten Nias hingga ke
Kabupaten Nias Barat

79

Kondisi jalan antara Desa Balohili Botomuzoi
Kecamatan Botomuzoi menuju Desa Fadoro Lauru
Kecamatan Hiliduho Kabupaten Nias yang semakin
rusak sehingga tidak dapat dilewati oleh kendaraan
roda 2 hingga roda 4

80

Rusaknya akses jalan masyarakat dari Desa Lasara
Siwalu Banua menuju Desa Balodano

81

Kondisi jalan dari Simpang Tafuo (Desa Hilinaa
Tafuo) menuju Siofaewali Kecamatan Bawolato
sangat memprihatinkan dimana kondisi jalan
tersebut sudah tidak nyaman untuk dilewati oleh
kendaraan roda 2 apalagi roda 4

82

Jalan ruas Somolo-molo menuju Desa Hiligodu
Somolo-molo dhi. ruas Sifaoroasi - Tanayao belum
ada lanjutan pengaspalan. Rendahnya Nilai Jual
Hasil Produksi Masyarakat Hiligodu dan sekitar
lokasi ini merupakan dampak dari belum
tersedianya akses jalan penghubung sehingga
pemasaran produksi masyarakat berbiaya tinggi

83

Lanjutan Pengaspalan Jalan Ruas Sifaoroasi Kec
Somolo-molo menuju Siohareo III Bawosaloo Berua
Kecamatan Mau belum teranggarkan

84

Kondisi jalan dari Jalan Nasional (Lintas
Gunungsitoli-Teluk Dalam) Dusun I Desa
Tuhembuasi Kecamatan Sogaeadu menuju Desa
Hiligogowaya Maliwaa kuang baik sehingga
masyarakat mengalami kesulitan untuk
memasarkan hasil pertanian. Oleh karena itu,
sangat diharapkan adanya lanjutan pembukaan,
perkerasan serta pengaspalan jalan dimaksud.

85

Kondisi jalan dari Jalan Nasional (Jln. Lintas
Gunungsitoli-Teluk Dalam) Dusun II Desa Hilibadalu
Kecamatan Sogaeadu menuju Desa Hiligogowaya
Maliwaa Kecamatan Idanogawo mengalami rusak
berat, sehingga masyarakat merasa tidak nyaman
untuk melewatinya baik bagi yang mengendarai roda
2 maupun yang mengendarai roda 4

86

akses jalan rusak sehingga sulit dilalui oleh
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kendaraan di desa somolo molo menuju huno -desa
soewali

87

Karena kondisi jalan rusak berat sehingga sulit
lancarnya lewat kenderaan roda dua maupun roda
tiga serta roda empat

88

Masyarakat butuh pengaspalan karna yang sudah
ada hanya perkerasan namun sudah rusak

89

Belum di Aspal sehingga tidak dapat dilalui roda 4
(empat) dari Desa Tuhewaebu Menuju Desa
Sisarahili Soroma’asi dan Desa Mohili Kec. Ulugawo

90

Belum di Aspal sehingga tidak dapat dilalui roda 4
(empat) dari Desa Hililawae Kec. Idanogawo Menuju
Desa Sisarahili Soroma’asi Kec. Ulugawo

91

Peningkatan pemeliharaan/pengaspalan Jalan Ruas
Awela-Ehosakhozi dhi di mulai dari dusun I (satu)
Desa Awela menuju Desa Ehosakhozi

92

Peningkatan/Pemeliharaan jalan Ruas Awela-orahili
Idanoi dhi dimulai dari dusun II (Dua) Awela menuju
Desa Orahili Idanoi Kec. Hiliserangkai

93

Peningkatan mutu ruas jalan dari Simpang Tano
Nitaba Desa Fadoro Hunogoa menuju Desa
Lolofaoso, Orahili Idanoi sampai Atua Luo

94

Kerusakan Ruas jalan yang menghubungkan jalan
Propinsi di Dusun II menuju Dusun I Desa
Onombongi-Desa Orahili Idanoi sangat menganggu
aktivitas masyarakat.

95

Ruas jalan di Dusun I menuju Desa Onombongi-
Desa Orahili Idanoi rusak berat dikarenakan
bencana alam longsor sehingga sangat mengganggu
transportasi.

96

Perbaikan/pemeliharaan jalan dari dusun 2 (dua)
desa Lolowua menuju Perbatasan desa Fadoro Lalai
(titik nol dari dusun 2 Desa Lolowua)

97

Perbaikan/pemeliharaan jalan dari dusun 1 (satu)
desa Lolowua menuju desa Lolowua Hiliwarasi (titik
nol dari dusun 1 desa Lolowua)

98

Derasnya gerusan air yang mangakibatkan rusaknya
jembatan Mulawa dan badan jalan

99

Kondisi Jembatan yang terlalu rendah sehingga
dapat menimbulkan kecelakaan dikarenakan
pendakian yang tinggi setelah melewati jembatan
Eweno di Desa Hilimbowo

100

Rusaknya Jembatan di Desa Ahedano Yang Dapat
Mengakibatkan Kecelakaan

101

Rusaknya Jembatan di Desa Oladano Yang Dapat
Mengakibatkan Kecelakaan

PROGRAM
PENINGKATAN
PRASARANA,
SARANA DAN
UTILITAS UMUM
(PSU)

Urusan
Penyelenggaraan
PSU Perumahan

Perluasan Ibu kota kecamatan

N

lanjutan pembangunan tugu tari moyo, penataan
yang masih kurang dan fasilitas masih kurang

pembangunan tugu

pembangunan open stag diwilayah kabupaten nias

pemagaran / pelestarian makam

oNju|h (W

pembangunan lapangan sepak bola
tidak ada lapangan olahraga untuk menyalurkan
hobi khususnya para pemuda

tidak tersedianya MCK sehingga masyarakat
kesulitan jika sedang melaksanakan ibadah.

Tidak adanya MCK di Gereja AFY Sion Desa
Sihare'olll

pembangunan MCK di Gereja GPT, buruknya
kualitas lingkungan permukiman didaerah tersebut

PROGRAM Pencegahan

PERUMAHAN DAN | Perumahan dan

Banyaknya rumah masyarakat tidak layak huni di
Desa Balodano
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NO. PROGRAM KEGIATAN

PERMASALAHAN
[1] [2] [3] [4]
KAWASAN Kawasan
PERMUKIMAN Permukiman
KUMUH Kumuh pada
Daerah
Kabupaten /Kota
Di Desa lawa-lawa masih terdapat rumah tidak layak
huni kami meminta kepada pemerintah untuk
memperhatikan masyarakatkita yang masih
memiliki rumahtidak layak huni
Pembangunan Rumah Kubu di Desa Onombongi
sebanyak 60 Unit rata-rata Rusak Berat
Mewujudkan Desa tanpa Stunting dan menyediakan
rumah layak huni di daerah longsor
PROGRAM Pelaksanaan Penambahan tenaga penyuluh pertanian
PENYULUHAN Penyuluhan
PERTANIAN Pertanian
Pokdakan Faawosa Desa Sifaoroasi sudah Akta
Notaris punya usaha kolam namun kekurangan
modal untuk mendapatkan bibit
PROGRAM Penyediaan Musnahnya Ternak Babi yang disebabkan oleh
PENYEDIAAN DAN Benih /Bibit suatu penyakit atau virus dan Langkanya Pakan
PENGEMBANGAN Ternak dan Ternak babi dan ayam di kelompok Tani Sehingga
SARANA PERTANIAN | Hijauan Pakan dibutuhkan mesin pembuatan pakan ternak
Ternak yang
Sumbernya
dalam 1 (Satu)
Daerah
Kabupaten/Kota
Lain
Masyarakat Desa Fadoro Lalai tidak memiliki Hewan
Ternak (Babi)
Kurangnya bibit ikan air tawar dan pakan ikan di
Pokdakan Bersatu Desa Sisobahili I Tanoseo
Pengadaan bibit ikan karena budidaya ikan semakin
berkurang
PROGRAM Pembangunan Tidak tersedianya pasar tradisional di Desa
PENINGKATAN dan Pengelolaan Ononamolo Talafu dan sekitarnya, sehingga
SARANA DISTRIBUSI | Sarana masyarakat mengalami kesulitan dalam
PERDAGANGAN Distribusi memasarkan hasil-hasil pertanian
Perdagangan
pengadaan tenda untuk usaha kecil menengah
tidak ada fasilitas masyarakat untuk mendirikan
usaha,
ekonomi masyarkat menurun.
Pengendara yang melewati lokasi pekan ini sering
adu argumen atau adu mulut setiap hari pekan yang
terjadi karena kondisi jalan yang sangat sempit dan
berada tepat di tingkungan. sehingga dipandang
perlu diadakan relokasi pekan ini ke lokasi lain yang
tidak jauh dari lokasi sebelumnya termasuk
prasarananya perlu dibangun kembali
PROGRAM Pengelolaan Peningkatan kapasitas pembangunan rehabilitas
PENGEMBANGAN Kebudayaan rumah adat di Desa Onombongi Dusun I atas Nama
KEBUDAYAAN yang Masyarakat Masyarakat kurang mampu ERIA LAROSA
Pelakunya
dalam Daerah
Kabupaten /Kota
Dikarenakan tidak mampu Merenovasi/Memperbaiki
karena minimnya pendapatan ekonomi sehingga
tergolong keluarga kurang mampu

4.5 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan merupakan rumusan
perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai
tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang
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komprehensif strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan
transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis
tidak saja menggagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program
yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan
dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas
birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan
pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun
periode waktu tertentu. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan
program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus
dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah.
Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan
sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah
kebijakan.

Arah Kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar
rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah
kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk
mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan
berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun,
dengan demikian diharapan memberikan output hasil pembangunan yang lebih
optimal. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki
fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya
Di dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah atau RPJMD

Kabupaten Nias Tahun 2021-2026 ditegaskan bahwa kedudukan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang merupakan Tahun ke-2 memiliki arti yang
sangat strategis untuk “Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan
yang Berkualitas dan Berkeadilan Menuju Kemandirian Daerah”. Arah
Kebijakan Pembangunan akan difokuskan pada peningkatan daya dukung dan
kualitas sumber daya ekonomi sebagai faktor pendorong bagi pembangunan
ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja,
investasi, dan daya saing perekonomian. Pembangunan juga difokuskan pada
pengembangan dan peningkatan promosi sektor pariwisata unggulan yang ada di
Kabupaten Nias. Untuk itu di dalam menghadapi Tahun Pembangunan 2023 yang
akan datang diperlukan kerjasama dan keterpaduan semua pemangku
kepentingan pembangunan sehingga beberapa isu strategis pembangunan yang
mendesak dapat ditangani oleh masyarakat dan pemerintah Kabupaten Nias,
antara lain:
1. Bidang Infrastruktur;

a. Membuka keterisolasian wilayah khususnya desa-desa yang masih terisolir;

b. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan menuju sentral — sentral
produksi dan objek — objek wisata;
Penataan kawasan ibukota kabupaten;
Optimalisasi pembangunan/Revitalisasi sarana prasarana pemerintahan;
Pengembangan dan fungsionalisasi bangunan irigasi
Perluasan utilitas dasar listrik, air bersih, sanitasi dan komunikasi/internet.
idang Pendidikan;
Pemenuhan jumlah, kompetensi dan kualifikasi pendidikan tenaga guru
Penyediaan prasarana pendukung pendidikan, utamanya laboratorium dan
perpustakaan
Pemenuhan sarana pendukung utamanya meubelair sekolah
Sanitasi sekolah (MCK dan air bersih)
e. Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah khususnya pada jenjang SMP

TP WSO Q0

o0
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gao o

Kesehatan,
a.

Mengoptimalkan penanganan permasalahan gizi buruk dan gizi kurang
pada balita

Peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak

Alokasi anggaran untuk masyarakat miskin yang mendapat jaminan
kesehatan masyarakat

Penurunan angka stunting (kondisi gagal tumbuh tubuh dan otak pada
anak)

Pembinaan tenaga kesehatan

Fungsionalisasi fasilitas kesehatan dan keaktifan bidan desa

Pembangunan jamban sehat berbasis masyarakat

Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan, dengan fokus kegiatan :
a.

Pengembangan komoditas unggulan daerah (padi, jagung, dan kopi)
Revitalisasi pasar semi modern/tertutup

Pengembangan dan penataan kawasan wisata

Revitalisasi potensi wisata dan budaya Nias
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BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Rencana Kerja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 merupakan dokumen
perencanaan pembangunan tahun 2023 sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dan
masyarakat termasuk dunia usaha yang berisi program dan kegiatan serta pagu
indikatif. Untuk pelaksanaan harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu
diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja
dengan kabupaten maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya.
Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan
dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun
penjaringan aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya
dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan
partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya
yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan
fungsi. sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah
yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk
mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan
perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan
oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka
mencapai hasil (outcome) suatu program. Rencana program dan kegiatan prioritas
daerah Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2023 berisi program dan kegiatan, baik
untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi
dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan
pemerintahan daerah sesuai kewenangan provinsi. Pagu indikatif sebagai wujud
kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan
program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai
kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat
daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan seluruh
perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah
Tahun 2023 dan prakiraan maju Tahun 2024 disajikan pada Lampiran-I dan
untuk indicator masing-masing program disajikan pada Lampiran-II.

5.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
5.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Sumber pendanaan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Nias Tahun 2023 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (meliputi pajak
daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-
lain pendapatan asli daerah yang sah), Dana Perimbangan (meliputi dana bagi hasil
pajak/bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus) dan Lain-
lain Pendapatan Daerah Yang Sah (meliputi Hibah, Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
Dari Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan
Keuangan dari Provinsi Pemerintah Daerah Lainnya).
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Berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi daerah, kajian terhadap tantangan
dan prospek perekonomian daerah serta hasil analisis atas realisasi pendapatan daerah
tahun sebelumnya, maka secara rinci proyeksi target penerimaan daerah dapat

disajikan sebagai berikut:

Tabe 5-1.
Realisas dan Proyeks Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Tahun 2019 s.d Tahun 2023
JUMLAH (Rp)
NO URAIAN
TAHUN 2019 *) TAHUN TAHUN BERJALAN| PROYEKSI TAHUN | PROYEKSI TAHUN
2020 %) 2021 *¥) 2022 *+¥) 2023 *+%)
) (2] 3] (4] (5] G (7]
4 PENDAPATAN DAERAH
41 |Pendapatan Asli Daerah 9473331278000 97.762.243.711,00 83.735.817.70200 $0.349.892.196,00 86.030.814.409,00
4101 | Pendapatan Pajak Daerah 589960327600 608682934500  3.761.400.000,00  5.402.000.000,00 4.877.269.313,00
112 Hasil Retribusi Daerah 293650000000  2.202.000.000,00  2.101.875000,00 1.140.000.000,00 2.125.402.597,00
113 HasilPengelolanKekayaan |, o) 01350900 9162666580,00 828164270200  8.500.000000,00  9.090.225.000,00
Daerah Yang dipisahkan
114 | L@inainPendapatan Al 7431456622500 80.310.747.786,00 69.590.900.000,00 65.307.892.196,00 69.937.917.500,00
Daerah Yang Sah
42 Pendapatan Transfer
Pendapatan Transfer
42,01, Bendapatan Transfer 626.559.508.843,00 698.969.508.000,00 661.308.072.000,00 834.554.019.000,00 685.378.810.121,00
Pemerintah Pusat
111  DanaBagiHasil 14577.102.00000 1091921500000 11.958.420.000,00 13.955.786.000,00 10.069.072.800,00
112 Dana Alokasi Umum 457.812.215.000,00 417.880.380.000,00 420.430.360.000,00 412.621.552.000,00 452.234.064.321,00
114  DanaAlokasi Khusus 168.747.293.843,00, 122.369.719.000,00 43.531.648.000,00 224.301.787.000,00 43.531.648.000,00
115  DanaDesa 150.793.378.000,00, 181.381.215.000,00 179.544.025.000,00 169.756.703.000,00 179.544.025.000,00
43 \findainPendapatanDaerah | o o0 000000 34.000.000.000,00  34.000.000.000,00 - 34.000.000.000,00
Yang Sah
331 | DanaBOS 28:598.600.000,00 34.000.000.000,00 34.000.000.000,00 - 34,000.000.000,00
JUMLAH 958.774.721.211,00 831.438.408.000,00 767.847.097.000,00 914.903.911.196,00 813.755.624.530,00
Sumber : BPKPAD Kabupaten Nias
*)  Angkarealisasi  **) Kondisi APBD Tahun Berjalan **¥*) Proyeksi

5.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam rangka pemanfaatan sumber daya keuangan pemerintah daerah yang
lebih efektif dan efisien, maka sangat diperlukan penentuan arah kebijakan keuangan
daerah yang meliputi arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja
daerah serta arah kebijakan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

5.2.2.1.

Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan pendapatan daerah lebih difokuskan kepada upaya peningkatan
kemampuan keuangan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah.

Peningkatan ini

diperlukan untuk menjaga kesinambungan pelayanan publik

(sustainability public service) dan upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat. Oleh
karenanya pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan
yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
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Komponen pendapatan daerah Kabupaten Nias tahun 2023 diproyeksikan terdiri
dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah
Yang Sah dengan proyeksi perhitungan yang sama dengan penerimaan dana
perimbangan seperti alokasi tahun 2022 berdasarkan usulan daerah (proposal based)
dan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.

Secara umum dalam rangka optimalisasi penerimaan daerah Kabupaten Nias
Tahun 2023, Pemerintah Daerah senantiasa akan melakukan berbagai upaya dan
terobosan sebagai berikut :

a. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah melalui
pendataan (up-dating) dan pendaftaran subjek dan objek pajak (perluasan dan
peremajaan basis pajak), termasuk rasionalisasi penetapan target berdasarkan
potensi dan kemampuan yang ada.

b. Penataan dan pendataan objek dan subjek PAD dan PBB.

c. Peningkatan kesadaran dan ketaatan wajib pajak dan retribusi daerah.

d. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan
pembagian dana perimbangan.

e. Meningkatkan koordinasi secara sinergis antar Perangkat Daerah di bidang
pendapatan daerah.

f. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Provinsi dalam hal penerimaan dana perimbangan dan bantuan keuangan provinsi.

g. Penegakan Peraturan Daerah untuk pencapaian target PAD.

h. Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung penerimaan PAD.

5.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi
pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja daerah adalah semua
pengeluaran daerah yang mengurangi ekuitas dana, yang mana merupakankewajiban
daerah dalam satu tahun anggaran dengan tidak memperoleh pembayarankembali.
Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan
pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, akuntabel dan berorientasi pada
kinerja (performance oriented).

Komponen Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja
Transfer dan Belanja Tidak Terduga. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran
untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberikan manfaat jangka
pendek, Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap
dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, Belanja
Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan
darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya,
Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk
keperluaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak diprediksi sebelumnya.

Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun 2023 dengan memperhatikan
hasil analisis sumber-sumber penerimaan daerah serta ketentuan tentang prinsip-
prinsip belanja daerah, maka kebijakan belanja daerah diarahkan untuk :

1. Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi
pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, untuk mewujudkan
akuntabilitas perencanaan anggaran, sehingga dicapai efektivitas dan efisiensi
penggunaan anggaran, oleh karena itu penyusunan belanja daerah lebih
mengutamakan pada pencapaian hasil melalui program dan kegiatan.

RKPD Kabupaten Nias Tahun 2023 146



10.

Belanja Daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan
Kabupaten Nias yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana
ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.

Penyusunan Belanja Daerah diprioritaskan untuk menunjang -efektivitas
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka
melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab
Pemerintah Kabupaten Nias.

Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi
dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi
kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar,
pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum serta memprioritaskan
penuntasan program kegiatan yang belum terselesaikan pada tahun sebelumnya.

Belanja Daerah diprioritaskan untuk memberikan kecukupan terlebih dahulu
terhadap kebutuhan belanja yang bersifat fixed cost.

Memberikan dukungan yang memadai untuk kegiatan yang berhubungan dengan
peningkatan kesejahteraan rakyat, pengurangan kemiskinan dan pengurangan
resiko bencana.

Belanja Daerah diarahkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran

pembangunan yakni:

a) Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif (Good
Governance and Clean Gorvernment);

b) Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, terjangkau
dan berkeadilan;

¢) Peningkatan kualitas dan ketersediaan Infrastruktur wilayah dan prasarana
daerah,;

d) Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat;

e) Mengembangkan kehidupan masyarakat Nias yang religius, berbudaya dan taat
hukum.

Pemeratan alokasi belanja program pembangunan yang dilakukan secara

proporsional sesuai kebutuhan dan potensi daerah (prinsip keadilan alokasi

anggaran).

Perencanaan lokasi belanja untuk setiap kegiatan dilakukan analisis kewajaran

biaya dikaitkan dengan output kegiatan sehingga program dan kegiatan yang

direncanakan didasarkan pada kebutuhan riil.

Penetapan anggaran untuk pengadaan barang inventaris dilaksanakan sesuai

kebutuhan serta dilakukan evaluasi barang yang tersedia sesuai umur ekonomis.

Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Nias tahun 2023 dapat disajikan pada tabel

berikut ini.

Tabel 5- 2.
Realisasi dan Proyeks Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun 2019 s.d Tahun 2023

NO

JUMLAH (Rp)

URAIAN TAHUN 2019 *) TAHUN TAHUN BERJIALAN PROYEKSI TAHUN | PROYEKSI TAHUN
2020%) 2021 **) 2022 ***) 2023 **¥)

[1]

2] 3] 4] 5] (6] (71

BELANJA 1.047.471.880.898,00 861.757.960.476,00) 785.106.606.000,00 945.103.911.196,00/ 945.103.911.196,00

5.1

Belanja Operasi 568.064.476.721,00) 521.657.987.686,00) 492.903.118.607,00

511

Belanja Pegawai 310.723.098.082,00] 291.742.198.160,00] 307.957.933.616,00

512

Belanja Barang Jasa dan

Modal 16.171.900.000,00/ 195.390.913.526,00| 144.250.508.991,00

515

Belanja Hibah 4.480.000.000,00 33.484.876.000,00]  40.694.676.000,00

5.1.6

Belanja Bantuan Sosial 916.569.527,00 1.040.000.000,00 0
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JUMLAH (Rp)
NO URAIAN TAHUN 2019 *) TAHUN TAHUN BERJALAN PROYEKSI TAHUN = PROYEKSI TAHUN
2020%) 2021 **) 2022 ***) 2023 **¥)
[ @ Bl @ Bl I U
52 |BelanjaModal 229.772.909.112,00 101.690.551790,00  60.249.894.993,00 -
53 | Belanja Tidak Terduga 6.000.000.00000  1.000.000.000,00  8.000.000.000,00 -
54 Belanja Transfer 6.000.000.000,00 237.409.421.000,00 223.953.592.400,00 -

Sumber : BPKPAD Kab. Nias ~ *) Angka Realisasi **) Kondisi/Target APBD Tahun Berjalan ~ ***) Proyeksi

5.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Komponen pembiayaan
daerah berdasarkan Permendagri Nomor 59 tahun 2007, jo Permendagri 13 tahun 2006
terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Penerimaan pembiayaan daerah diharapkan dari Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan
kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali
pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan
daerah. Sementara pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana
cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan
Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah
kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi
kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah,
sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus
diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran
pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan
modal.

Tabel 5- 3.
Realisas dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Nias Tahun 2019 s.d Tahun 2023
JUMLAH (Rp)
NO URAIAN TAHUN BERJIALAN  PROVYEKSI PROYEKS PROVEKS
TAHUN 2019 *) o TAHUN2022 | TAHUN 2023
2020 **) TAHUN 2021 xx%) xx%)
[1] 2 3] 7 (5] (6] )

6 | PEMBIAYAAN 88.690.659.687,00) 30.319.552.476,00  17.259.509.000,00/ 30.200.000.000,00 30.200.000.000,00

g1 | Fenerimaan 93.190.650.687,00 32.350.000.000,00  22.259.509.000,00 30.200.000.000,00 30.200.000.000,00
Pembiayaan

6.1.1 |SLPA 92.818.154.932,00, 32.250.000.000,00  22.159.509.000,00, 30.000.000.000,00/ 30.000.000.000,00
Penerimaan  Kembali

6.15 |Pemberian  Pinjaman 372.504.75500  100.000.000,00 10000000000  200.000.000,00  200.000.000,00
Daerah

6o | Fengeluaran 4.500000.000,00  2.030447.524,00  5.000.000.000,00 ;
Pembiayaan
Penyertaan Modal

622 4500.000.000,00  2.030.447.524,00  5.000.000.000,00 -
Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran Daerah Tahun (6.500.000,00) 0 0 - -
Berkenan
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BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

6.1. Gambaran Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan

pemerintahan terdiri dari 3 (tiga) urusan yakni urusan pemerintahan absolut,
urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

a.

Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya
menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang diartikan sebagai Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik
Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri. Cakupan urusan
pemerintahan absolut terdiri dari masalah bidang politik luar negeri,
pertanahan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal serta agama.

Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi
antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota
yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksana otonomi
daerah. Pembagian itu mencakup berbagai bidang, mulai dari pertanian,
perdagangan, pertambangan, perikanan dan sebagainya. Prinsip utama dalam
pembagian urusan pemerintahan konkuren ini didasarkan pada akuntabilitas,
efisiensi, eksternalitas serta harus berkepentingan nasional. Pembagian urusan
konkuren itu kemudian diperinci dalam tatananan teritorial atau wilayah.
Berkaitan dengan kewenangan daerah yang kemudian dibuat dalam bentuk
kebijakan daerah, urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah
kemudian dibagi menjadi 2 (dua) bagian, pertama urusan pemerintahan wajib
dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan wajib ini kemudian dibagi lagi
dalam 2 (dua) bagian, pertama, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan
dengan pelayananan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak
berkaitan dengan pelayanan dasar. Pengertian dari urusan pemerintahan wajib
yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah Urusan Pemerintahan yang
wajib diselenggarakan oleh semua Daerah dan urusan pemerintahan wajib
yang berkaitan dengan pelayananan dasar ini, mencakup bidang pendidikan,
kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat, kawasan
pemukiman, ketertiban umum dan masalah sosial. Daerah kemudian
diwajibkan memprioritaskan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan
dengan pelayanan dasar, dan urusan di atas berpedoman pada standar
pelayananan minimal yang ditetapkan pemerintah pusat dalam bentuk
peraturan pemerintah. Standar Pelayanan Minimal sendiri adalah ketentuan
mengenai jenis dan mutu Pelayanan yang berhak diperoleh setiap warga negara
secara minimal. Sedang urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan
dengan pelayananan dasar mencakup bidang tenaga kerja, pemberdayaan
perempuan, pemberdayaan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup,
perhubungan, administrasi kependudukan, koperasi, usaha mikro kecil dan
menengah, kebudayaan, statistik dan perpustakaan. Untuk urusan
pemerintahan pilihan adalah urusan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah
sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Berdasarkan potensi serta
kekhasan yang dimiliki oleh Kabupaten Nias maka bidang yang termasuk
adalah kelautan, perikanan, pertanian, kehutanan, perdagangan, industri,
energi dan sumber daya mineral.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan
dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan, ada rambu-rambu
yang harus diikuti oleh pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan daerah.
Salah satu rambu yang harus dilalui adalah proses pemetaan bidang yang
akan diprioritaskan, ini dilakukan oleh kementerian atau lembaga
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nonkementerian bersama pemerintah daerah. Proses selanjutnya setelah dipilih
bidang yang akan diprioritaskan, bidang itu ditetapkan melalui peraturan
menteri. Pemetaan Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan
pelayananan dasar sendiri didasarkan pada jumlah penduduk, besarnya APBD
dan luas wilayah, sedang pemetaan urusan pemerintahan pilihan berdasarkan
pada potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan lahan. Baik
pemetaan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkenaan dengan pelayanan
dasar dan urusan pemerintahan pilihan, digunakan oleh daerah dalam
penetapan kelembagaan, perencanaan dan penganggaran dalam segala
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan
daerah. Sedang pemerintah pusat menggunakannya sebagai dasar pembinaan
kepada daerah.

c. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan ini meliputi
pembinaan ketahanan nasional, kerukunan antar umat beragama, persatuan
dan kesatuan bangsa, penanganan konflik sosial, pembinaan kerukunan antar
suku ataupun intrasuku, koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi
pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan kota/kabupaten,
pengembangan kehidupan demokrasi dan, pelaksananan semua urusan
pemerintahan yang bukan kewenangan daerah. Pelaksana urusan
pemerintahan umum adalah gubernur dan walikota serta bupati di daerahnya
masing-masing, dibantu oleh instansi vertikal. Untuk pertanggungjawabannya
sendiri, gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri dan
bupati/walikota kepada menteri melalui gubernur.

6.2. Pembagian Urusan Pemerintahan Wajib Dan Urusan Pemerintahan
Pilihan
Untuk urusan konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara
Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dibagi menjadi
urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Pengertian Urusan
Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh
semua Daerah. Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan
Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang
dimiliki Daerah. Urusan pemerintah wajib yang diselenggaraan oleh pemerintah
daerah terbagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan
Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan
Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana disebutkan di atas
didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta
kepentingan strategis nasional. Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut :
1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas Negara,
2. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah provinsi atau lintas
Negara,
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah
provinsi atau lintas Negara,
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila
dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau,
5. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.
Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah
Daerah Provinsi adalah :
1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota,
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2. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah kabupaten/kota,

3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah
kabupaten/kota dan/atau,

4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila
dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota adalah :

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota,

2. Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah kabupaten/kota,

3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam
Daerah kabupaten/kota dan/atau,

4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila
dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Urusan Pemerintahan Pilihan

Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan daerah dan pemerintah

pusat dalam urusan pilihan adalah sebagai berikut :
Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta
energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah.
Urusan Pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan
taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan = daerah
kabupaten/kota.
Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan
dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah
Pusat.
Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan
dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota
menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

6.2.1. Urusan Pemerintahan di Kabupaten Nias

Urusan pemerintahan di Kabupaten Nias, telah ditetap melalui Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Nias, dapat dijelas sebagai berikut ni.

a. Sekretariat Daerah Tipe B merupakan Unsur Staf yang mempunyai tugas
membantu Bupati dalam penyusunan kebijkan dan pengoordinasian
administrative terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan
administratif;

b. Sekretariat DPRD Tipe C merupakan unsur pelayanan administrasi dan
pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, mempunyai tugas
menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan
mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam
melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;

c. Inspektorat Daerah Tipe B merupakan unsur pengawas yang mempunyai tugas
membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat
Daerah;

RKPD Kabupaten Nias Tahun 2023 151



d. Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana mempunyai tugas membantu
Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah, terdiri dari:

1.

2.

10.

11.

12.

13.

Dinas Pendidikan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Pendidikan dan Kebudayaan;

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A,
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana,

Dinas Perkerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe B, menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
serta pertanahan;

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan
Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan bidang
Lingkungan Hidup;

Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta
Perlindungan Masyarakat sub urusan Ketentraman, Ketertiban Umum
dan sub urusan Kebakaran;

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan serta
Ketenagakerjaan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Perdagangan, bidang Koperasi, bidang Usaha Kecil Menengah dan
bidang Ketenagakerjaan;

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tipe A,
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan, bidang
Pertanian serta bidang Kelautan dan Perikanan;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil;

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan
Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang Sosial, bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A, menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan
Persandian;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A,

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan
Penyelenggaraan Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tipe B, menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Pariwisata serta bidang Kepemudaan dan Olahraga;

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C, menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan.

e. Badan Daerah merupakan unsur penunjang yang mempunyai tugas membantu
Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah, terdiri dari:

1.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang peneyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang perencanaan serta bidang penelitian dan
pengembangan;
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2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tipe A,
melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan
bidang keuangan,;

3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B,
melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan
bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;

4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan tugas dan fungsi
penanggulangan bencana;

5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan urusan pemerintahan
bidang kesatuan bangsa dan politik

f. Kecamatan terdiri dari :

1. Kecamatan Bawolato Tipe A;
Kecamatan Botomuzoi Tipe A;
Kecamatan Gido Tipe A;
Kecamatan Hiliduho Tipe A;
Kecamatan Hiliserangkai Tipe A;
Kecamatan Idanogawo Tipe A;
Kecamatan Ma'u Tipe A;
Kecamatan Sogae’adu Tipe A;

WoNoakhobd

Kecamatan Somolo-molo Tipe A;
10. Kecamatan Ulugawo Tipe A.

6.3. Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran
tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil
kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah,
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dan indikator kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja
Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

6.3.1. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nias

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu
tujuan dan sasaran strategis organisasi/instansi pemerintah. IKU merupakan
gambaran ataupun jawaban yang terukur tentang manfaat organisasi/instansi
pemerintah tersebut dibentuk. Indikatoe ini juga merupakan indikator yang paling
menentukan bagi kelangsungan hidup suatu organisasi yang dipilih dari sekian
banyak indikator kinerja yang dimiliki organisasi tersebut. Pemilihan ini
menggambarkan strategisnya indikator tersebut. Indikator Kinerja Utama dimiliki
oleh tiap jenjang jabatan pada Pemerintahan Daerah, mulai dari tingkat Kepala
Daerah, Kepala Perangkat Daerah sampai kepada jabatan terendah. IKU yang
ditetapkan pada setiap jenjang jabatan harus selaras dan berorientasi hasil.
Penetapan IKU Pemerintah Kabupaten Nias yang diambil dari indikator sasaran
strategis RPJMD 2021 - 2026 sebagaimana disajikan dalam Tabel di bawah ini
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Tabel 6 - 1.

Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2023
T KONDISI

AWAL TARGET PROYEKSI AKHIR
INDIKATOR (TAHUN SATUAN TAHUN TAHUN PERIODE
2020) 2023 2024 TAHUN
2021-2026
[1] 2] (3] [4] [5] [6] ]
01 Persentase Wilayah Terisolir 85,29 % 87,06 87,65 90,00
yang Terentaskan
Persentase Infrastruktur 34,99 %
02 | Jalan Kabupaten Status 37,50 38,33 40,00
Mantap
03 | Indeks Kualitas Lingkungan 0,0085 NTU 0,0085 0,0085 0,0085
Hidup
04 | Nilai SAKIP cc Nilai/Pre B B B
dikat
05 | Opini BPK terhadap Laporan WDP Predikat WTP WTP WTP
Keuangan Daerah
06 %Inlgﬁl)‘s Kepuasan Masyarakat 81,17 % 81,81 82,18 82,92
07 | Indeks Pendidikan 0,528 Angka 0,586 0,604 0,640
08 | Indeks Kesehatan 0,7654 Angka 0,7657 0,7658 0,7665
0,
09 | Nilai Tukar Petani 100,000 % 103,214 104,562 105,573
10 | Pengeluaran Per Kapita 606.440 Rp 608.220 608.813 610.000
11 | [ingkat Pengangguran 3,49 % 3,40 3,35 3,25
Terbuka

Sumber : RPJMD 2021 - 2026 Kabupaten Nias

6.3.2. Indikator Kinerja Daerah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah
Kabupaten Nias

Indikator Kinerja Daerah merupakan ukuran keberhasilan Pemerintah
Daerah dalam melaksanakan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Indikator Kinerja Daerah
merupakan ukuran minimal dari setiapUrusan Pemerintahan Daerah yang menjadi
kewenangannya. Penetapan indikator utama perangkat daerah diambil dari
kumpulan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Dari IKK yang telah ditetapkan
dipilih indikator kinerja yang mewakili tugas dan fungsi utama Organisasi
Perangkat Daerah untuk ditetapkan menjadi IKU Perangkat Daerah. Penetapan
indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang meliputi
aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing
daerah.
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Tabel 6 - 2.

Penetapan Indiaktor Kinerja Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2023

faevete] PD Penanggun
Bidang Urusan / Indikator Target Tahun 'awalfg g
2024 ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6]
1 URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR
1.01 | PENDIDIKAN
1. | Nilai Evaluasi AKIP Perangkat B Nilai/ B Nilai/ B Nilai/ Dinas Pendidikan
Daerah oleh Inspektorat Daerah Predikat Predikat Predikat
2. | Rata-rata Lama Sekolah 5,36 5,38 Tahun 5,39 Tahun Dinas Pendidikan
Tahun
3. | Harapan Lama Sekolah 12,57 12,70 12,75 Tahun Dinas Pendidikan
Tahun Tahun
4. | Angka Partisipasi Pendidikan 8,02 % 8,02 % 8,02 % Dinas Pendidikan
Kesetaraan
5. | Angka Partisipasi Kasar SD 100,00 % 100,00 % 100,00 % Dinas Pendidikan
6. | Angka Partisipasi Murni SD 87,80 % 88,50 % 88,75 % Dinas Pendidikan
7. | Angka Partisipasi Kasar SMP 93,30 % 93,40 % 93,45 % Dinas Pendidikan
8. | Angka Partisipasi Murni SMP 68,50 % 68,70 % 68,80 % Dinas Pendidikan
9. | Indeks Pendidikan 0,528 0,586 0,604 Angka Dinas Pendidikan
Angka Angka
10. | Persentase Siswa Dengan Nilai 0,00 % 62,00 % 63,00 % Dinas Pendidikan
Kompetensi Literasi Minimum
dan Nilai Kompetensi Numerasi
yang Memenuhi Kompetensi
Minimum
11. | Persentase Tenaga Pendidik/ 48,30 % 49,00 % 49,25 % Dinas Pendidikan
Tenaga Kependidikan memiliki
Ijazah Diploma Empat (D-IV) atau
Sarjana (S1)
1.02 | KESEHATAN
1. | Nilai Evaluasi AKIP Perangkat B Nilai/ B Nilai/ B Nilai/ Dinas Kesehatan,
Daerah oleh Inspektorat Daerah Predikat Predikat Predikat Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana
2. | Persentase Pelayanan Kesehatan 90,39 % 91,50 % 92,00 % Dinas Kesehatan,
Ibu Hamil Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana
3. | Pelayanan Kesehatan Ibu 74,86 % 80,00 % 83,00 % Dinas Kesehatan,
Bersalin Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana
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Bidang Urusan / Indikator

Target
Tahun
2023

Proyeksi
Target Tahun
2024

PD Penanggung
jawab

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

Pelayanan Kesehatan Bayi Baru
Lahir

97,49 %

97,80 %

97,85 %

Dinas Kesehatan,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana

Pelayanan Kesehatan Balita

85,02 %

85,80 %

85,85 %

Dinas Kesehatan,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana

Pelayanan Kesehatan pada Usia
Pendidikan Dasar

16,54 %

35,00 %

40,00 %

Dinas Kesehatan,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana

Pelayanan Kesehatan pada Usia
Produktif

3,48 %

15,00 %

20,00 %

Dinas Kesehatan,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana

Pelayanan Kesehatan pada Usia
Lanjut

23,77 %

35,00 %

40,00 %

Dinas Kesehatan,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana

Pelayanan Kesehatan Penderita
Hipertensi

8,21 %

20,00 %

25,00 %

Dinas Kesehatan,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana

10.

Pelayanan Kesehatan Penderita
Diabetes Melitus

18,53 %

30,00 %

35,00 %

Dinas Kesehatan,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana

11.

Pelayanan Kesehatan Orang
Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)
Berat

9,74 %

20,00 %

25,00 %

Dinas Kesehatan,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana

12.

Pelayanan Kesehatan Orang
Terduga Tuberkulosis (TB)

100,00 %

100,00 %

100,00 %

Dinas Kesehatan,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana

13.

Pelayanan Kesehatan Orang
dengan Risiko Terinfeksi virus
yang melemahkan daya tahan
tubuh manusia (HIV)

17,15%

30,00 %

35,00 %

Dinas Kesehatan,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana

14.

Angka Kematian Ibu (AKI)
(per100.000 kelahiran hidup)

26,82 Per
100ribu
Kelahiran
Hidup

80,47
Per100
ribu
KelahiranH
idup

53,65 Per100
ribu
KelahiranHidup

Dinas Kesehatan,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana
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[1]

Bidang Urusan / Indikator

[2]

[3]

Target
Tahun
2023

[4]

Proyeksi
Target Tahun
2024

[5]

PD Penanggung
jawab

[6]

15. | Prevalensi Stunting (Pendek dan 33,77 % 23,00 % 20,00 % Dinas Kesehatan,
Sangat Pendek) pada Balita Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana
16. | Persentase rumah sakit Rujukan 100,00 % 100,00 % 100,00 % Dinas Kesehatan,
tingkat Kabupaten/kota yang Pengendalian
Terakreditasi Penduduk dan
Keluarga
Berencana
17. | Persentase Fasilitas Pelayanan 88,88 % 90,00 % 90,00 % Dinas Kesehatan,
Kefarmasian (Apotek dan Toko Pengendalian
Obat) yang Memenuhi Standar Penduduk dan
dan Persyaratan Perizinan Keluarga
Berencana
18. | Persentase Desa yang 27,06 % 44,12 % 4412 % Dinas Kesehatan,
Melaksanakan STBM (Sanitasi Pengendalian
Total Berbasis Masyarakat) Penduduk dan
Keluarga
Berencana
19. | Tingkat capaian sarana dan 276 % >76,5 % >76,5 % Dinas Kesehatan,
prasarana Rumah Sakit yang Pengendalian
memadai (UPTD Dr. M. Thomsen Penduduk dan
Nias) Keluarga
Berencana
20. | Rata-rata Indeks Kepuasan 281,17 % 281,81 % 282,18 % Dinas Kesehatan,
Masyarakat (IKM) (UPTD RSUD Pengendalian
dr. M. Thomsen Nias) Penduduk dan
Keluarga
Berencana
21. | Kematian pasien < 24 jam di 9,74 <12 <11 Dinas Kesehatan,
gawat darurat (UPTD RSUD dr. Pengendalian
M. Thomsen Nias) Penduduk dan
Keluarga
Berencana
22. | Akreditasi UPTD RSUD dr. M. Paripurna Paripurna Paripurna Dinas Kesehatan,
Thomsen Nias (UPTD RSUD dr. Pengendalian
M. Thomsen Nias) Penduduk dan
Keluarga
Berencana
23. | NDR (Net Death Rate = Angka 12,60 <12 <12 Dinas Kesehatan,
Kematian 48 jam Setelah Dirawat Pengendalian
untuk tiap-tiap 1000 penderita Penduduk dan
keluar) (UPTD RSUD dr. M. Keluarga
Thomsen Nias) Berencana
24. | Rasio Daya Tampung RS 0,97 0,98 Dinas Kesehatan,
terhadap Jumlah Penduduk Pengendalian
(UPTD RSUD dr. M. Thomsen Penduduk dan
Nias) Keluarga
Berencana
1.03 | PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
1. | Nilai Evaluasi AKIP Perangkat B Nilai/ B Nilai/ B Nilai/ Dinas Pekerjaan
Daerah oleh Inspektorat Daerah Predikat Predikat Predikat Umum dan Tata
Ruang
2. | Persentase Luas areal Jaringan 78,20 % 80,64 % 84,42 % Dinas Pekerjaan

Irigasi Yang Tertangani

Umum dan Tata
Ruang
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[1]

Bidang Urusan / Indikator

[2]

[3]

Target
Tahun
2023

[4]

Proyeksi
Target Tahun
2024

[5]

PD Penanggung
jawab

[6]

3. | Persentase Panjang Bangunan 71,64 % 85,82 % 90,55 % Dinas Pekerjaan
Perkuatan Tebing Umum dan Tata
Ruang
4. | Kapasitas Tampungan Air 2788 M3 1500 M3 0,00 M3 Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata
Ruang
5. | Persentase Rumah Tangga 4,48 % 5,50 % 5,84 % Dinas Pekerjaan
Penerima Manfaat Air Bersih (SR) Umum dan Tata
Ruang
6. | Persentase Drainase dalam 29,80 % 36,69 % 38,99 % Dinas Pekerjaan
Kondisi Baik Umum dan Tata
Ruang
7. | Persentase Tembok Penahan 29,12 % 36,47 % 38,91 % Dinas Pekerjaan
Dalam Kondisi Baik Umum dan Tata
Ruang
8. | Persentase Jalan Setapak Dalam 29,12 % 36,42 % 38,85 % Dinas Pekerjaan
Kondisi Baik Umum dan Tata
Ruang
9. | Persentase Pembangunan Sarana 0% 33 % 42 % Dinas Pekerjaan
dan Prasarana Pemerintahan Umum dan Tata
Ruang
10. | Persentase Wilayah Terisolir yang 85,29 % 87,06 % 87,65 % Dinas Pekerjaan
Terentaskan Umum dan Tata
Ruang
11. | Persentase Kondisi Mantap Jalan 34,99 % 37,50 % 38,33 % Dinas Pekerjaan
Kabupaten/Kota Umum dan Tata
Ruang
12. | Persentase Sumber Daya 0% 14,15 % 18,87 % Dinas Pekerjaan
Manusia Terampil di Bidang Jasa Umum dan Tata
Konstruksi Meningkat Ruang
13. | Ketersediaan Dokumen Rencana 0 3 Dokumen 3 Dokumen Dinas Pekerjaan
Tata Ruang Dokumen Umum dan Tata
Ruang
14. | Regulasi Daerah tentang 0 3 3 Perda/ Dinas Pekerjaan
Pengendalian Pemanfaatan Perda/Per | Perda/Perb Perbup Umum dan Tata
Ruang bup up Ruang
1.04 | PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
1. | Nilai Evaluasi AKIP Perangkat B Nilai/ B Nilai/ B Nilai/ Dinas Perumahan
Daerah oleh Inspektorat Daerah Predikat Predikat Predikat dan Kawasan
Permukiman,
Perhubungan serta
Lingkungan Hidup
2. | Persentase Warga Negara Korban 1,52 % 12,12 % 15,91 % Dinas Perumahan

Bencana Kabupaten/ Kota yang
Memperoleh Rumah Layak Huni

dan Kawasan
Permukiman,
Perhubungan serta
Lingkungan Hidup
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[1]

Bidang Urusan / Indikator

[2]

[3]

[4]

Proyeksi
Target Tahun
2024

[5]

PD Penanggung
jawab

[6]

3. | Luas Kawasan Permukiman 1,80 3,36 3,41 Hektare Dinas Perumahan
Kumuh di Bawah 10 Ha yang Hektare Hektare dan Kawasan
Ditangani Permukiman,

Perhubungan serta
Lingkungan Hidup

4. | Persentase kawasan permukiman 3,28 % 3,36 % 3,41 % Dinas Perumahan
kumuh dibawah 10 ha di kab/ dan Kawasan
kota yang ditangani Permukiman,

Perhubungan serta
Lingkungan Hidup

5. | Presentase Peningkatan 0,00 % 3,60 % 5,40 % Dinas Perumahan
Prasarana, Sarana dan Utilitas dan Kawasan
Umum (PSU) Perumahan Permukiman,

Perhubungan serta
Lingkungan Hidup
1.05 | KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM SERTA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. | Nilai Evaluasi AKIP Perangkat CC Nilai/ CC Nilai/ CC Nilai/ Satuan Polisi
Daerah oleh Inspektorat Daerah Predikat Predikat Predikat Pamong Praja

2. | Persentase Gangguan Trantibum 100,00 % 100,00 % 100,00 % Satuan Polisi
yang Dapat Diselesaikan Pamong Praja

3. | Persentase Perda dan Perkada 100,00 % 100,00 % 100,00 % Satuan Polisi
yang Ditegakkan Pamong Praja

4. | Persentase Pelayanan 100 % 100 % 100 % Satuan Polisi
Pemadaman dan Penyelamatan Pamong Praja
Kebakaran

5. | Tingkat Waktu Tanggap 100 % 100 % 100 % Satuan Polisi
(Response Time Rate) Daerah Pamong Praja
Layanan Wilayah Manajemen
Kebakaran (WMK)

1.05 | KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM SERTA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. | Nilai Evaluasi AKIP Perangkat CC Nilai/ CC Nilai/ CC Nilai/ Badan

Daerah oleh Inspektorat Daerah Predikat Predikat Predikat Penanggulangan
Bencana Daerah

2. | Tingkat Partisipasi Masyarakat 90 % 90 % 90 % Badan
terhadap Kewaspadaan dan Penanggulangan
Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Daerah
Bencana

3. | Persentase Masyarakat yang 75 % 75 % 75 % Badan
Dapat Dibantu Penanggulangan

Bencana Daerah

4. | Tingkat Waktu Tanggap 65 % 67 % 68 % Badan
(Response Time Rate) Daerah Penanggulangan
Layanan Wilayah Manajemen Bencana Daerah
Kebakaran (WMK)

1.06 | SOSIAL

1. | Nilai Evaluasi AKIP Perangkat B B B Dinas Sosial,
Daerah oleh Inspektorat Daerah Nilai/Predi | Nilai/Predi Nilai/Predikat | Pemberdayaan

kat kat Masyarakat, Desa,

Perempuan dan
Perlindungan Anak
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[1]

Bidang Urusan / Indikator

[2]

[3]

[4]

Proyeksi
Target Tahun
2024

[5]

PD Penanggung
jawab

[6]

2. | Peningkatan Kapasitas bagi 50 Orang 50 Orang 50 Orang Dinas Sosial,
Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Pemberdayaan
Masyarakat, Desa,
Perempuan dan
Perlindungan Anak
3. | Persentase Penyandang 100 % 100 % 100 % Dinas Sosial,
Disabilitas Terlantar yang Pemberdayaan
Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Masyarakat, Desa,
di luar Panti Perempuan dan
Perlindungan Anak
4. | Persentase Anak Terlantar yang 100 % 100 % 100 % Dinas Sosial,
Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pemberdayaan
di luar Panti Masyarakat, Desa,
Perempuan dan
Perlindungan Anak
5. | Persentase Lanjut Usia Terlantar 100 % 100 % 100 % Dinas Sosial,
yang Terpenuhi Kebutuhan Pemberdayaan
Dasarnya di luar Panti Masyarakat, Desa,
Perempuan dan
Perlindungan Anak
6. | Persentase Gelandangan dan 100 % 100 % 100 % Dinas Sosial,
Pengemis yang Terpenuhi Pemberdayaan
Kebutuhan Dasarnya di luar Masyarakat, Desa,
Panti Perempuan dan
Perlindungan Anak
7. | Bantuan Sosial Ekonomi 10 Orang 10 Orang 10 Orang Dinas Sosial,
Produktif Bagi Fakir Miskin Pemberdayaan
Masyarakat, Desa,
Perempuan dan
Perlindungan Anak
8. | Keluarga Yang Mendapat 20 Kepala 25 Kepala 25 Kepal Dinas Sosial,
Bantuan Sosial Bersyarat Keluarga Keluarga a Keluarga Pemberdayaan
Masyarakat, Desa,
Perempuan dan
Perlindungan Anak
9. | Jumlah Korban Bencana Sosial 50 50 50 Kelompok Dinas Sosial,
yang Mendapatkan Bantuan Kelompok Kelompok Pemberdayaan
Perlindungan Sosial Masyarakat, Desa,
Perempuan dan
Perlindungan Anak
2. URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
2.07 | TENAGA KERJA
1. | Nilai Evaluasi AKIP